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LAPORAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR TERPADU

Assalammu'alaikum Wr. Wh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Hotel Permata ini untuk
mengikuti acara pembukaan Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.

Pelatihan yang berlangsung dari tanggal 29 Oktober - 3 November 2001 atas kerjasama
antara Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB dan Proyek Pesisir,
diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari perguruan tinggi (UNHAS, UNDIP, UNILA,
UBH, UNRI dan Universitas Khairun Ternate) Proyek Pesisir Sulawesi Utara, Lampung
dan Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Jambi, Bali, Kalimantan
Tengah, Kab. Minahasa dan Lampung Selatan, Dinas Pemukiman dan Sarna Wilayah
NTT, Dinas Kehutanan Kab. Lampung Selatan, Kecamatan Rajabasa, Ketapang
Lampung Selatan, BPD Tejang Pulau Sebesi, Guru SD Negeri 3 Taman Sari Palembang,
Kecamatan Likupang Kab. Minahasa, DPRD Kab. Minahasa, Sulawesi Utara,
BAPEDALDA Kab. Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah (BAPPEDA) Kalimantan
Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah.

Pelatihan ini dirancang di samping untuk meningkatkan wawasan dan kualitas para
akademisi, pemerhati, pengelola dan praktisi dalam pengelolaan wilayah pesisir, juga
sebagai wacana untuk saling bertukar pengalaman dan informasi dalam pengelolaan
wilayah pesisir terpadu. Pelatihan ini menjadi sangat penting dan strategis mengingat
pada saat ini sumberdaya wilayah pesisir memerlukan perhatian khusus utnuk dikelola
secara optimal dan berkelanjutan. Dalam melakukan upaya ini, selain diperlukan
sumberdaya manusia yang berkualitas, juga diperlukan komitmen dan aksi nyata dalam
mengelola sumberdaya wilayah pesisir secara lestari.

Dengan demikian apa yang diharapkan di atas sangatlah sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan dalam pelatihan ini, yaitu untuk meningkatkan kemampuan baik perseorangan
maupun kelompok kerja para peserta dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Tujuan
ini akan dicapai melalui dua sasaran pokok, yakni : (1) memberikan informasi tentang
konsep pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, dan (2) meningkatkan pemahaman dan
kemampuan para peserta dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, sehingga pada
gilirannya para peserta akan dapat menyusun suatu perencanaan, pelaksanaan dan
pengevaluasian program pengelolaan wilayah pesisir itu sendiri.

Pelatihan yang dilaksanakan di kelas dan lapangan dengan menggunakan metode
pengajaran secara interaktif, presentasi, diskusi, studi kasus dan praktek lapang, tidak
mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya pengajar dan instruktur yang berpengalaman di
bidangnya. Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para
pengajar dan instruktur yang telah bersedia untuk memberikan materi dalam pelatihan ini.



Juga kepada para panitia pelaksana yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan
pelaksanaan pelatihan ini, saya ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pemimpin Pelatihan
(Training Leader)

Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA
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PENYUSUNAN PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL SECARA TERPADU

IR. DARMAWAN, MA
Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan
Institut Pertanian Bogor

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya perhatian
masyarakat luas (termasuk politisi) terhadap
pentingnya peranan pesisir dan lautan dalam
pembangunan di Indonesia, maka dewasa ini istilah
“Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu
(PWPT)” bukanlah satu hal yang asing lagi. Namun
apa dan bagaimana sebenarnya PWPT tersebut
mungkin justru belum banyak dipahami secara
mendalam.

Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu
(PWPT)sebenarnya merupakan satu upaya yang
menyatukan antara pemerintahan dengan komunitas,
ilmu pengetahuan dengan manajemen, dan antara
kepentingan sektoral dengan kepentingan
masyarakat dalam mempersiapkan dan
melaksanakan perencanaan terpadu bagi
perlindungan dan pengembangan ekosistem pesisir
dan sumberdayanya. Tujuan akhir dari PWPT
adalah meningkatkan kualitas hidup dari komunitas
masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari
sumberdaya yang terkandung di wilayah pesisir dan
pada saat yang bersamaan juga menjaga

keanekaragaman hayati dan produktifitas dari
ekosistem pesisir tersebut. Sehingga untuk
mencapainya diperlukan suatu perencanaan yang
komprehensif dan realistis. Proses perencanaan
suatu program pengelolaan serta kemudian
implementasi dari apa yang direncanakan tersebut
merupakan satu siklus yang berkesinambungan
(gambar 1).

SIKLUS PROGRAM PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR

Proses berkembangnya satu program dapat
digambarkan sebagai satu lingkaran yang diawali
dengan identifikasi dan analisis terhadap isu-isu lokal
wilayah pesisir tersebut (Langkah Pertama).
Langkah tersebut kemudian diikuti oleh menetapkan
tujuan dan mempersiapkan rencana kebijakan dan
program-program aksi. Setelah itu langkah ketiga
menitikberatkan pada formalisasi perencanaan
melalui jalur hukum, peraturan, kerjasama antar
institusi dan mengalokasikan dana untuk
pelaksanaannya. Berikutnya adalah tahap
implementasi dari perencanaan tersebut. Adapun

SIKLUS PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
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Gambar 1. Langkah-Langkah dalam Siklus Kebijakan (GESAMP, 1996)
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langkah terakhir yang sering terlewatkan adalah
melakukan evaluasi. Siklus seperti ini menempatkan
banyak kegiatan dari suatu program dalam satu
sekuen yang logis dan membantu untuk menguraikan
keterkaitan yang rumit dari unsur-unsur yang
terdapat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam
konteks tersebut ““siklus program” ini dapat dianggap
sebagai peta atau alat bantu navigasi dalam
menelusuri proses yang kompleks, dinamis dan
bersifat adaptif. Pengalaman dari beberapa negara
maju maupun berkembang menunjukkan bahwa
terdapat beberapa hal harus dilaksanakan pada saat
yang tepat agar program pengelolaan wilayah pesisir
dapat dengan sukses bergerak terus menuju tujuan
jangka panjangnya.

Di Indonesia sendiri, walaupun sudah cukup
banyak proyek/program yang terkait dengan
permasalahan di lingkungan pesisir, tapi hanya
sebagian kecil saja yang benar-benar dirancang
untuk menjalankan pengelolaan secara terpadu.
Proyek pengelolaan wilayah pesisir di Segara
Anakan, Cilacap pada tahun 1986-1992 boleh
dikatakan merupakan yang pertama kali berupaya
untuk mencari cara mengelola satu wilayah pesisir
secara terpadu. Setelah itu menyusul berbagai
iisiatif yang dilakukan baik oleh berbagai donor
asing maupun oleh pemerintah sendiri dan pihak-
pihak non pemerintahan lainnya. Namun sayangnya
pendekatan yang dilakukan ataupun pemahaman
konsep yang diambil seringkali kurang sesuai.
Terkadang diatas kertas pendekatan dan konsep
sudah tepat, tetapi pemahaman pelaksana proyek
yang tidak sesuai. Sehingga yang sering terjadi adalah
tidak jelasnya tujuan akhir dari proyek-proyek
tersebut dan bagaimana tolok ukur keberhasilannya.
Akibat yang berikut adalah tidak terjadinya
“pembelajaran” (lesson learned) antar proyek, alih
pengetahuan maupun replikasi dari pelaksanaan/
inisiatif yang berhasil karena setiap proyek cenderung
untuk selalu mengulang “kembali dari awal”
pelaksanaan proyek-proyek baru (reinventing the
wheel).

Siklus penyusunan program sebenarnya
merupakan panduan yang cukup baik bagi pelaksana
proyek untuk melangkahkan kakinya dalam
menjabarkan konsep pengelolaan wilayah pesisir di
lapangan. Hanya sayangnya banyak hal dalam siklus
tersebut yang sengaja maupun tidak disengaja
ditinggalkan karena dianggap remeh. Anggapan

remeh ini muncul karena siklus tersebut sangatlah
logis (sangat masuk akal) sehingga pelaksana
cenderung punya sikap “sudah tahu” dan “bukan
masalah”. Hal yang terbukti salah pada akhirnya.

Langkah pertama

Pada langkah awal identifikasi dan pengkajian
isu, setiap pelaksana mengetahui bahwa ini
merupakan tahap dimana program/proyek
pengelolaan pesisir didefinisikan dan dikaji. Semua
memahami bahwa terdapat beberapa tindakan utama
yang perlu dilakukan, seperti (1) mengidentifikasi
stakeholder utama dan kepentingan serta minatnya;
(2) mengkaji prinsip dan isu lingkungan, isu-isu sosial
dan kelembagaan serta implikasinya; dan (3)
mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang
menghubungkan antara kegiatan manusia, proses
alamiah dan kemunduran kualitas kondisi
sumberdaya pesisir. Sering terjadi langkah pertama
ini dianggap selesai setelah ketiga hal tersebut di atas
dapat terdokumentasikan. Disinilah sebenarnya
terjadi “kesalahan pertama”.

Langkah pertama seharusnya hanya dapat
dianggap selesai bila telah secara jelas menyusun
rekomendasi mengenai isu-isu penting mana yang
diprioritaskan untuk digarap terlebih dahulu dalam
jangka waktu pelaksanaan proyek nantinya secara
realistis. Permasalahan di wilayah pesisir selalu
kompleks sehingga tidak realistis apabila satu (dan hanya
satu proyek) untuk jangka waktu pendek (1-5 tahun)
berusaha untuk menyelesaikannya sekaligus. Langkah
pertama ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai
1,5 tahun.

Langkah kedua

Di langkah kedua, yakni persiapan dan
perencanaan, memerlukan proses konsultasi yang
lebih intensif dan proses perencanaan yang lebih
mendalam terhadap berbagai macam alternatif
tindakan yang direkomendasikan oleh langkah
pertama. Hal ini karena tujuan utama dari langkah
ini adalah menyusun satu rencana pengelolaan yang
secara realistis dan terukur, sehingga dapat
mengekspresikan kualitas lingkungan yang ingin
dicapai dan dipertahankan, cara-cara bagaimana
sumberdaya dapat dialokasikan, dan berbagai
perubahan yang diperlukan dalam pola hubungan
antara pengeksploitasian sumberdaya alam dengan
tingkah laku masyarakat disekitarnya. Dalam
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langkah inilah tujuan spesifik dari program/proyek

harus didefinisikan secara jelas (satu hal yang sering

sekali ditinggalkan !).

Tidak dapat dipungkiri bahwa langkah kedua
merupakan langkah yang paling kompleks dan
berlangsung selama beberapa tahun. Seringkali
proyek-proyek bantuan dari donor diberikan dalam
masa 3-5 tahun, dimana waktu tersebut hanya akan
dapat dialokasikan untuk menyusun dokumen
perencanaan pengelolaan, bukan pelaksanaannya.
Terkadang pelaksana, baik LSM maupun
pemerintah melupakan hal ini sehingga setelah selesai
pekerjaan perencanaan, tidak ada lagi upaya untuk
benar-benar merealisasikannya karena “proyek”
sudah selesai. Oleh sebab itu pendekatan yang pal-
ing baik adalah dengan menyusun dan mencoba
berbagai strategi serta tujuan untuk melakukan
pemilahan terhadap berbagai pilihan yang ada.
Dalam proses perencanaan ini termasuk juga
pelaksanaan pengelolaan skala kecil (demo/pilot)
untuk menguji fisibilitas dari rencana yang disusun
untuk lingkup dan wilayah yang lebih luas.

Kegiatan utama dalam langkah kedua ini adalah
sebagai berikut:
¢ Melaksanakan penelitian ilmiah terhadap berbagai

isu yang dipilih pada langkah pertama.

e Mendokumentasikan kondisi awal (baseline)
wilayah pesisir yang akan dikelola.

e Menyusun rencana pengelolaan dan kerangka
kerja kelembagaan yang akan melaksanakan pro-
gram.

e Mempersiapkan sumberdaya manusia dan
kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan
(implementasi) program.

e Merancang (mendesain) struktur kelembagaan
dan proses pengambilan keputusan dalam
pelaksanaan program.

e Menguji strategi pelaksanaan program dalam
skala kecil (pilot/demo)

e Melaksanakan program pendidikan dan
penyadaran bagi masyarakat (umum) dan stake-
holder.

Apabila hasil dari langkah pertama sudah
“salah” maka pada tahap ini kesalahan tersebut akan
makin terakumulasi. Perencanaan yang disusun akan
berupaya “menjawab” seluruh permasalah yang
diberikan dari hasil identifikasi. Akibatnya seluruh
rencana hanya tinggal rencana karena sumberdaya
yang ada (institusional, manusia dan biaya) tidak

mampu memikul tugas yang dilimpahkan dalam
perencanaan tersebut. Kesalahan kedua ini biasanya
bersifat “fatal”. Artinya sebagian besar proyek
pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia (yang
jumlahnya juga tidak banyak) tidak pernah bisa
beranjak ke langkah berikutnya

Langkah Ketiga

Apabila proyek “selamat” dan dapat berlanjut
ke tahap berikutnya maka adopsi secara fomal
merupakan pengakuan terhadap rencana yang
disusun, oleh pengambil keputusan dan kebijakan
di tingkat tinggi, seperti menteri, gubernur ataupun
presiden. Seringkali pengakuan ataupun persetujuan
tersebut dituangkan dalam surat keputusan mapun
peraturan perundangan lainnya. Adopsi dalam
konteks ini meliputi persetujuan pendanaan dan
pengalokasian sumberdaya manusia untuk
melaksanakan tiap langkah yang direncanakan.

Tentunya sebelum sampai kesana dokumen yang
disusun pada langkah kedua akan diteliti dan mendapat
banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan seringkali
membutuhkan revisi sebelum dapat disetujui. Sebagai
konsekuensinya, dokumen perencanaan dapat
mengalami perubahan mendasar terutama dari berbagai
pertimbangan aspek teknis menjadi aspek politis, yang
merupakan minat dan prioritas dari kalangan pemerintah
maupun pihak-pihak lainnya yang mungkin akan
terpengaruh oleh proyek tersebut.. Dalam proses ini
akan muncul berbagai argumentasi yang sebelumnya
tidak terpikirkan atau tidak dianggap penting (satu
kesalahan lagi !) oleh penyusun dokumen. Bahkan bila
perencanaan pada akhimya disetujui tidak berarti selalu
selalu otomatis diikuti oleh persetujuan pengalokasi dana
untuk melaksanakannya. Demikian pula persetujuan
terhadap isi dokumen tidak selalu diikuti oleh
persetujuan pengalokasi dana untuk melaksanakannya.
Memang langkah ketiga ini merupakan satu tahap
dimana terdapat proses tawar menawar dan pemberian
akomodasi diantara berbagai pihak yang terkait
ekonomis maupun politis. Bahayanya adalah apabila
hasil kompromi tersebut pada akhirnya malah
mengaburkan tujuan utama dari pelaksanaan proyek
itu sendiri, dan ini memang sering sekali terjadi
(kesalahan ketiga !). Tantangan yang harus dihadapi
untuk dapat melalui langkah ini untuk sampai ketahap
pelaksanaan merupakan tantangan yang bahkan dapat
lebih berat dibandingkan dengan langkah-langkah
sebelumnya.
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Langkah Keempat

Pada tahap ini rencana pengelolaan menjadi
operasional dan titik berat proses beralih pada
pengenalan bentuk-bentuk baru dari pemanfaatan
dan pengembangan sumberdaya alam, pengaturan
institusional yang berganti, pelaksanaan pemantauan
dan aplikasi dari kontrol serta peraturan yang baru.
Pelaksanaan yang berhasil sangat tergantung pada
kemampuan pelaksanan proyek/program untuk
menghadapi berbagai tantangan yang sebelumnya
tidak terpikirkan dan dapat mengadaptasikannya ke
dalam inti program yang sedang berjalan. Aktifitas
utama yang biasanya terdapat dalam langkah ini
meliputi: penyelesaian konflik, pengaturan koordinasi
antar institusi, pembangunan infrastruktur, pendidikan
masyarakat, pelatihan bagi pelaksana dan penegak
hukum, perencanaan dan penelitian terhadap
masalah yang baru timbul. Aktifitas-aktifitas tersebut
termasuk dalam: (1) pelaksanaan mekanisme
koordinasi antar lembaga dan prosedur-prosedur
resolusi konflik; (2) pelaksanaan peraturan-
peraturan dan prosedur-prosedur pengambilan
keputusan; (3) penguatan kapasitas pengelolaan
program; (4) peningkatan pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur fisik yang dibutuhkan; (5)
membangkitkan, mendorong atau meningkatkan
partisipasi kelompok stakeholder utama; (6)
menjaga agar prioritas program tersebut tetap
berada dalam agenda publik; (7) memantau kinerja
program dan kecenderungan yang terjadi pada
lingkungan sosial; (8) mengadaptasikan program
terhadap pengalaman yang mereka miliki; serta
terhadap perubahan kondisi lingkungan, politik dan
kondisi sosial.

Pada umumnya pelaksanaan pengelolaan
wilayah pesisir merupakan suatu hal yang rumit dan
daftar dari permasalahn yang mungkin timbul selama
pelaksanaan sangatlah panjang. Sabatier dan
Mazmanian (1981), mengidentifikasikan 6 (enam)
prakondisi utama agar langkah ini dapat berjalan
dengan baik, yaitu: (a) tujuan dan kebijakan yang
jelas dan konsisten; (b) cukup baiknya ilmu
pengetahuan yang menunjang kebijakan yang
diambil; (c) kewenangan dan otoritas yang cukup;
(d) struktur organisasi pelaksanaan yang baik; (e)
kompetensi dan komitmen dari pelaksana; (f)
mempertahankan tujuan dan prioritas program dalam
agenda politik

Langkah Kelima

Pada tahap ini seharusnya dapat diperoleh
suatu pembelajaran dan pengalaman yang sangat
bermanfaat (lesson learned). Namun langkah ini
sering disepelekan ataupun diabaikan dalam banyak
proyek-proyek pengelolaan wilayah pesisir. Namun
bila kita menginginkan adanya keberlanjutan dari satu
generasi siklus ke generasi berikutnya, maka tahap
ini harus dilakukan secara benar. Tindakan utama
dalam langkah ini adalah melakukan evaluasi dan
penyesuaian program sesuai kebutuhan dan hasil
evaluasi itu sendiri. Secara umum langkah evaluasi
harus dapat menjawab dua pertanyaan mendasar,
yaitu: (1) apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh
program yang dilaksanakan terdahulu? dan
bagaimana pengalaman tersebut dapat
mempengaruhi penyusunan desain dan fokus dari
program generasi berikutnya?; (2) apakah ada
perubahan yang terjadi pada isu-isu dan lingkungan
hidup semenjak program tersebut dijalankan?

Seringkali proyek-proyek dilaksanakan tanpa
dilengkapi oleh perangkat evaluasi ataupun panduan
untuk melakukannya sejak awal. Akibatnya apabila
pada akhirnya ada evaluasi, maka itu hanya
“memotret” kejadian yang sudah berlalu, tidak bisa
merupakan umpan balik yang langsung berguna untuk
memperbaiki kinerja proyek.

Evaluasi didefinisikan sebagai kegiatan dalam
rangkaian proses pengelolaan yang dilakukan secara
selektif untuk memberikan informasi kepada para
pengelola mengenai berbagai isu penting sebelum
mereka mengambil keputusan-keputusan yang dapat
berdampak besar. Tergantung pada lingkup dari
keputusan yang akan dibuat, maka kegiatan evaluasi
dapat dilakukan pada berbagai tingkatan, baik pada
kegiatan proyek tertentu ataupun pada kegiatan pro-
gram yang lebih luas (Owen, 1993; Olsen, et al,
1998; Kay and Alder, 1999). Pada tingkat proyek,
kegiatan evaluasi dapat memberikan informasi
terhadap jalannya proyek tersebut. Berdasarkan
informasi tersebut maka manager akan dapat
menentukan berbagai perubahan maupun aksi yang
diperlukan agar proyek tersebut dapat lebih
meningkatkan kinerjanya ataupun untuk
memperbaiki kinerja yang kurang. Sedangkan pada
tingkatan program, maka hasil evaluasi dari berbagai
proyek akan dapat dipergunakan sebagai bahan
untuk mengkaji ketepatan perencanaan dan strategi
program tersebut.
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Setiap kali seseorang ingin melakukan evaluasi,
maka kumpulan pertanyaan utama yang dirangkum
oleh Owens (1993) di bawah ini dapat menjadi
petunjuk sebelum melangkah lebih lanjut.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: (a) apa yang
menjadi alasan utama dilaksanakannya evaluasi
tersebut?; (b) program/proyek yang akan dievaluasi
tersebut telah mencapai tahapan apa dan
bagaimana?; (c) aspek apa dari proyek/program
tersebut yang akan dievaluasi; (d) bagaimana
perkiraan ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi
dengan waktu pelaksanaan proyek/program secara
keseluruhan?; (e) pendekatan evaluasi bagaimana
yang akan dipergunakan dan apa metodologi
pengumpulan dan analisis data dan informasi yang
sesuai dengan pendekatan tersebut?

Selanjutnya Owens (1993) mengklasifikasikan
pelaksanaan evaluasi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:
(1) evaluasi dampak, (2) evaluasi dalam pengelolaan
program, (3) evaluasi proses, (4) evaluasi desain,
(5) evaluasi untuk pengembangan. Pendapat lain
mengenai jenis evaluasi ini dikemukakan oleh Olsen,
Lowry dan Tobey (1998). Mereka menyatakan
bahwa evaluasi terhadap proyek ataupun kegiatan-
kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dapat
dikategorikan dalam tiga jenis utama, yaitu; (1)
Evaluasi Kinerja (Performance Evaluation), (2)
Evaluasi Hasil (Outcome Evaluation), (3) Evaluasi
Kapasitas Pengelolaan (Management Capacity As-
sessment).

Mengapa kita memerlukan cara untuk dapat
melakukan evaluasi secara sistematis
terhadap pelaksanaan “Pengelolaan Wilayah
Pesisir (proyek/program)”?.

Alasan utama mengapa kita membutuhkan
perangkat evaluasi yang sistematis karena pelaksanaan
proyek pengelolaan pesisir yang sukses sangatlah kecil
dibandingkan dengan berbagai kegiatan yang
menyebabkan degradasi lingkungan pesisir di dunia ini.
Alasan lain adalah bahwa di berbagai negara
berkembang, terutama di daerah tropis seperti Indo-
nesia, proyek pengelolaan wilayah pesisir dijalankan
sebagai “proyek-proyek pilot/percontohan” yang
tersebar dari Sabang sampai Merauke. Komunikasi
yang terjalin diantara proyek ataupun analisis terhadap
perbedaan desain tiap proyek serta dampaknya dalam
pelaksanaan sangat jarang dilakukan atau bahkan tidak
permah dilakukan.

Sangat sedikit jumlah proyek perencanaan
pengelolaan wilayah pesisir di negara-negara
berkembang, termasuk dan terutama di Indonesia,
yang kemudian berhasil dilaksanakan
implementasinya setelah proyeknya berakhir. Lebih
sedikit lagi metodologi evaluasi yang
didokumentasikan dan disebarluaskan. Kalaupun
ada maka metoda evaluasi tersebut tidak
menganalisis perbedaan berbagai desain dari proyek/
program yang ada serta pengaruhnya terhadap hasil
akhirnya. Oleh karena itu, tanpa adanya kerangka
kerja evaluasi yang dapat diterima oleh para praktisi
dan para pengguna lainnya maka kajian sistematis
terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan wilayah pesisir akan sulit untuk
dapat dilakukan dan direplikasikan.

Pertanyaan-Pertanyaan dalam Tiap Langkah
Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang
merefleksikan 5 langkah yang ada dalam siklus
kebijakan di atas. Tiap bagian tersebut kemudian
dibagi lagi kedalam topik-topik yang paling
penting dalam langkah tersebut. Dalam tiap topik
itulah rangkaian pertanyaan tersebut dijabarkan.
Penting untuk diingat bahwa pertanyaan-
pertanyaan tersebut tidak semuanya relevan
dengan semua proyek atau program yang ada.
Oleh karenanya tidak semua pertanyaan tersebut
perlu dijawab atau dipergunakan. Terdapat 120
pertanyaan yang terbagi dalam 29 kategori.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus
diperlakukan hanya sebagai “petunjuk/arahan”
dan bukan sebagai cetak biru yang dapat
dipergunakan untuk seluruh jenis pekerjaan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun
berdasarkan pengalaman yang didapat dari
“pengalaman terbaik” yang terjadi diprogram-pro-
gram seluruh dunia. Pengalaman terbaik tersebut
berdasarkan dari studi pustaka dan pendapat-
pendapat para ahli terhadap karakteristik dari
pengelolaan wilayah pesisir yang efektif.
Karakteristik tersebut adalah;
e Partisipasi stakeholder di setiap fase dari
pengembangan proyek
e Strategis, fokus dan pengambilan keputusan dari
proyek yang berdasarkan isu tertentu
e Kordinasi antar institusi baik di tingkat lokal
maupun nasional
e Pengelolaan secara adaptif dan “learning”
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e Analisis ilmiah yang tepat yang diperlukan oleh
pengelola

e Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan
institusional dalam pengelolaan wilayah pesisir

e Menyepadankan antara kegiatan-kegiatan proyek
dengan kemampuan institusi dan SDMnya

e Kepemilikan lokal maupun nasional terhadap
proyek atau program yang dilaksanakan.

Kegunaan utama pertanyaan-pertanyaan

tersebut selain untuk menilai/mengkaji “diri sendiri”

(self-assessment), tetapi dapat juga dipergunakan

sebagai checklist dari disain program, kerangka

kerja pelatihan, metodologi untuk mengkaji

kematangan dan kapasitas proyek/program

pengelolaan wilayah pesisir.

Langkah Pertama :
Identifikasi dan Pengkajian Isu

Tidak ada yang lebih penting bagi kesuksesan
satu generasi pengelolaan wilayah pesisir daripada
seleksi/pemilihan isu yang akan ditangani, baik
permasalahannya maupun oportunitasnya. Langkah
pertama ini bisa dianggap selesai apabila isu-isu dan
wilayah yang akan menjadi subyek perencanaan,
penelitian dan dan kerangka dari tindakan-tindakan
pengelolaan telah terdefinisikan.

Proses identifikasi isu seringkali didasari oleh
informasi yang ada ditambah dengan pelaksanaan
pengkajian cepat (rapid assessment) untuk
memperoleh gambaran mengenai kondisi lingkungan
dan sosial di wilayah yang dipertimbangkan untuk
dikelola. Namun bagaimanapun juga analisis yang
lebih lama dan rinci untuk mengidentifikasi
permasalahan yang ada, penyebabnya dan
kemungkinan penanggulangannya oleh masyarakat
lokal dan para pimpinan akan lebih mendukung.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan pelaksanaan langkah pertama ini;

A. Identifikasi dan pengkajian isu

wilayah pesisir

o [su-isu pengelolaan apa saja yang menjadi sasaran/
arah dari program atau proyek?

e Apayang menjadi alasan/pemicu sehingga proyek
pengelolaan sumberdaya tersebut perlu diusulkan
dan bagaimana hubungannya dengan pemilihan isu
yang akan ditangani oleh proyek ?.

e Apakah suatu kajian telah dipersiapkan dengan
baik ? Siapa yang mempersiapkan kajian tersebut

dan siapa yang membiayai kegiatan ini ?

o Siapa saja yang terlibat dalam pengkajian tersebut?
Bagaimana proses keterlibatan mereka ?

e Sejauh mana pengkajian ini membahas kondisi
sosial-ekonomi dari para pengguna/pemanfaat
sumberdaya tersebut?

e Apakah ada analisa mengenai hubungan antara
lembaga pemerintah dan lembaga lainnya dengan
isu-isu pengelolaan pesisir utama pada saat ini?
Apakah analisa tersebut dapat mengungkapkan
kecukupan (adequacy) dari pengelolaan yang ada
saat ini?

e Apa ruang lingkup kajian tersebut ? Teknik dan
metodologi apa yang digunakan?

e Bagaimana tingkat kedalaman/ketelitian dari kajian
isu ini terhadap keterbatasan ruang lingkup,
sumberdaya dan waktu dalam melaksanakan
program pada saat ini?

B. Kelompok Stakeholder Utama dan
Kepentingannya

e Kelompok stakeholder non-pemerintah mana yang
akan terpengaruh oleh adanya proyek pengelolaan
sumberdaya pesisir di daerah tersebut ?

e Apakah proses pengkajian isu tersebut juga
menggali pendapat/pandangan dan persepsi dari
masyarakat umum yang tidak termasuk dalam
suatu organisasi? Bagaimana pelaksanaannya dan
apa hasilnya?

e Apakah kepentingan dari instansi pemerintah dan
lembaga formal lainnya seperti universitas,
kelompok pengguna, dan organisasi keagamaan
telah diperhatikan? Bagaimana kepentingan-
kepentingan mereka tersebut dianalisa?

e Sejauh mana kajian ini mengemukakan perbedaan
atau konflik kepentingan? Apakah semua stake-
holder dan para tokoh di tingkat lokal maupun
pusat telah dilibatkan? Bagaimana hal ini
dilakukan?

e Apakah kajian ini mengidentifikasi pemimpin yang
berpotensi dan kelompok stakeholder yang
keterlibatannya dalam proyek tersebut akan
diprioritaskan?

C. Pemilihan Isu

e [suapa yang telah dipilih oleh proyek sebagai
fokus kegiatannya? Bagaimana dan oleh siapa
isu tersebut dipilih?

e Apakah ruang lingkup dan kompleksitas isu yang
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telah dipilih tersebut sesuai dengan kapasitas
lembaga yang terlibat dan tim kerja proyek?

e Apakah perencanaan dan proses perumusan
kebijakan untuk menjawab isu tersebut dapat
menghasilkan proposal yang cukup berbobot/
berkualitas agar memperoleh persetujuan formal
dan pendanaan untuk implementasinya?

D. Reaksi terhadap proses pengkajian isu

e Bagaimana kualitas teknis dari kajian yang
dilakukan? Apakah para pakar menilai bahwa
kajian tersebut sahih?

e Kepada siapa dan dalam bentuk apa hasil kajian
tersebut disampaikan?

e Respon apa yang diperoleh dari pelaksanaan
kajian tersebut?

E. Tujuan Program/Proyek Pengelolaan
Pesisir

e Sejauh mana proyek yang diusulkan atau tujuan
program mencerminkan isu-isu yang telah
diidentifikasi?

e Apakah maksud/tujuan dari proyek pengelolaan
sumberdaya pesisir ini telah dimengerti oleh
mereka yang akan menerima dampak dari
pelaksanaan nantinya?

Langkah Kedua: Persiapan Perencanaan

Pada langkah ini pengelola proyek menyusun
rincian rencana aksi untuk menjawab permasalahan/
isu yang telah dipilih di langkah pertama. Tujuan
spesifik, kebijakan pengelolaan dan program-pro-
gram aksi dijabarkan untuk tiap isu yang dipilih.
Penelitian dilaksanakan untuk mengisi data dan
informasi detail yang diperlukan untuk lebih
memahami permasalahan yang dihadapi.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan pelaksanaan langkah kedua ini;

A. Pendokumentasian kondisi awal
(baseline)

e Studi apa saja yang telah dilakukan dalam
pendokumentasian kondisi awal?

e Apakah masyarakat atau kelompok stakeholder
tertentu berpartisipasi dalam pendokumentasian
tersebut?

e Apakah kondisi awal tersebut dapat dijadikan
sebagai tolok ukur dalam menganalisis perubahan
di masa mendatang? Hal-hal apa saja dalam

kondisi awal tersebut yang dapat menggambarkan
dampak dimasa datang akibat adanya kegiatan
pengelolaan?

e Apakah lokasi/daerah kontrol (control sites) telah
direncanakan sebagai dasar analisa dampak
pengelolaan sumberdaya pesisir?

B. Penelitian Penting

e Penelitian apa saja yang telah dilaksanakan?
Pertanyaan-pertanyaan (hipotesa) apa yang
dibuat untuk dijawab oleh penelitian tersebut?
Bagaimana peranan isu-isu pengelolaan tersebut
dalam menentukan agenda penelitian? Apakah
skala penelitian tepat untuk untuk isu yang telah
diidentifikasi dan sesuai dengan kebutuhan pro-
gram/proyek?

e Apakah penelitian yang dilakukan berguna bagi
proses perencanaan proyek?

+ Siapakah pelaksana dari penelitian ini? Apakah
penelitian ini melibatkan tenaga ahli lokal dan
berdasarkan pada penelitian yang sudah ada?
Apakah telah dipilih pakar dari luar lokasi yang
keahlian dan pengalamannya dapat digunakan
untuk menambah kualitas penelitian tersebut?
Apakah pakar dari luar itu membimbing peneliti
lokal dan bekerja untuk meningkatkan kapasitas
lokal di dalam melaksanakan penelitian yang
berdasarkan isu-isu pengelolaan sumberdaya
pesisir?

e Apakah masyarakat dan stakeholder lainnya
dilibatkan dalam penelitian? Apakah mereka
mendapat informasi mengenai hasil penelitian dan
implikasinya?

C. Perencanaan Pengelolaan

e Dasar pemikiran atau teori apa yang melandasi
rancangan pengelolaan utama kedalam rencana
pengelolaan? Bagaimana validitas dari logika atau
teori tersebut?

e Untuk kelompok atau individu mana pengelolaan
wilayah pesisir tersebut direncanakan?

e Perubahan-perubahan perilaku apa saja yang
diharapkan dari kelompok sasaran? Seberapa
pentingnya perubahan-perubahan tersebut?

e Apakah strategi pengelolaan telah
mempertimbangkan keseimbangan antara
kegiatan yang telah memiliki pengaturan dengan
kegiatan yang tidak diatur? Apakah instansi
pemerintah yang akan dilibatkan dalam
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pelaksanaan tersebut telah diajak berkonsultasi?

o Insentif/dorongan apa yang ditawarkan atau biaya
apa yang akan dibebankan kepada kelompok
sasaran dalam strategi pengelolaan?

e Apakah ruang lingkup dan kompleksitas dari
rencana pengelolaan tersebut sesuai dengan
kapasitas lembaga-lembaga yang akan
bertanggungjawab dalam pelaksanaannya?

e Apakah batasan-batasan yang diusulkan dalam
perencanaan dan pengelolaan itu sesuai dengan
isu-isu yang telah dipilih?

D. Struktur kelembagaan dan hukum serta
proses pengambilan keputusan bagi
implementasi program.

e Apakah kerangka kerja kelembagaan telah

dirancang untuk melaksanakan program?

e Apakah dalam rancangan kelembagaan itu
menetapkan hubungan/kaitan dalam formulasi
kebijakan dan proses pengambilan keputusan
pada tingkat lokal dan pada tingkat pemerintah
pusat atau daerah (propinsi)?

e Apa saja kewenangan formal dari pengelola pro-
gram? Apakah sudah cukup memadai?

e Sejauh mana strategi pengelolaan berlandaskan
pada kerjasama antar lembaga yang terlibat?

e Apakah ada kesenjangan juridiksi secara jelas?
Apakah kegiatan-kegiatan pengembangan (im-
pact generating) secara nyata lepas dari
peraturan atau ketentuan pengeloaan lainnya?

e Apakah program ini terjadi konflik dengan pro-
gram atau peraturan lainnya?

e Apakah konflik hukum (juridiksi) telah dikenal
luas? Bagaimana pemecahannya?

E. Kompetensi Staf

e Apa saja pelatihan teknis dan/atau pengelolaan
dan kegiatan pengembangan kapasitas yang telah
diselenggarakan bagi staf proyek dan/atau staf
dari lembaga koordinatif? Apakah mereka telah
mendalami pengetahuan yang relevan dengan
pengalaman di berbagai tempat di negaranya, re-
gional dan internasional? Apakah mempunyai
suatu strategi peningkatan kapasitas yang khusus?
Jika ada, seberapa jauh efektifitasnya?

e Pada tingkatan apa kepercayaan dan komitmen
staf terhadap rencana pengelolaan? Apakah para
staf mengharapkan untuk berperan secara nyata
dalam pelaksanaannya?

F. Perencanaan finansial yang berkelanjutan

e Apakah telah direncanakan sumber dana
keuangan dan sumberdaya lainnya yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan program?

e Apakah telah dipersiapkan suatu strtegi
pendanaan bagi pelaksanaan program? Apakah
pendanaan tersebut merupakan gabungan dana
inti dari pemerintah dengan sumber lainnya?
Sampai pada tingkat mana program ini bergantung
pada penyandang dana (donatur)?

G. Kegiatan implementasi awal/pendahuluan
(Early Implementation Actions)

e Apa jenis kegiatan pendahuluan yang
dilaksanakan?

e Seberapa jauh pengalaman yang diperoleh dari
kegiatan pendahuluan itu dapat ditransfer kepada
isu atau lokasi lainnya?

e Apakah pengalaman yang dipetik dari kegiatan
pendahuluan telah dimasukkan kedalam
penyusunan kebijakan?

e Apakah kegiatan pendahuluan itu menghasilkan
peningkatan yang dapat dirasakan langsung oleh
para stakeholder ditempat kegiatan tersebut
diterapkan?

H. Program pendidikan dan penyuluhan/
penyadaran bagi masyarakat

e Apakah telah dirancang program pendidikan dan
penyuluhan terutama untuk menginformasikan dan
melibatkan mereka yang memiliki kepentingan
dalam pemilihan isu? Apakah kelompok sasaran
(target audiences) telah diidentifikasi dan pesan-
pesan penting yang disusun telah disampaikan
kepada kelompok sasaran dan melalui apa pesan-
pesan tersebut telah disalurkan dengan berhasil?

e Apakah kegiatan pendidikan dan upaya pelibatan
yang dilakukan telah mempunyai dampak yang
jelas terhadap kelompok sasaran? Apakah reaksi
dan saran dari masyarakat (publik) mempengaruhi
rancangan program?

e Apakah proyek telah mendidik para petugas dan
tokoh/pemimpin masyarakat tentang problem
wilayah pesisir dan upaya-upaya proyek untuk
memudahkan pemecahan problem tersebut?
Apakah para petugas senior dan para tokoh
panutan tersebut berbicara secara terbuka dan
penuh perhatian terhadap pengelolaan wilayah
pesisir? Apakah mereka itu memahami implikasi
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dari penanganan isu-isu proyek, sebab-sebanya
dan kemungkinan solusinya?

e Apakah proyek telah mengubah persepsi umum
tentang isu dan kontribusinya terhadap perubahan-
perubahan prilaku masyarakat?

Langkah Ketiga:
Adopsi Formal dan Pendanaan

Langkah ketiga merupakan masa dimana
upaya perencanaan dikristalisasikan. Pada tahap ini
sangat penting untuk memperoleh formal mandat tingkat
tinggi bagi perencanaan yang disusun. Hal ini biasanya
diekspresikan melalui peraturan-peraturan ataupun
keputusan yang memberikan tanggungjawab dan
kekuatan tertentu.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan pelaksanaan langkah ketiga ini;

A. Persetujuan formal terhadap

rencana pengelolaan

e Apakah proses persetujuan menjelaskan cara
untuk satu periode implementasi ataukah masih
diperlukan perencanaan dan/atau prosedur dan
peraturan persiapan operasional lebih lanjut ?

e Melalui proses apa, dan pada tingkat politik yang
mana, program pengelolaan wilayah pesisir secara
administratiftelah disetujui?

e [su-isu penting apa saja yang dimunculkan selama
proses persetujuan?

e [embaga/instansi pemerintah, figur politik,
kelompok atau kepentingan apa saja yang banyak
terlibat dalam proses persetujuan rencana
tersebut?

e Dalam bentuk apa rencana strategi pengelolaan
secara resmi disetujui, apakah berupa undang-
undang, pemeraturan pemerintah, surat keputusan
atau perjanjian antar lembaga? Apakah logika
atau teori yang melandasi rancangan rencana
pengelolaan pada Langkah Kedua ini secara nyata
telah dimodifikasi selama proses persetujuan?

B. Penetapan kerangka kerja implementasi

kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.

e Apakah telah terjadi pengalihan dengan berhasil
dari proyek kepada program pengelolaan suatu
lembaga yang jelas didentitasnya sebagai bagian/
unsur permanen di dalam struktur pemerintahan?

e Apakah telah dinegosiasikan perjanjian antar

lembaga yang bertanggungjawab khusus dalam
implementasi program telah dialokasikan diantara
berbagai lembaga yang ada?

e Apakah otoritas (wewenang) resmi dan kerangka
kerja implementasi program cukup dipertimbangkan
untuk kelancaran pelaksanaannya?

e Apakah terjadi konflik yang baru secara hukum atau
dengan program lainnya yang dihadapi selama proses
formalisasi program? Bagaimana terjadinya secara
nyata? Apakah ada lembaga lainnya yang
memprotes atau melakukan vero terhadap aspek-
aspek program yang dilaksanakan?

C. Pendanaan implementasi program.

" Apakah sumber keuangan yang telah disepakati
untuk implementasi program telah memadai?
Apakah sumberdaya yang tersedia ini cukup
untuk melaksanakan semua program yang ada
secara maksimal?

" Berapa bagian (proporsi) biaya-biaya
implementasi yang merupakan bagian dari
anggaran rutin pemerintah? Berapa bagian
(proporsi) dana yang didukung oleh grant jangka
pendek dan berapa bagian dukungan proyek yang
didanai oleh lembaga internasional dan lembaga
lainnya?

Langkah Keempat:
Implementasi (Pelaksanaan Program)

A. Efektivitas strategi pengelolaan

e Apakah logika atau teori yang melandasi strategi
pengelolaan ini cukup valid ? apakah hipotesa
dasar dari strategi yang telah disusun itu dapat
dianalisa validitasnya?

e Bagaimana rencana strategi dapat dimodifikasi
setiap waktu, jika terjadi ?

e Apakah kegiatan implementasi telah dilakukan
secara imbang antara aksi/tindakan yang berkaitan
dengan peraturan dan yang tidak berkaitan dengan
peraturan?

e Kelompok atau individu mana yang banyak
terpengaruh secara langsung oleh kegiatan
implementasi program? Apakah yang terkena
dampak implementasi tersebut sesuai yang
diharapkan dalam program yang telah dirancang
dan disetujui? Jika bukan, mengapa?
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B. Penegakan dan pelanggaran peraturan

e Perubahan-perubahan apa yang diinginkan dari
prilaku kelompok sasaran dalam program
pengelolaan? Apakah perubahan-perubahan itu
telah tercapai? Jika ada, sebutkan perubahan-
perubahan tersebut?

e Apakah program memberikan kontribusi berupa
contoh-contoh penting bagi penegakan peraturan
yang dilakukan oleh kelompok pengguna secara
mandiri?

e Apakah insentif/perangsang yang ditawarkan atau
biaya yang dikenakan kepada kelompok sasaran
dalam strategi pengelolaan terbukti cukup efektif?

C. Kelengkapan kerangka kerja dan
wewenang resmi untuk pengelolaan
pesisir

e Apakah ada wewenang resmi bagi pengelola
secara penuh? Perkembangan apa saja dari
kerangka kerja yang telah dibuat?

e Apakah implementasi mengungkapkan
kesejangan yurisdiksi secara jelas? Apakah
kegiatan-kegiatan yang berdampak besar dan
luas (impact-generating) merupakan
pengecualian dari peraturan atau bentuk aturan
lain bagi pengelolaan pesisir?

D. Integrasi dan kerjasama antar lembaga

e Apakah dalam implementasi ada konflik yang
serius dengan program atau peraturan lainnya?
Apakah kegiatan dari lembaga-lembaga tersebut
konsisten dengan tujuan dan program pengelolaan
pesisir?

e Apakah konflik secara hukum diangkat ke
permukaan dan dikenal secara umum? Bagaimana
mengatasinya? Apakah sudah dibuat aturan main
antar lembaga atau telah ditetapkan mekanisme
untuk mengatasi konflik yurisdiksi tersebut? Apa
bentuk konfliknya? Bagaimana aturan atau
mekanisme itu dapat berjalan dengan baik?

e Apakah bentuk kerjasama yang dibutuhkan antar
lembaga dalam strategi pengelolaan itu akan berjalan/
bekerja baik?

e Apa saja aturan organisasi yang cukup efektif untuk
mengkoordinasikan atau bekerjasama antar
lembaga? Aturan mana yang tidak berguna?
Mengapa?

e Apakah ada lembaga lain yang melakukan veto
terhadap beberapa aspek dari strategi pengelolaan?
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e Insentif/perangsang apa yang diperlukan untuk
memperkuat koordinasi antar lembaga? Resiko/
biaya apa saja yang dibebankan bagi lembaga yang
tidak melakukan kerjasama?

E. Program pengadaan staf dan administrasi

e Apakah cukup personalia untuk melaksanakan
strategi pengelolaan? Apakah cukup sumberdaya
untuk mendukung tugas staf?

e Apakah tenaga kerja telah dikelola secara efektif?

e Apakah petunjuk administrasi dan pengerahan
sumberdaya manusia cukup jelas?

e Apakah tanggungjawab setiap staf untuk
mengimplementasikan strategi pengelolaan dapat
dipahami oleh yang bersangkutan? Apakah mereka
terlibat dalam proses merancang programnya?

e Apakah staf mendukung strategi pengelolaan?
Seberapa jauh komitmen dan kontribusi keahlian
mereka dalam implementasinya?

e Perubahan-perubahan apa saja dalam strategi
pengelolaan yang merupakan prakarsa dari staf?

F. Pengelolaan keuangan

e Apakah ada proses penganggaran dan
pengelolaan keuangan?

e Bagaimana program dan pertanggungjawaban
keuangannya?

G. Analisa teknis

e Penilaian teknis apa yang dibutuhkan dalam
strategi pengelolaan?

e Data teknis secara khusus apa yang diperlukan
sesuai tujuan pengelolaan? Apakah ada data
tentang isu-isu yang valid atau realistis?

e Apakah cukup tersedia sumberdaya teknis untuk
melaksanakan program? Apakah para staf
mempunyai keterampilan teknis yang memadai
untuk membuat penilaian secara tepat?

H. Transparansi

e Apakah kebijakan, prosedur pengambilan
keputusan dan penegakan mekanisme program
telah dipahami oleh sebagian besar dari mereka
yang terpengaruh langsung dalam implementasinya?

e Apakah keputusan program yang tidak tepat tetap
diumumkan dan diinformasikan kepada mereka
yang terpengaruh terhadap program tersebut?

e Sejauh mana data yang diprogramkan (data kajian
dampak, keputusan yang dihasilkan, rencana
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pengembangan dan konservasi, jenis/macam K. Resolusi konflik

pelanggaran, dan data penting lainnya) tersedia
bagi stakeholder utama dan masyarakat umum?

. Konstruksi (pembangunan) dan

pemeliharaan infrastruktur

Jika pembangunan infrastruktur wilayah pesisir
merupakan bagian penting dari lembaga pengelolan
pesisir, apakah implementasi strategi dari unsur
(pembangunan) ini telah membuat perhatian para staf
melebihi unsur pengelolaan lain yang menjadi
tugasnya?

Seberapa jauh pembangunan infrastruktur tersebut
merupakan bagian dari kewajiban lembaga
pengelola? Bagaimana penetapan secara khusus
tentang kebutuhan proyek infrastruktur tersebut?
Berapa bagian (proporsi) proyek infrastruktur ini
disebut proyek besar dan proyek kecil menurut para
penerima manfaat (beneficiaries) yang
teridentifikasi?

Seberapa jauh para penerima manfaat
pembangunan infrastruktur yang teridentifikasi
tersebut berpartisipasi dalam penyusunan
rancangan, pendanaan, dan pengembangan
proyek infrastruktur wilayah pesisir?

Seberapa jauh penerima manfaat berpartisipasi
dalam operasi dan pemeliharaan proyek
infrastruktur itu?

Apakah ada mekanisme penganggaran bagi
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur?
Bagaimana efektifitasnya?

Apa standar mutu dari pembangunan infratruktur
tersebut?

J. Partisipasi

Golongan/kelompok dan individu mana saja dari
pemerintah dan non-pemerintah yang mempunyai
andil paling besar dalam pengelolaan wilayah pesisir
tersebut?

Pada tingkat apa dukungan politik dari golongan
tersebut terhadap pengelolaan pesisir?

Seberapa jauh keterlibatan penerima manfaat pro-
gram dan stakeholder utama secara aktif dalam
implementasi program?

Cara atau strategi apa yang digunakan untuk
membangkitkan partisipasi mereka? Seberapa jauh
tingkat keberhasilannya?
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e Jika ada, konflik apa yang muncul dalam

implementasi program?

e Apa saja teknik resolusi konflik yang digunakan?

Bagaimana keberhasilannya?

L. Dukungan politik
e Apakah ada figur politik senior dalam program/

proyek? Apakah mereka mendukung program?

e Apakah mereka dipilih atau ada petugas

pemerintah lain yang ditunjuk menempati posisi
dalam program? Bagaimana dukungan mereka
terhadap program? Bagaiamana, jika terjadi,
perubahan dukungan mereka sepanjang waktu
program?

Dalam implementasinya, problem utama apa yang
dihadapi menurut pendapat para petugas yang
secara langsung terlibat dalam pengelolaan?
Bagaimana menurut petugas lembaga lainnya?
Bagaimana menurut petugas non-pemerintah
(LSM)?

Bagaimana dukungan dari kelompok non-
pemerintah (LSM)?

Apakah program/proyek ini mendapat dukungan
secara umum dari masyarakat? Dalam bentuk
apa atau bagaimana dukungan tersebut
diwujudkan atau diekspresikan?

M. Program monitoring (pemantauan)
e Apakah telah dirumuskan mengenai program

monitoring? Apakah program monitoring itu
menekankan pada data administrasi, data
lingkungan, data sosial atau data kombinasi?
Sumberdaya apa dan kapan staf dibutuhkan dalam
program monitoring? Apakah penempatan staf
telah sesuai permintaan yang rasional?

Apakah ada rancangan analitis untuk menyusun
berbagai kesimpulan yang diolah dan
dipertimbangkan dari data yang telah
dikumpulkan? Apakah lokasi kontrol telah
dimasukkan ke dalam rancangan analitis?
Indikator apa yang digunakan untuk menilai pro-
gram utama? Bagaimana validitasnya?

Untuk ekologi pesisir, berapa kali data
dikumpulkan? Pada skala ruang apa data
dikumpulkan?

Data monitoring apa yang dikumpulkan?
Seberapa jauh program/proyek mengatur tentang
rencana monitoring?



Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

e Keputusan administrasi rutin, rencana atau
kegiatan apa yang diinformasikan dalam program
monitoring?

e Bagaimana data monitoring dikumpulkan,
disimpan dan diolah untuk diinformasikan? Siapa
yang mengakses data tersebut?

Langkah Kelima: Evaluasi

A. Kegunaan dan dampak dari evaluasi

e Apakah evaluasi dinyatakan secara jelas dalam
dokumen proyek?

Apakah swa-kaji (self-assessment) atau bentuk
evaluasi lainnya telah dilaksanakan dalam pro-
gram? Apakah dilaksanakan untuk beberapa
proyek atau beberapa komponen lain dari pro-
gram?

Tipe evaluasi yang mana telah dilaksanakan?
Bagaimana hasil evaluasi dikomunikasikan?
Bagaimana hasil evaluasi digunakan?
Bagaimana, jika ada, evaluasi memberikan
kontribusi kepada learning secara organisatoris?

STUDI KASUS :
PENERAPAN SIKLUS KEBIJAKAN/
PROYEK

A. PEMILIHAN ISU

Di Srilangka, rencana pengelolaan wilayah pesisir
generasi pertama (satu siklus) dimulai pada tahun
1983, proses identifikasi isu dilaksanakan oleh
staf Departemen Konservsi Pesisir (Coast Con-
servation Department = CCD).

Isu-isu penting yang dipilih dari hasil identifikasi
adalah erosi pantai, degradasi dan deplesi habitat
dan hilangnya sumberdaya sejarah, budaya dan
keindahan alam pada daerah pesisir.

Erosi pantai dipilih secara nyata karena bagian
dari tugas departemen. Pengelolaan habitat dan
perlindungan tempat bersejarah dan berbudaya
dilakukan melalui proses penetapan peraturan
pada lebar 300 m di pesisir yang termasuk dalam
area konservasi pantai.

Perhatian lainnya pada limbah industri terhadap
habitat estuaria. Program pengelolaan kualitas air
di wilayah pesisir dilakukan pada perencanaan
generasi kedua (siklus kedua) pada tahun 1997.
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Oleh karena itu, satu generasi (satu siklus
kebijakan) proyek/program pengelolaan wilayah
pesisir di Srilangka dalam kasus ini selama 14
tahun.

B. UNSUR-UNSUR PENTING UNTUK
MENGGAMBARKAN PROFIL
(PROFILING) SUATU WILAYAH
PESISIR

a. Bagaimana kondisi ekosistem pada saat
ini ?

Menggambarkan karakteristik habitat, spesies dan

komunitas biologis.

Mengidentifikasi perkembangan kondisi dan

pemanfaatan sumberdaya, serta menggambarkan

pertimbangan implikasi jangka pendek dan jangka

panjang terhadap perubahan-perubahan
lingkungan dan atau sosial.

Mengidentifikasi masalah-masalah sumberdaya
dan peluang pengelolaan yang dinilai penting pada
lokasi-lokasi yang spesifik.

. Bagaimana kualitas hidup masyarakat

pada area tersebut?

Mengkaji indikator yang dapat dikuantifikasi (ma-
terial indicators) seperti pendapatan, gizi,
perumahan, pendidikan, dan sebagainya, juga
indikator yang tidak tampak/sulit dikuantifikasi (in-
tangible indicators) misalnya harapan, impian, dan
ketakutan masa depan dari masyarakat.

Apa yang ada dalam fikiran masyarakat? Isu-isu
apa yang dapat diatasi sendiri oleh masyarakat lokal?

. Bagaimana konteks kelembagaan bagi
sumberdaya pada area yang telah
ditentukan?

Apa peranan dan tanggungjawab lembaga
pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya
pesisir? Apakah ada lembaga yang dipersiapkan
untuk menangani isu pengelolaan sumberdaya
yang penting? Bagaimana peranan pengelola yang
berubah-ubah dari waktu ke waktu ? Apakah
ada pengelolaan secara tradisional yang relevan
untuk masalah-masalah yang kontemporer?
Mengkaji kemampuan lembaga-lembaga dalam
mengelola isu-isu pada saat ini dan masa
mendatang berdasarkan kemampuan teknis dan
kredibilitas publiknya?
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C. BASELINE STUDIES
(STUDI KONDISI AWAL)

e Studi baseline tentang sosial-ekonomi dan
lingkungan pada tingkat desa telah dilaksanakan
di desa Bentenan dan Tumbak (Minahasa,
Sulawesi Utara) oleh Proyek Pesisir.

e Studi sosial-ekonomi ini mengumpulkan informasi
demografi berbasis rumah tangga, jenis kegiatan
produktif rumah tangga, praktek perikanan, dan
sikap-sikap penduduk terhadap aktifitas
pemanfaatan sumberdaya pesisir di kedua desa
tersebut.

e Survey lingkungan pada kedua desa tersebut dibagi
dalam 12 stasiun transek untuk sensus jenis-jenis
ikan dan kondisi terumbu karang.

D. CIRI-CIRI KEBERHASILAN

KEGIATAN PENDAHULUAN
(Early Action)

e Kegiatan berjangka pendek kurang dari 12 bulan.

e Hasil kegiatan secara langsung dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat.

e Melibatkan berbagai kelompok, dalam arti
kegiatan ini memerlukan koordinasi sebanyak
mungkin kelompok yang beragam.

e Kegiatan ini mempertimbangkan prilaku sosial
dalam penggunaan dan pengelolaan sumberdaya
pesisir.

e Menghasilkan publisitas positif bagi proyek
pengelolaan pesisir.

PENUTUP

Pengalaman global maupun regional
menunjukkan bahwa program pengelolaan wilayah
pesisir menjadi “dewasa” setelah menyelesaikan
secara berturut-turut beberapa “siklus”. Satu siklus
dapat membutuhkan waktu 8-15 tahun dan dapat
dianggap sebagai satu generasi dari program
pengelolaan. Siklus awal biasanya dimulai dengan
menjawab beberapa isu yang sangat mendesak untuk
segera diatasi dalam lingkup geografi terbatas.
Setelah melalui “belajar dari pengalaman” barulah
kita mencoba menjawab isu-isu yang lebih rumit dan
lingkup wilayah yang lebih luas.

Dalam mempelajari pengalaman pelaksanaan
pengelolaan pesisir, yang penting untuk diperhatikan
adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk
mencapai tujuan akhir dari program tersebut, yaitu;
(1) kualitas hidup komunitas pesisir yang
berkelanjutan dan (2) kualitas lingkungan hidup
wilayah pesisir yang lestari. Urut-urutan untuk dapat
mencapai tujuan akhir tersebut dapat digambarkan
sebagai pencapaian tujuan antara pada generasi
pertama, kedua dan ketiga. Skala waktu yang
demikian panjang berada diluar “masa kerja” proyek
atau program yang dibiayai oleh bank-bank
pembangunan maupun donor-donor internasional.
Oleh karena itu untuk dapat selalu menarik benang
merah dari satu siklus/generasi ke siklus/generasi
berikutnya ataupun mengikuti setiap langkah dalam
satu siklus diperlukan adanya metoda evaluasi yang
sistematis.
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ASPEK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DAN
STRATEGI PEMBERDAYAAN MEREKA DALAM KONTEKS
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR SECARA TERPADU

DR. VICTOR P.H. NIKIJULUW
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan-RI
vicniki@indo.net.id

PENDAHULUAN

Dari judul makalah ini, terdapat tiga kata kunci
yang patut dicermati yaitu (1) aspek sosial ekonomi,
(2) strategi pemberdayaan masyarakat, dan (3)
pengelolaan pesisir secara terpadu. Kaitan atau
hubungan antara ketiga kata kunci ini telah
diungkapkan pada judul makalah ini. Dapat dilihat
bahwa aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir
serta upaya-upaya pemberdayaan mereka
merupakan variabel penting dalam mengembangkan
pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu.
Bagaimana wujud dan esensi hubungan antara
variabel ini akan diuraikan pada makalah ini. Namun
terlebih dahulu akan diuraikan mengenai aspek-
aspek sosial ekonomi dan strategi pemberdayaan
masyarakat pesisir. Pada bagian akhir makalah ini,
diajukan beberapa contoh kegiatan pemberdayaan
masyarakat pesisir serta implikasinya bagi
pengembangan pengelolaan wilayah pesisir secara
terpadu.

Siapakah Masyarakat Pesisir

Bagi kepentingan makalah ini, masyarakat
pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang
tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan
perekonomiannya bergantung secara langsung pada
pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi
inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena
pada dasarnya banyak orang yang hidupnya
bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri
dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya
ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan,
pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi
perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat
pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata,
penjual jasa transportasi, serta kelompok
masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya

non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong
kehidupannya.

Namun untuk lebih operasional, definisi
masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya
diambil tetapi hanya difokuskan pada kelompok
nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan
pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung
mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan
melalui kegiatan penangkapan dan budidaya.
Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman
di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai
pulau-pulau besar dan kecil. Sebagian masyarakat
nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan
menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang
bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan
ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri,
dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka
waktu sangat pendek.

Dari sisi skala usaha perikanan, kelompok
masyarakat pesisir miskin diantaranya terdiri dari
rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa
menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa
motor dan perahu bermotor tempel. Dengan skala
usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu menangkap
ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu,
memang mereka dapat pergi jauh dari pantai dengan
cara bekerjasama sebagai mitra perusahaan besar.
Namun usaha dengan hubungan kemitraan seperti
tidak begitu banyak dan berarti dibandingkan dengan
jumlah rumah tangga yang begitu banyak.

Dikemukakan pada Tabel 1, rumah tangga
dengan usaha skala kecil ini sekitar 370.031 unit
(81,67%) dari total rumah tangga. Katakanlah, suatu
unit usaha mempekerjakan 4 orang, maka secara
total terdapat 1.480.124 keluarga yang menjalankan
usaha skala kecil penangkapan ikan. Dibandingkan
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dengan 10 tahun sebelumnya, proporsi rumah tangga
skala usaha kecil ini boleh dikatakan tidak berubah.
Secara magnitude jumlahnya bahkan meningkat
dengan berarti. Bila data-data ini digunakan sebagai
variabel determinan ketidak-mampuan dan ketidak-
berdayaan usaha maka dapat dikatakan bahwa
sebagian besar nelayan kecil itu tidak berdaya dan
di sisi lain mereka terperangkap dalam ketidak
berdayaannya.

Kemiskinan yang merupakan indikator
ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan
paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan
struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3)
kemiskinan kultural.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang
disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel
eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut
adalah struktur sosial ekonomi masyarakat,
ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan,
ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan
teknologi, dan ketersediaan sumberdaya
pembangunan khususnya sumberdaya alam.
Hubungan antara variabel-variabel ini dengan
kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya
semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas
variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin
berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial
ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit
ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial
ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di
lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan
kesejahteraan mereka.

Kemiskinan super-struktural adalah
kemiskinan yang disebabkan karena variabel-
variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat
berpihak pada pembangunan nelayan. Variabel-
variabel superstruktur tersebut diantaranya adanya
kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan
hukum dan perundang-undangan, kebijakan

pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek
dan program pembangunan. Kemiskinan super-
struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai
keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah
untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga
disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar
daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga
adanya ketimpangan dan kesenjangan
pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini hanya
bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat
maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam
bentuk tindakan-tindakan yang bias bagi kepentingan
masyarakat miskin. Dengan kata lain affirmative
actions, perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat
maupun daerah.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang
disebabkan karena variabel-variabel yang melekat,
inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya
sulit untuk individu bersangkutan keluar dari
kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak
diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-
variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat
pendidikan, pengetahuan, adat, budaya,
kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-
pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan.
Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi.
Umumnya pengaruh panutan (patron) baik yang
bersifat formal, informal, maupun asli (indigenous)
sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya
pengentasan kemiskinan kultural ini. Penelitian di
beberapa negara Asia yang masyarakatnya terdiri
dari beberapa golongan agama menunjukkan juga
bahwa agama serta nilai-nilai kepercayaan
masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan
terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan
keluarga.

Para pakar ekonomi sumberdaya melihat
kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan
lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial

Tabel 1. Komposisi Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Skala Usaha

. - Uraian ~ Jumlah 1989 | Jumlah 1993 ] ~ Persentase 1998 |
Tanpa perahu _ 45.298 50.785 11,21 |
Perahu tanpa motor I 208.171 220599 | 48,60
Perahu motor tempel | _ 64.723 | i iﬁ{uﬂ" 2197

| SUBTOTAL | 318.192 370.031 | _ 81,67 |

_Kapal Motor '. 10.240 | 83.073 | 1833 |

TOTAL [ 358.432 | 453104 100,00 |

Sumber: Statistik Perikanan ['ridb'nem_ﬂ,_i;[}im,
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ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta
teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang
dimaksud membuat sehingga nelayan tetap dalam
kemiskinannya.

Smith (1979) yang mengadakan kajian
pembangunan perikanan di berbagai negara Asia
serta Anderson (1979) yang melakukannya di
negara-negara Eropa dan Amerika Utara tiba pada
kesimpulan bahwa kekauan aset perikanan (fixity
and rigidity of fishing assets) adalah asalan utama
kenapa nelayan tetap tinggal atau bergelut dengan
kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka
untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset
tersebut adalah karena sifat aset perikanan yang
begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi atau
diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi
kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas
aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk
mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut.
Karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan
tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang
sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Subade and Abdullah (1993) mengajukan
argumen lain yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada
industri perikanan karena rendahnya opportunity
cost mereka. Opportunity cost nelayan, menurut
definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan
atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat
diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain,
opportunity cost adalah kemungkinan lain yang bisa
dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap
ikan. Bila opportunity cost rendah maka nelayan
cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun
usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.

Ada juga argumen yang mengatakan bahwa
opportunity cost nelayan, khususnya di negara
berkembang, sangat kecil dan cenderung mendekati
nihil. Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan
lain sebagai mata pencahariannya. Dengan demikian
apa yang terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai
nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan.

Panayotou (1982) mengatakan bahwa nelayan
tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena
kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (pref-
erence for a particular way of life). Pendapat
Panayotou (1982) ini dikalimatkan oleh Subade dan
Abdullah (1993) dengan menekankan bahwa
nelayan lebih senang memiliki kepuasaan hidup yang
bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan

berlaku sebagai pelaku yang semata-mata
beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena
way of life yang demikian maka apapun yang terjadi
dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap
sebagai masalah baginya. Way of life sangat sukar
dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan
orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan
itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa
bahagia dengan kehidupan itu.

Mengentaskan Kemiskinan
Masyarakat Pesisir

Berbagai program, proyek dan kegiatan telah
dilakukan untuk mengentaskan nelayan dari
kemiskinan. Namun seperti digambarkan pada
Tabel 1, ternyata jumlah nelayan kecil secara
magnitute tetap bertambah. Desa-desa pesisir
semakin hari semakin luas areanya dan banyak
jumlahnya. Karena itu meskipun banyak upaya telah
dilakukan, umumnya bisa dikatakan bahwa upaya-
upaya tersebut belum membawa hasil yang
memuaskan.

Motorisasi armada nelayan skala kecil adalah
program yang dikembangkan pada awal tahun
1980-an untuk meningkatkan produktivitas. Pro-
gram motorisasi dilaksanakan di daerah padat
nelayan, juga sebagai respons atas dikeluarkannya
Keppres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan
pukat harimau. Program ini semacam kompensasi
untuk meningkatkan produksi udang nasional.
Namun ternyata motorisasi armada ini banyak gagal
karena tidak tepat sasaran yaitu bias melawan
nelayan kecil, dimanipulasi oleh aparat dan elit demi
untuk kepentingan mereka dan bukannya untuk
kepentingan nelayan.

Akan tetapi program motorisasi ini juga
membawa dampak positip, dilihat dari bertambahnya
jumlah perahu bermotor di banyak daerah di Indo-
nesia. Saat ini bila ada program pemerintah untuk
mengadakan armada kapal/perahu nelayan, atau bila
ada rencana investasi oleh nelayan, selalu pengadaan
motor penggerak perahu menjadi permintaan
nelayan.

Program lain yang dikembangkan untuk
mengentaskan kemiskinan adalah pengembangan
nilai tambah melalui penerapan sistem rantai dingin
(cold chain system). Sistem rantai dingin adalah
penerapan cara-cara penanganan ikan dengan
menggunakan es guna menghindari kemunduran
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mutu ikan. Dikatakan sistem rantai dingin karena
esensinya yaitu menggunakan es di sepanjang rantai
pemasaran dan transportasi ikan, yaitu sejak
ditangkap atau diangkat dari laut hingga ikan tiba di
pasar eceran atau di tangan konsumen.

Sistem rantai dingin dikembangkan di seluruh
daerah di Indonesia pada awal tahun 1980-an.
Namun demikian masalah yang dihadapi adalah
sosialisasi sistem ini yang tidak begitu baik sehingga
akhirmya kurang mendapat tempat di hati masyarakat.
Sebagai contoh hingga saat ini, di daerah tertentu di
Maluku dan NTT, ada pendapat bahwa ikan yang
menggunakan es adalah ikan yang rendah
kualitasnya. Bagi masyarakat di kedua daerah ini,
meskipun ikan sudah sangat turun mutunya namun
tetap dikonsumsi bila tidak memakasi es. Sebaliknya
meskipun masih baik mutunya namun apabila
menggunakan es maka ikan tersebut tidak akan dibeli
oleh masyarakat.

Alasan lain kurang berhasilnya sistem rantai
dingin adalah fasilitas dan prasarana pabrik es yang
tidak tersedia secara baik. Umumnya pabrik es
dibangun oleh swasta, kecuali di pelabuhan
perikanan milik pemerintah dimana pabrik es tersedia.
Namun demikian apa yang disediakan oleh
pemerintah masih sedikit dan terkonsentrasi
di daerah tertentu saja, bila dibandingkan

Selain ketiga program di atas, dan banyak pro-
gram pembangunan lainnya yang secara tidak
langsung berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.
Salah satu program yang dilakukan pada masa
pemerintahan Habibie adalah Protekan 2003 yaitu
Gerakan Peningkatan Eskpor Perikanan hingga
menjelang tahun 2003 mencapai nilai ekspor 10
milyar dolar. Gerakan ini namun mati pada usia yang
sangat muda, sejalan dengan berhentinya era
pemerintahan Habibie.

Program lain berhubungan dengan konservasi
dan rehabilitasi lingkungan hidup. Pembuatan karang
buatan, penanam kembali hutan bakau, konservasi
kasawan laut dan jenis ikan tertentu, serta
penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan
penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun,
dan alat tangkap ikan yang destrukif adalah pro-
gram-program pembangunan yang secara tidak
langsung mempengaruhi kesejahteraan nelayan.

Dari sisi kelembagaan dikembangkan juga
pola-pola usaha perikanan yang mampu
meningkatkan pendapatan nelayan. Untuk itu
dikembangkan koperasi perikanan, KUD Mina,
kelompok usaha bersama perikanan, kelompok
nelayan, kelompok wanita nelayan, dan organisasi

dengan kebutuhan yang begitu besar dan
tersebar merata di seluruh Indonesia
Program besar lain yang dilakukan
pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan
adalah pembangunan prasarana perikanan,
khususnya pelabuhan perikanan berbagai tipe
dan ukuran di seluruh Indonesia. Dengan
bantuan luar negeri, selama beberapa tahun
terakhir, pelabuhan perikanan, mulai dari 3
kelas yang sangat kecil yaitu pangkalan
pendaratan ikan hingga kelas yang terbesar .
yaitu pelabuhan perikanan samudera,
dibangun di desa-desa nelayan dan sentra-

Program Pengentasan
Kemiskinan Nelayan

hlotorisasi armada = Protekan 2003
perikanan * Pengembangan
Penggunaan es dan koperasi perikanan
rantal dingin * Pengembangan
Pengadaan prasarana kelompok nsaha
pelabuhin ‘bersama
Rehabilitasi * Pengembangaan
lingkungan kemitraan wsala

sentra produksi perikanan. Akan tetapi,
kembali, banyak pelabuhan yang masih belum
dimanfaatkan secara optimal, di bawah kapasitas,
atau tidak berfungsi sama sekali. Perlahan-lahan,
banyak pelabuhan dan fasilitas daratnya mulai rusak
dan usang di makan usia. Akhirnya memang masih
banyak pelabuhan yang berfungsi, namun lebih
banyak yang tidak berfungsi atau rusak sebelum
dimanfaatkan.

profesi nelayan. Demikian juga pola usaha yang
secara marak dikembangkan di hampir seluruh In-
donesia adalah perikanan inti rakyat, suatu sistem
usaha dimana nelayan sebagai plasma bermitra
dengan perusahaan sebagai inti. Namun demikian
bisa juga dikatakan bahwa upaya-upaya dari sisi
kelembagaan ini belum juga memberikan hasil yang
jelas menguntungkan nelayan. Meskipun banyak
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kelembagaan nelayan terbentuk, namun hanya
sedikit bisa bertahan. Dengan bergantinya waktu,
banyak juga lembaga-lembaga nelayan yang
perlahan-lahan mati dan tidak berfungsi. Demikian
juga banyak kemitraan nelayan dan perusahaan besar
tidak berlanjut karena ketidakadilan dalam
pembagian hasil, resiko dan biaya. Malahan
sebaliknya, pola hubungan kemitraan antara nelayan
dan swasta menjadi sesuatu yang dinilai negatif oleh
nelayan dan konsep yang bagus ini ditolak oleh
nelayan.

Keseluruhan program dan pendekatan yang
dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan
dan mengentaskan mereka dari kemiskinan seperti
yang diuraikan diatas, seperti membuang garam ke
laut. Tiada bekas dan dampak yang berarti. Kalau
demikian maka sebetulnya ada sesuatu yang salah
dari program-program tersebut. Atau apa yang
dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada
kebutuhan lain yang sebetulnya merupakan kunci
pokok permasalahan. Bila hal tersebut bisa
dipecahkan dan ada program-program pem-
bangunan ke arah itu, barangkali saja pendapatan
nelayan sebagai komponen utama masyarakat pesisir
dapat ditingkatkan dan insidens kemiskinan bisa

PARADIGMA PEMBERDAYAAN
SOSIAL EKONOMI

Menurut saya kebutuhan lain yang selama ini
tidak dipenuhi yaitu kurang dilibatkannya masyarakat
pesisir dalam pembangunan. Keterlibatan yang
dimaksudkan di sini adalah keterlibatan secara total
dalam semua aspek program pembangunan yang
menyangkut diri mereka, yaitu sejak perencanaan
program, pelaksanaannya, evaluasinya, serta
perelevansiannya. Dengan kata lain, kekurangan
yang dimiliki selama ini yaitu tidak atau kurang
partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri
mereka sendiri. Padahal partisipasi itu begitu perlu
karena bagaimanapun juga, dan dengan dengan
segala jenis upaya, tidak ada seorang miskinpun
yang bisa keluar dari kemiskinannya dengan bantuan
orang lain, bila dia tidak membantu dirinya sendiri.
Di Sri Lanka, misalnya, pembangunan untuk
mengatasi kemiskinan nelayan begitu signifikan
hasilnya karena prinsip program pembangunan yang
dianut adalah helping the poor to help themselves
(BOBP, 1990).
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Berbicara mengenai partisipasi, setiap orang
pasti mengatakan bahwa hal tersebut bukan sesuatu
yang baru. Barangkali pendapat ini ada benarnya.
Namun demikian bisa dikatakan juga bahwa
partisipasi masyarakat terutama grass root dalam
pembangunan selama 50 tahun terakhir ini adalah
sesuatu yang artifisial, sebatas slogan,
direkayasakan, dan dipaksakan. Dengan adanya
rejim sentralistik maka partisipasi masyarakat tidak
mendapat tempat sama sekali. Inisiatif masyarakat
sering dinilai kurang tepat, kalau tidak dikatakan
salah sama sekali. Yang lebih tepat adalah program
pemerintah pusat dan program departemen yang
untuk masyarakat dikemas dalam bentuk program-
program pembinaan.

Hanya baru pada akhir tahun 1990-an, pro-
gram pemberdayaan masyarakat sebagai ganti pro-
gram pembinaan masyarakat mulai mendapat tempat
karena bukti dan pengalaman empiris di banyak
negara. Program pemberdayaan masyarakat seakan-
akan menjadi new mainstream dalam pembangunan,
dikembangkan dan dipromosikan oleh lembaga
swadaya masyarakat (LSM). Program pemberdayaan
masyarakat berhasil di banyak tempat karena militansi
(sifat ngotot untuk berhasil) LSM untuk
melaksanakannya. Program pemberdayaan
masyarakat adalah program pelibatan dan peningkatan
partisipasi masyarakat, program yang berpangkal dan
berbasis masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasi mereka, program yang berasal dari bawah
yang berarti bahwa masyarakatlah yang
mengusulkannya, serta program yang bersifat advokasi
karena peran orang luar hanya sebatas mendampingi
dan memberikan alternatif pemecahan masalah
kepada masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat telah
menjadi mainstream upaya peningkatan kesejahteraan
serta pengengentasan kemiskinan. Dengan
pemberdayaan masyarakat maka pembangunan tidak
mulai dari titik nadir, tetapi berawal dari sesuatu yang
sudah ada pada masyarakat. Pemberdayaan berarti
apa yang telah dimiliki oleh masyarakat adalah
sumberdaya pembangunan yang perlu dikembangkan
sehingga makin nyata kegunaannya bagi masyarakat
sendiri.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Berdasarkan konsep pembanguanan masyarakat
yang menekankan pada pemberdayaan maka
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diformulasikan sasaran pemberdayaan

masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan

petani ikan yang tinggal di kawasan pesisir
pulau kecil dan besar, yang adalah sebagai
berikut:

e Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan
dasar manusia yang terdiri dari sandang,
pangan, papan, kesehatan, dan
pendidikan.

e Tersedianya prasarana dan sarana
produksi secara lokal yang

PEMBINAAN

Rendah partisipasi
Orientasi proyek
Peran besar pemerintah
Masyarakat hanya menerima

Perubahan Maindream
Pembangunan Masyarakat

PEMBERDAYAAN
Desentralistik
Tinggi Partisipasi
Orietasi tujuan
Peran LSM besar
Masyarakat sangat aktif

Top Down
Sentralistik

Perubahan
Paradigma

memungkinkan masyarakat dapat
memperolehnya dengan harga murah dan kualitas
yang baik.

e Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat
sebagai wadah aksi kolektif (collective action)
untuk mencapai tujuan-tujuan individu.

e Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif
di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis
sumberdaya lokal (resource-based), memiliki
pasar yang jelas (market-based), dilakukan
secara berkelanjutan dengan memperhatikan
kapasitas sumberdaya (environmental-based),
dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi
masyarakat lokal (local society-based), dan
dengan menggunakan teknologi maju tepat guna
yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian
(scientific-based).

e Terciptanya hubungan transportasi dan
komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan
ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir
dan pedalaman.

e Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang
berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir
dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan
pendayagunaan sumberdaya alam laut.

Tanggung Jawab Stakeholders
dalam Pemberdayaan

Tanggung jawab pemberdayaan masyarakat
pesisisr seolah-olah hanya ada pada Departemen
Kelautan dan Perikanan. Hal ini tentu saja tidak benar
karena instansi pemerintah lainnya memiliki juga
tanggung jawab di kawasan pesisir. Departemen
Kelautan dan Perikanan memang menjalankan kegiatan
pembangunan yang berfokus pada pembangunan
perikanan, penataan wilayah dan ruang pesisir,
pembangunan nelayan dan pembudidaya ikan, serta
eksplorasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tetapi tugas-tugas pembangunan lainnya yang memang
masih banyak seperti pengembangan prasarana
wilayah, pendidikan, kesehatan, pembangunan
pertanian, pembangunan industri dan jasa,
perhubungan, transportasi, komunikasi, serta
pembangunan sosial dalam arti yang luas bukan
berada di bawah tanggung jawab Departemen
Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan pembangunan
atau pemberdayaan masyarakat adalah resultante
dari semua upaya pembangunan yang dilaksanakan
atau diprogramkan oleh setiap instansi. Hal ini perlu
diperjelas dan dipahami oleh semua pihak. Dengan
istilah yang lebih populer, hal ini menuntut adanya
sinergitas dan koordinasi yang benar-benar terjalin
antara berbagai instansi pemerintah. Bila ini bisa
diwujudkan maka pembangunan atau
pemberdayaan masyarakat pesisir dapat
dilaksanakan secara lebih komprehensif, terpadu,
menyangkut berbagai aspek pembangunan, bukan
saja teknis tetapi juga sosial budaya.

Tanggung jawab pembangunan masyarakat
lebih banyak berada pada pundak pemerintah
daerah, dan bukan didominasi oleh pemerintah pusat.
Hal ini disebabkan karena pemerintah daerahlah yang
lebih mengenal masyarakatnya, memahami masalah-
masalah yang dihadapi mereka. Selama ini,
meskipun pada era desentralisasi dan otonomi
daerah sekarang ini, ada kesan bahwa
pengembangan masyarakat dilepaskan dan
diserahkan kepada pemerintah pusat. Penyerahan
tanggung jawab ini karena memang tugas-tugas
pembangunan masyarakat termasuk berat untuk
dilaksanakan. Dengan adanya desentralisasi kegiatan
pembangunan, selayaknya dan sepatutnya
pemerintah daerah lebih banyak memberikan
prioritas pada pembangunan yang berbasis pada
masyarakat.
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Tanggung jawab pembangunan masyarakat
pesisir bukan saja berada pada tangan pemerintah
tetapi juga pihak-pihak non-pemerintah yaitu
masyarakat sendiri, pengusaha swasta, usaha milik
negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini
berarti bahwa pemerintah tidak harus berupaya
sendiri karena hasilnya tidak akan optimal.
Kemampuan pemerintah sangat terbatas, karena itu
kemampuan yang dimiliki pemerintah harus
dipadukan dengan apa yang dimiliki oleh non-
pemerintah.

Tangggung jawab membangun masyarakat
pada hekekatnya merupakan tanggung jawab utama
masyarakat itu sendiri. Selama ini, masyarakat
semata-mata menjadi objek pembangunan. Dalam
hubungan ini, masyarakat didekati, didatangi,
diprogramkan, dan diarahkan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang nantinya membawa manfaat
kepada mereka. Tentu saja hal ini kurang begitu tepat
karena apa yang dilakukan dengan pendekatakan
ini berkesan dipaksakan dan masyarakat sendiri
terlibat pada lapisan permukaan saja. Mereka tidak
masuk lebih dalam pada kegiatan-kegiatan
pembangunan dengan pendekatan ini yang akhirya
membuat ketidak-berhasilan. Supaya pembangunan
masyarakat berlangsung dengan tepat maka
pemerintah hanya mempersiapkan dan memfasilitasi
lingkungan yang sehat bagi peningkatan, perluasan,
serta pendalaman kegiatan-kegiatan yang telah
dimiliki oleh masyarakat sendiri. Hal ini merupakan
makna pemberdayaan yaitu mengembangkan apa
yang telah ada pada masyarakat menjadi lebih besar
skalanya, lebih ekonomis, dan lebih berdaya guna
dan berhasil guna.

PENDEKATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PESISIR

Paling tidak ada lima pendekatan
pemberdayaan masyarakat pesisir yang baru saja
diimplementasikan. Dengan adanya kelima
pendekatan ini tidak berarti bahwa pendekatan lain
tidak ada. Selama ini, baik lingkup Departemen
Kelautan dan Perikanan maupun instansi pemerintah
lainnya, pemerintah daerah, dan khususnya lembaga
swadaya masyarakat dalam bentuk yayasan dan
koperasi telah banyak yang melakukan kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Kelima pendekatan
tersebut adalah: (1) penciptaan lapangan kerja
alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi
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keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan
sumber modal dengan penekanan pada penciptaan
mekanisme mendanai diri sendiri (self financing
mechanism), (3) mendekatkan masyarakat dengan
sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan
berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan
pasar, serta (5) membangun solidaritas serta aksi
kolektif di tengah masyarakat. Kelima pendekatan
ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara
sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan,
pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki
masyarakat. Uraian singkat tentang kelima program
ini adalah sebagai berikut.

Mengembangkan Mata
Pencaharian Alternatif

Pertama, Pengembangan mata pencaharian
alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa
sumber-daya pesisir secara umum dan perikanan
tangkap secara khusus telah banyak mengalami
tekanan dan degradasi. Data empiris menunjukkan
bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang
berkonsentrasi di perairan tertentu. Malahan secara
nasional, tampaknya jumlah nelayan juga sudah
berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia, kalau
memang benar estimasinya, sudah tidak mampu
dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan.
Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap
betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan
perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat
sulit untuk sejahtera.

Ada banyak alasan yang mendasari terlalu
banyaknya jumlah nelayan, yang diperhadapkan
dengan jumlah ikan yang terbatas yang diperkirakan
sekitar 6,2 juta ton per tahun potensi lestari. Namun
salah satu alasan yang mendasar dan perlu dikaji
lebih jauh yaitu status sumberdaya perikanan yang
de facto akses terbuka. Akses terbuka atas
sumberdaya ikan membawa serangkaian dampak
yang berakhir pada kemiskinan. Ilustrasi drama
dampak akses terbuka yaitu bahwa dengan segala
upaya untuk menangkap seluruh jenis ikan yang
diperbolehkan, pendapatan per keluarga nelayan
hanya sekitar Rp 400 ribu per bulan.

Dengan drama seperti ini maka pengembangan
mata penca-harian alternatif bagi nelayan adalah suatu
keharusan. Pengem-bangan mata pencaharian
alternatif ini diarahkan untuk mengalihkan profesi
nelayan atau sebagai tambahan pendapatan. Dengan
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kata lain, program diversifikasi pendapatan layan
untuk dikembangkan, yang dapat diarahkan bukan
saja untuk nelayan tetapi juga untuk anggota
keluarganya, teristimewa istri atau perempuan
nelayan yang memang besar potensinya.
Pengembangan mata pencaharian alternatif bukan
saja dalam bidang perikanan, seperti pengolahan,
pemasaran, atau budidaya ikan, tetapi patut
diarahkan ke kegiatan non-perikanan. Smith (1983)
berargu-mentasi bahwa bila kondisi akses terbuka
masih saja terjadi maka apapun upaya peningkatan
kesejahteraan yang dilakukan, baik pada kegiatan
penangkapan ikan maupun pada kegiatan yang
berkaitan seperti pada pengolahan dan pemasaran
ikan tidak akan memberikan hasil peningkatan
kesejahternaan. Jadi masalah utamanya adalah
perlunya penataan sumberdaya perikanan secara
lebih baik sehingga drama akses terbuka tidak
terjadi.

Akses Terhadap Modal

Elemen kedua strategi pemberdayaan nelayan
adalah pengembangan akses modal. Strategi ini
sangat penting karena pada dasarnya saat ini
masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan
pembudidaya ikan sangat sulit untuk

sebagian keuntungan mereka untuk membantu usaha
skala kecil dan menengah di sektor ini. Program ini
dinamakan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
(PUKK) yang adalah merupakan penyisihan sekitar
5% keuntungan perusahaan, utamanya BUMN, bagi
pengembangan usaha kecil dan menengah.

Dengan memperhatikan kesulitan yang
dihadapi oleh masyarakat pesisir akan modal ini
maka salah satu alternatif adalah mengembangkan
mekanisme pendanaan diri sendiri (self-financing
mechanism). Bentuk dari sistem ini tidak lain adalah
pengembangan lembaga keuangan mikro, dan
nantinya makro, yang dikhususkan dalam bidang
usaha di pesisir, utamanya bidang perikanan.
Meskipun masih dalam tahapan konsep, wacana,
dan ujicoba, saat ini telah dirintis dan dimulai
pengembangan mekanisme pendanaan oleh diri
sendiri yang dikenal dengan nama (1) Lembaga
Mikro Mitra Mina (M3), dan (2) Mina Ventura, dan
(3) Asuransi Nelayan.

Lembaga M3 adalah aplikasi dan modifikasi
grameen bank pada masyarakat pesisir. Melalui
program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir (PEMP) tahun 2000 dan 2001, telah

memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang
musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi
sering menjadi alasan keengganan bank
menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis
perikanan seperti ini yang disertai dengan sta-
tus nelayan yang umumnya rendah dan tidak
mampu secara ekonomi membuat mereka sulit
untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang
selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya
collateral, insurance dan equity.
Departemen Kelautan dan Perikanan
(DKP) melalui Direktorat Pemberdayaan

5 Pendekatan Pemberdayaan
Masvarakat Pesisir

Pengembangan mata pencahanan altematif
Pengembangan akses modal melalw seli-
Nnancing mechamsm.

Pengembangan akses teknologi dengan
biaya murah dan pelayanan cepat.
Pengembangan akses pasar untuk
meningkatkan wla tambah produk.
Pengembangan solidanitas dan aksi kolekul

Masyarakat (DPM) telah berupaya menjalin
hubungan dengan berbagai lembaga perbankan
nasional dan daerah untuk menggugah perhatian
mereka agar masuk ke sektor perikanan. Tetapi
sayangnya belum banyak hasilnya, dibandingkan
dengan begitu besarnya kebutuhan. Upaya yang
sama telah juga dilakukan dengan menghubungi
lembaga-lembaga lain, tetapi sama hasilnya.
Beberapa perusahaan negara dan swasta telah mulai
menunjukkan keinginan mereka untuk membantu
masyarakat di sektor ini dengan cara menyisihkan

dikembangkan M3 di 26 Kabupaten pada tahun
2000, dan rencananya 125 Kabupaten pada tahun
2001. Pada akhir tahun 2001, diharapkan M3
secara mandiri atau merupakan unit usaha dari
lembaga lain di tingkat desa akan ada di sekitar 370
desa pesisir di Indonesia.

Tidak seperti M3 yang sudah mulai
diaplilasikan, Mina Ventura masih dalam tahap
konsep dan ujicoba. Konsep Mina Ventura adalah
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aplikasi modal ventura pada bisnis
perikanan. Karena modal ventura
berdasarkan atas sistem bagi hasil maka
tampaknya tidak terlalu sulit
mengaplikasikan Mina Ventura pada bidang
perikanan. Perbedaan Mina Ventura dari
M3 yaitu bahwa Mina Ventura diarahkan
untuk usaha menengah, sementara M3 pada
usaha mikro dan kecil. Masalah yang
dihadapi dalam pengembangan Mina
Ventura adalah kesulitan dana untuk modal

-:=;':j__D'rama Alkses Terb.uka__ _

= Bertambabnya nelavan
miskin

= Berkurangnyva
pendapatan

* Sumberdiya semakin
berkurang

* Lingkungan semakin
rusak

* Pengpunaan alat

langkap than dan
metode destrukiil
Kompelist antar
nélayvan vang sangat
linggi

Keresahan dan frustasi
sostal

awal. Sudah beberapa lembaga, asing dan

nasional, yang didekati untuk mendanai Mina
Ventura. Sayang belum ada jawaban yang positip.
Tentu saja karena banyak kendala. Salah satunya,
barangkali, karena konsepnya yang belum matang.
Karena itu, perlu ada kajian lebih jauh tentang Mina
Ventura.

Bentuk skim asuransi yang tepat bagi
masyarakat pesisir, khususnya nelayan sedang
dikembangkan. Ujicoba telah dilakukan di tiga
daerah yaitu Cirebon, Pandeglang dan Pelabuhan
Ratu. Pengembangan asuransi dilaksanakan karena
usaha di laut yang penuh resiko. Skim asuransi juga
dikembangkan juga untuk asuransi kredit, sebagai
jaminan nelayan dalam mengajukan kredit ke bank.
Kesulitan dalam pengembangan asuransi nelayan
yaitu banyak nelayan yang belum menyadari perlunya
hal ini. Hal tersebut disebabkan karena sudah terlalu
lama mereka dimanjakan oleh organisasi profesi
nelayan yang berjanji memberi asuransi kepada
mereka bila mana ada kecelakaan atau resiko lain
yang harus ditanggung. Akibatnya nelayan mau
dirinya atau propertinya diasuransikan tetapi enggan
untuk membayar. Karena itu maka bentuk skim yang
tepat yang bisa diterima nelayan perlu dikaji untuk
dikembangkan.

Akses Terhadap Teknologi

Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir,
khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat
tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah
dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya
meningkatkan pendapatan dilakukan melalui
perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi
hingga pasca produksi dan pemasaran. Berkaitan
dengan teknologi yang digunakan, terdapat juga sifat
masyarakat (nelayan) yang menentukan atau
ditentutukan oleh penggunaan teknoloi tersebut

(Tabel 2). Untuk itu maka upaya pemberdayaan
masyarakat melalui perbaikan teknologi harus juga
mempertimbangkan sifat dan karakteristik
masyarakat.

Upaya-upaya peningkatan akses masyarakat
terhadap teknologi belum banyak dilakukan. Hal ini
karena adanya kesulitan untuk mengindentifikasi jenis
dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat.
Seringkali, justru masyarakatlah yang lebih maju
dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang
diinginkan. Sehingga kadang-kadang pemerintah
tertinggal. Dengan kata lain, dalam hal teknologi
masyarakat lebih maju dari pemerintah.

Kesulitan lain dalam hal akses teknologi yaitu
kurangnya atau tidak adanya penyuluh atau mereka
yang berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator.
Pada awalnya memang ada penyuluh perikanan yang
memerankan tugas ini. Namun dengan DKP sebagai
suatu lembaga baru, konsolidasi yang dilakukan
untuk memfungsikan penyuluh perikanan dalam
menyediakan akses teknologi bagi masyarakat
belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Sebagai upaya dalam mengatasi kurangnya
tenaga penyuluh perikanan, melalui proyek PEMP
tahun 2001 ini, telah diadakan pelatihan bagi sekitar
500 tenaga pendamping desa yang nantinya akan
bertugas membantu masyarakat dalam membangun
daerah pesisir. Tenaga pendamping desa ini direkruit
dari LSM lokal, berijazah minimum D3, memiliki
pengalaman dalam pembangunan masyarakat, serta
bersedia tinggal di desa selama masa proyek.

Akses Terhadap Pasar

Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi
salah kendala utama bila pasar tidak berkembang.
Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara
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untuk mengembangkan usaha karena bila
tidak ada pasar maka usaha sangat
terhambat perkembangannya.

Untuk mengembangkan pasar bagi

"_-_i-_lustrasi Drama Akses Terbuka

produk-produk yang dihasilkan
masyarakat pesisir maka upaya yang
dilakukan adalah mendekatkan
masyarakat dengan perusahaan-
perusahaan besar yang juga adalah
eksportir komoditas perikanan. Untuk itu
maka kontrak penjualan produk antara
masyarakat nelayan dengan perusahaan

Potenst itkan lestan =
.18 jula wonflahun
Jumlah wangkapan
vang diperbelechkan =
3,0 juta ton'tahun,

= Produki tahun 1998 =

3.8 juta lon,
Milai produksi tahun

.|'!‘

+ Jumlah seluruh EE

nelayvan tahun [998 =
<4 qula orang,
Pendapatan kotor per
B per tahun = Rp

A TA0.000.
endupatan kotor per
EK per bulan = Rp

1998 =Rp 19 tnlvun

I IR3.

ini dilaksanakan. Keuntungan dari
hubungan seperti ini yaitu masyarakat
mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan
terhadap masyarakat terutama dalam hal kualitas
barang bisa dilaksanakan, serta sering kali
masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi
pengembangan usaha.

Meskipun hubungan seperti ini sudah ada,
secara umum boleh dikatakan bahwa masyarakat
masih menghadapi pasar yang tidak sempurna
strukturnya, monopoli ketika masyarakat membeli
faktor produksi serta monopsoni ketika
masyarakat menjual produk yang dihasilkan.
Struktur pasar yang tidak menguntungkan
masyarakat ini disebabkan karena informasi yang
kurang mengenai harga, komoditas, kualitas,
kuantitas serta kontinyutas produk. Kelangkaan
informasi ini begitu rupa sehingga umumnya
masyarakat hanya menghasilkan produk-produk
yang serupa sehingga akhirnya membuat
kelebihan pemasokan dan kejatuhan harga.

Pengembangan Aksi Kolektif

Pemberdayaan melalui pengembangan aksi
kolektif sama artinya dengan pengembangan
koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di
sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu
untuk membuka kesempatan kepada masyarakat
membentuk kelompok-kelompok yang
diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau
kelompok usaha bersama. Aksi kolektif merupakan
suatu aksi bersama yang bermuara pada
kesejahteraan setiap anggota secara individu.

Upaya pengembangan aksi kolektif yang
dilakukan selama ini yaitu melalui pengembangan
kelompok yang berbasis agama seperti koperasi

pondok pesantren. Juga dikembangkan
kelompok-kelompok yang beraliansi dengan
LSM tertentu yang memang memiliki staf dan dana
untuk pembangunan masyarakat pesisir.
Kelompok yang juga mendapat perhatian adalah
kelompok wanita atau perempuan. Untuk itu juga
sedang dicari suatu format pemberdayaan
perempuan dengan penekanan pada peranan
mereka dalam usaha meningkatkan ekonomi
keluarga. Aplikasi model grameen bank dengan
fokus pada wanita nelayan telah dikembangkan
di Bekasi dan Kepulauan Seribu pada tahun 2000,
dan pada tahun 2001 ini dikembangkan juga di
Tual (Maluku Tenggara), Brebes (Jawa Tengah)
dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Selain itu
juga dikembangkan aksi kolektif wanita pengolah
ikan di Gunung Kidul (Yoyakarta) dan Cirebon
(Jawa Barat) sehingga mereka dapat dengan
mudah memperoleh input produksi dan dengan
mudah pula menjual hasil olahannya dengan harga
yang lebih baik.

Pengembangan aksi kolektif ini masih sangat
prematur dan memerlukan kajian untuk mencari
bentuk-bentuknya yang sungguh-sungguh berguna
bagi masyarakat. Beberapa aksi kolektif yang pernah
berkembang memang tidak begitu murni sebagai ide
dan gagasan masyarakat. Akhirnya aksi kolektif atau
semi-kolektif seperti perikanan inti rakyat serta
kemitraan usaha antara masyarakat dan pengusaha
besar hanya membawa ketidakpuasan kepada
masyarakat dan berhenti di tengah jalan. Ini terjadi
karena aksi semi-kolektif tersebut sangat bias
kepada kepentingan pengusaha.
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Tabel 2. Sifat Teknolog: Nelay
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INTERNALISASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PESISIR
SECARA TERPADU

Pemberdayaan masyarakat secara khusus dan
eksistensi masyarakat secara umum perlu
diinternalisasikan dalam pengembangan,
perencanaan, serta pelaksanaan pengelolaan
sumberdaya pesisir secara terpadu. Beberapa aspek
yang berkenan dengan masyarakat adalah kekuatan
penentu (driving forces) status dan eksistensi suatu
kawasan pesisir. Kekuatan tersebut perlu dilibatkan
atau diperhitungkan dalam menyusun konsep
pengelolaan sumberdaya secara terpadu. Kekuatan-
kekuatan tersebut adalah sebagai berikut :
e Jumlah penduduk pesisir yang cenderung
bertambah dengan tingkat pertumbuhan yang
tinggi.
Kemiskinan yang diperburuk oleh sumberdaya
alam yang menurun, degradasi habitat, serta
kelangkaan mata pencaharian alternatif.
Adanya usaha skala besar, menghasilkan
keuntungan dengan segera, dan usaha komersial
yang menurunkan kualitas sumberdaya dan sering
menyebabkan konflik kepentingan dengan
penduduk lokal.
Kurang sadar dan pengertian di pihak masyarakat
serta pemerintahan lokal tentang pentingnya
keberlanjutan sumberdaya bagi kepentingan
manusia.
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e Kurang pengertian di pihak masyarakat tentang
kontribusi dan pentingnya sumberdaya pesisir bagi
masyarakat.

e Kurang pengertian pemerintahan lokal tentang
tindak lanjut dan keberlanjutan kegiatan
pemberdayaan masyarakat

e Faktor budaya yang berkaitan langsung
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir
secara terpadu.

Program PEMP Suatu Contoh
Pemberdayaan Masyarakat

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)
selama dua tahun terakhir menyelenggarakan suatu
program nasional yang bernama Program
Pemberdayan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pro-
gram PEMP). Pada tahun 2000, dengan dana JPS,
program ini dilakukan di 26 Kabupaten, tujuh
propinsi. Pada tahun 2001 melalui Program
Penanggulangan Dampak Pengurangan Sumbsidi
Energi (PPD-PSE) yang dialokasikan ke tujuh pro-
gram, PEMP dilaksanakan di 125 kabupaten/kota
di 30 propinsi di Indonesia.

Program PEMP ini bisa dikatakan sebagai
suatu program usaha perikanan terpadu, mulai dari
tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Keterpaduan juga terwujud dalam hal kegiatan
ekonomi produktif yang dilakukan masyarakat yang
memang tidak terfokus pada kegiatan tertentu namun
tersebar ke dalam kelompok kegiatan yang saling
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TUJUAN PEMP

1. Mereduksi pengaruh kenaikan harga BBM dan
inflasi secara keseluruhan terhadap kondisi soial, ekonomi
nelayan, melalui peningkatan dan penciptaan usaha
produktif secara berkesinambungan.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan
ekonomi masyarakat.

3. Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam

mendukung pembangunan daerah.

Memicu usaha ekonomi produktif di desa pesisir.

Mendorong terlaksananya mekanisme manajemen

pembangunan masyarakat yang pasrtisipatif dan

transparan.

6. Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat pesisir
dalam mengelola pembanunan di wilayahnya.

o~

penyediaan sarana produksi lainnya. (3)
Pelatihan dan pengembangan kapasitas
kelembagaan masyarakat lokal. Kegiatan ini
dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat
menjalankan program yang dilaksanakan.
Agenda pelatihan lebih banyak bermuatan non-
teknis seperti peningkatan motivasi, kerjasama
kelompok, serta bagaimana merumuskan
masalah dan menyampaikan pendapatan secara
tertulis maupun tidak tertulis. (4) Pengembangan
model pemberdayaan pasca program yang
diarahkan pada pengembangan jaringan usaha
antara masyarakat sasaran dengan kelompok
lain, LSM, swasta, serta pemerintah daerah.

terkait. Demikian pula keterpaduan diwujudkan
melalui pelibatan stakeholder yang berasal dari
berbagai pihak, instansi pemerintah, masyarakat dan
swasta. Berikut ini adalah uraian singkat tentang
PEMP yang kiranya dapat memberikan gambaran
tentang baik keterpaduan pengelolaan perikanan
maupun keterpaduan produksi perikanan.

Tujuan dan Spektrum PEMP

Tujuan PEMP adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan sistem
produksi serta kelangsungan usaha perikanan yang
berbasis masyarakat.

PEMP memiliki 4 kegiatan utama yaitu : (1)
Pengembangan lembaga keuangan mikro di tingkat
masyarakat yang bernama lembaga Mikro Mitra
Mina (M3). Lembaga ini pada awalnya adalah
lembaga informal yang didirikan sendiri oleh
masyarakat serta dijalankan atau diorganisir oleh
mereka sendiri, (2) Pengembangan usaha

Proses PEMP

Proses PEMP menyangkut (1) penentuan
daerah sasaran, (2) penentuan kelompok sasaran,
(3) pelibatan stakeholder, (4) penentuan kegiatan
ekonomi produktif, (5) pelaksanaan kegiatan
ekonomi produktif, serta (6) evaluasi dan
pemantauan sebagai dasar pengembangan kegiatan
pasca program.

125 kabupaten pelaksana program PEMP
ditentukan oleh DKP berdasarkan atas data-data
makro yang meliputi jumlah nelayan (penduduk)
miskin, potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki,
penggunaan potensi perikanan yang dimaksud,
kerusakan habitat, serta ada tidaknya kemauan
pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan
perikanan. Hasil seleksi DKP dikomunikasikan
dengan Bappenas dan DPR-RI. Pertimbangan lain
dalam pemilihan kabupaten/kota adalah distribusi
seluruh Indonesia, artinya bahwa seluruh propinsi
harus merupakan daerah sasaran meskipun jumlah

ekonomi produktif oleh kelompok-
kelompok kecil yang memiliki kesamaan
usaha, aspirasi dan tujuan. kegiatan
ekonomi produktis yang dilakukan tentu
saja berdasarkan atas potensi sumerdaya 2.
alam yang tersedia, peluang pasar,
kemampuan dan penguasaan teknologioleh | 3
masyarakat, serta dukungan adat dan
budaya. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi
produktif meliputi usaha budidaya ikan, 5.
penangkapan ikan, pengolahan ikan,
pemasaran ikan, serta usaha jasa yang
mendukung seperti perbengkelan atau

LINGKUP KEGIATAN

1. Pengembangan dan partisipasi masyarakat melalui
pembentukan dan penguatan kelompok sasaran.
Pelatihan teknis dan manajemen bagi kelompok
sasaran sesuai dengan kebutuhan.

Pemberian bantuan modal usaha (investasi dan modal
kerja).

4. Pembentukan lembaga keuangan mikro sebagai
pengelola bantuan.

Sosialisasi, pemantauan, evaluasi dampak sebagai
umpan balik persiapan pembinaan pasca proyek.
6. Pembinaan pasca proyek.
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kabupaten/kota sasaran di setiap propinsi bisa
berbeda.

DKP, sebagai instansi pemerintah pusat, hanya
menentukan kabupaten dan kota sasaran.
Penunjukkan kecamatan dan desa serta kelompok
masyarakat penerima program adalah merupakan
tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini
secara khusus merupakan tanggung jawab instansi
perikanan kabupaten/kota. Desa yang ditentukan
sebagai sasaran berdasarkan atas kriteria yang
dikembangkan sendiri oleh pemerintah kabupaten/
kota. Kriteria utama yang harus dipertimbangkan
adalah jumlah orang miskin yang ada di setiap desa.

Pemerintah bersama masyarakat desa
menentukan kelompok sasaran program PEMP ini.
Mereka yang mungkin merupakan sasaran
kelompok ini adalah mereka yang paling rentan
kegiatan ekonominya akibat memburuknya situasi
ekonomi negara pada akhir-akhir ini. Pertimbangan
lain adalah mereka yang memiliki kemauan untuk
memperbaiki diri sehingga bisa keluar dari kesulitan
dan kemiskinan yang dialaminya.

Masyarakatlah yang juga menentukan kegiatan
ekonomi yang mungkin dikembangkannya. Dalam
hal ini masyarakat dibantu atau difasilitasi oleh LSM
atau konsultan lokal yang ditunjuk sebagai
pendamping masyarakat. LSM atau konsultan lokal
ini dibiayai oleh program PEMP, namun mereka
diminta untuk bekerja di luar batas-batas proyek,
terutama pada pasca program nanti. Karena itu maka
LSM dan konsultan lokal diprioritaskan.

Prinsip Pengelolaan PEMP
Prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan

Program PEMP adalah sebagai berikut :

e Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah
sehingga memperoleh dukungan masyarakat (ac-
ceptability)

e Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka
dan diketahui oleh masyarakat (transparancy).

e Pengelolaan kegiatan harus dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat (accountability).

e Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat
kepada masyarakat secara berkelanjutan,
(sustainability).

e Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian
atas beban penduduk miskin (responsiveness).

e Penyampaian bantuan kepada masyarakat sasaran
secara cepat (Quick Disbursement).

e Proses pemilihan peserta dan kegiatan PEMP
dilakukan secara musyawarah (Democracy).

e Pemberian kesempatan kepada kelompok lain yang
belum memperoleh kesempatan, agar semua
masyarakat merasakan manfaat langsung (Equal-
ity).

e Setiap ketentuan dalam pemanfaatan Dana Ekonomi
Produktif masyarakat diharapkan dapat mendorong
terciptanya kompetisi yang sehat dan jujur dalam
mengajukan usulan kegiatan yang layak (Competi-
tiveness)

Masyarakat terlibat penuh pada
pengadaan sarana dan prasarana produksi.
Untuk itu, merekalah yang menentukan
dimana harus membeli barang-barang yang
dibutuhkan mereka. Demikian juga mereka

KELOMPOK SASARAN

berhak menjual barang yang dihasilkan.
Keterlibatan stakeholder perikanan
yaitu sejak perencanaan hingga evaluasi dan
pengembangan program. Stakeholder
utama adalah nelayan atau masyarakat.
Stakeholder lainnya adalah LSM,
konsultan, swasta lokal, serta instansi
pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Nelayan buruh yang memiliki kemauan
dan keinginan untuk mengembangkan
usaha Nelayan skala kecil (motor tempel)
Petani budidaya ikan skala kecil
dan buruh tambak
Pengolah ikan tradisional
Pedagang ikan setempat
Pelaku ekonomi skala kecil lainnya yang
berusaha di daerah pesisir
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Pengembangan Program

Jumlah desa yang merupakan target program
ini yaitu 370 di seluruh Indonesia. Sementara jumlah
rumah tangga yang dijangkau sekitar 15.000 hingga
20.000 keluarga. Mereka ini merupakan kelompok
yang akan diberdayakan seterusnya. Model yang
sama dengan PEMP ini juga dikembangkan untuk
daerah-derah lain. Dengan mempertimbangkan sifat
dan potensi daerah maka beberapa varian
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
pesisir atau nelayan adalah: (1) pemberdayaan
perempuan nelayan, (2) pemberdayaan masyarakat
yang tergabung dalam organisasi keagamaan, (3)
pemberdayaan pemuda nelayan, (4) pemberdayaan
LSM nelayan, (5) pengembangan akses pasar ke
daerah yang memiliki kesamaan komoditas, serta
(6) pengembangan usaha non-perikanan sebagai
bagian dari diversifikasi kegiatan ekonomi
masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

Bengen, D.G. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis
Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan
Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor, 21-22 Sep-
tember 2001.

BOBP. (Bay of Bengal Program). 1990. Helping Fisherfolk
to Help Themselves. A Study in People’s Participa-

tion. BOBP. 182 p.

Gordon, H.S. 1954. The Economic Theory of a Common
Property Resource: The Fishery. Journal of Political
Economics, 62(2): 124-142.

Haque, W., N. Mehta, A. Rahman, and P. Wignaraja. 1977.
Towards a Theory of Rural Development. Develop-
ment Dialogue, No. 2. 144 p.

Johnston, R.S. 1992. Fisheries Development, Fisheries
Management and Externalities. World Bank Discus-
sion Paper, 165,43 p.

Kinnucan H.W. and C.R. Wessells. 1997. Marketing Re-

search Paradigm for Aquaculture. Aquaculture Eco-
nomics and Management, 1(1):73-86.

Myrdal, G. 1971. Asian Drama. An Inquiry into the Poverty
of Nations. Vintage Books. New York. 464 p.

Panayatou, T. 1992. Management Concepts for Small-scale
Fisheries: Economic and Social Aspects. FAO Fish.
Tech. Paper, 228: 53 p.

Schumacher, E.F. 1973. Small is Beautiful. Economics as if
People Mattered. Perenial Library, San Fransisco, Lon-
don. 305.

Shepard, M.P. 1991. Fisheries Research Needs of Small Is-
land Countries. International Centre for Ocean Devel-
opment. Nova Scotia, 71 p.

Smith, I.R. 1983. A Research Framework for Traditional Fish-
ery. ICLARM Studies and Reviews No. 2. ICLARM.
45p.

Subade, R.F. and N.M.R. Abdullah. 1993. Are Fishers Profit
Maximizers? The case of Gillnetters in Negros Occi-
dental and Iloilo, Philippines, Asian Fisheries Science,
6:3949.

Van den Ban dan H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan
Pertanian. Penerbit Kanisius.

World Bank. 1991. Fisheries and Aquaculture Research
Capabilities and Needs in Asia. World Bank Technical
Paper No. 147. Fisheries Series. 70 p.

World Bank. 1992. A Study of International Fisheries Re-
search. World Bank Policy and Research Series No.
19.103p.

27



Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

EKOS STEM DAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SERTA
PENGELOLAAN SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN

DR.IR. DIETRIECH G.BENGEN, DEA
Pusat K ajian SumberdayaPesisir dan L autan
FakultasPerikanan dan | Imu K elautan
I nstitut Pertanian Bogor
dieter @indo.net.id

PENDAHUL UAN

Peranan sumberdaya dan jasa pesisir dan
laut diperkirakan akan semakin meningkat di
masa-masa mendatang dalam menunjang
pembangunan ekonomi nasional. Sekurang-
kurangnyaada duaa asan pokok yang mendukung
kecenderungan di atas. Pertama, bahwa dengan
pertumbuhan penduduk sebesar 1,8% per tahun,
maka padatahun 2010 penduduk Indonesiaakan
mencapal 250 jutaorang. Hal ini akan mendorong
meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan
sumberdaya dan jasa lingkungan. Sementaraitu,
ketersediaan sumberdaya alam di darat semakin
berkurang dan tidak lagi mencukupi, sehingga
pilihan kemudian diarahkan untuk memanfaatkan
sumberdaya dan jasa pesisir dan laut untuk
mempertahankan dan sekaligus melanjutkan
pertumbuhan yang ada. Kedua bahwa sebagai
negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar
17.508 pulau dan panjang pantai sekitar 81.000
km serta sekitar dua pertiga wilayahnya berupa
perairan (laut), Indonesia memiliki potensi
sumberdaya pesisir dan laut yang sangat besar.

Wilayah pesisir dan laut menyediakan
sumberdaya alam yang produktif baik sebagai
sumber pangan, tambang minera dan energi, me-
dia komunikasi maupun kawasan rekreas atau
pariwisata. Karena itu wilayah pesisir dan laut
merupakan tumpuan harapan manusia dalam
pemenuhan kebutuhan hidupnya di masa
mendatang.

Pembangunan di pesisir dan laut yang
merupakan suatu proses perubahan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat, tidak
terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya
alam pesisir dan laut. Di dalam aktivitas ini
sering dilakukan perubahan-perubahan pada
sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang

28

dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh
pada lingkungan hidup. Makin tinggi laju
pembangunan, makin tinggi pula tingkat
pemanfaatan sumberdaya alam dan makin besar
perubahan-perubahan yang terjadi pada
lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam
perencanaan pembangunan pada suatu sistem
ekologi pesisir dan laut yang berimplikas pada
perencanaan pemanfaatan sumberdayadam, perlu
diperhatikan kai dah-kai dah ekol ogis yang berlaku
untuk mengurangi akibat- akibat negatif yang
merugikan bagi kelangsungan pembangunan itu
sendiri secara menyeluruh. Perencanaan dan
pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut
perlu dipertimbangkan secaracermat dan terpadu
dalam setiap perencanaan pembangunan, agar
dapat dicapal suatu pengembangan lingkungan
hidup di pesisir dan laut dalam lingkungan
pembangunan.

STRUKTUR FUNGSIONAL
EKOSISTEM PESISIR
Definis dan BatasWilayah Pesisir

Untuk dapat mengelola pemanfaatan
sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (en-
vironmental services) kawasan pesisir secara
berkelanjutan (on a sustainable basis), perlu
pemahaman yang mendalam tentang pengertian
dan karakteristik utama dari kawasan ini.

Pertanyaan yang seringkali muncul dalam
pengelolaan kawasan pesisir adalah bagaimana
menentukan batas-batas dari suatu wilayah pesisir
(coastal zone). Sampai sekarang belum ada
definisi wilayah pesisir yang baku. Namun
demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia
bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah
peralihan antara daratan dan laut. Apabila
ditinjau dari garis pantai (coastline), maka suatu
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wilayah pesisir memiliki dua macam batas
(boundaries), yaitu : batas yang sgjgar garis
pantai (longshore) dan batas yang tegak lurus
terhadap garis pantai (cross-shore). Untuk
keperluan pengelolaan, penetapan batas-batas
wilayah pesisir yang sgigar dengan garis pantai
relatif mudah, misalnya batas wilayah pesisir
antara Sungai Brantas dan Sungai Bengawan
Solo, atau batas wilayah pesisir Kabupaten
Kupang adalah antara Tanjung Nasikonis dan
Pulau Sabu, dan batas wilayah pesisir DKI
Jakarta adalah antara Sungai
Dadap di sebelah barat dan
Tanjung Karawang di sebelah
timur.

Akan tetapi, penetapan
batas-batas suatu wilayah pesisir
yang tegak lurus terhadap garis
pantai, sejauh ini belum ada

merupakan unit fungsional komponen hayati
(biotik) dan nir-hayati (abiotik).

Komponen biotik yang menyusun suatu
ekosistem pesisir terbagi atas empat kel ompok
utama: (1) produser, (2) konsumer primer, (3)
konsumer sekunder dan (4) dekomposer.

Sebagal produser adalah vegetas autotrof,
a gae dan fitoplankton yang menggunakan energi
matahari untuk proses fotosintesa yang
menghasilkan zat organik kompleks dari zat
anorganik sederhana.

Daratan

Lahan
Pesisir

y \ WILAYAH
Garis PESISIR

Pasang

kesepakatan. Dengan perkataan
lain, batas wilayah pesisir

Surut

Paparan

berbeda dari satu negara ke
negara yang lain. Ha ini dapat

Benua

dimengerti, karena setiap negara
memiliki karakteritik lingkungan,
sumberdaya dan sistem
pemerintahan tersendiri (khas).

Definis dan batas wilayah
pesisir yang digunakan di Indonesia adalah
wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut;
batas di daratan meliputi daerah-daerah yang
tergenang air maupun yang tidak tergenang air
yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut
seperti pasang-surut, angin laut dan intrusi garam,
sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang
dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan
seperti sedimentas dan mengalirnyaair tawar ke
laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi
oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan
(Gambar 1).

Komponen Fungsional Ekosistem Pesisir
Sebagaimana telah dikemukakan di atas
bahwa sumberdaya hayati perairan pesisir yang
merupakan satuan kehidupan (organisme hidup)
saling berhubungan dan berinteraksi dengan
lingkungan nir-hayatinya (fisik) membentuk suatu
sistem. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya
dititik beratkan pada ekosistem pesisir yang
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Laut
Lepas

Gambar 1. Diagram Skematik Batas Wilayah Pesisir

Sebagai konsumer primer adalah hewan-
hewan yang memakan produser, disebut
herbivora. Herbivora ini menghasilkan pula
materi organik (pertumbuhan, reproduksi), tapi
merekatergantung sepenuhnyadari materi organik
yang disintesa oleh tumbuhan atau fitoplankton
yang dimakannya.

Konsumer sekunder adalah karnivora, yaitu
semua organisme yang memakan hewan. Untuk
suatu analisis yang lebih jelas, kita dapat
membagi lagi konsumer sekunder ke dalam
konsumer tersier yang memakan konsumer
sebelumnya. Sesungguhnya banyak jenis
organisme yang tidak dengan mudah dapat
diklasifikasikan ke dalam tingkatan trofik ini,
karena mereka dapat dimasukkan ke dalam
beberapa kelompok: konsumer primer dan
sekunder (omnivora), konsumer sekunder dan
tersier (predator atau parasit herbivora dan
karnivora).
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Sebagai dekomposer adalah organisme
avertebrata, bakteri dan cendawan yang memakan
materi organik mati: bangkai, daun-daunan yang
mati, ekskreta.

Pada prinsipnya terdapat tiga proses dasar
yang menyusun struktur fungsional komponen
biotik ini: 1) proses produksi (sintesa materi
organik), 2) proses konsomasi (memakan materi
organik) dan 3) proses dekomposisi atau
mineralisas (pendaurulangan materi).

Komponen abiotik dari suatu ekosistem
pesisir terbagi atas tiga komponen utama: [1]
unsur dan senyawa anorganik, karbon, nitrogen
dan air yang terlibat dalam siklus materi di suatu
ekosistem, [2] bahan organik, karbohidrat, pro-
tein dan lemak yang mengikat komponen abiotik
dan biotik dan [3] regim iklim, suhu dan faktor
fisk lain yang membatas kondis kehidupan.

Dari sggumlah besar unsur dan senyawa
anorganik sederhana yang dijumpal di suatu
ekosistem pesisir, terdapat unsur-unsur tertentu
yang penting bagi kehidupan. Unsur-unsur tersebut
merupakan substansi biogenik atau unsur hara
baik makro (karbon, nitrogen, fosfor...) maupun
mikro (besi, seng, magnesium...).

Karbohidrat, protein dan lemak yang
menyusun tubuh organisme hidup juga terdapat
di lingkungan. Senyawa tersebut dan ratusan
senyawakompleks lainnya menyusun komponen
organik dari kompartimen abiotik. Bila tubuh
organisme hancur, selanjutnya akan terurai
menjadi fragmen-fragmen dengan berbaga ukuran
yang secara kolektif disebut detritus organik.
Karena biomassa tanaman lebih besar
dibandingkan dengan hewan, maka detritus
tanaman biasanya lebih menonjol dibandingkan
dengan hewan. Demikian pulatanaman biasanya
lebih lambat hancur dibandingkan dengan hewan.

Bahan organik terdapat dalam bentuk terlarut
dan partikel. Bila bahan organik terurai, bahan
tersebut dinamakan humus atau zat humik, yaitu
suatu bentuk yang resi sten terhadap penghancuran
lebih lanjut. Peranan humus dalam ekosistem
tidak sepenuhnya dimengerti, tapi diketahui
dengan pasti kontribusinya pada sifat tanah.

Kategori ketigadari komponen abiotik suatu
ekosistem pesisir adalah faktor-faktor fisik
(iklim). Faktor iklim (suhu, curah hujan,
kelembaban) sebagaimana halnya sifat kimiawi
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air dan tanah serta lapisan geologi di bawahnya,
merupakan penentu keberadaan suatu jenis
organisme. Faktor-faktor ini senantiasa berada
dalam satu seri gradien. Kemampuan adaptasi
organisme seringkali berubah secara bertahap
sepanjang gradien tersebut, tapi sering pula
terdapat titik perubahan yang berbaur atau zona
persmpangan yang disebut ekoton (misalnyazona
intertidal perairan laut).

Dimens EkologisLingkungan Pesisir

Secaraprinsip ekosistemn pesisir mempunyai
4 fungs pokok bagi kehidupan manusia, yaitu:
sebagal penyedia sumberdaya alam, penerima
limbah, penyedia jasa-jasa pendukung
kehidupan, dan penyedia jasa-jasa kenyamanan.

Sebagal suatu ekosistem, perairan pesisir
menyediakan sumberdaya alam yang produktif
baik yang dapat dikonsumsi langsung maupun
tidak langsung, seperti sumberdaya alam hayati
yang dapat pulih (di antaranya sumberdaya
perikanan, terumbu karang dan rumput laut), dan
sumberdayadam nir-hayati yang tidak dapat pulih
(di antaranya sumberdaya mineral, minyak bumi
dan gasaam). Sebaga penyediasumberdayaaam
yang produktif, pemanfaatan sumberdayaperairan
pesisir yang dapat pulih harus dilakukan dengan
tepat agar tidak melebihi kemampuannya untuk
memulihkan diri pada periode waktu tertentu.
Demikian pula diperlukan kecermatan
pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir yang
tidak dapat pulih, sehinggaefeknyatidak merusak
lingkungan sekitarnya.

Disamping sumberdayaalam yang produktif,
ekosistemn pesisir merupakan penyedia jasa-jasa
pendukung kehidupan, seperti air bersih dan ruang
yang diperlukan bagi berkiprahnya segenap
kegiatan manusia. Sebagal penyedia jasa-jasa
kenyamanan, ekosi stem pesisir merupakan lokasi
yang indah dan menyejukkan untuk dijadikan
tempat rekreas atau pariwisata.

Ekosistem pesisir juga merupakan tempat
penampung limbah yang dihasilkan dari kegiatan
manusia. Sebagai tempat penampung limbah,
ekosistem ini memiliki kemampuan terbatas yang
sangat tergantung pada volume dan jenis limbah
yang masuk. Apabilalimbah tersebut melampaui
kemampuan asimilasi perairan pesisir, maka
kerusakan ekosistem dalam bentuk pencemaran
akan terjadi.
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Dari keempat fungsi tersebut di atas,
kemampuan ekosistem pesisir sebagal penyedia
jasarjasa pendukung kehidupan dan penyedia
kenyamanan, sangat tergantung dari dua
kemampuan lainnya, yaitu sebagai penyedia
sumberdaya alam dan penampung limbah. Dari
sini terlihat bahwa jika dua kemampuan yang
disebut terakhir tidak dirusak
oleh kegiatan manusia, maka
fungsi ekosistem pesisir
sebagal pendukung kehidupan
manusia dan penyedia
kenyamanan diharapkan dapat
dipertahankan dan tetap
lestari.

EKOSISTEM TERUMBU
KARANG
Struktur Karang

Terumbu karang meru-
pakan suatu ekosistem khas
yang terdapat di wilayah
pesisir daerah tropis. Pada
dasarnya terumbu terbentuk

Gambar 2. Ekosistem Terumbu Karang

dari endapan-endapan masif kalsium karbonat
(CaCO,), yang dihasilkan oleh organismekarang
pembentuk terumbu (karang hermatipik) dari
filum Cnidaria, ordo Scleractinia yang hidup
bersimbiosis dengan zooxantellae, dan sedikit
tambahan dari algae berkapur sertaorganismelain
yang menyekres kalsium karbonat (Gambar 2).

Sepla Aerorghs dalam Cawan

Gambar 3. Anatomi polip karang (Nybakken,1993)

Karang pembentuk terumbu (karang
hermatipik) hidup berkoloni, dan tiap individu
karang yang disebut polip menempati mangkuk
kecil yang dinamakan koralit. Tiap mangkuk
koralit mempunyai beberapa septayang tgjam dan
berbentuk daun yang tumbuh keluar dari dasar
koralit, dimana septa ini merupakan dasar
penentuan spesies karang. Tiap polip adalah
hewan berkulit ganda, dimana kulit luar yang
dinamakan epidermis dipisahkan oleh lapisan
jaringan mati (mesoglea) dari kulit dalamnyayang
disebut gastrodermis. Dalam gastrodermis
terdapat tumbuhan renik bersel tungga yang
dinamakan zooxantellae yang hidup bersimbiosis
dengan polip (Gambar 3). Zooxantellae dapat
menghasilkan bahan organik melalui proses
fotosintes's, yang kemudian disekresikan sebagian
ke dalam usus polip sebagai pangan.

Reproduks Hewan Karang

Karang berbiak baik secara seksual maupun
aseksua (Gambar 4). Pembiakan secara seksud
terjadi melalui penyatuan gamet jantan dan betina
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Gambar 4. Pembiakan hewan karang secara seksual (A), dan secara aseksual (B).

untuk membentuk larvabersiliayang
disebut planula. Planula akan
menyebar kemudian menempd pada
substrat yang keras dan tumbuh
menjadi polip. Kemudian polip
tersebut akan mel akukan pembiakan
aseksual. Pembiakan aseksual
dilakukan dengan carafragmentad,
sehinggaterbentuk polip-polip baru
yang saling menempel sampai
terbentuk koloni yang besar, dengan
bentuk yang beragam sesuai
jenisnya.

Tipe, Asal, dan Distribusi
GeografisTerumbu karang
Secara umum terumbu karang
terdiri atas tiga tipe: (1) terumbu
karang tepi (fringing reef), (2)
terumbu karang penghaang (barrier
reef), dan (3) terumbu karang cincin
atau atol (Gambar 5). Terumbu
karang tepi dan penghalang
berkembang sepanjang pantai,
namun perbedaannya adal ah bahwa
terumbu karang penghalang
berkembang lebih jauh dari daratan
dan berada di perairan yang lebih
daam dibandingkan dengan terumbu
karang tepi. Terumbu karang cincin

DARATAMN
_,‘l
—
A \‘\—
FARAMNG TEM
DARATAM

N uew

8 N\~ \
TERUNDING MG GA A
Gambar Tipe Terumbu Karang.

A. Terumbu Karang Tepi
B. Terumbu Karang Penghalang
C. Terumbu Karang Cincin (Atol),

Gambar 5. Tipe terumbu karang

atau atol merupakan terumbu karang yang muncul
dari perairan dalam dan jauh dari daratan.
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Berbagai tipe terumbu mempunyai asal dan
riwayat yang berbeda, tetapi perhatian dipusat-
kan padaasal terumbu cincin/atol. Beberapateori
telah berkembang mengenai asa atol, namun salah
satu yang masih diterima hinggakini adal ah teori
penenggelaman (subsidence theory) sebagaimana
pertama kali dikemukakan oleh Darwin, melaui
pengalamannya mempelgari terumbu karang di

Gambar 6.
Evolusi geologis karang atol, diawali ketika suatu
gunung vulkanik muncul sebagai suatu pulau di
permukaan laut.

A. Ketika aktifitas gunung vulkanik berakhir, pulau
mulai tererosi:

B. Karang tepi mulai mengkolonisasi garis pantai:

C. Karang penghalang berkembang seperti saluran
yang memisahkan dari pulau:

D. Laguna yang luas membentuk bagian dalam
karang:

E. Pulau tenggelam dan berbentuk atol (Gray, 1993)

beberapa kawasan selamab tahun berlayar di atas
kapal Beagle. Teori penenggelaman Darwin
secara skematik diuraikan dalam Gambar 6.
Terumbu karang ditemukan di perairan
dangkal daerah tropis, dengan suhu perairan rata
rata tahunan > 18°C. Umumnya menyebar pada
garistropis antara Cancer dan Capricorn (Gambar 7).

Gambar 7. Distribusi geografis terumbu karang.

33




Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Faktor-faktor Pembatas Per kembangan
Terumbu Karang

Perkembangan terum-
bu karang dipengaruhi oleh
beberapa faktor fisk ling-
kungan yang dapat menjadi
pembatasbagi karang untuk
membentuk  terumbu.
Adapun faktor-faktor fisik
lingkungan yang berperan
dalam perkembangan
terumbu karang adalah
sebagai berikut (Gambar 8)
(Nybakken, 1993):

1. Suhu air >18°C, tapi bagi
perkembangan yang op-
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timal  diperlukan suhu
rate-ratatahunan berkisar
antara 23 - 25°C, dengan
suhu maksimal yang masih dapat ditolerir
berkisar antara 36 - 40°C.

2. Kedalaman perairan <50 m, dengan kedalaman
bagi perkembangan optimal pada 25 m atau
kurang.

3. Sdinitas air yang konstan berkisar antara 30 -
36 9,

4. Perairan yang cerah, bergelombang besar dan
bebas dari sedimen.

Gambar 8. Ikhtisar beberapa faktor pembatas perkembangan terumbu karang.

Pecahan ombak yang besar pada sisi yang
terbuka (windward) suatu atol menciptakan
perkembangan pematang algae dan rataan
terumbu. Pada daerah ini perkembangan
karangnya minimal. Sebaliknya pada ss yang
terlindung (leeward), perkembangan pematang
algae berkurang dan perkembangan karang
dominan.

Komposis Biota Terumbu K arang
Terumbu karang merupakan habitat bagi
beragam biota sebagai berikut (Gambar 9):
= Beraneka ragam avertebrata

(hewan tak bertulang belakang):
terutama karang batu (stony
coral), juga berbagai krustasea,
siput dan kerang-kerangan,
ekinodermata (bulu babi, anemon
laut, teripang, bintang laut dan
leli laut).

= Beraneka ragam ikan: 50 -
70% ikan karnivoraoportunistik,
15% ikan herbivora dan sisanya
omnivora.

* Reptil : umumnyaular laut dan
penyu laut.

= Ganggang dan Rumput laut: al-
gaekoralin, agae hijau berkapur

Gambar 9. Beberapa hiota terumbu karang yang khas dan dominan

(Nybakken, 1993)
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Populas ikan terumbu karang berubah dari
siang ke maam hari. Ikan pemakan plankton yang
banyak tersebar di sekeliling terumbu pada siang
hari, bersembunyi/berlindung di celah-celah
terumbu pada malam hari. Ikan pencari makan
padamalam hari sebagian besar pemakan bentos.

Keanekaragaman biota dan keseimbangan
ekosistem terumbu karang tergantung pada jala
makanan. Pengambilan jenisbiotatertentu secara
berlebihan dapat mengakibatkan peledakan
populas biotayang menjadi mangsanya, sehingga
dapat mengganggu keseimbangan ekosi stem.

Peran Terumbu Karang

Terumbu karang, khususnyaterumbu karang
tepi dan penghalang, berperan penting sebagal
pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus
kuat yang berasal dari laut.

Sdainitu, terumbu karang mempunyai peran
utama sebaga habitat (tempat tinggal), tempat
mencari makanan (feeding ground), tempat
asuhan dan pembesaran (nursery ground), tempat
pemijahan (spawning ground) bagi berbagai
biota yang hidup di terumbu karang atau
sekitarnya.

Pemanfaatan Terumbu Karang
Terumbu karang dapat dimanfaatkan baik
secara langsung maupun tidak langsung sebagai
berikut :
= Sebaga tempat penangkapan berbagal jenisbiota
laut konsums, dan berbagai jenisikan hias.
= Bahan konstruksi bangunan dan pembuatan
kapur.
= Bahan perhiasan.
* Bahan baku farmasi.

Dampak K egiatan Manusia pada Ekosistem Terumbu K arang

Kegiatan

Dampak Potensial

"" Penambangan karang dengan atau

" Perusakan habitat dan kematian

tanpa bahan peledak.

" Pembuangan limbah panas.

" Penggundulan hutan di lahan atas.

" " Pengerukan di sekitar terumbu
karang.

" Kepariwisataan.

" " Penangkapan ikan hias dengan
menggunakan bahan beracun
(misalnya Kalium sianida).

" " Penangkapan ikan dengan bahan
peledak.

massal hewan karang.

" " Meningkatnya suhu air 5-10°C diatas suhu
ambien, dapat mematikan karang dan biota
lainnya.

" " Sedimen hasil erosi dapat mencapai terumbu
karang di sekitar muara sungai, sehingga
mengakibatkan kekeruhan yang
menghambat difusi oksigen ke dalam polip.

" Meningkatnya kekeruhan yang mengganggu
pertumbuhan karang.

" " Peningkatan suhu air karena buangan air
pendingin dari pembangkit listrik perhotelan.

" Pencemaran limbah manusia yang dapat
menyebabkan eutrofikasi.

" " Kerusakan fisik karang oleh jangkar kapal.

" " Rusaknya karang oleh penyelam.

" " Koleksi dan keanekaragaman biota karang
menurun.

" " Mengakibatkan ikan pingsan, mematikan
karang dan biota invertebrata.

" Mematikan ikan tanpa diskrimasi, karang dan
biota invertebrata yang tidak bercangkang
(anemon).
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EKOSISTEM HUTAN MANGROVE
Deskrips dan Zonas

Hutan mangrove merupakan komunitas
vegetasi pantal tropis, yang didominasi oleh
beberapa spesies pohon mangrove yang mampu
tumbuh dan berkembang pada daerah pasang-surut
pantai berlumpur. Komunitas vegetasi ini
umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan
supratidal yang cukup mendapat aliran air, dan
terlindung dari gel ombang besar dan arus pasang-
surut yang kuat. Karenaitu hutan mangrove banyak
ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal,
estuaria, deltadan daerah pantai yang terlindung.

Penyebaran hutan mangrove ditentukan oleh
berbagai faktor lingkungan, salah satu diantaranya
adalah salinitas. Berdasarkan salinitas kita
mengena zonas hutan mangrove sebagai berikut

(De Haan dalam Russdll & Yonge, 1968):

(A) Zonaair payau hinggaair laut dengan salinitas
padawaktu terendam air pasang berkisar antara
10-30%,:

(A1) Areayang terendam sekali atau dua kali
sehari selama 20 hari dalam sebulan: hanya
Rhizophora mucronata yang masih dapat
tumbunh.

(A2) Areayang terendam 10 - 19 kai per bulan:
ditemukan Avicennia (A. alba, A. marina),
Sonneratia griffithii dan dominan Rhizophora
sp.

(A3) Areayang terendam kurang dari sembilan

kali setigp bulan: ditemukan Rhizophora sp.,

Bruguiera sp.

(A4) Areayang terendam hanya beberapa hari

dalam setahun: Bruguiera gymnorhiza
dominan, dan Rhizophora apiculata masih
dapat hidup.

(B) Zona air tawar hingga air payau, dimana
sdlinitas berkisar antara0 - 10 9/ :

(B1) Area yang kurang lebih masih dibawah
pengaruh pasang surut: asosias Nypa.
(B2) Areayang terendam secaramusiman: Hi-
biscus dominan.

Salah satu tipe zonas hutan mangrovedi In-

donesia adalah sebagai berikut (Gambar 9):

= Daerah yang paing dekat dengan laut sering
ditumbuhi Avicennia dan Sonneratia.
Sonneratia biasa tumbuh pada lumpur dalam
yang kayabahan organik.

e Lebihkearah darat, hutan mangrove umumnya
didominas oleh Rhizophora spp. Di zona ini
jugadijumpal Bruguiera dan Xylocarpus.

e Zona berikutnya didominas oleh Bruguiera
spp. Selanjutnya terdapat zona transis antara
hutan mangrove dan hutan dataran rendah yang
biasanya ditumbuhi oleh nipah (Nypa
fruticans), dan pandan laut (Pandanus spp.).

Struktur Vegetas dan Daur Hidup
Hutan mangrove meliputi pohon-pohonan
dan semak yang tergolong ke dalam 8 famili, dan
terdiri atas 12 genera tumbuhan berbunga:
Avicennia, Sonneratia, Rhizophora, Bruguiera,
Ceriops, Xylocarpus, Lumnitzera, Laguncularia,
Aegiceras, Aegiatilis, Shaeda, dan Conocar pus.
Vegetasi hutan mangrove di Indonesia
memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi,

Gambar 10. Salah satu tipe zonasi hutan mangrove di Indonesia.
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dengan jumlah jenis tercatat
sebanyak 202 jenisyang terdiri
atas 89 jenis pohon, 5 jenis
paem, 19 jenis liana, 44 jenis
herba, 44 jenis epifit, dan 1
jenis sikas. Namun demikian
hanyaterdapat kurang lebih 47
jenis tumbuhan yang spesifik
hutan mangrove . Paling tidak
di dalam hutan mangrove
terdapat salah satu jenis
tumbuhan sejati penting/
dominan yang termasuk ke
dalam empat  famili:
Rhizophoraceae (Rhizophora,
Bruguiera, dan Ceriops),

Sonneratiaceae (Sonneratia),
Aviceniaceae (Avicennia), dan
Meliaceae (Xylocarpus)
(Gambar 11).

(Avicennia sp. dan Rhizophora sp.)

Bakau (Rhizophora sp.)

Api-api (Rhizophora sp.)

Gambar 11. Dua jenis tumbuhan mangrove sgjati
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sehingga menjadi lebih berat pada
bagian terluar dan akhirnya lepas.
Selanjutnya semalan ini jatuh dari
pohon induk, masuk ke perairan dan
mengapung di permukaan air.
Semaian ini kemudian terbawa
oleh aliran air ke perairan panta
yang cukup dangkal, di manaujung
akarnya dapat mencapai dasar
perairan, untuk selanjutnyaakarnya
dipancangkan dan secara bertahap
tumbuh menjadi pohon (Gambar 12).

Adaptas Pohon Mangrove
Hutan mangrove yang

umumnya didominasi oleh pohon

mangrove dari empat genera

Gambar 12. Daur hidup pohon mangrove

Jenis mangrove tertentu, seperti Bakau
(Rhizophora sp.) dan Tancang (Bruguiera sp.)
memiliki daur hidup yang khusus, diawali dari
benih yang ketika masih pada tumbuhan induk
berkecambah dan mulai tumbuh di dalam semaian
tanpa istirahat. Selama waktu ini, semaian
memanjang dan distribusi beratnya berubah,
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(Rhizophora, Avicennia, Sonne-
ratia dan Bruguiera), memiliki
kemampuan adaptas yang khas untuk dapat hidup
dan berkembang pada substrat berlumpur yang
sering bersifat asam dan anoksik. Kemampuan
adaptas ini meliputi:

Adaptas Terhadap Kadar Oksigen Rendah
Pohon mangrove memiliki sistem perakaran
yang khas bertipe cakar ayam, penyangga, papan
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dan lutut (Gambar 13). Sistem perakaran cakar
ayam yang menyebar luasdi permukaan substrat,
memiliki sederet cabang akar berbentuk pinsil
yang tumbuh tegak lurus ke permukaan substrat.
Cabang akar ini disebut pneumatofora dan
berfungsi untuk mengambil oksigen. Sistem
perakaran penyangga berbeda dengan sistem
perakaran cakar ayam, dimana akar-akar

Adaptas Terhadap Tanah yang K urang Stabil
dan AdanyaPasang Sur ut

Mengembangkan struktur akar yang sangat
ekstensif dan membentuk jaringan horizontal yang
lebar. Disamping untuk memperkokoh pohon, akar
tersebut juga berfungs untuk mengambil unsur
hara dan menahan sedimen.

AKAR FAFRAM
CERIOFS SFPR

AKAR TONGKAT PEMNYANGSEA
FHIZOPHORA SiP

AKAR CAEAR AvAM
AVICENNLA SPP
SOMNERATIA SFF
KYLOCARPUS MOLLUCEHSIS

AKAR LUTUT
BRUGLIERA SPR

Gambar 13. Bentuk-bentuk akar pohon mangrove

penyanggatumbuh dari batang pohon menembus
permukaan substrat. Pada akar penyangga ini
tidak ditemukan pneumatofora seperti padaakar
cakar ayam, tapi mempunyai |obang-lobang kecil
yang disebut lentisel yang juga berfungs untuk
melewatkan udara (mendapatkan oksigen).

Adaptas Terhadap Kadar Garam Tinggi
Berdaun teba dan kuat yang mengandung
kelenjar-kelenjar garam untuk dapat menyekresi
garam. Mempunyai jaringan internal penyimpan
air untuk mengatur keseimbangan garam. Daunnya
memiliki struktur stomata khusus untuk

mengurangi penguapan.
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FaunaHutan Mangrove
Komunitasfaunahutan mangrove membentuk
percampuran antara 2 (dua) kel ompok:

1. Kelompok fauna daratan/terestrial yang
umumnya menempati bagian atas pohon man-
grove, terdiri atas: insekta, ular, primata, dan
burung. Kelompok ini tidak mempunyai sifat
adaptas khusus untuk hidup di dalam hutan
mangrove, karenamerekamel ewatkan sebagian
besar hidupnya di luar jangkauan air laut pada
bagian pohon yang tinggi, meskipun mereka
dapat mengumpulkan makanannya berupa
hewan laut pada saat air surut.
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2. Kelompok fauna perairan/akuatik, terdiri atas
dua tipe, yaitu: (&) yang hidup di kolom air,
terutama berbagai jenis ikan, dan udang; (b)
yang menempati substrat baik keras (akar dan
batang pohon mangrove) maupun lunak
(lumpur), terutama kepiting, kerang, dan
berbagal jenis invertebrata lainnya (Gambar
14).

Fungs EkologisHutan Mangrove

Sebagai suatu ekosistem khas wilayah
pesisir, hutan mangrove memiliki beberapafungs
ekologis penting :
e Sebagal peredam

daun dan dahan pohon mangrove yang rontok.
Sebagian dari detritus ini dapat dimanfaatkan
sebagal bahan makanan bagi para pemakan de-
tritus, dan sebagian lagi diuraikan secara
bakterial menjadi minera-mineral hara yang
berperan dalam penyuburan perairan.
Sebagal daerah asuhan (nursery ground),
daerah mencari makanan (feeding ground) dan
daerah pemijahan (spawning ground)
bermacam biota perairan (ikan, udang dan
kerang-kerangan...) baik yang hidup di perairan
pantal maupun lepas pantal.

gelombang dan
angin badai, pe-
lindung pantai
dari abrasi, pe-
nahan lumpur dan
perangkap se-

dimen yang di- -
. FAUNA LALTAN

angkut oleh airan BENDATANG B0A

air permukaan. KEpTe

= Sebagai penghasi
sejumlah besar
detritus, terutama
yang berasal dari

" FAUNA MANGROVE

e

BAUNA MANGROVE

Gambar 14. Makrofauna hutan mangrove yang memperlihatkan penyebaran

Pemanfaatan Hutan

Mangrove
Hutan mangrove di-
manfaatkan  terutama

sebagai penghasil kayu
untuk bahan konstruks, kayu
bakar, bahan baku untuk
membuat arang, dan juga
untuk dibuat pulp. Di
samping itu ekosistem man-
grove dimanfaatkan sebagai
pemasok larva ikan dan
udang alam (Gambar 15).

Gambar 15. Manfaat ekologi dan ekonomi hutan mangrove (Dixon, 1989)
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Dampak Kegiatan Manusia pada Ekosistem Hutan Mangrove

Kegiatan

Dampak Potensial

"" Tebang habis.

" " Pengalihan aliran air tawar, misalnya
pada pembangunan irigasi.

" " Konversi menjadi lahan pertanian,
perikanan, pemukiman dan lain-lain.

" Pembuangan sampah cair.

" Pembuangan sampah padat.

" Pencemaran minyak tumpahan.

" Penambangan dan ekstrasi mineral,
baik di dalam hutan maupun di
daratan sekitar hutan mangrove.

" Berubahnya komposisi tumbuhan mangrove.
" " Tidak berfungsinya daerah mencari makanan dan
pengasuhan.

" " Peningkatan salinitas hutan mangrove.
" " Menurunnya tingkat kesuburan hutan.

" Mengancam regenerasi stok ikan dan udang di
perairan lepas pantai yang memerlukan hutan
mangrove.

" " Terjadi pencemaran laut oleh bahan pencemar yang
sebelumnya diikat oleh substrat hutan mangrove.

" " Pendangkalan perairan pantai.

" " Erosi garis pantai dan intrusi garam.

" Penurunan kandungan oksigen terlarut, timbul gas H_S.

" " Kemungkinan terlapisnya pneumatofora yang
mengakibatkan matinya pohon mangrove.

" " Perembesan bahan-bahan pencemar dalam
sampah padat.

" Kematian pohon mangrove.

" " Kerusakan total ekosistem mangrove, sehingga
memushahkan fungsi ekologis hutan mangrove
(daerah mencari makanan, asuhan).

" " Pengendapan sedimen yang dapat mematikan
pohon mangrove.

EKOSISTEM PADANG LAMUN
Deskrips Bioekologis

Lamun (seagrass) merupakan satu-satunya
tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang
memiliki rhizoma, daun dan akar sgjati yang hidup
terendam di dalam laut (Gambar 16).

Lamun umumnyamembentuk padang lamun
yang luasdi dasar laut yang masih dapat dijangkau
oleh cahaya matahari yang memadai bagi per-
tumbuhannya. Lamun hidup di perairan yang
dangka danjernih, dengan sirkulas air yang baik.
Air yang bersirkulasi diperlukan untuk
menghantarkan zat-zat hara dan oksigen, serta
mengangkut hasil metabolisme lamun ke luar
daerah padang lamun.

Hampir semuatipe substrat dapat ditumbuhi
lamun, mulai dari substrat berlumpur sampai
berbatu. Namun padang lamun yang luas lebih
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Gambar 16. Struktur morfologi tumbuhan lamun
secara keseluruhan.
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sering ditemukan di substrat lumpur-berpasir yang
tebal antara hutan rawa mangrove dan terumbu
karang.

Di seluruh dunia diperkirakan terdapat
sebanyak 52 jenis lamun, di mana di Indonesia
ditemukan sekitar 15 jenis yang termasuk ke
dalam 2 famili: (1) Hydrocharitaceae, dan (2)
Potamogetonaceae (Tabel 1).

Tabel 1. Beberapajenislamun di Indonesia

Ekinodermata (Holothuria sp., Synapta sp.,
Diadema sp., Archaster sp., Linckia sp.), dan
cacing Polikaeta.

Fungs PadangL amun

Secara ekologis padang lamun mempunyai
beberapa fungsi penting bagi wilayah pesisir,
yaitu:

Jenis

Deskripsi

** Cymodocea rotundata
C. serrulata

- Enhalus acoroides

* Halodule pinifolia
H. decipiens
H. minor
H. ovalis

* Halodule uninervis
H. spinulosa

* Syringodinium isoetifolium

* Thalassia hemprichii

* Thalassodendron ciliatum

" Terdapat di daerah intertidal.

** Tumbuh pada substrat berlumpur dan perairan

** Pertumbuhannya cepat, dan merupakan jenis

** Membentuk padang lamun jenis tunggal pada

* Umum dijumpai di daerah subtidal dangkal dan

*+ Paling banyak dijumpai, biasa tumbuh dengan

** Sering mendominasi daerah subtidal dan

Umumnya dijumpai
di daerah intertidal di dekat mangrove.

keruh. Dapat membentuk jenis tunggal, atau
mendominasi komunitas padang lamun.

pionir. Umum dijumpai di substrat berlumpur.
Dapat merupakan jenis yang dominan di daerah
intertidal, mampu tumbuh sampai kedalaman
25 meter.

rataan terumbu karang yang rusak. Jenis lamun
pionir dan dikenal sebagai makanan dugong.

berlumpur.

jenis lain, dapat tumbuh hingga kedalaman 25
meter. Sering dijumpai pada substrat berpasir.
Sering mendominasi daerah subtidal, dan
berasosiasi dengan terumbu karang.

berasosiasi dengan terumbu karang;
membentuk padang lamun jenis tunggal dan
umum dijumpai pada laguna atol.

Jenis yang membentuk komunitas padang
lamun tunggal, antaralain: Thalassia hemprichii,
Enhalus acoroides, Halophila ovalis,
Cymodocea serrulata, dan Thallassodendron
ciliatum. Padang lamun merupakan ekosistem
yang tinggi produktivitas organiknya, dengan
keanekaragaman biota yang juga cukup tinggi.
Pada ekosistem ini hidup beraneka ragam biota
laut (Gambar 17), seperti ikan, krustasea, moluska
(Pinna sp., Lambis sp., Strombus sp.),

Produsen detritus dan zat hara.

* Mengikat sedimen dan menstabilkan substrat
yang lunak, dengan sistem perakaran yang padat
dan saling menyilang.

e Sebagai tempat berlindung, mencari makan,
tumbuh besar, dan memijah bagi beberapajenis
biota laut, terutama yang melewati masa
dewasanyadi lingkungan ini.

e Sebaga tudung pelindung yang melindungi
penghuni padang lamun dari sengatan matahari.
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Pemanfaatan Padang
Lamun

Padang lamun dapat
dimanfaatkan sebagai
berikut :

e Tempat kegiatan mari-
kultur berbagal jenisikan,
kerang-kerangan dan
tiram.

e Tempat rekreasi atau
pariwisata.

e Sumber pupuk hijau.

Gambar 17. Beragam biota di padang lamun

EKOSISTEM ESTUARIA

Deskrips dan klasifikasi

Estuariaadalah wilayah pesisir semi tertutup
yang mempunyai hubungan bebas dengan laut
terbuka dan menerima masukan air tawar dari
daratan. Sebagian besar estuaria didominasi oleh
substrat berlumpur yang merupakan endapan yang
dibawa oleh air tawar dan air laut. Contoh dari
eduariaadd ah muarasungal, teluk dan rawapasang-
surut (Gambar-18 dan 19).

Estuariadapat dikelompokkan atas empat tipe,
berdasarkan karakteristik geomorfologinya:
1.Estuariadataran pesisir; paing umum

dijumpai, dimanapembentukannyaterjadi
akibat penaikan permukaan air laut yang
menggenangi sungai di bagian pantai yang
landai.

. Laguna (Gobah) atau teluk semi tertutup;
terbentuk oleh adanya beting pasir yang terletak
sggar dengan garispantai, sehingga
menghdangi interaks langsung dan terbuka
dengan perairan lauit.

. Fjords, merupakan estuariayang dalam,
terbentuk oleh aktivitasglasier yang
mengakibatkan tergenangnyalembah esoleh air
laut.

. Estuariatektonik; terbentuk akibat aktivitas
tektoknik (gempabumi atau | etusan gunung
berapi) yang mengakibatkan turunnya
permukaan tanah yang kemudian digenangi oleh
air laut pada saat pasang.

Berdasarkan polasirkulas dan stratifikas air
terdapat tigatipe estuaria

1. Estuariaberstratifikas sempurna/nyata
atau estuariabaji garam, dicirikan oleh
adanyabatasyang jelasantaraair tawar dan air
asin. Estuariatipeini ditemukan di daerah-
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Gambar-18. Estuaria (muara sungai) di Segara Anakan, Cilacap.

S

Gambar-19. Estuaria (teluk) di Serangan, Bali.
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daerah dimanadiranair tawar dari sungai besar
lebih dominan dari padaintrus air asndari laut
yang dipengaruhi oleh pasang-surut (Gambar-
20A).

. Estuaria ber gtratifikas sebagian/par sial
merupakan tipeyang paing umumdijumpa.
Pada estuariaini, diranair tawar dari sungai
seimbang denganair laut yang masuk melaui
aruspasang. Pencampuran air dapat terjadi
karenaadanyaturbulens yang berlangsung
secaraberkalaoleh aks pasang-surut.

mendukung kehidupan biotayang padat dan
jugamenangkal predator dari laut yang pada
umumnyatidak menyukal perairan dengan
sdinitasyang rendah.
(2) Substrat. Sebagian besar estuaria
didominas oleh substrat berlumpur yang
berasa dari sedimenyang dibawvamealui air
tawar (sungai) dan air laut. Sebagian besar
partikel lumpur estuariabersifat organik,
sehinggasubstrat ini kayaakan bahan organik.
Bahan organik ini menjadi cadangan makanan
yang penting bagi organisme

Air tawar

dari sungai .

esuaria
(3) Sirkulas air. Sdlang
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estuaria, khususnyaplankton
yang hidup tersuspens dalam
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(4) Pasang-sur ut. Arus
pasang-surut berperan penting
sebagal pengangkut zat hara
dan plankton. Di sampingitu
arusini jugaberperan untuk
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Gambar -20. Tipe estuaria berdasarkan pola sirkulasi air: (A) Estuaria berstratifikasi
sempurna (baji garam); (B) Estuaria campuran sempurna

mengencerkan dan
menggelontorkan limbah yang
sampai di estuaria.

(homogen vertikal).

3. Estuariacampuran sempurna atauestuaria
homogen vertikal. Esuariatipeini dijumpai di
lokasi-lokas dimanaarus pasang-surut sangat
dominan dan kuat, sehinggaair estuaria
tercampur sempurnadan tidak terdapat
gratifikas (Gambar-20 B).

Karakteristik fisik
Perpaduan antara beberapa sifat fisik
estuariamempunyal peranan yang penting terhadap
kehidupan biotaestuaria. Beberagpasifat fisk yang
penting adal ah sebagal berikut:
(1) Salinitas. Estuariamemiliki gradien sdinitas
yang bervariad, terutamabergantung pada
masukan air tawar dari sungai danair laut
melaui pasang-surut. Variad ini menciptakan
kondis yang menekan bagi organisme, tapi
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(5) Penyimpanan zat
hara. Peranan estuariasebagal penyimpan zat
hara sangat besar. Pohon mangrove danlamun
sertaganggang lainnyadapat mengkonvers zat
haradan menyimpannyasebaga bahan organik
yang akan digunakan kemudian oleh organisme
hewani.

Komposis biotadan produktivitashayati

Di eduariaterdepet tigakomponenfauna, yaitu
faunalaut, air tawar dan payau. Komponen fauna
yang terbesar didominas olehfaunalaut, yaituhewan
stenohalin yang terbatas kemampuannya dalam
mentolerir perubahan sdlinitas (umumnya > 30% )
dan hewan eurihalin yang mempunya kemampuan
mentolerir berbagai penurunan sainitasdi bawah
30 %, . Komponen air payau terdiri dari spesies
organigmeyang hidup di pertengahan daerah estuaria
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pedasdinitasantara5-30% . Speses-spesiesini tidek
ditemukan hidup pada perairan laut maupun tawar.
Komponenair tawar biasanyaterdiri dari hewanyang
tidak mampu mentolerir sdinitasdi atas 5% ,dan
hanyaterbatas padabagian hulu estuaria(Gambar-21).

terkait melaui suatu rantal makanan yang kompleks.
Secara fisik dan biologis, estuaria
merupakan ekos stem produktif yang setaraf dengan
hutan hujan tropik dan terumbu karang, karena:
1. Estuariaberperan sebagai jebak zat harayang
cepat didaurulang.

2. Beragamnyakomposis
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- bahan makanan dan zat hara

yang diperlukan berbagai

Gambar -21. Jumlah spesies fauna estuaria dan penyebarannya

berdasarkan salinitas (Nybakken, 1993).

Jumlah spesies organisme yang mendiami
estuariajauh lebih sedikit jikadibandingkan dengan
organismeyang hidup di perairan tawar dan laut.
Sedikitnyajumlah spesiesini terutamadisebabkan
olehfluktuas kondis lingkungan, sehinggahanya
spesiesyang memiliki kekhususan fisiologisyang
mampu bertahan hidup di estuaria. Selain miskin
ddamjumlah spesesfaunag, estuariajugamiskinakan
flora. Keruhnya perairan estuaria menyebabkan
hanya tumbuhan mencuat yang dapat tumbuh
mendomined.

Rendahnya produktivitas primer di kolom
air, sedikitnyaherbivoradan terdapatnyasgumlah
besar detritus menunjukkan bahwarantai makanan
padaekos stem estuariamerupakan rantai makanan
detritus. Detritus membentuk substrat untuk
pertumbuhan bakteri dan algae yang kemudian
menjadi sumber makanan penting bagi organisme
pemakan suspens dan detritus. Suatu penumpukan
bahan makanan yang dimanfaatkan oleh organisme
estuariamerupakan produks bersh dari detritusini.

Faunadi estuaria, seperti ikan, kepiting, kerang
dan berbagai jenis cacing berproduks dan saling
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organismeestuaria

Fungs ekologisestuaria
Secara umum estuaria mempunyal peran
ekologis penting sebagal berikut:

. Sebagal sumber zat haradan bahan organik
yang diangkut lewat sirkulasi pasang-surut
(tidal circulation).

. Penyediahabitat bagi sgumlah gpeseshewan
(ikan, udang...) yang bergantung padaestuaria
sebagal tempat berlindung dan tempat mencari
makanan (feeding ground).

. Sebagai tempat untuk bereproduks dan/atau
tempat tumbuh besar (nursery ground)
terutamabagi sgjumlah spesiesikan dan udang.

Pemanfaatan estuaria
Secara umum estuaria dimanfaatkan oleh
manusiasebagal berikut :

. Sebaga tempat pemukiman.

. Sebagal tempat penangkapan dan budidaya

sumberdayaikan.

. Sebagal jaur transportas.
. Sebagal pelabuhan dan kawasan industri.
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ANCAMAN TERHADAPEKOSISTEM
DAN SUMBERDAYA PESISIR

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi
dan pesatnyakegiatan pembangunan di pesdr, bagi
berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan,
pelabuhan dil), maka tekanan ekologis terhadap
ekosstem dan sumberdayapesisir dan laut semakin
meningkat pula. Meningkatnyatekanan ini tentunya
dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan
ekos stem dan sumberdayapesisir, laut dan pulau-
pulau kecil, baik secaralangsung (misalnyakegiatan
konvers lahan) maupun tidak langsung (misalnya
pencemaran oleh limbah berbagai kegiatan
pembangunan).

Salah satu tahapan penting yang diperlukan
dalam penyusunan rencana pengel ol aan ekosistem
dan sumberdayapessr danlaut adalah identifikas
berbagal ancaman yang mengemukadal am berbagai
kegiatan pembangunan. Ancaman-ancaman utama
yang dikemukakan disini adalah ancaman terhadap
kuditaslingkungan dan sumberdayadam sertajasa
jasapesisir danlaut. Ancaman-ancamanini dapat
berdiri sendiri atau saling berkaitan dalam setiap
bidang kegiatan pembangunan.

Sedimentas dan Pencemar an

Kegiatan pembukaan lahan atas dan pesisir
untuk pertanian, pertambangan dan pengembangan
kota merupakan sumber beban sedimen dan
pencemaran perairan pesisir dan laut. Adanya
penebangan hutan dan penambangan di Daerah
Aliran Sungai (DAS) td ah menimbulkan sedimentas
seriusdi beberapadaerah muaradan perairan pessr.
Pembukaan |ahan atas sebagal bagian dari kegiatan
pertanian, telah meningkatkan limbah pertanian baik
padat maupun cair yang masuk ke perairan pesisir
dan laut melalui airan sungal. Limbah cair yang
mengandung nitrogen dan fosfor berpotens
menimbulkan keadaan lewat subur (eutrofikas) yang
merugikan ekosstem pesSir.

Sdan limbah pertanian, sampah-sampah padat
rumah tangga dan kota merupakan sumber
pencemar perairan pesisir dan laut yang sulit
dikontrol, sebagai akibat perkembangan pemukiman
yang pesat. Sumber pencemaran lain di pesisir dan
laut dapat berasal dari kegiatan pembangunan
lainnya, seperti kegiatan pertambangan emas.
Pertambangan emas yang menggunakan air raksa
untuk mengikat bijih emasmenjadi ana gam, dapat

menimbulkan pencemaran air raksameldui air pada
Saet pencuciaypengikatan amagam. Pencemaranair
raksamelaui air sangat berbahaya, karenalimbah
air raksa yang terbawa melaui aliran sungai ke
perairan pesisir sangat potensial menimbulkan
pencemaran logam berat melalui rantai makanan
(bioakumulas). Prosestimbul nya pencemaran yang
samajugaterdapat pada pertambangan emasyang
menggunakan Sanidauntuk mengikat emas. Limbah
dari hasil tambang tersebut, berupalumpur, tanah
dan batuan, selain mengandung sianida juga
mengandung timah, kadmium, nikel dan khrom.
Limbah ini dibuang dalam jumlah besar, sehingga
sangat potensa mencemari perairan pessr danlaut,
terlebih bahan sianidayang terkenal sebagai racun
yang sangat berbahaya.

Degradas Habitat

Eros pantai merupakan salah satu masalah
seriusdegradas garispantai. Selain proses-proses
alami, seperti angin, arus, hujan dan gelombang,
aktivitas manusiajugamenjadi penyebab penting
erosi pantai. Kebanyakan erosi pantai akibat
aktivitas manusiaadal ah pembukaan hutan pesisir
untuk kepentingan pemukiman, dan pembangunan
infrastruktur, sehingga sangat mengurangi fungsi
perlindungan terhadap pantai. Di samping itu
aktivitas penambangan terumbu karang di beberapa
lokas untuk kepentingan konstruksi jalan dan
bangunan, telah memberikan kontribus penting
terhadap erosi pantai, karena berkurangnya atau
hilangnya perlindungan pantai dari hantaman
gelombang dan badai.

Ancaman lain terhadap degradasi habitat
adalah degradasi terumbu karang. Degradasi
terumbu karang di perairan pesisir disebabkan oleh
berbagal aktivitasmanuda, di antaranyapemanfaatan
ekos stem terumbu karang sebagai sumber pangan
(ikan-ikan karang), sumber bahan bangunan (gaian
karang), komoditas perdagangan (ikan hias), dan
obyek wisata (keindahan dan keanekaragaman
hayati). Degradasi terumbu karang akibat
pemanfaatannya sebagal sumber pangan maupun
ikan hias sebagian besar dikarenakan oleh
penggunaan bahan peledak, tablet potasdan sanida.
Kenyataan ini dapat dijumpal di banyak lokas
terumbu karang, berupakarang-karang yang rusak
secara fisk dalam formas berbentuk cekungan.
Sdanitu degradas terumbu karang terjadi sebagai
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akibat kegiatan penambangan/penggalian karang
untuk kepentingan konstruks jaan atau bangunan.

Degradasi terumbu karang akibat
pemanfaatannya sebagal obyek wisataterlihat dari
kerusakan-kerusakan fisk karang yang disebabkan
oleh pembuanganjangkar kapd/perahuyang membawva
wisatawan kelokas terumbu karang. Kerusakan juga
dapat diakibatkan oleh perilakuwisatawan, misdnya
penginjakan terumbu karang oleh penyelam yang
kurang berpengdaman maupun oleh penydamyang
memburuikan. Sdainitulimbahyang dibuangturis
aaulimbahyang berasd dari aktivitasdi daratanikut
menimbulkan kerusskankarang.

Degradas Sumberdayadan
K eanekaragaman Hayati

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan
pembangunan, dan perkembangan pemukiman dan
perkotaan ke arah pesisir, maka terlihat jelas
adanyadegradas sumberdayapesisir. Salah satu
degradasi sumberdaya pesisir yang cukup
menonjol adalah degradasi hutan mangrove
sebagai akibat pembukaan lahan atau konvers
hutan menjadi kawasan pertambakan, pemukiman,
industri, dan lain-lain. Selain konversi, degradasi
hutan mangrove juga terjadi sebagai akibat
pemanfaatannyayang intensif untuk arang, bahan
konstruksi atau bahan baku kertas serta
pemanfaatan langsung lainnya.

Degradasi sumberdaya juga terjadi pada
terumbu karang, di antaranya sebagai akibat
eksploitas intensif ikan-ikan karang. Eksploitasi
ini sangat berdampak pada semakin menurunnya
keanekaragaman ikan karang bahkan punahnya
jenis ikan tertentu. Hal ini tentu saja akan
berakibat pada kualitas estetika terumbu karang
sebagai obyek wisataselam.

Ancamanlanterhadap keanekaragaman hayati
di peraran pessr diduga antara lain berasd dari
pembangunaninfrastruktur (hotd, restoran, danlain-
lain) di pinggir pantai, dan juga reklamas panta.
Kegiatan reklamas pantal sebagaimana terjadi di
bebergpakawasan pesgir, diperkirakan dapat merubah
struktur ekologi komunitas biotalaut bahkan dapat
menurunkan keenekaragaman hayati perairan. Daam
skalayang lebih kecil, pembangunan hotel-hotel atau
resoran-restorandi pinggir pantal dapat memberikan
dampak yang sama, terutama bila berada di sekitar
kawasan konservas atau tamanlaut.
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UPAYA MENGATASI ANCAMAN
DEGRADASI MELALUI KAWASAN
KONSERVASI DI PESISSIRDAN LAUT

Diantara ekosi stem dan sumberdaya pesisir
dan laut yang berada dalam kondisi kritis adalah
estuaria, rawa mangrove, padang lamun dan
terumbu karang. Ekosistem dan sumberdaya
tersebut berperan penting sebagai penyedia
makanan, tempat perlindungan dan tempat
berkembangbiak berbagai jenis ikan, udang,
kerang dan biota laut lainnya (Bengen, 2000).
Selain itu, ekosistemn pesisir dan laut (terutama
ekosistem mangrove dan terumbu karang) juga
memiliki fungsi yang sangat penting sebagai
pelindung pantai dan pemukiman pesisir dari
hantaman gelombang, badai dan eros pantai.
Karenaitu, agar supayaekos stem dan sumberdaya
ini dapat berperan secaraoptima dan berkelanjutan,
maka diperlukan upaya-upaya perlindungan dari
berbagal ancaman degradas yang dapat ditimbulkan
dari berbagai aktivitas pemanfaatan baik secara
langsung mauipuntidak langsung.

Salah satu upaya perlindungan yang dapat
dilakukan add ah dengan menetgpkan suatu kawasan
di pesisr danlaut sebagal kawasan konservas yang
antaralain bertujuan untuk melindungi habitat-habi-
tat kritis, mempertahankan dan meningkatkan
kuditas sumberdaya, melindungi keanekaragaman
hayati dan melindungi proses-prosesekologi.

Pentingnya Perlindungan
Ekosstern dan Sumberdaya

Ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut
yang merupakan suatu himpunan integral dari
komponen hayati dan nir-hayati, mutlak dibutuhkan
oleh manusiauntuk hidup dan untuk meningkatkan
mutu kehidupan.

Komponen hayati dan nir-hayati secara
fungsional berhubungan satu samalain dan saling
berinteraks membentuk suatu sistem. Apabila
terjadi perubahan pada salah satu dari kedua
komponen tersebut, makaakan dapat mempenga-
ruhi keseluruhan sistem yang ada baik dalam
kesatuan struktur fungsional maupun dalam
keseimbangannya. Kelangsungan suatu fungsi
ekosistem sangat menentukan kelestarian dari
sumberdayahayati sebaga komponen yang terlibat
dalam sstemtersebut (Bengen, 2000). Karenaitu
untuk menjamin kelestarian sumberdaya hayati,



Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut serta Pengelolaan secara Terpadu dan Berkelanjutan

perlu diperhatikan hubungan-hubungan ekologisyang
berlangsung di antara komponen-komponen
sumberdayadam yang menyusun suatu sstem.

Semakin meningkatnya pembangunan
ekonomi di kawasan pesisir dan laut, semakin
meningkatkan pula ancaman terhadap degradasi
ekosstem dan sumberdayapesisr dan laut, , seperti
eksploitasi lebih, degradas habitat, penurunan
keanekaragaman hayati; padahal ekosistem dan
sumberdaya pesisir dan laut menjadi tumpuan
pembangunan nas ond sebagal sumber pertumbuhan
baru. Karenaitu, untuk dapat mempertahankan dan
melindungi keberadaan dan kualitas ekos stem dan
sumberdayapessir dan laut yang bernilai ekologis
dan ekonomispenting, diperlukan suatu perencanaan
dan pengel olaan yang berkel anjutan. Perlindungan
terhadap ekos stem dan sumberdayatersebut di atas
dari berbagal ancaman degradas merupakan suatu
upaya penge olaan berkdanjutan. Wujud nyatadari
upaya perlindungan dimaksud dapat dilakukan
melalui penetapan suatu kawasan konservas di
pesisrdanlaut.

Peran Kawasan konservasi
Kawasan konservas yang dimaksud disini
didefiniskan sebagal suatu kawasan di pesisr dan
laut yang mencakup daerah intertidd, subtidd dan
kolomair di atasnya, dengan beragam floradanfauna
yang berasogad di ddamnya yang memiliki nila
ekologis, ekonomis, sosd dan budaya
Kawasan konservasi di pesisir dan laut
memiliki peran utama sebagai berikut (Agardy,
1997; Barr et al, 1997) :
a Mdindungi keanekaragaman hayati sertastruktur,
fungs danintegritasekosstem.
Kawasan konservas dapat berkontribusi untuk
mempertahankan keanekaragaman hayati pada
semuatingkatantrofik dari ekosstem, melindungi
hubungan jaringan makanan, dan proses-proses
ekologisdaam suatu ekos stem.
b. Meningkatkan hasi| perikanan.
Kawasan konservas dapat melindungi daerah
pemijahan, pembesaran dan mencari makanan,
meningkatkan kapasitas reproduks dan stok
sumberdayaikan.
. Menyediakan tempat rekreas dan pariwisata.
Kawasan konservas dapat menyediakan tempat
untuk kegiatan rekreas dan pariwisataaam yang
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bernilai ekologis dan estetika. Perlindungan
terhadap tempat-tempat khususbagi kepentingan
rekreasi dan pariwisata (seperti pengaturan
dermaga perahu/kapal, tempat berjangkar dan
jaur pelayaran) akan membantu mengamankan
kekayaan dan keragaman daerah rekreasi dan
pariwisatayang tersediadi sepanjang pesgr.

d. Memperluas pengetahuan dan pemahaman
tentang ekosistem.
Kawasan konservasi dapat meningkatkan
pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap
ekosstem pesisir dan laut; menyediakan tempat
yang relatif tidak terganggu untuk observas dan
monitoring jangkapanjang, dan berperan penting
bagi pendidikan masyarakat berkaitan dengan
pentingnyakonservas laut dan dampak aktivitas
manus aterhadap keanekaragaman hayati laut.

e.Memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi
masyarakat pesisr.
Kawasan konsarvas dgpat membantu masyarakat
pessr ddam mempertahankan bassekonominya
melalui pemanfaatan sumberdayadan jasa-jasa
lingkungan secaraoptimal dan berkeanjutan.

Sasaran dan Tujuan Penetapan
Kawasan Konservas
Sasaran utama penetapan kawasan konservas
di pesisir dan laut adalah untuk mengkonservasi
ekod stem dan sumberdayadam, agar proses-proses
ekologisdi suatu ekos stem dapat terus berlangsung
dan tetap dipertahankannya produksi bahan
makanan dan jasarjasalingkungan bagi kepentingan
manus asecaraberkelanjutan (Agardy, 1997).
Untuk dapat mencapal sasarantersebut di atas,
maka penetapan kawasan konservas di pesisir dan
laut harus ditujukan untuk (Kelleher dan
Kenchington, 1992; Jones, 1994; Barret al, 1997;
Sdmet al, 2000) :
- Mdindungi habitat-habitat kritis.
- Mempertahankan keanekaragaman hayati.
- Mengkonservas sumberdayaikan.
- Mdindungi garispanta.
- Médindungi lokas-lokas yang bernila sgarah dan
budaya.
- Menyediakanlokas rekreas dan pariwisatadam.
- Merekolonisas dagrah-daerah yang tereksploites.
- Mempromosikan pembangunan kelautan
berkelanjutan.
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PRINSIP PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI DI PESISIR DAN LAUT
Perencanaan dan ProsesPemilihan Lokas

Kawasan konservas menuntut adanyaproses
perencanaan khusus yang terkait dengan tahapan
pengelolaan dari suatu kerangka pengelolaan
kawasan konservasi. Hasil dari perencanaan
lokasi adalah rencana pengelolaan lokasi
kawasan konservasi. Sebagal tahapan awal dari
perencanaan lokasi, diperlukan suatu rencana
pendahuluan dari pemilihan lokasi yang beris
kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk
diimplementasikan, sasaran program dan kerangka
strategi dasar untuk mencapai sasaran program
(Sam et al, 2000).

Perencanaan strategis mengharuskan adanya
penditian pendahuluan, pengumpulan data, andis's
isu, dialog dan negosiasi yang diperlukan untuk
menetapkan masalah, memahami pilihan, dan
mel etakkan dasar untuk rencanapengel olaan lokas
kawasan konservas.

Proses perencanaan lokasi kawasan
konservas harus didasarkan pada sasaran dan
tujuan kawasan konservasi secara jelas,
sebagaimana diuraikan dalam sasaran dan tujuan
penetapan kawasan konservasi. Untuk mencapai
sasaran dan tujuan dimaksud, informasi dasar
tentang lokasi sangat dibutuhkan, khususnya
menyangkut karakteristik ekosistem dan
sumberdaya, tingkat pemanfaatan sumberdayadan
ancaman terhadap sumberdaya. Rancangan lokas
yang didasarkan pada informas dasar tersebut
diatas, dapat dilanjutkan dengan informas lainnya
tentang elemen-elemen dasar yang diperlukan
untuk mengal okas kan suatu kawasan konservasi
dan persigpan rencana pengelolaan lokas.

Dalam rencana pengalokasian kawasan
konservad, diperlukan sedikitnya4 (empat) tahapan
ddam proses pemilihan lokas (Agardy, 1997):

1. Identifikas habitat atau lingkungan kritis; distribug
sumberdayaikan ekol ogisdan ekonomis penting,
dan bila memungkinkan lokas proses-proses
ekologiskritis, dan dilanjutkan dengan memetakan
informad-informad tersebut dengan menggunakan
SgtemInformas Geogréfis.

2. Teliti tingkat pemanfaatan sumberdaya dan
Identifikas sumber-sumber degradas di kawasan;
petakan konflik pemanfaatan sumberdaya,
berbagai ancaman langsung (misalnya over-
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eksploitasi) dan tidak langsung (misalnya
pencemaran) terhadap ekosistem dan sumber-
daya

3. Tentukan lokasi dimana perlu dilakukan
konservas (misalnyalokas yang diidentifikas
oleh pengambil kebijakan menjadi prioritas
untuk dilindungi).

4. Kgji kelayakan suatu kawasan prioritas yang
dapat dijadikan kawasan konservasi, berdasar-
kan proses perencanaan lokas.

Batasdan Zonas L okas

Masalah utama dalam pengalokasian suatu
kawasan konservasi adalah menetapkan batas
ekologisyang dapat digunakan untuk merancang
suatu kawasan konservasi. Selama ini, batas
kawasan konservas didasarkan padakarakteristik
geologis kawasan (batas daratan dan laut), batas
adminidratif (nasond, proping atau kabupaten), atau
biaya(lokas yang lebih kecil memerlukan biayayang
lebih kecil untuk mdindungi atau mempertahankan
keberadaannya).

Secaraumum sangat sedikit alasan ekologis
yang dijadikan dasar untuk menentukan batas
kawasan konservasi, namun a asan ekol ogisyang
tepat harud ah digunakan untuk menentukan batas
dan zonasi kawasan konservas.Tidak ada aturan
baku yang menetapkan ukuran optimal dan
rancangan dari suatu kawasan konservas. Namun
demikian secaraumum terdapat 2 (dua) kategori
ukuran kawasan konservasi, yakni : kategori
disagregasi (sekelompok kawasan konservasi
yang berukuran kecil), dan kategori agregasi
(sekelompok kawasan konservas yang berukuran
besar). Setiap kategori ukuran memiliki
keunggulan sendiri. Kawasan konservas yang
berukuran kecil dapat mendukung kehidupan lebih
banyak jenis biota dengan relung yang berbeda-
beda, serta tidak merusak semua kawasan
konservas secarabersamaan bilaterdapat bencana.
Kawasan konsarvas yang berukuran besar menuntut
adanya zonas kawasan untuk dapat mendukung
pengelolaan yang efektif bagi berbaga pemanfaatan
secaraberkelanjutan. Dengan adanyazonas, maka
pemanfaatan sumberdaya alam dapat dikontrol
secaraefektif untuk mencapal sasaran dan tujuan
kawasan konservas.

Pengel olaan zona dalam kawasan konservas
didasarkan pada luasnya berbagai pemanfaatan
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sumberdayakawasan. Aktivitasdi ddam setigp zona
ditentukan oleh tujuan kawasan konservasi,
sebaga manaditetgpkan dalam rencana pengel ol aan.
Zona-zona tertentu menuntut pengelolaan yang
intengf, sementarazonalannyatidak perlu.

Secara umum zona-zona di suatu kawasan
konservasi dapat dikelompokkan atas 3 (tiga)
Zona, yaitu:

e Zonalnti atau Perlindungan.
Habitat di zona ini memiliki nila konservas
yang tinggi, sangat rentan terhadap gangguan
atau perubahan, dan hanya dapat mentolerir
sangat sedikit aktivitasmanusia. Zonaini harus
dikelola dengan tingkat perlindungan yang
tinggi, serta tidak dapat diijinkan adanya
aktivitaseksploitas.

» Zona Penyangga.

Zonaini bergfat |ebih terbuka, tapi tetap dikontrol,
dan beberapa bentuk pemanfaatan masih dapat
diijinkan. Penyangga di sekeliling zona
perlindungan ditujukan untuk menjaga kawasan
konservas dari berbagai aktivitas pemanfaatan
yang dapat mengganggu, dan melindungi kawasan
konservas dari pengaruh eksternd.

* Zona Pemanfaatan
Lokasi di zona ini masih memiliki nilai
konservas tertentu, tapi dgpat mentolerir berbaga
tipe pemanfaatan oleh manusia, dan layak bagi
beragam kegiatan eksploitas yang diijinkanddam
suatu kawasan konservas.

Penzonasian tersebut di atas ditujukan untuk
membatasi tipe-tipe habitat penting uuntuk
perlindungan keanekaragaman hayati dan
konservas sumberdaya ekonomi, sebagaimana
sasaran kawasan konservas di pesisir dan laut.

KriteriaPemilihan Lokas
Kawasan Konservas

| dentifikas dan pemilihanlokas potensd untuk
kawasan konservas di pesisir dan laut menuntut
penergpan kriteria Kriteriaberfungs untuk mengkai
kelayakan suatu lokas bagi kawasan konservas.
Penerapan kriteria sangat membantu dalam
mengidentifikas dan memilih lokas perlindungan
secaraobyektif, dimanasecaramendasar terdiri atas
kelompok kriteriaekologi, sogd dan ekonomi (Sam
et al, 2000).

KriteriaEkologi
Nila suatuekodgemdangpeseshiotad pessrdan
laut dgpet ditilik dexi kriteriasebegal berikut:

a. Keanekaragaman hayati: didasarkan pada
keragaman atau kekayaan ekosistem, habitat,
komunitasdanjenishiota Lokas yang yang sangat
beragam, harus memperoleh nilai paing tinggi.

b. Kedlamian: didasarkan pada tingkat degradasi.
Lokas yang terdegradas mempunya nilal yang
rendah, misanyabagi perikanan atau wisata, dan
sedikit berkontribus dalam proses-proseshiologis.

c. Ketergantungan: didasarkan pada tingkat
ketergantungan spesiespadalokas, atau tingkat
dimana ekosistem tergantung pada proses-
proses ekologisyang berlangsung di lokas.

d. Keterwakilan: didasarkan padatingkat dimana
lokasi mewakili suatu tipe habitat, proses
ekologis, komunitas biologi, ciri geologi atau
karakterigtik damlainnya

e. Keunikan: didasarkan pada keberadaan suatu
spesies endemik atau yang hampir punah.

f. Integritas. didasarkan pada tingkat dimana
lokasi merupakan suatu unit fungsional dari
entitasekologi.

g. Produktivitas: didasarkan padatingkat dimana
proses-proses produktif di lokas memberikan
manfaat atau keuntungan bagi biota atau
manusia.

h. Kerentanan: didasarkan pada kepekaan lokas
terhadap degradasi baik oleh pengaruh alam
atau akibat aktivitas manusia.

KriteriaSosial
Manfaat sosial dan budaya pesisir dan laut
dapat ditilik dari kriteria sebaga berikut:

a. Penerimaan sosial: didasarkan pada tingkat
dukungan masyarakat lokal.

b. Kesehatan masyarakat: didasarkan padatingkat
dimana penetapan kawasan konservas dapat
membantu mengurangi pencemaran atau
penyakit yang berpengaruh pada kesehatan
masyarakat.

c. Rekreasi: didasarkan pada tingakat dimana
lokasi dapat digunakan untuk rekreasi bagi
penduduk sekitar.

d. Budaya didasarkan padanila sgarah, agama, seni
atau nilai budayalain dari lokas.

e. Estetika: didasarkan padanilai keindahan dari
lokes.
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f. Konflik kepentingan: didasarkan padatingakat
dimanakawasan konservas dapat berpengaruh
pada aktivitas masyarakat lokal.

g. Keamanan: didasarkan padatingkat bahayadari
lokas bagi manusia karena adanya arus kuat,
ombak besar dan hambatan lainnya.

h. Aksesibilitas: didasarkan pada kemudahan
mencapal lokas baik dari darat maupun laut.

I. Kepedulian masyarakat: didasarkan padatingkat
dimanamonitoring, penelitian, pendidikan atau
pelaihan di dlamlokas dgpat berkontribus pada
pengetahuan, gpresias nilai-nilal lingkungan dan
tujuan konserves.

j. Konflik dan Kompatibilitas: didasarkan pada
tingkat dimana lokasi dapat membantu
menyelesaikan konflik antara kepentingan
sumberdaya alam dan aktivitas manusia, atau
tingkat dimana kompatibilitas antara
sumberdayaaam dan manusiadapat dicapai.

KriteriaEkonomi
Manfaat ekonomi pesisir dan laut dapat
ditilik dari kriteriasebagal berikut:

a Spedespenting: didasarkan padatingkat dimana
gpesiespenting komersd tergantung padalokas.

b. Kepentingan perikanan: didasarkan padajumlah
nelayan yang tergantung padalokas dan ukuran
has| perikanan.

c. Bentuk ancaman: didasarkan pada luasnya
perubahan polapemanfaatan yang mengancam
kesduruhannilal lokas bagi manusa

d. Manfaat ekonomi: didasarkan pada tingkat
dimana perlindungan lokas akan berpengaruh
padaekonomi loka dalam jangkapanjang.

e. Pariwisata: didasarkan padanila keberadaan atau
potens |okas untuk pengembangan pariwisata.

PENTINGNYA PENGELOLAAN
PESISIR TERPADU
Pengertian Pengelolaan Ter padu

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu
memiliki pengertian bahwa pengelolaan
sumberdayaaam dan jasa-jasalingkungan pesisir
dilakukan mdaui penilaian secaramenyduruh (com:
prehens ve assessment), merencanakan tujuan dan
sasaran, kemudian merencanakan sertamengelola
segenap kegiatan pemanfaatannyagunamencapai
pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.
Perencanaan dan pengel olaan tersebut dilakukan
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secara kontinyu dan dinamis dengan memper-
timbangkan aspek sosial-ekonomi-budaya dan
aspiras masyarakat penggunawilayah pessr (dake-
holders) sertakonflik kepentingan dan pemanfaatan
yang mungkin ada.

Keterpaduan dalam perencanaan dan
pengel olaan wilayah pesiar ini mencakup 4 (empat)
aspek, yaitu: (a) keterpaduan wilayah/ekologis; (b)
keterpaduan sektor; (c) keterpaduan disiplinilmu;
dan (d) keterpaduan stakeholder.

a. Keterpaduan Wilayah/Ekologis

Secara spasia dan ekologis wilayah pesisir
memiliki keterkaitan antara lahan atas (daratan)
dan laut. Hal ini disebabkan karena wilayah
pesisir merupakan daerah pertemuan antara
daratan danlautan. Dengan keterkaitan kawasan
tersebut, maka pengel olaan kawasan pesisir tidak
terlepas dari pengelolaan lingkungan yang
dilakukan di kedua kawasan tersebut. Berbagai
dampak lingkungan yang terjadi pada kawasan
pesisir merupakan akibat dari dampak yang
ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang
dilakukan di lahan atas, seperti pertanian,
perkebunan, kehutanan, industri, pemukiman dan
sebagainya. Demikian puladengan kegiatan yang
dilakukan di laut lepas, seperti kegiatan pengebor-
an minyak lepas pantai dan perhubungan laut.

Penanggulangan pencemaran yang
diakibatkan oleh limbah industri, pertanian dan
rumah tangga, serta sedimentasi tidak dapat
dilakukan hanyadi kawasan pesisr sga, tetapi harus
dilakukan mulai dari sumber dampaknya. Oleh
karena itu, pengelolaan di wilayah ini harus
diintegrasikan dengan wilayah daratan dan laut
serta Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi satu
kesatuan dan keterpaduan pengelolaan. Pengelo-
laan yang baik di wilayah pesisir akan hancur dalam
sekegap jikatidak diimbangi dengan perencanaan
DASyang baik pula. Keterkaitan antar ekosistem
yang adadi wilayah pessr harussdau diperhatikan.

b. Keter paduan Sektor

Sebagai konsekuensi dari besar dan
beragamnyasumberdayaalam di kawasan pesisir
ada ah banyaknyaingtang atau sektor-sektor pelaku
pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan
sumberdayapesisir. Akibatnya, sering kai terjadi
tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir
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antar satu sektor dengan sektor lainnya.  Agar
pengel olaan sumberdayaaam di kawasan pesisir
dapat dilakukan secara optimal dan berke-
g nambungan, makada am perencanaan pengelolaan
harus mengintegras kan semuakepentingan sektord.
K egiatan suatu sektor tidak dibenarkan mengganggu,
apalagi sampai mematikan kegiatan sektor lain.
Keterpaduan sektoral ini meliputi keterpaduan
secara horisontal (antar sektor) dan keterpaduan
secaravertikal (dalam satu sektor). Oleh karena
Itu, penyusunan tataruang dan panduan pembangun-
an di kawasan pesisir sangat perlu dilakukan untuk
menghindari benturan antarasatu kegiatan dengan
kegiatan pembangunan lainnya

c. Keterpaduan Digplin lImu

Wilayah pessr memiliki sfat dan karakteristik
yang unik dan spesifik, baik sifat dan karakteristik
ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik
sodd budayamasyarakat pesigr. Dengan dinamika
perairan pessr yang khas, dibutuhkan disiplinilmu
khusus pula seperti hidro-oseanografi, dinamika
oseanografi dan sebagainya. Selainitu, kebutuhan
akandidplinilmulainnyajugasangat penting. Secara
umum, keterpaduan disiplinilmu dalam pengdolaan
ekog stem dan sumberdayapesisr adaah ilmu-ilmu
ekologi, oseanografi, keteknikan, ekonomi, hukum
dansosiologi.

d. Keterpaduan Stakeholder

Segenap keterpaduan di atas, akan berhasi
diterapkan apabila ditunjang oleh keterpaduan
dari pelaku dan atau pengelola pembangunan di
kawasan pesisir. Seperti diketahui bahwa pelaku

pembangunan dan pengelola sumberdaya alam
pessrantaralainterdiri dari pemerintah (pusat dan
daerah), masyarakat pesiSir, svastainvestor danjuga
lembaga swadayamasyarakat (L SM) yang masing-
masng memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan
sumberdayaaam di kawasan pesisir. Penyusunan
perencanaan pengelolaan terpadu harus mampu
mengakomodir segenap kepentingan pelaku
pembangunan pesisr. Oleh karenaitu, perencanaan
pengelolaan pembangunan harus menggunakan
pendekatan duaarah, yaitu pendekatan “top down”
dan pendekatan “bottomup”.

Pendekatan Terpadu dalam
Pengelolaan Pesisir

Keunikan wilayah pesisir serta beragamnya
sumberdayayang ada, mengisyaratkan pentingnya
pengel olaan wilayah tersebut secaraterpadu, dan
bukan secara sektoral. Hal ini dapat dijelaskan
dengan beberapa alasan sebagal berikut:

Pertama. Secaraempiris, terdapat keterkaitan
ekologis (hubungan fungsiond) baik antar ekosstem
di dalam kawasan pesisir maupun antarakawasan
pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Dengan
demikian perubahan yang terjadi pada suatu
ekosstem pesisir (mangrove, misalnya), cepat atau
lambat akan mempengaruhi ekosistem lainnya.
Demikian pula halnya, jika pengelolaan kegiatan
pembangunan (industri, pertanian, pemukiman, dan
lain-lain) di lahan atas suatu DAS (Daerah Aliran
Sungai) tidak dilakukan secaraarif (berwawasan
lingkungan), maka dampak negatifnya akan
merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan
pesisir (Gambar 22).
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Gambar 22. Keterkaitan Ekologis dan Dampak Pembangunan antara Ekosistem Darat dan
Pesisir (dimodifikasi dari ICLARM, 1995)
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Kedua. Dalam suatu kawasan pesiSir, biasanya
terdapat |ebih dari duamacam sumberdayadam dan
jasajasa lingkungan yang dapat dikembangkan
untuk kepentingan pembangunan.

Ketiga. Dalam suatu kawasan pesisir, pada
umumnya terdapat lebih dari satu kelompok
masyarakat (orang) yang memiliki ketrampilan/
keahlian dan preferens (preference) bekerjayang
berbeda, sebagai petani, nelayan, petani tambak,
petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri
dan kergjinan rumah tangga, dan sebagainya.
Padahd, sangat aulit aau hampir tidak mungkin, untuk
mengubah preferens bekerja (profes) sekelompok
orang yang sudah secaramentradis menekuni suatu
bidang pekerjaan.

Keempat. Secara ekologis maupun
ekonomis, pemanfaatan tunggal (single use) suatu
kawasan pesisir umumnyasangat rentan terhadap
perubahan internad maupun eksternd yang menjurus
padakegaga an usaha. Contohnya, pembangunan
tambak udang di Pantai Utara Jawa, yang sgjak
tahun 1982 mengkonversi hampir sepanjang
kawasan pesisir termasuk mangrove (sebagai
kawasan konservasi) menjadi tambak udang;
sehingga, padasaat akhir 1980-an sampal sekarang
terjadi peledakan wabah virus pada sebagian besar
tambak udang di kawasanini. Kemudian, padatahun
1988 ketika Jepang menghentikan impor udang In-
donesia selama sekitar 3 bulan, karena kematian
kaisarnya (rakyat Jepang berkabung, tidak makan
udang), mengakibatkan penurunan harga udang
secara drastis dari rata-rata Rp. 14.000,- per kg
menjadi Rp 7.000,- per kg, sehinggabanyak petani
tambak yang merugi dan frustas.

Kelima. Kawasan pesisir pada umumnya
merupakan sumberdaya milik bersama (common
property resour ces) yang dapat dimanfaatkan oleh
semua orang (open access). Padahal setiap
penggunasumberdayapesisir biasanyaberprinsp
memaksimakan keuntungan. Oleh karenanya,
wajar jika pencemaran, over-eksploitasi
sumberdayaaam dan konflik pemanfaatan ruang
seringkali terjadi di kawasan ini.

Pengelolaan Ter padu sebagai Dasar
Pembangunan Berkeanjutan

Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara
terpadu seperti diuraikan di atas, merupakan salah
satu syarat untuk mencapal pembangunan yang op-

52

timal dan berkelanjutan. Pembangunan berkelan-
jutan adalah pembangunan untuk memenuhi
kebutuhan hidup saéat ini tanpamerusak atau menu-
runkan kemampuan generas mendatang untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987).

Dengan demikian, pembangunan berkelan-
jutan pada dasarnya merupakan suatu strategi
pembangunan yang memberikan semacam ambang
batas padalgu pemanfaatan ekostem damiah serta
sumberdayaaam yang adadi daamnya. Ambang
batas ini tidaklah bersifat mutlak, melainkan
merupakan batas yang luwesyang bergantung pada
kondisi teknologi dan sosia ekonomi tentang
pemanfaatan sumberdayaaam, sertakemampuan
biosfir untuk menerimadampak kegiatan manusia.
Dengan perkataanlain, pembangunan berkelanjutan
addah suatu drategi pemanfaatan ekosstemadamiah
sedemikian rupa, sehinggakapasitasfungsonanya
untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat
manusia tidak rusak. Secara garis besar konsep
pembangunan berkd anjutan memiliki empat dimeng
: (1) ekologis, (2) sosd-ekonomi-budaya, (3) sosd
politik, dan (4) hukum dan kelembagaan.

(1) Dimens Ekologis

Berangkat dari konsep ini, pemanfaatan
sumberdayawilayah pesisir secara berkelanjutan
berarti bagaimana mengelola segenap kegiatan
pembangunan yang terdapat di suatu wilayah yang
berhubungan dengan wilayah pesisir, agar total
dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsional-
nya. Setigp ekos stem alamiah, termasuk ekosistem
pesisir, memiliki 4 fungs pokok bagi kehidupan
manusia (1) jasa-jasa pendukung kehidupan, (2)
jasajasa kenyamanan, (3) penyedia sumberdaya
aam, dan (4) penerimalimbah.

Jasarjasa pendukung kehidupan (lifesupport
services) mencakup berbagal hal yang diperlukan
bagi eksistensi kehidupan manusia, seperti udara
dan air bersih serta ruang bagi berkiprahnya
segenap kegiatan manusia. Jasa-jasakenyamanan
(amenity services) yang disediakan oleh
ekosistem alamiah adalah berupa suatu lokasi
besertaatributnyayang indah dan menyenangkan
yang dapat dijadikan tempat berekreasi serta
pemulihan kedamaian jiwa. Ekosistem aamiah
menyediakan sumberdaya alam yang dapat
dikonsums langsung atau sebagai masukan dalam
prosesproduks. Sedangkanfungs penerimalimbah
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dari suatu ekosi stem ada ah kemampuannyadaam
menyerap limbah dari kegiatan manusia, hingga
menjadi suatu kondis yang aman.

Dari keempat fungsi ekosistem alamiah
tersebut, dapatlah dimengerti bahwakemampuan
duafungs yang pertamasangat bergantung padadua
fungsi yang terakhir. Ini berarti bahwa jika
kemampuan dua fungsi terakhir dari suatu
ekosistem alamiah tidak dirusak oleh kegiatan
manusia, maka fungsinya sebagai pendukung
kehidupan dan penyedia jasa-jasa kenyamanan
dapat diharapkan tetap terpelihara.

Berdasarkan keempat fungs ekosistem di
atas, makasecaraekol ogisterdapat tigapersyaratan
yang dapat menjamin tercapainya pembangunan
berkelanjutan, yaitu : (1) keharmonisan spasid, (2)
kapasitas asimilasi, dan (3) pemanfaatan
berkdanjutan. Keharmonisan spasid (spatial suit-
ability) mensyaratkan, bahwadalam suatu wilayah
pembangunan, seperti Pantai Timur Kalimantan,
Pulau Batam, dan Pantai Utara Jawa Barat,
hendaknyatidak sl uruhnyadiperuntukkan sebagai
zona pemanfaatan, tetapi harus puladiaokasikan
untuk zona preservasi dan konservasi. Contoh
daerah preservas adalah daerah pemijahan ikan
(spawning ground) dan jalur hijau pantai. Dalam
zona preservad ini tidak diperkenankan adanya
kegiatan pembangunan, kecuali penelitian.
Sementaraitu, beberapakegiatan pembangunan,
seperti pariwisataalam, pemanfaatan hutan man-
grove dan perikanan secara berkelanjutan dapat
berlangsung daam zonakonservas.

K eberadaan zona preservas dan konservasi
dalam suatu wilayah pembangunan sangat penting
dalam memelihara berbagai proses penunjang
kehidupan, seperti sklushidrologi dan unsur hara,
membersihkan limbah secaradamiah, dan sumber
keanekaragaman hayati. Bergantung padakondisi
alamnya, luas zonapreservas dan konservas yang
optimal dalam suatu kawasan pembangunan
sebaiknyaantara30 - 50 % dari luastotalnya.

Selanjutnya, setigp kegiatan pembangunan
(industri, pertanian, budidaya perikanan, pemukiman
dan lainnya) dalam zona pemanfaatan hendaknya
ditempatkan padalokas yang secarabiofisk sesua,
sehinggamembentuk suatu mosaik yang harmonis.
Misalnya, penempatan kegiatan budidayatambak
udang pada lahan pesisir sangat masam, atau
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berdekatan dengan kawasan industri biasanyaakan
menemui kegagdan.

Sementaraitu, bilakitamenganggap wilayah
pesisir sebagal penyedia sumberdayaalam, maka
kriteriapemanfaatan untuk sumberdayayang dapat
pulih (renewable resources) adalah bahwa lgu
ekstraksinyatidak boleh melebihi kemampuannya
untuk memulihkan diri padasuatu periode tertentu
(Clark, 1988); sedangkan pemanfaatan sumber-
daya pesisir yang tak dapat pulih (non-renew-
able resources) harus dilakukan dengan cermat,
sehingga efeknya tidak merusak lingkungan
sekitarnya.

K etika kita memanfaatkan wilayah (ekosis-
tem) pesisir sebagal tempat untuk pembuangan
limbah, makaharus adajaminan bahwajumlahtota
dari limbah tersebut tidak boleh melebihi kapasitas
asamilasnya(assmilative capacity). Ddamhd ini,
yang dimaksud dengan kapasitasasimilas adalah
kemampuan sesuatu ekosistem pesisir untuk
menerimasuatu jumlah limbah tertentu sebelum ada
indikas terjadinyakerusakan lingkungan dan atau
kesehatan yang tidak dapat ditolerans (Krom,
1986).

(2) Dimens Sosial-Ekonomi-Budaya

Dimens ekologis seperti diuraikan di atas
padadasarnyamenygjikan informas tentang daya
dukung sistem alam wilayah pesisir dalam
menopang segenap kegiatan pembangunan dan
kehidupan manusia. Dengan demikian, agar
pembangunan wilayah pesisir dapat berkelanjutan,
maka pola dan lgju pembangunan harus dikelola
sedemikian rupa, sehinggatotal permintaan (de-
mand) terhadap sumberdaya alam dan jasa-jasa
lingkungan tidak melampaui dayadukung tersebut.

Kualitas dan jumlah permintaan tersebut
ditentukan oleh jumlah penduduk dan standar/
kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, selain
mengendalikan jumlah penduduk, kebijakan yang
mendesak untuk dilakukan adalah mengurangi
kesenjangan antarakayadan miskin.

Secara sosial-ekonomi-budaya konsep
pembangunan berke anjutan mensyaratkan, bahwa
manfaat (keuntungan) yang diperoleh dari kegiatan
penggunaan suatu wilayah pesisir serta
sumberdaya alamnya harus diprioritaskan untuk
meningkatkan kesegjahteraan penduduk sekitar
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kegiatan (proyek) tersebut, terutamamerekayang
ekonomi lemah, guna menjamin kelangsungan
pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Untuk
negaraberkembang, seperti Indonesia, prinsipini
sangat mendasar, karena banyak kerusakan
lingkungan pesisir misalnya penambangan batu
karang, penebangan mangrove, penambangan
pasir pantai dan penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak, berakar pada
kemiskinan dan tingkat pengetahuanyang rendah
dari parapelakunya. Keberhasilan PemdaDati |
Propinsi Bali dalam menanggulangi kasus
penambangan batu karang, dengan menyediakan
usaha budidayarumput laut sebagal dternatif mata
pencaharian bagi para pelakunya, adalah
merupakan salah satu contoh betapa relevannya
pringp ini bagi kelangsungan pembangunan di
Indonesia.

(3) Dimensi Sosial Politik

Pada umumnya permasalahan (kerusakan)
lingkungan bersifat eksternalitas. Artinya pihak
yang menderitaakibat kerusakan tersebut bukanlah
s pembuat kerusakan, melainkan pihak lain, yang
biasanyamasyarakat miskin danlemah. Misanya,
pendangkal an bendungan dan saluraniirigas serta
peningkatan frekuensi dan magnitude banjir suatu
sungai akibat penebangan hutan yang kurang
bertanggung jawab di daerah hulu. Demikian juga
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dampak pemanasan global akibat peningkatan
konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang
sebagian besar disebabkan oleh negara-negara
industri.

Mengingat karakteristik permasalahan
lingkungan tersebut, maka pembangunan
berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam
sistem dan suasana politik yang demokratis dan
trangparan. Tanpa kondis politik semacam ini,
niscayalgu kerusakan lingkungan akan melangkah
lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan
penanggulangannya.

(4) Dimens Hukum dan Kelembagaan

Pada akhirnya pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan mensyaratkan pengendalian diri
dari setigp wargamasyarakat untuk tidak merusak
lingkungan. Bagi kelompok yang lebih mampu
secara ekonomi hendaknya dapat berbagi
kemampuan dan rasa dengan saudaranya yang
masi h belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,
sembari mengurangi budaya konsumerismenya.
Persyaratan yang bersifat persond ini dapat dipenuhi
melaui penerapan s stem peraturan dan perundang-
undangan yang berwibawa dan konsisten, serta
diiringi dengan penanaman etika pembangunan
berkel anjutan pada setiap warga masyarakat. Di
gnilahsentuhannila-nila eikadan mora akansangat
berperan.
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PEMANFAATAN SUMBERDAYA PES SIR DALAM
BIDANG PERIKANAN TANGKAP

PROF. DR. DANIEL MONINTJA
FakultasPerikanan dan | Imu K elautan - I nstitut Pertanian Bogor
ROZA YUSFIANDAYANI
M ahasiswa Program Doktor, Program Studi Teknologi K elautan | PB

PENDAHULUAN Mengapa Perlu Dikelola ?
(1) Perikanan tangkap berbasis pada sumberdaya
Definis Perikanan Tangkap hayati yang dapat diperbaharui (renewable),

Perikanan tangkap adal ah kegiatan ekonomi namun dapat mengaami deples atau kepunahan.
yang mencakup penangkapar/ pengumpulan hewan Sumberdaya ikan memiliki kelimpahan yang
dan tanaman air yang hidup di laut/perairan umum terbatas, sesuai carrying capacity habitatnya.
secarabebas. Perikanan tangkap merupakansuatu  (2) Sumberdayaikan dikena sebagal sumberdaya
sistem yang terdiri dari beberapa elemen atau milik bersama (common property) yang rawan
ubdgemyang saling berkaitan dan mempengaruhi satu terhadap tangkap Iebih (overfishing).
denganlainnya(Gambar 1) : (1) SaranaProdukg, (2)  (3) Pemanfaatan sumberdayaikan dapat merupakan
Usaha Penangkapan, (3) Prasarana(Pelabuhan), (4) sumber konflik (di daerah penangkapan ikan
Unit Pengolahan, (5) Unit Pemasaran dan (6) Unit maupun dalam pemasaran hasi| tangkapan).

Fembireen. (4) Usaha penangkapan harud ah menguntungkan
MASYARAKAT
Konsumen
T Modal
Mralengmn Teknologi
Membuat / Pembi
SARANA PRODUKSI Dijual
Galangan Kapal kepads
Pabrik Alat Membayar
Diklat TK
¢ Memasok
UNIT PENANGEKAPAN UNIT PFMARAN
Kapal Dlstfnbum
Alat Penjualan
Nelayan B Segmen
\ A
PRASARANA Produk,
PELABUHAN Dijual oleh
Menangka
P - -
A~ Didaratkan N:lotah
hasil
UNIT SUMBERDAYA
Spesies tangkapan —
Habitat | UNIT PENGOLAHAN
- - TlandE
Musim/Lingkungan Fisik and!-::g
Packaging

Gambar 1. Hubungan komponen-komponen salam suatu komplekspenangkapan
ikan (dimodifikas dari K esteven, 1973)
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dan mampu memberi kehidupan yang layak bagi
para nelayan dan pengusahaannya. Jumlah
nelayan yang melebihi kapasitas akan
menimbulkan kemiskinan parandayan.

(5) Kemampuan modal, teknologi dan akses
informasi yang berbeda antar nelayan
menimbulkan kesenjangan dan konflik.

(6) Usaha penangkapan ikan dapat menimbulkan
konflik dengan subsektor lainnya, khususnya
dalam zonaatau tataruang pesisir dan laut.

PENTINGNYA PERIKANAN TANGKAP
Posisi Perikanan Tangkap SecaraNasional
dan Internasional

Posisi perikanan tangkap secara nasional
terlihat padaTabe 1.

Posis perikanan tangkap di Indonesiasecara
internasional padatahun 1997 berada pada urutan
ke-7 dan tahun 1998 urutan ke-6 dan dapat dilihat
padaTabd 2.

K eadaan Perikanan Tangkap Nasional
a. Unit Penangkapan

Unit penangkapan adalah kesatuan teknis
dalam suatu operasi penangkapan yang biasanya
terdiri dari perahu/kapal penangkap yang
dipergunakan:
(1) Kapal

Perahu/kapal penangkap ikan adalah perahu/
kapal yang langsung dipergunakan dalam operasi
penangkapan ikan/binatang air lainnyaltanaman air.
Perahu/kapal yang digunakan untuk mengangkut
nelayan, aat-alat penangkap dan has|l penangkapan

ddam rangkapenangkapan dengan sero, kelong dan
lain-lain jugatermasuk dalam kategori perahu/kapa
penangkap (Tabel 3).

Klasifikasi perahu/kapal menurut tingkat/
besarnyausahaadaah:
1. Perahu tidak bermotor (non powered boats)
(1). Jukung (dug-out boats)
(2). Perahu papan (plank-built boats)

(i) kecil <7m (small)
(i) sedang: 7 - 10 m (medium)
(i) besr >10m(large)

2. Perahu motor tempel (out-board powered boats)
3. Kgpa motor (in board powered boats)

(i)<5GT

(H5-10GT

@) 10-20GT

(v) 20-30GT

(v) 30-50GT

(i) 50-100GT

(vi) 100-200GT

(vii) >200GT
@Ala

Alat penangkap ikan menurut Statistik
Perikanan Indonesiadibagi menjadi 10 kelompok da
tangkap (dapat dilihat padaTabe 4 dan Tabd 7).
(3) Nelayan
Nelayan adalah orang yang secara aktif

melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan
ikan/binatang air lainnyaltanaman air. Orangyang
hanyame akukan pekerjaan seperti membuat jaring,
mengangkut a at-aat perlengkapan keddam perahu/
kapd, tidak dimasukkan sebaga ndayan. Ahli mesn
dan juru masak yang bekerja di atas kapal

Satuan : Ton

Sub Sektor 1988 1998
Jumlah 2.881.169 4,642 209
Perikanan Laut 2.169.557 3,723,746

Perairan Umum 281264 288666 ||
Perikanan Darat Sub Jumlah 430348 629797
Tambak 233,283 353,750
Kolam 104187 168478
Karamba 3.625 17.639
Sawah $9.253 89930

Tabd 1. Produks perikanan menurut sub sektor perikanan
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Tabel 2. Negar a penangkap ikan yang penting di dunia

Negara 1997 1997 1998 1998
x 1 juta ton Urutan x 1 juta ton Urutan
China 15,72 1 17.23 1 i
Japan 5,88 3 526 2
USA 3,0 5 4,71 3
Russian Fed. 466 ) 445 4
Peru 787 3 434 5
Indonecsia 3.65 7 370 6
Chile 581 4 3,27 7
India 3.60 8 N 3.21 8
Thailand 291 9 2,90 9
MNorway 286 10 W 283 10
Korea Rep. 2,20 12 203 11
Philippines 1.81 14 1,83 12
leeland 2.21 11 1,68 12
Denmark 1,43 13 1,56 14
Malaysia | 1,17 17 L15 E
Argentina 1,35 16 = 1:13 16
Victnam 1,07 19 1,13 17 K
‘Mexico 1.49 15 13 18
Spain 1,10 18 1,11 19
Tarwan 1.04 20 1.08 20

Tabel 3. Jumlah perahu/kapal perikanan laut menurut kategori per ahu/kapal

Sumber : Direktorat Jenderal Perikanan (2000)
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s e e Satuan : Buah
Kategori Perahuw/Kapal 19838 1993
Jumlah 334,202 412.702
Sub Jumlah 220,138 223.4%0
Jukung 111.707 118.267
Perahu Tanpa Motor Perahu Papan :
Kecil 64.569 64.074
Sedang 36.653 33.609
Besar 7.209 7.540
Sub Jumlah 114.064 189 212
Motor Tempel 71.154 102.125
Kapal Motor 42910 87.087
Ukuran K.apal
Motor :
Kapal Motor > 5GT 29674 58.448
5-10GT 9.194 15.898
10-20GT 2.406 5.575
20-30GT 974 3.204
30 -50GT 429 2.166
50-100GT 70 1.112
100 - 200 GT 98 519
=200 GT 65 165
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Tabel 4. Jumlah unit penangkapan perikanan laut menur ut jenisalat penangkap

Satuan : Unit
L Jenis Alat Tangkap 1988 1998
Jumlah 510.289 654,712
| Pukat Udang 427 541
Pukat Kantong Payang 16,518 23.161
Dogol 3.043 f.534
Pukat Pantai 10.065 11.956
Pukat Cincin 6.114 10.082
Jaring Insang Hanyut 70.997 69.753
Jaring Lingkar 7.341 12.299
Jaring Insang Jaring Klitik 26.354 24.593
Jaring Insang Tetap 41.150 53.724
Tramel Net 24 184 27 446
Bagan Perahw/Rakal 9.237 12.081
Jaring Angkat Bagan Tancap 13.536 11.909
Serok $.520 B.770
Jaring Angkat Lain 11.081 12.436
Rawai Tuna 233 2.285
Pancing Rawai Hanyut Lain 5.174 11.068
Rawai Tetap 9.767 21.710
Huhate 1.720 1.515
Pancing vang Lain 118.786 154.102
Pancing Tonda 51.527 57225
Sero 6,059 10.412
Perangkap Jermal 3.360 6.337
Bubu 11.227 29,862
Perangkap Lainnya 10.705 24,938
Alat Pengumpul Kerang 7.314 8.885
Alat Fengumpul Rumput Laut 7.278 5.209
Muro Ami (termasuk Mallalugis) 394 1.326
Jala, Tombak, dll. 27 878 34,553
Sumber ; Direktorat Jenderal Perikanan (2000)
penangkap dimasukkan sebagai nelayan, walaupun  Produks

mereka tidak secara langsung melakukan

penangkapan (Tabel 5).

Berdasarkan waktu yang digunakan untuk
melakukan pekerjaan operasi penangkapan/
pemeliharaan, nelayan/petani ikan diklasifikaskan
sebagal berikut :

1. Nelayan Penuh; yaitu ndlayan yang seluruh waktu
kerjanyadigunakan untuk melakukan pekerjaan
operas penangkapan ikan/binatang air lainnyal
tanamanar.

2. Nelayan Sambilan Utama; yaitu nelayan yang
sebagian besar waktu kerjanyadigunakan untuk
mel akukan pekerjaan operas penangkapan ikan/
binatang air lannyaltanamanair.

3. Ndayan Sambilan Tambahan; yaitu ndayanyang
sebagian kecil waktu kerjanyadigunakan untuk
mel akukan pekerjaan penangkapan ikan/binatang
arlannyaltanamanair.

Produks perikanan tangkap nasiona menurut
jenisikan ekonomis penting dari tahun 1988 sampai
tahun 1998 mengalami peningkatan, sedangkan
produks tanaman air mengadami penurunan. Secara
lebih jelas dapat dilihat padaTabel 6.

K etentuan yang terkait dengan Pengelolaan
Sdamaini pengd olaan perikanantangkap telah

dilakukan, namun masih bersifat parsia, sesua

dengan kebutuhan dan permasal ahan yang timbul.

Beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh

pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan

perikanan tangkap, antaralain:

1. Aturan Dasar

(1) Undang-undang No. 9/1985 tentang
Perikanan.

(2) PP No. 15/1990 tentang Usaha Perikanan.

(3) PP No. 46/1993 tentang Perubahan Atas PP.
No. 15/1990.
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Tabel 5. Jumlah Nelayan Perikanan Laut menurut Kategori Nelayan

R Satuan : Orang
Kalcgori Nelayan 19848 1998
Jumlah 1.417.424 2.274.629
Nelayan Penuh 701,998 1.153.495
Sambilan Ulama 224.833 783,495
Sambilan Tambahan 190.593 335.638

Sumber : Direktorat Jenderal Perikanan (2000)

Tabd 6. Produks Perikanan Laut menurut Jenislkan

Satuan : Ton

Jenus Tkan 158% 1998
Kembung 127,505 20:4.TH3
Tongkol 117898 236,673
Tenggin 44 458 75201
Tembang 1 34076 174,691
Lkan lavang 127.1'91 277.593
Teri 115.601 166 808
Selar B0 467 128.459
Peperck 40912 T9.532
Lemuru Ol 0l 153.96G5
Mamvung 30,208 06, 298
[kan merah/blambangan 40.652 G 280
Cakalang 127 543 227 068
Tuna 42 9T 168 122
Kakap 17.673 65193
Cucul 0 055 62497
Sub Total 1.189.072 2.153.143
Binatang berkulit keras 163,718 243 889
Binatang lunak 53,122 98 954
Binatang air Ininnya 15203 22 466
-;LI.I-IL:_!TI'HLH alr H5.961 - 47515 !!

Sumber - Direktorat Jenderal Perikanan (2000)

2. Ketentuan Pengel olaan Sumberdayalkan
(1) SK.Mentan No. 392/1999 tentang Jalur-jalur
Penangkapan I kan.
(2) SK.Mentan No. 995/1999 tentang Potensi
SDI dan Jumlah Tangkapan yang
diperbolehkan
3. Perizinan
(1) SK.Mentan No. 815/1990.
(2) SK.Mentan No. 428/1999.
(3) SK.MENELP No. 45/2000
(4) PP. No. 141/2000 tentang Perubahan Kedua
Atas PP. No. 15/1990 tentang Usaha
Penangkapan Ikan.
(5) PP. No. 142/2000 tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pgjak yang berlaku
pada Departemen K el autan dan Perikanan.

PENGEL OLAAN PERIKANAN
Indikator Pengelolaan yang sukses
Pengel olaan perikanan tangkap yang sukses
haruslah menunjukkan karakteristik usaha
penangkapan yang berkelanjutan :
(2) Proses penangkapan ramah lingkungan :
- Hasil tangkapan sampingan (by catch mini-
mum).
Hasi| tangkapan terbuang minim.
- Tidak membahayakan keanekaragaman
hayati.
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SK Mentan No. 392/1999 tentang Jalur -jalur Penangkapan I kan

JALUR PENANGKAPAN IKAN ALAT TANGKAP/KAPAL PERIKANAN
YANG DIPERBOLEHKAN

lalur penangkapan ikan 117 : = Kapal perikanan berbendera indonesia,

maksimum 200 GT, kecuali purse seine

perairan di luar jalur penangkapan ikan II sampai pelagis besar di Teluk Tomini, Laut Maluku,
batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores, Laut

(ZEETD). Sawu dilarang.

» ZEEI Selat Malaka boleh untuk kapal
perikanan berbendera Indonesia, maksimum
200 GT, kecuali pukat ikan minimal
berukuran 60 GT.

» ZEEI di luar Selat Malaka, boleh dibagi :

1} kapal perikanan Indonesia
dan asing =350 GT.

2) kapal purse seine = 350 GT — 800 GT.
di luar 100 mil dari garis pangkal
kepulavan Indonesia.

3) kapal purse seine sistem group hanya
boleh diluar 100 mil laut dari garis

pangkal kepulauan Indonesia.

Jalur penangkapan ika : (1) 0= 3 mil laut:
* alat penangkap ikan yang menetap.
Perairan pantai diukur dari permukaan air laut « alat penangkap ikan tidak menetap
pada surut terendah pada setiap pulau sampai yang tidak dimodifikasi.
dengan 6 mil laut ke arah laut. « kapal perikanan tanpa
motor = 10 m.
(2) 3% 6 mil laut :
* alat penangkap ikan tidak
menetap yang dimodifikasi.
* kapal perikanan tanpa
motor atau bermotor
tempel ukuran < 12 m atan < 5 GT.
* pukat cincin (purse seire) = 150 m.
* jaring insang hanyut < 1000 m,

Jalur penangkapan ikan 11 : « Kapal perikanan motor dalam, maksimum
60 GT.

Perairan di luar jalur penangkapan ikan 1 sampai s Pukat cincin, maksimum 600 m (1 kapal),

dengan 12 mil laut ke arah laut. maksimum 1000 m (2 kapal).

» Jaring insang hanyut, maksimum 2500 m.

61



Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

- Tidak menangkap jenisikan yang dilindungi.
- Tidak membahayakan habitat.
- Tidak membahayakan kelestarian
sumberdayaikan target.
- Tidak membahayakan keselamatan dan
kesehatan nelayan.
- Memenuhi ketentuan Code of Conduct for
Responsible Fisheries.
(2) Volume produks tidak berfluktues drastis(supla
tetap).
(3) Pasar (buyers) tetap/terjamin.
(4) Usaha penangkapan masih menguntungkan.
(5) Tidak menimbulkanfriks sogd.
(6) Memenuhi persyaratan legdl.

Pengkajian PraktisK ondis Perikanan

Tangkap

(1) Pengamatan Hasil Tangkapan perSatuan Upaya
(Catch per Unit of Effort = CPUE)

Contoh:

- Perikanan Ikan Merah (Lutjanusspp.), (=K akap
Merah = Bambangan)

- Jenisikanini dapat ditangkap oleh bebergpadat
: pancing ulur (handline), rawai dasar (bottom
longline) danjaring insang dasar.

- Diperlukan standardisas upaya penangkapan (ef-
fort). Pilihadat standar (umumnyadiambil dat
tangkap yang dominan di daerah tersebut)

- Gunakan rumusGulland :

CPUE, = C_/f,
CPUE, = C /f,
FPI_ = CPUE, / CPUE,
Upaya Standar = CPUE_/ CPUE,

Keterangan:

CPUE, = hasil tangkapan aat tangkap standar per

satuan upaya

CPUE, = hadll tangkapandat tangkapi persatuan

upaya

C = hasil tangkapan dat tangkap standar

f. = jumlahaat tangkap stander

C = hasil tangkgpan dat tangkapi

f = jumlahdat tangkagpi

FPI = faktor dayatangkapjenisaat tangkapi

- Kemudian hitung CPUE.
RumusGulland: CPUE = C/f,
CPUE, = jumlahhesil tangkapan persatuan upaya
penangkapan ke-i
C, = hasll tangkapke-i
F. = upayapenangkapanke-i
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- Pengamatan dilakukan minimum 3 tahun, Iebih
lamalebih baik, misanyab tahun.
- Tarik garis kecenderungan data CPUE selama
minimum 3tahun:
positif = keadaan sumberdayaikan baik,
(boleh dikembangkan)
datar = keadaan sumberdayaikan baik
(hati-hati)
negatif = keadaan sumberdayaikan baik
(stop / ggdaoverfishing)
(2) Pengamatan Ukuran Ikan
- Pengukuran panjang ikan
- panjang totd
- panjang cagak
- panjang baku
- berat ikan
- Lakukanddam4 musm, sdamaminimum 3tahun
- Tarik gariskecenderungan
positif = keadaan sumberdayaikan berkembang
(baik)
datar = keadaan sumberdaya stabil
negatif = ggaaoverfishing
(3) Kecenderungantota produks, minimum 3tahun
berturut-turut : bilamenurun patut dicurigal sebagal
ggaaoverfishing, cek jumlah unit penangkapan
yang aktif.
(4) Andlisis komposisi hasil tangkapan, untuk
mendeteks keanekaragaman sumber hayati.

STRATEGI PERENCANAAN

PENGEL OLAAN PERIKANAN TANGKAP

A.Pengikutsertaan nelayan dalam proses
perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak
untuk mendapatkan dukungan yang kuet terhadap
perencanaan pengembangan perikanan tangkap.
Hd ini a&kan mempermudah Law Enforcement
Setigp kebijakan pengd olaan (Gambar 2).

B. Implementasa Monitoring, Controlling dan Survell-
lance (M CS), gunapembentukan Ssteminformes
yang efektif dan akurat, guna perencanaan
pengd olaen sumberdayaikan untuk menjaminusaha
penangkapan ikan yang berke anjutan (Gambar 2).

C.Code Of Conduct For Responsible Fisheries
(FAO, 1995) ddam artikdl 10 tentang “Integras
Perikanan ke dalam Pengd olaan Wilayah Pesisir”
terutamapadaartikel 10.1:

(1) Negara harus menjamin pemberlakuan suatu
kebijakan, hukum dan kerangkake embagean yang
tepat, gunamencapa pemanfaatan sumberdaya
secaraterpadu dan lestari, dengan memperhatikan
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kerawanan dari ekosistem pantai dan sifat
sumberdayaad amnyayang terbatas dan kebutuhan
dari masyarakat pesisir.

(2) Mengingat penggunaan ganda dari wilayah
pesiSr, negaraharus menjamin bahwawakil dari
sektor perikanan dan masyarakat penangkap ikan
harus dilibatkan dalam proses pengambilan

(5) Negara harus mengusahakan penetapan

prosedur dan mekanisme pada tingkat
administras yang sesual, guna menyelesaikan
konflik di dalam sektor perikanan dan antara
pengguna sumberdaya perikanan dengan para

penggunawilayah pesgr lannya

PENUTUP

(2) Perikanantangkap di Indonesamashmerupakan
sumber penghidupan (livelihood) yang penting
baik secaranasona maupun global.

(2) Pengelolaan perikanan tangkap masih bersifat

keputusan serta kegiatan lainnya yang terkait
dalam perencanaan pengelolaan dan
pembangunan wilayah pantai.

(3) Negaraharusmembentuk ssbagaimanalayaknya,
kelembagaan dan kerangka hukum untuk

menentukan kemungkinan pemanfaatan
sumberdaya pesisir dan untuk mengatur akses
terhadapnya, dengan memperhatikan hak-hak
masyarakat nelayan pesisir dan praktek-praktek
kebiasaan mereka untuk keselarasan terhadap
pembangunan berkel anjutan.

(4) Negara harus memfasilitasi pemberlakuan
praktek-praktek perikanan yang dapat
menghindarkan konflik antar pengguna
sumberdayaperikanan dan antaramerekadengan

penggunawilayah pesgr lannya
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parsial dan belum memiliki perencanaan
pengel olaan perikanan yang utuh.

(3) Perencanaan pengel olaan perlu disusun dengan

mengikutsertakan paranelayan sebagai pelaku
dan parastakeholderslainnya

(4) Implementasi M CS merupakan kegiatan yang

perlu dilaksanakan secara konsisten, guna
menjamin usaha penangkapan ikan yang
berkelanjutan (sustainable) dan berwawasan
lingkungan (environmental friendly).
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SISTEM HUKUM DAN KELEMBAGAANDALAM
PENGELOLAANWILAYAH PESISIR SECARA TERPADU

SUPARMAN A.DIRAPUTRA,SH.,LL.M.
FakultasHukum, Univer stasPadjadjaran

PENDAHUL UAN

Di daam erareformas dewasaini, fungs dan
peranan serta kinerja hukum dalam menunjang
berbagai bidang pembangunan sedang gencar
dipertanyakan, bahkan adakal anyadisorot dengan
kritik yang sangat tgjam. Sebagian dari anggota
measyarakat adaka anyabergkap keptisatau bahkan
pesmidtis, tetapi sebagian lagi masih menunjukkan
harapan besar ke arah perbaikan. Pendapat yang
pertama didasarkan pada asumsi bahwa
bagai manapun baiknya pengaturan apabilamord
aparat pelaksananya tidak baik maka tidak akan
mencapal tujuan sebagaimana yang diharapkan.
Sedangkan pendapat yang kedua didasarkan pada
asums bahwa pembangunan akan berlangsung
dengan baik hanyaapabiladilandas oleh kepastian
hukum dan supremas hukum, oleh karena itu
penegakan hukum merupakan syarat mutlak yang
tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kedua pendapat
tersebut samakurang tepatnyasematamatakarena
kedua-duanya memandang fungsi dan peranan
hukum secara sangat berlebihan. Pendapat pertama
terlalu melecehkan aparat hukum, padahal tidak
sedikit aparat negara yang bermoral terpuji.
Sedangkan pendapat yang keduamenggantungkan
harapan yang terla u besar kepada kinerjahukum,
seolah-olah segdasesuatu akan menjadi baik gpabila
hukum ditegakkan secarakonsekwen.

Permasalahan yang sebenarnya sedang
dihadapi adal ah bagaimanamemposisikan hukum
padafungd dan peranannyasecaraproporsond agar
mampu menjamin kepastian hukum melalui
pemeliharaan ketertiban. Hukum harusdiperankan
sebagai landasan untuk mengarahkan berbagai
kegiatan pembangunan secarasdaras dan sembang
seraya mampu mengamankan hasil-hasil
pembangunan yang telah dicapai. Kinerjahukum
harus diberdayakan secara optimal untuk
menyerasikan berbagal kepentingan yang berbeda.
Hukum harus mampu menciptakan keseimbangan
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antaraupaya peningkatan kesgjahteraan (welfare)
dan jaminan keselamatan (safety) bagi semuaor-
ang. Peningkatan kesejahteraan sebagai hasil
pembangunan harus dapat dinikmati secaramerata
oleh sebanyak-banyaknya orang agar secara
betahap dapat mendekati keadilan yang dicita-
citakan. Oleh karenaitu berbaga perubahandi ddam
kinerjahukum harus segeradilakukan agar keadaan
pada masa yang akan datang menjadi Iebih baik.
Namun di dalam suasana perubahan inilah hukum
harus senantiasa diindahkan agar berbagai
perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dapat
berlangsung dengan tertib, tidak menimbulkan
ggolak sosd, gpaagi yang bersfat destruktif.

Di ddam kerangkaupayapenge olaan sumber-
sumber kekayaan alam nasional, hukum harus
difungskan untuk menciptakan kessimbangan antara
duakepentingan, yaitu: pembagian manfaat ekonomi
dan kesinambungan ketersediaannyaantar generad.
Pemédiharaan kesel mbangan antataduakepentingan
tersebut jatuh bersamaan dengan tujuan negarauntuk
menciptakan keseimbangan antara aspek
kesgjahteraan dan aspek keselamatan. Hukum
diarahkan untuk mengatur perilaku manusiaagar
tidak menimbulkan gangguan terhadap kesdamatan
bersamayang dapat merusak kesaimbangan hidup
bermasyarakat. Keseimbangan yang telah dicapai
senantiasaharusdipertahankan melaui pemdiharaan
ketertiban dalam bermasyarakat disertai dengan
pemberdayaan |lembaga-lembaga penegak hukum
dan pengembangan fungd dan peranan norma-norma
hukum secarainovatif.

Sementaraitu hukum positif yang berkaitan
dengan pengel olaan wilayah pesisir sampal saat ini
tidak pernah memberikan pengaturan secara
spesifik, artinyawilayah pesisir sebagal bagian dari
wilayah nasiona tunduk pada pengaturan yang
berlaku umum, baik untuk unsur lautnyamaupun
unsur daratnya. Unsur lautnya tunduk pada
pengaturan hukum laut, dan mengena unsur daratnya
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tunduk pada pengaturan mengenal tanah dan air.
Sedangkan pengaturan mengenai sumber-sumber
kekayaan dam yang terkandung di dalam tanah dan
airnyatunduk padaberbaga undang-undang yang
memberikan wewenang khusus kepada masing-
masing departemen secara sektoral-sentralistik.
W upun adasebagian dari wewenang sektord yang
telah diserahkan atau dilimpahkan kepada
pemerintah daerah, namun sistem pengaturan
kewenangan tersebut justru telah menimbulkan
tumpang tindihwewenang di dalam pd aksanaannya.
Selain dari itu tidak jarang pula timbul benturan
kepentingan, terutama apabila di dalam suatu
kesatuan ruang tertentu terdapat |ebih dari satujenis
sumber kekayaan alam yang sedang dimanfaatkan
pada saat yang bersamaan. Masalah pembagian
wewenang antar departemen dan antarapemerintah
Pusat dan Daerah telah berkembang menjadi isu
yang sangat penting, khususnya dalam rangka
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Ddam kaitannya dengan pengel olaan wilayah
pesdr dan lautan, pelaksanaan fungs dan peranan
hukum sebagal penunjang pembangunanmashbeum
tampak jelas hasilnya, khususnya dalam
memberdayakan masyarakat pesiSr yang tergolong
miskin. Padahd gpabila ditdusuri dari sgarahnya,
pengaturanterhadgpwilayah pessr danperaranpanta
sudah dilakukan sgak jaman Bdanda, namun sampai
saatini kondid masyarakatnyamashtermasuk keddam
golonganyang paing terpuruk dan seolah-olah kurang
mendapat perlindungan. Ironisnya, ggdaggada
pemiskinan dan degradas lingkungan pesisr dan
perairan pantal semakintampak denganjdasdari waktu
kewaktu. Sebagian penduduk pesisr, denganaasan
untuk tetgp bertahan hidup, menjadi ssemakinterbiasa
untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaandam
melaui cara-carayang bertentangan dengan kaidah-
kaldah pelestarian. Hutan mangroveyang memegang
peranan penting di dalam pemeliharaan kelestarian
ekoggem panta tdah ditebangi secaratidak terkenddi.
Berbaga jenisikan karang penghuni perairan pantai
seringkdi ditangkapi dengan menggunakan bom atau
tenagaligrik bahkan dengan menaburkanracun. Lahan
pertambakan yang dikelola para investor dijarah
beramai-ramal karena merasa tidak mendapatkan
bagian keuntungan secaraadil. Karenaterusmenerus
hidup di dalam kungkungan kemiskinan yang telah
berlangsung dari generas ke generad, maka bass
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ekonomi masyarakat pessr menjadi semakin tidak
berdaya, bahkan seolah-olah merekasedang menggdi
lubang kuburnyasendiri.

K eadaan demikian sudah tidak dapat ditolerir
lagi karena disamping merupakan pelanggaran
hukum jugadapat menghambat investas sertatelah
menimbulkan kerusakan sumber-sumber kekayaan
alam yang seharusnya dipelihara kelestariannya
dalam waktu yang tidak terbatas. Kondisi
lingkungan pesisir dan perairan pantal harussegera
dipulihkan melaui penggunaan instrumen ekonomi,
pengaturan hukum, intervensi teknologi, maupun
melalui peningkatkan kesadaran masyarakat.
Masyarakat pesisir yang tergolong miskin harus
diberdayakan supayamampu memdiharake etarian
sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan
hidupnya sendiri. Sementara itu para pejabat
pemerintah pun harus memberdayakan segenap
kewenangan yang dimilikinyabaik sebagal stimula-
tor, dinamisator, regulator, administrator, maupun
sebagai pengambil keputusan strategis untuk
meningkatkan kesg ahteraan masyarakat pesgr.

Tulisanini dihgatkan untuk mengupasberbagai
fungsi, peranan, serta kinerja hukum dalam
pembangunan, khususnyadi daam kerangkaupaya
pengd olaanwilayah pessr danlautan. Pembahasan
diarahkan padaupayapeningkatan fungd, peranan,
dan manfaat hukum serta kinerja kelembagaan
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam
rangka pengel olaan kekayaan dam wilayah pesisir
danlautan secaraoptimd, lestari, dan berkel anjutan.
Pemberdayaan hukum sebagal sdah satuinstrumen
pengelolaan akan lebih ditonjolkan untuk
menunjukkan keunggulan-keunggulannya, baik
sebagai instrumen pengendalian kegiatan ekonomi
masyarakat maupun sebagal instrumen pengel olaan
kekayaan dam dan lingkungan hidup. Pembahasan
akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran
tindak bagi gpara pemerintah bersama-samadengan
dunia usaha untuk memberdayakan masyarakat
pessr melaui upayahukum.

FUNGSI DAN PERANAN SERTA
MANFAAT HUKUM

Fungs Hukum

Di daam kehidupan bermasyarakat, pada
dasarnya setiap orang bebas untuk melakukan
perbuatan apapun, kecuali yang secarategastelah
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dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh
norma hukum. Sedangkan perbuatan-perbuatan
tertentu yang tidak dikehendaki oleh sebagian besar
anggota masyarakat diatur secaratersendiri oleh
normasosia lainnya, seperti normaagama, norma
kesusilaan, dan norma kesopanan demi
terpeliharanya ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat. Fungsi hukum adalah untuk
menci ptakan kepastian mengena gpayang dilarang,
apa yang tidak dilarang, dan apa pula yang
diperkenankan apabilatelah dipenuhi syarat-syarat
tertentu. Pemberlakuan normahukum bersifat pasti
karena dapat dipaksakan berlakunya melalui
penggunaan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan
untuk memaksakan berlakunya norma hukum
bersumber dari wewenang formal yang diberikan
kepada para pejabat negara oleh peraturan
perundangan yang berlaku. Adanyakepagtianinilah
yang membedakan norma hukum dengan norma-
normasosia lainnya, artinyanormahukum dapat
dipaksakan berlakunya oleh lembaga-lembaga
penegak hukum. Sifat memaksayang secarainheren
dimiliki oleh normahukum merupakan keniscayaan
karena dijamin pemberlakuannyaterhadap setiap
bentuk pelanggaran. Kepastian hukum merupakan
prasyarat bagi tercapainya tujuan hukum, yaitu
ketertiban. Oleh karenaitu orang boleh berpendapat
bahwa apabila tidak ada kepastian hukum maka
kehidupan bermasyarakat tidak akan berlangsung
dengantertib dan padagilirannyaakan timbul anarki
dan ketidakadilan. Norma-norma hukum yang
memuat perintah dan kebol ehan-kebolehan tertentu
di dalam kehidupan bermasyarakat disebut sebagai
hukum materil (substantive law). Sedangkan
norma-normahukum yang mengatur tata carabagi
paraaparat penegak hukum di dalam menjaankan
fungs penegakan hukum disebut hukum acaraatau
hukum formil (procedural law). Perlupuladipahami
bahwa gpabilaadadugaan telah terjadi pelanggaran
terhadap hukum substantif, maka proses penegakan
hukumnya harus dilakukan melaui prosedur yang
telah ditetapkan di dalam hukum acara. Hukum
acaramemuat rambu-rambu agar proses penegakan
hukum dilakukan meldui prosedur tertentu dan tetep
memelihara ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat dan sekaligus dapat mencegah
terjadinyapel anggaran terhadap hak azas manusia

Pengembangan normahukum dalam rangka
pengelolaan wilayah pesisir dan lautan harus
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diarahkan sedemikian rupa sehingga sekaligus
mampu memenuhi limafungsinya, yaitu:

1. Fungsi Direktif

Fungs direktif adaah sdah satu fungs hukum
yang sangat penting di dalam era pembangunan
dewasaini. Dalam hal ini hukum harus berfungs
sebagal pengarah pembangunan secaraterencana
dan konsi sten sehingga dapat mencapai tujuannya
secara efektif dan efisien. Untuk itu kepastian
berlakunyanormahukum harusdijaga, baik pada
tahap perumusan maupun pada tahap
pelaksanaannya. Perumusan normahukum harus
melibatkan masyarakat, bailk yang akan terkena
arahan pengaturan maupun yang akan memperoleh
manfaat pengaturan. Partisipas masyarakat dalam
menyampaikan aspirasinya harus ditampung untuk
dijadikan sebagal dasar pengembangan pengaturan.
Demikian pulasetiap pel aksanaan peraturan harus
mengacu pada tujuan akhir dari pengaturan.
K ekeliruan dalam menaf sirkan tujuan pengaturan
akan mengakibatkan tidak efektifnyakinerjahukum
sehinggatujuannyatidak dgpat tercgpal sebagamana
yang diharapkan. Salah satufungs direktif hukum
dapat dilihat pada penyusunan Rencana TataRuang
Wilayah (RTRW) untuk setiap kabupaten dan
kotamadya. Rencana Tata Ruang Wilayah
merupakan acuan bagi semuasektor pembangunan.
Oleh karena itu status RTRW tersebut harus
dikukuhkan menjadi produk hukum yang mengikat
semuapihak madui pengundangannyadaam bentuk
peraturan daerah.

2. Fungs Integratif

Pengembangan pengaturan hukum dalam
berbagal tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten/
kotamadya) harus menunjukkan suatu sstem yang
integra. Pengertianintegrad adaahtidak ditemukan
kontradiksi atau inkonsistensi, baik dalam
perumusan pasal-pasalnya maupun dalam
pelaksanaannya. Pengertian integral yang kedua
add ah bahwahukum harus berfungs sebagal sarana
pengintegrasian bangsaddam pengertian harus depat
mencegah perpecahan yang disebabkan karena
timbulnya berbagai kesenjangan, baik secara
ekonomi maupun sosia. Oleh karena itu perlu
dicegah timbulnya kecemburuan sosid diantara
penduduk yang berbeda suku, agama maupun
kemampuan ekonominya. Kasus-kasuspenjarahan
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tambak yang sempat marak beberapawaktu yang
lalu merupakan akibat dari timbulnyakecemburuan
sosid yang mengarah padadisintegras. Ancaman
disintegrasi lainnya adalah timbulnya konflik
mengena penetapan batas daerah penangkapanikan
di laut antara nelayan-nelayan tradisona yang
berasal dari daerah yang berbeda. Hukum harus
responsif terhadap gejala-ggala yang mengarah
pada perpecahan atau disintegras bangsa.

3. Fungs Stabilitatif

Pengaturan pemanfaatan kekayaan alam
wilayah pesisir harusberfungs untuk menciptakan
dan mendorong tingkat stabilitassosd yang semakin
baik. Penegakan norma hukum dan peraturan
perundang-undangan secara konsisten dan tidak
memihak dihargpkan dapat menghilangkan gabilitas
semu yang dapat menimbulkan ledakan kekecewaan
masyarakat ddam skaayang luas. Berbagal inovas
di dalam penyusunan peraturan dan penegakan
hukumnyaperlu dilakukan untuk menampung aspiras
masyarakat sehingga berbaga perubahan dapat
berlangsung secaratertib.

4. Fungs Korektif

Fungsi korektif dimaksudkan untuk
memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam
penetapan pengaturan, antaralain karena adanya
perubahan dalam pemilihan kebijakan yang
dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpastian
ddam pdaksanaannya. Perubahan dalam pemilihan
kebijakan harus dirumuskan secarajelas agar tidak
membingungkan para pihak yang terkait dalam
pel aksanaan dan penegakan hukumnya. Oleh karena
Itu gpabiladitemukan kekeliruan, makaperaturan
yang bersangkutan harus segera dicabut untuk
diperbaiki. Sdaindari itu pengertianfungs korektif
harus pula diartikan untuk memperbaiki atau
membetulkan keadaan yang dianggap kurang balk atau
sdah agar menuju kearahyang lebih baik dan benar.

5. Fungs Perfektif

Fungs perfektif merupakan fungs akhir dari
pengaturan, yaitu untuk menyempurnakan keadaan
yang sudah baik ke arah keadaan yang mendekati
kesempurnaan. Tujuan dari fungs perfektif adalah
agar lebih banyak lagi anggota masyarakat yang
dapat merasakan manfaat positif dari kinerja
pengaturan sehingga kehidupan dapat dinikmati
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dengan lebih baik dan dalam suasana tertib dan
damal.

Peranan dan Manfaat Hukum

Peranan hukum adalah untuk menciptakan
kesal mbangan antara kepentingan individu dengan
kepentingan masyarakat pada umumnya agar
kehi dupan bermasyarakat dapat berlangsung dengan
tertib dan teratur. Apabila keseimbangan telah
tercipta, maka peran hukum selanjutnya adalah
memeliharakeseimbangan tersebut dalam jangka
waktu yang tidak terbatas dan tetap sesua dengan
perkembangan rasa keadilan di dalam kehidupan
bermasyarakat. Peranan hukum dalam memdlihara
kesambanganini dgpat dilakukan antaralanmddui
berbagai inovas dalam penerapan sanks hukum,
termasuk pemberianinsentif dan disinsentif supaya
dapat lebih mendekati rasa keadilan yang
berkembang di dalam masyarakat.

Peranan hukum sebagai pemelihara
keseimbangan antara berbagai kepentingan yang
berbedaharus dapat dilaksanakan secarafleksibel,
misalnya antara kepentingan individu dengan
kepentingan masyarakat, antarakepenti ngan sektor
yang satu dengan kepentingan sektor lainnya, antara
kepentingan pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah, antara kepentingan ekologis dengan
kepentingan ekonomi, antara kepentingan
pemanfaatan dengan kepentingan pelestarian, dan
sebagainya. Demikian pula apabila timbul
kepentingan-kepentingan baru yang cenderung
berbeda atau bertentangan antarayang satu dengan
yang lainnya, makaakan diperlukan pulahukumyang
baru atau pembaharuan dari ketentuan yang telah
adauntuk menciptakan keseimbangan yang baru.

Sedangkan apabila berbicara mengenai
manfaat hukum, baik bagi pemerintah maupun bagi
masyarakat padaumumnya, sangat tergantung pada
bidang-bidang yang diaturnyadan sigpasgayang
memiliki kepentingan (stakehol ders) atas bidang-
bidang pengaturan tersebut. Mengenai pertanyaan
apakah bidang-bidang pengaturan tertentu telah
mampu mengakomodasikan berbagai aspiras yang
berkembang di kalangan mereka yang memiliki
kepentingan akan sangat bergantung pada proses
penyusunan dan pengembangan normanya, gpakah
secaratop-down ataukah secarabottom-up. Daam
hal ini perlu dicatat bahwa proses pengembangan
normahukum padamasa-masaldu lebih dicirikan



Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

oleh proses top-down, bahkan tidak jarang pula
dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan
kelompok tertentu melalui rekayasa atau kolusi.
Sebagai akibatnya maka produk hukum menjadi
tidak bermanfaat bagi masyarakat yang diaturnya,
disamping tidak aspiratif terhadap kepentingan
masyarakat yang lebihluas. Oleh karenaitu proses
pembentukan hukum pada masa-masa mendatang
sebaiknya dilakukan secara bottom-up seraya
melibatkan kepenti ngan-kepentingan stakekholders
yang seluas-luasnya. Agar produk-produk hukum
lebih bermanfaat, maka dalam proses
penyusunannyaharus|ebih aspiratif dan akomodatif
terhadap kepentingan-kepentingan yang sah dalam
skala yang seluas-luasnya. Pihak-pihak yang
memiliki kepentingan atas sesuatu bidang pengaturan
hendaknyalebih proaktif untuk berpartispas medui
prosedur penyusunan peraturan yang tersedia.
Dengan kata lain manfaat hukum akan menjadi
semakin besar apabila pada tahap perumusannya
dapat menampung aspirasi dan kepentingan
masyarakat yang diaturnya.

Proses Pembentukan NormaHukum
(Norm Devel opment)

Upaya untuk menciptakan keseimbangan
antara kepentingan kesejahteraan (ekonomi) dan
kepentingan kelestarian (ekologi) atas sumber-
sumber kekayaan alam wilayah pesisir dan lautan
tidak akan dapat dilakukan hanya oleh kalangan
profes hukum sga karenabidang kgiannyabergfat
multidigplin. Sdandari itukewenangan pengeolaan
wilayah pesisr dan lautan tunduk padakewenangan
kelembagaan yang berbeda-beda (lintas sektoral).
Kesaimbangan antaraberbaga kepentingan tersebut
harus dicari melalui pertimbangan dari berbagai
aspek dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan hasil
perkembangan ilmu dan teknol ogi merupakan bahan
baku untuk merumuskan kebijakan pengelolaan
wilayah pesisir dan lautan. Sedangkan untuk
mengaktualisasikan kebijakan tersebut kedalam
kenyataan diperlukan norma-normahukum sebagai
perwujudan dari Wawasan Nusantara yang
mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosal-
budaya, termasuk pertimbangan dari aspek
pertahanan dan keamanan negara

Perlu pula disadari bahwa perumusan
kebijakan pengaturan dalam rangka pengelolaan
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wilayah pesisir dan lautan tidak selalu merupakan
has| karyanasond. Daam hd ini kebijakan yang
telah dirumuskan pada tataran regional maupun
internasional seringkali sangat besar pengaruhnya
terhadap pel aksanaan padatataran nasional, kalau
tidak hendak dikatakan sebagai faktor yang tidak
dapat dihindarkan. Selain dari itu perumusan
kebijakan pengaturan perlu puladikgi secaravertika
dan horizontal untuk memelihara keserasian dan
kond stens nyadengan peraturan perundangan yang
telah ada sebelumnya, baik pada tataran nasiond
maupun internasond.

Permasalahan yang seringkali timbul dalam
pel aksanaan peraturan, terutamadi tingkat pusat,
adalah bahwa proses penyusunan rancangan
peraturan tidak selalu mengikuti prosedur baku
secara benar. Menurut ketentuan yang berlaku,
setigp rancangan peraturan seharusnya melalui
penggodokan bidang kgian secaramultidisplindan
pengkgian kewenangan secara lintas sektoral.
Penggodokan ini harus dilakukan oleh suatu badan
khusus yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN). Menurut pengalaman, BPHN seringkali
menghadapi kesulitan untuk mempertemukan
pe abat-pe abat yang berwenang untuk mengambil
keputusan atas nama sektor-sektor yang terkait.
Oleh karena itu walaupun proses pengkajiannya
memerlukan waktu yang sangat lama, namun hasil-
hadll pengkgiannyaseringkdi tidek mampu mewakili
kepentingan semuasektor yang terkait. Sementara
itutidak jarang pulatimbul keinginan dari sektor yang
berkepentingan untuk segera menggoalkan
rancangan peraturan yang diusulkannya karena
kebutuhan yang mendesak. Dalam keadaan
demikian biasanya berkembang praktek-praktek
untuk menempuh jalan pintas yang dapat
menimbulkan ekses-ekses yang tidak semestinya
terjadi. Praktek-praktek untuk menggoalkan
rancangan peraturan dengan cepat wa aupun dengan
carayang tidak benar dan kurang terpuji, misalnya
dengan menggunakan kekuatan uang, menjadi sangat
lazim di masa lalu. Oleh karena itu tidak
mengherankan gpabilahasiInya kurang mewadahi
aspiras parapihak yang berkentingan, baik secara
langsung maupuntidak langsung.

Praktek penyusunan peraturan padabidang-
bidang yang menjadi wewenang pemerintah pusat,
pada masa lalu seringkali pula kurang
mengakomodasikan aspiras pemerintah daerah. Hal
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ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa
pemerintah daerah hanya memiliki wewenang
tertentu yang secaraeksplisit telah diserahkan oleh
pemerintah pusat. Dengan kata lain pemerintah
daerah hanya menerima kewenangan sisa sga.
Kewenangan pemerintah pusat dalam urusan-urusan
tertentu padaumumnyadapat diserahkan kepada
pemerintah proping medui peraturan perundangan.
Sdlanjutnya pemerintah kabupaten/kotamadyaakan
menerima penyerahan wewenang dari pemerintah
propins. Namun demikian biasanyatidak semua
urusan yang kewenangannyatel ah diserahkan oleh
pemerintah pusat kepadapemerintah proping secara
otomatisdiserahkan sel uruhnyakepadapemerintah
kabupater/kotameadya Mengingat bahwapd aksanaan
semuaperaturan pedaberbegal tingkatan padaakhirmya
akan diberlakukan di daerah kabupatenvkotamadya,
tentu sgja s stem penyerahan urusan demikian tidak
akan menjamin terakomodasikannyaaspirad daerah
yang bersangkutan. Dengan kata lain pemerintah
kabupatenvkotamadyahanyame aksanekan ketentuan
danarahan dari pemerintah proping.

Mode penyusunan peraturan dan penyerahan
kewenangan meaui prosestop-down sebagaimana
dilukiskan di atas dapat dipastikan akan berubah
secara drastis sejalan dengan pemberlakuan
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Padamasa-masamendatang
pemerintah daerah akan memiliki kewenangan atas
urusan-urusan yang ruang lingkupnyasangat luas.
Sedangkan pemerintah pusat hanya memiliki
wewenang atas bidang-bidang tertentu sgjayang
telah ditentukan secaraeksplisit di dalam Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999. Pembagian
wewenang antarapemerintah pusat dan pemerintah
daerah atas urusan-urusan yang berkaitan dengan
pengelolaan wilayah pesSr dan lautan akan dibahas
secaratersendiri padabagian berikut dari tulisanini.

PENGATURAN PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN

Apabila fungsi dan peranan hukum
sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian
diproyeks kan padapengelolaan wilayah pessr dan
lautan makakesaimbangan harusdiciptakan medui
kompromi antara dua kepentingan yang berbeda,
kalau tidak hendak dikatakan sebagai bertolak

belakang. Kepentingan yang pertamaadalah untuk
mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber-sumber
kekayaan d am gunamenunjang upayapeningkatan
kesegjahteraan masyarakat pesisir. Sedangkan
kepentingan yang kedua adalah adanya jaminan
bahwa pemanfaatan sumber-sumber kekayaandam
wilayah pesisar dan lautan dil akukan secararasiond
agar dapat berlangsung dalam jangkawaktu yang
tidak terbatas seraya menghindari terjadinya
kepunahan jenis.

Berikut ini disgjikan pembahasan ketentuan-
ketentuan normatif yang berkaitan dengan
pengeolaan wilayah pesisr dan lautan yang tersebar
di dalam berbagai tingkatan peraturan mulai dari
undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
presiden, sampai keputusan menteri. Untuk
memudahkan pengidentifikas an terhadap bidang-
bidang permasalahan hukumnya, pembahasan
dilakukan berdasarkan katagorisasi jenis-jenis
sumber alam yang terdapat di wilayah pesisir dan
lautan, yaitu sumberdayaaam hayati, non hayati,
danjasajasalingkungan.

Pengaturan Pengelolaan
Sumber Kekayaan Alam

1. Pengaturan Pemanfaatan
Sumberdayalkan

Pengaturan tertinggi mengenai pengelolaan
sumberdayaikan terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan. Undang-
undang ini memperluas cakupan pengaturan
sebelumnya yang dirasakan kurang mampu
menampung perkembangan permasalahan yang
dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya ikan.
Pengelolaan sumberdaya ikan ditujukan untuk
tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi
bangsalndonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut
dilaksanakan pengelolaan secara terarah melalui
pengendalian pemanfaatannya dan pelestarian
sumberdaya ikan beserta lingkungannya. Ruang
lingkup pengaturan pengel olaan sumber dayaikan
meliputi ketentuan mengena:
a dat penangkapanikan
b. syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh

kapal-kapal perikanan,;
¢. jumlahikanyang boleh ditangkap dan jenis serta
ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;

d. daerah penangkapan sertamusim penangkapan;
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e. pencegahan kerusakan dan rehabilitas sumber-
sumber perikanan sertalingkungannya;

f. introduks ikanjenisbaru;

g. pembudidayaanikan dan perlindungannya;

h. pencegahan dan pemberantasan hama dan
penyakit ikan; dan,

I. hd-ha lain yang dipandang perlu untuk mencapai
tujuan pengelolaan..

2. Pengaturan Perlindungan
Hutan Mangrove

Mengingat fungsnyayang sangat penting dalam
memeliharaekos stem pantal sertaluasannyayang
samakinmenyusut, Satushukum hutan mangrovesudeh
dimasukkan keddam katagori kawasan perlindungan
setempat (Keputusan Presden Nomor 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung). Dalam
pelaksanaannya pemerintah propinsi memiliki
wewenang untuk menetapkan kebijakan dan
pengaturan pengelolaannya.  Sdanjutnya daerah
kabupatervkotamadyamenjabarkanlebih lanjut sesual
dengan kondis daerahnya masing-masing secara
terpadu dan lintas sektoral untuk kemudian
disosdisas kan kepada ssgengp anggotamasyarakd.

3. Pengaturan Perlindungan
Terumbu Karang

Sebaga mana hanyadengan hutan mangrove,
terumbu karang merupakan ekosi stem yang sudah
dilindungi oleh ketentuan hukum (Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya).
Perlindungan terhadap terumbu karang diperlukan
untuk mencegah berlanjutnya praktek-praktek yang
berdfat destruktif yang aken memerlukan waktu lama
untuk memulinkannya. Praktek-praktek pemanfastan
yang bersfat destruktif meliputi penangkapan ikan
dengan menggunakan bom, tenegalidrik, atau dengan
menggunakan racun telah diatur di dalam Undang-
Undang Perikanan.

4. Pengaturan Penguasaan Tanah Pantai
Daam pembicaraan sehari-hari, penggunaenkata
‘panta’ dan‘pesgr’ biasanyatidak sdldu dibedakan
bahkan tidak terlau dipermasaahkan. Waaupun
demikian gpabila ditinjau secarayuridis tampaknya
keduaidtilah tersebut harusdiberi pengertian secara
jelas. Pemaknaan kembali kedua istilah tersebut
dimaksudkan untuk menghindarkan keraguan atau
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ketidakpastian, baik dalam perumusan peraturan
meaupun dalam pe aksanaannya

Pantai adalah daerah pertemuan antara air
pasang tertinggi dengan daratan. Sedangkan garis
pantai adalah garisair yang menghubungkan titik-
titik pertemuan antaraair pasang tertinggi dengan
daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti
konfiguras tanah pantai/daratan itu sendiri.

Pesisir adalah daerah pertemuan antara
pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Ke arah
daratan mencakup daerah-daerah tertentu di mana
pengaruh lautan masih terasa (angin laut, suhu,
tanaman, burung laut, dsb). Sedangkan ke arah
lautan daerah pesisir dapat mencakup kawasan-
kawasan laut dimana masih terasa atau masih
tampak pengaruh dari aktifitasdi daratan (misalnya
penampakan bahan pencemar, sedimentasi, dan
warna air). Dengan demikian maka pengertian
‘pesisir’ mencakup kawasan yang lebih luas dari
pengertian ‘pantai’.

Dari kedua pengertian di atas dapat pula
dibedakan antara‘ tanah pantai’ dan’tanah pesisr’.
Tanah pantal addah tanah yang beradaantaragaris
air surut terendah dan garis air pasang tertinggi,
termasuk ke dalamnyabagian-bagian daratanmula
dari garisair pasang tertinggi sampali jarak tertentu
ke arah daratan, yang disebut sebagai sempadan
pantal. Dari pengertian tersebut yang mash menjadi
masal ah ada ah |ebar sempadan pantai yang harus
ditetapkan dan dibuat tanda-tanda batasnya agar
tampak jelasdi dalam kenyataan. Pasdl 1 ayat (6)
Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengel olaan
Kawasan Lindung, menyatakan bahwa: “ Sempadan
pantai adalah kawasan tertentu sepanjang
pantai yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi pantai.”
SdanjutnyaPasa 14 menyatakan bahwa “Kriteria
sempadan pantai adalah daratan sepanjang
tepian yang lebarnya proporsional dengan
bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100
meter dari titik air pasang tertinggi ke arah
darat”.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa
tanah pantal yang disebut sebagal * sempadan pantal’
secarayuridistelah memiliki satusyang jelasyaitu
sebagai ‘kawasan perlindungan setempat’. Status
hukum yang sama juga berlaku untuk sempadan
sungal yang lebarnya 100 meter di kiri kanan sungal
besar, dan 50 meter di kiri kanan anak sungal yang
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beradadi luar pemukiman. Sdanjutnyauntuk sunga
yang melewati zona pemukiman |ebar sempadan
sunga yang diperkirakan cukup untuk pembangunan
jdaninspeks adalah antara 10 -15 meter (Pasal 16
Keppres 32 Tahun 1990).

Selanjutnyayang agak sulit untuk ditetapkan
batasnyaadd ah pengertian tanah pesisr. Wdaupun
demikian apabilatel ah ditetgpkan batastanah pantal
(misalnyadengan dibangun jdaningpeks ataujaan
umum) maka batas tanah pesisir akan tampak
denganjdas, yaitudimula dari jalan umum tersebut
ke arah daratan. Sebenarnya apabilatelah dibuat
jaan umum sebagal tandabatastanah pantai, maka
separuh persodan sudah dapat diatasi. Jalan umum
akan merupakan batas yang secara visual dapat
membedakan satus hukum ‘ tanah pantai’ dan ‘tanah
pesisir’. Berdasarkan peraturan yang berlaku, tanah
pantal (yang biasanyadigunakan ssbegal lahan tambek)
tidak dapat dibebani dengan hak milik, karena
merupakan tanah negarayang berfungs sebagal zona
perlindungan setempat. Dengan demikian maka
bagian-bagian tanah yang dapat diberi satus sebaga
hak milik dan atau hak-hak lainnyabaru dgpat dimula
dari batasluar taneh pantal, ataudimula dari jdanumum
ke arah daratan yang disebut sebagal tanah pesisir.

Masalah hukum yang paling menonjol di
wilayah pesisir adalah mengenal penguasaan tanah
pantai. Mélihat fungs ekologisnya yang sangat
penting, dapatl ah dimengerti bahwapengukuhan sta-
tushak atastanahnyatidak dapat dilakukan melalui
pensertifikatan berdasarkan atas hak terkuat yaitu
hak milik, wa aupun menurut pemahaman penduduk,
lahan yang sekarang merekatempati adalah lahan
hak milik merekaberdasarkan ketentuan hukum adat.
Oleh karenaitu pensertifikatan dengan hak-hak lain
(misanyaHGU, Hak Paka, atau HGB) diperkirakan
tidak akan dapat diterima oleh penduduk karena
dergatnyalebih rendah dari hak milik berdasarkan
hukum adat setempat. Apabila karena keadaan
tertentu harusdiberikan sertifikat hak milik, mekatanah
yang dgpeat diberikan satushak milik hanyadah bagian-
bagian tanah tertentu yang secaraturun-temuruntelah
digunakan sebaga lahan pemukiman penduduk.
W aupun demikian terlebih dahulu perlu ditetapkan
gyarat-syarat yang sangat ketat di dalam pemberian
sertifikatnya, agar tidak terlalu mudah untuk
dipindahtangankan atau dirubah tatagunanyasehingga
tidak sesual dengan peruntukannyamenurut Rencana
TataRuang Wilayah yang tdah mempunya kekuatan

hukum tetgo mddui pengundangannyadaam bentuk
peraturan daerah.

Untuk menjamin kondstens dan keadilan di
dalam pelaksanaannya, maka setiap bentuk
pemanfaatan tanah pantal harusdilandag dlehpringp-
prindp pengaturan ssbagal berikut:

a. Pringp Non-Pemilikan
(Non-Appropriation)

Telah dikemukakan di bagian terdahulu bahwa,
dengan pengecualian-pengecuaian yang sangat
terbatas, tanah pantai tidak dapat dibebani dengan
hak milik. Pengaturan demikian dimaksudkan supaya
tidak mengurangi kebebasan publik untuk dapat
menikmati bagian-bagian tertentu dari tanah pantai
sebaga kawasan pariwisstaatau kegiaan-kegiaanlan
yang dapat menambah sumber pendapatan adli
pemerintah daerah yang bersangkutan.

b. Pringp Terbukauntuk Umum
(Open Access)

Kebebasan publik untuk mendapatkan akses
gunamenikmati lingkungan pantal merupakanhak yang
gfanyauniversd. Olehkarenaitu pembangunanfisk
daam bentuk gpapun (misanyarumeah, villaatau ho-
tel) yang dilakukan di atastanah pantai hampir dapat
dipastikan akan menghambat kebebasan aksespublik
kelaut. Mengingat kenyataan bahwa semuaorang
hidup di atas pulau makasangat masuk aka gpabila
kebebasan setigp orang untuk memperoleh akseske
laut mendapatkan jaminan hukum yang kuat. Oleh
karenaitu Pemerintah Daerah harusmula mengambil
prakarsauntuk mdindungi kebebasan publik ini secara
terencana, konsgpsiond, dan dilaksanakan dengan
konssten. Sdah satu dternatif adalah dengan cara
membuat ja an sepanjang pantal sebagal batasvisud
antaratanah pantal dantanah pesigr. Denganadanya
jaan tersebut maka perkembangan pembangunan
sHanjunyagkanlebihmudehuntuk dkenddikan. Sdan
dari ituanggotameasyaraka padaumumnyaakanlebih
mudah melihat dan memahami arah kebijakan
Pemerintah tentang peruntukkan setigp zona yang
terbentuk karenaadanyajaan umum tersebut.

c. Prinsp Perlindungan K epentingan
Penduduk (Protection of Local I nterests)
K enyataan menunjukkan bahwabagian-bagian
tertentu dari tanah pantai telah digunakan sgjak
dahulu kalaoleh penduduk setempat secaraturun
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temurun, misalnya untuk perumahan atau untuk
pelabuhan perikanan nelayan. Kegiatan-kegiatan
demikian seharusnyamendapat perlindungan hukum
melalui pengaturan, terutama terhadap dampak
invas kekuatan ekonomi dari luar yang dapat
mengancam keberlanjutan dan ketentraman
penduduk setempat.

d. Prindp PrioritasManfaat Pembangunan
(Development Priority)

Sesual dengan konsep pembangunan yang
ditujukan untuk meningkatkan kesgahteraan rakyat,
makamanfaat ekonomi dari potens sumber-sumber
kekayaan alam wilayah pesisir dan pantai harus
diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat setempat. Tidaklah adil bila manfaat
ekonomi diraup oleh orang luar, sedangkan
penduduk setempat hanyamenjadi penonton sgja,
apalagi bilamenjadi korban penggusuran, walau
dengan aasan gpapun. Oleh karena itu manfaat
pembangunan wilayah pantai dan pesisir harus
diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan
penduduk setempat.

e. Prinsip Penataan Ruang
(Spatial Planning)

Pengaturan pemanfaatan tanah pantai dan
pesSr secararasond seharusnyadidahului dengan
rencanatataruang yang sudah memiliki kekuatan
hukum yang mengikat. Dengan demikian
penempatan setiap kegiatan pembangunan di setiap
bagian dari tanah pantai dan pesisir akan
memperoleh jaminan kepastian hukum sehingga
saranadan prasaranayang sudah adaakan terhindar
dari risko pembongkaran, antaralain karenaadanya
perubahan pilihan kebijakan yang dapat
mengakibatkan investas yang sudah ditanamkan
menjadi mubazir.

5. Pengaturan Permanfaatan
Jasa-jasa Lingkungan

Jasalingkungan adal ah komponen-komponen
biogeofisik yang pemanfaatan potens ekonominya
bersifat non-ekstraktif, seperti keindahan bentang
alam, iklim mikro, energi pasang-surut, angin, arus
dan ombak laut, bentukan-bentukan geologi,
peninggalan sejarah, dan sebagainya, yang
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Karena telah semakin terbatasnya alternatif
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pemanfaatan kekayaan dam yang bersfat ekgraktif,
maka pemanfaatan jasa-jasalingkungan merupakan
potensi ekonomi non-ekstraktif yang dapat
dimanfaatkan pada masa-masa mendatang.
Pemerintah daerah perlu segeramengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk mengamankan
potens jasa-jasalingkungan dari berbagai bentuk
gangguan yang dapat mengakibatkan perusakan
maupun penurunan mutunya.

K elembagaan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Lautan

Pembahasan mengenai mekanisme
kelembagaan merupakan implementasi dari
ketentuan substantif ke dalam kenyataan. Pada
tataran nasional. lembaga-lembagayang memiliki
kewenangan atas urusan-urusan yang menyangkut
pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam
wilayah pesisir dan lautan ditentukan oleh undang-
undang yang bersangkutan. Sedangkan penyerahan
urusan-urusan tertentu dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah biasanya ditetapkan melaui
keputusan menteri yang membidangi sektor yang
bersangkutan. Kewenangan atas semua jenis
sumber kekayaan adam, termasuk yang terdapat di
wilayah pesar dan lautan, diasumsikan telah terbagi
habi s kepada sektor-sektor. Secarakewilayahan,
ruang lingkup kewenangan setiap sektor jatuh
bersamaan (coinsidence) dengan wilayah negara,
artinya setigp menteri yang membidangi sektor
memiliki yurisdiks atasjenissumber kekayaandam
tertentu yang terdapat di seluruh wilayah negara.
Selanjutnyasektor-sektor yang bersangkutan dapat
menyerahkan urusan tertentu menjadi urusan-urusan
yang menjadi wewenang pemerintah daerah, baik
daerah propinsi maupun daerah kabupaten/
kotamadya. Dengan katalain penyerahan urusan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
merupakan kebijakan dari menteri yang
bersangkutan.

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan
lautan berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku
sampal saat ini sebagian besar merupakan urusan-
urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat.
Hal ini disebabkan karena adanya pertimbangan
bahwa belum adanya peraturan pel aksanaan yang
memerintahkan penyerahan urusan-urusan yang
berkaitan dengan wilayah pesisir dan lautan kepada
daerah. Keadaan ini hendak dirubah dengan
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lahirnyaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. Wdaupun demikian,
undang-undang ini pun masih menunggu peraturan
pemerintah untuk pelaksanaannya.

Secara teoritis, kewenangan sektoral
sebenarnyatidak perlu menimbulkan permasaahan,
gpdagi sampa menimbulkan benturan kepentingan.
Jenis-jeniskegiatan setigp sektor sudah ditetapkan
batasannya oleh peraturan perundangan tentang
pembentukannya, termasuk batas-batas wilayah
yurisdiks untuk pel aksanaan tugasnyayang meiputi
suruhwilayahnegara. Oleh karenaituklam-klam
teritorial secara eksklusif yang dilakukan oleh
sektor-sektor tertentu dapat dipastikan akan
melampaui wewenang yang telah diserahkan
kepadanya. Demikian pulaklaim-klaim fungsiona
maupun administratif tidak perlu dilakukan secara
unilatera karenaakan mengacaukan prindp-pringp
pembagian kerja setiap sektor. Secara mendasar
dapat dikatakan bahwa wewenang setiap sektor
merupakan visualisas dari kewenangan negara
sebagai satu kesatuan otoritas. Oleh karenaitu
dapat dismpulkan bahwa bahwa permasalaham
pembagian wewenang secara teritorial hanya
mungkin timbul apabila tidak dilakukan upaya
koordinasi antara sektor-sektor yang terkait.
Berdasarkan peraturan yang berlaku sampal szt ini,
kewenangan untuk mengkoordinasikan kegiatan
sektor di daerah berada pada pemerintah daerah
(Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinas Kegiatan Instang Vertikal di Daerah).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PESISSR MELALUI UPAYA HUKUM

Pengertian tentang pemberdayaan masyarakat
pessir mengindikasikan bahwamasyarakat pesisir
padasaat ini memang sedang dalam keadaan tidak
berdaya. Masalahnyaada ah sedang tidak berdaya
dalam menghadapi apa, dan apakah penyebab
ketidak berdayaannyaitu. Dua pertanyaan tersebut
perlu dijawab terlebih dahulu untuk dapat
menunjukkan dengan tepat bentuk-bentuk upaya
hukum yang relevan untuk memberdayakan
masyarakat pesigr. Masyarakat pesisr sedang tidak
berdaya, dan oleh karena itu pula mereka
memerlukan bantuan pihak luar, untuk menghadapi
tantangan yang mengancam kelangsungan hidupnya

(survival). Mereka tidak berdaya dalam
menghadapi tantangan alam yang tidak dapat
diatasinyadi tengah-tengah keterbatasan dternatif
penunjang kehidupannya. Karenatidak berdaya
makamerekamenjadi golongan masyarakat miskin.
Karenamiskin merekatidak mendapatkan hak akses
terhadap |lembaga-lembaga ekonomi yang dapat
menolongnya sebagaimana halnya golongan
masyarakat yang lainnya. Atau mungkin karena
sangat terbatasnya hak yang dimilikinyakemudian
merekamenjadi golongan masyarakat yang miskin.
Hak yang dimaksud adal ah landasan hukum untuk
menguasal komponen-komponen dam tertentuyang
terdapat di sekitar lingkungan hidupnya. Adaatau
tidak adanya hak yang dimiliki oleh masyarakat
pesisir atas sumber-sumber alam penunjang
kehidupannyaberkatan sangat erat dengan kemiskinan
yangdigdutinga Masdahini akendibahassecaralebih
menddam padabagian berikutini.

Pengertian hak adalah sesuatu yang dapat
dijadikan sebagal |andasan dari kekuasaan sesorang
untuk melakukan perbuatan tertentu, baik terhadap
barang tertentu maupun orang lain tertentu. Suatu
hak dapat diperoleh melalui upaya-upaya yang
dilakukannya atas prakarsa sendiri maupun
diperolehmeaui pemberian oleh pihak lain. Sebagai
contoh, hak milik atastanah dapat diperolen meaui
penguasaan secaraefektif (effective occupation)
atas suatu bidang tanah tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu pula. Penguasaan secara efektif
artinyamemiliki kemampuan secaraaamiah untuk
mempertahankan segalasesuatu yang telah berada
ddam penguasannyaitu terhadap tuntutan pihak lain
dan atau mampu meyakinkan pihak lain untuk
mengakui (recognition) bahwahaknyaitu memang
benar-benar ada. Perolehan hak secara alamiah
tersebut merupakan sendi-sendi hidupnyahukum
adat yang berlaku secara terbatas di lingkungan
masyarakatnya sendiri. Sedangkan hak yang
diperoleh karenapemberian pihak lain terjadi karena
tukar menukar atau jua beli dengan pihak lain, atau
diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk
memberikan hak tertentu kepada seseorang,
termasuk dalam hal addah Kepala Adat atau pejabat
negarayang teah diberi wewenang formd atasnama
negarauntuk memberikan hak tertentu atas sesuatu
kepadawarganegaranya.

Secara alamiah dan berdasarkan akal sehat
(common sense) masyarakat pesisir saling
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mengakui tentang adanyahak tertentu yang melekat
pada paraanggotanya, misanyahak atastanah atau
sumber damlainnya. Sebdiknyamerekamengakui
secara akal sehat bahwa sumber-sumber alam
tertentu tidak dapat dimiliki secara perseorangan
melainkan harusdimiliki bersamaoleh paraanggota
masyarakatnya. Walaupun hak-hak tersebut telah
diakui sebagai hak yang sangat kuat namun
legitimasinyahanyaberlaku secaraterbatasdi ddam
lingkungan kelembagaan merekasendiri. Haknya
Itutidak depat diberlakukan untuk memperoleh akses
terhadap kepentingan-kepentingan lain yang berada
di luar lingkungannya Sebagai contoh, karena
haknya tersebut tidak dapat dibuktikan melaui
sertifikat maka mereka tidak dapat memperoleh
akses terhadap kredit dari perbankan. Hak yang
dimilikinyatidak dapat dijadikan jaminan kepada
pihak-pihak di luar lingkungannyayang mensyaratkan
adanya pengakuan atas haknyamelalui bukti-bukti
secaraformd. Olehkarenaitulah masyarakat pesar
menjadi tidak berdaya untuk memperoleh akses
terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi yang
beradadi luar lingkungannya. Oleh karenaitu pula
merekamenjadi tertinggal sehinggatidak berdaya
untuk melepaskan diri dari lilitan kemiskinan yang
bukan mustahil harus diaaminyasdamahidupnya.
Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk
memberdayakan masyarakat pesisir adalah
memberikan hak secaraeksklusf berupapengakuan
resmi (formal recognition) atas hak-hak mereka
yang sangat diperlukan sebagai penopang hajat
hidupnya. Pengakuan formal berupasertifikas hak
atas tanah yang telah dikuasainya secara turun
temurun merupakan langkah awal untuk
memberikan kemampuan gunamemperoleh akses
terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi yang
beradadi luar lingkungannya. Pengakuan formal
tersebut hanyadapat dilakukan oleh pgjabat negara
yang memiliki kewenangan untuk melakukan
tindakan hukum demikian. Masalah yang dihadapi
untuk melaksanakannya adalah adanya kemauan
politik (political will) dari pemerintah karena
penerbitan sartifikat bukan merupakan hd yang sulit
bagi pejabat pemerintah. Dalam hal ini pemberian
sertifikat hak atas tanah merupakan upayahukum
yang dapat minimbulkan akibat positif berupa
pemberdayaan masyarakat pesisir di bidang
ekonomi. Dengan katalain pemberian sertifikat hak
atastanah akan samanilainyadengan memberikan
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kekuatan kepada masyarakat pesisir untuk
memperoleh akses terhadap kepentingan-
kepentingan ekonomi yang diperlukannya.

Apabila penduduk pesisir telah memiliki
sertifikat hak atas tanahnya, maka mereka akan
memiliki kekuasaan yang diperlukan untuk
mel akukan hubungan hukum yang seimbang dengan
pihak-pihak lainyang berasd dari luar lingkungannya
Hak atastanah yang diperolehnya secaraeksklusif
akan menjelmamenjadi suatu kekuatan yang mau
tidak mau harusdiakui oleh pihak lain karenatelah
memperoleh jaminan dari pemerintah atas nama
negara. Pemerintah tidak perlu memberi mereka
modal untuk membantu meningkatkan taraf
hidupnya, tapi berilah mereka pengakuan formal
berupa sertifikat hak atas tanah yang dapat
memberdayakannya sebagaimana halnya dengan
indrumen ekonomi. Perjanjian mengena pengadaan
lahan pertambakan pada masa-masa yang akan
datang tidak perlulagi dilakukan secaradi bawah
tangan atau sembunyi-sembunyi karenalahan yang
sebel umnya berstatus tanah negaratel ah berubah
status hukumnyamenjadi hak pakai atasnamapara
anggota masyarakat pesisir. Mereka tidak lagi
diperlakukan sebagai penyerobot tanah negara
melainkan sebagal pemegang hak yang sah. Sdlain
dari itu hasrat untuk menjarah tambak akan hilang
dengan sendirinyakarenaapabilamasih melakukan
penjarahan, makasertifikat hak atastanahnyatidak
akan adaartinya, baik bagi orang lain maupun untuk
dirinyasendiri. Parapenanam modal yang selama
ini merasa ketakutan akan timbul keberaniannya
untuk masuk lagi keddam bisnispertambakan karena
merasa lebih aman. Mereka akan merasa yakin
bahwa mereka sedang berhubungan dengan orang-
orang pesisir yang telah memiliki hak yang sah atas
lahan pertambakan dan bertanggungjawab untuk
menghargai hak-hak orang lain. Demikian pula
pemerintah akan mendapatkan sumber pemasukan
baru karena tanah negara yang dikuasainyatelah
berubah menjadi lahan produktif yang mampu
menjadi sumber penerimaan pgak dan retribus
sebagal pendapatan adi daerah.

PENUTUP
Dari uraiandi ataskiranyadapat dismpulkan

hal-hal sebagai berikut:
1. Fungs normahukum dalam pengelolaan wilayah
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pesisir dan lautan adalah untuk menciptakan
kepastian, baik bagi pemerintah maupun para
anggotamasyarakat, tentang apayang boleh dan
tidak boleh dilakukan dan gpayang diperkenankan
untuk dilakukan. Sedangkan peranan norma
hukum adalah sebagai pemeliharakeseimbangan
antaraberbagal kepentingan yang berbeda demi
tercagpainyatujuan yang dikehendaki bersama, yaitu
ketertiban.

2. Anggapan bahwa undang-undang sektoral
merupakan landasan utamabagi pel aksanaan tugas
dan wewenang departemen yang bersangkutan,
khususnya dalam pemanfaatan sumber-sumber
kekayaan dam pesiar danlautan, tidak seluruhnya
benar. Sebenarnya setiap undang-undang sudah
seharusnya diindahkan oleh semua aparat dari
departemen yang terkait, wa aupun rancangannya
diusulkan hanyaoleh satu departemen sgja. Oleh
karenaitu pengkgjian terhadgp rancangan peraturan
secara lintas sektora mutlak diperlukan sebaga
bagianintegra dari proses penyusunannya. Sikap
masa bodoh, apalagi memaksakan kepentingan
sektor sendiri (egosektord) harusdihindarkan, baik
pada tahap penyusunan peraturan maupun dan
terutamapadatahap pd aksanaannya

3. Pdlaksanaan semuaundang-undang sektord yang
berlaku saet ini (hukum positif) harusmengacu pada
ketentuan yang tercantum di ddlam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, kecudi urusan-urusan tertentu yang secara
eksplist ditetgpkan sebagal urusan yang menjadi
wewenang pemerintah pusat (bidang luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, fiskd danmondter,
agama, dan kewenangan lainyang mdliputi: kebijaken
umum mengena perencanaan dan pengenddian
pembangunan, danaperimbangan keuangan, Sstem
administras negara dan lembaga perekonomian
negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya
manusia, pemberdayaan sumberdaya dam dan
teknologi tinggi yang strategis, konservas, dan
Sandardisas nesond).

4. Apabila kita cenderung hendak menyimpulkan
bahwapengd dlaanwilayah pessr yang kurang efektf
Itu sebagian disebabkan karenakegaga an hukum
ddam mdaksanakan fungsnyassbaga pemdihara
kesaimbangan ekosstem pessr, maka dternatif
perbailkannya harus dimula dari pengintegrasian
sEmuaagpek yang terkait dengan pengddlaanwilayah
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pesisir kedalam proses penyusunan peraturan
sampal dengan mekaniame penegakan hukumnya.
Ddamhd inilah paragakehad der haruslebih proaktif
untuk berani menyuarakan kepentingannyaagar
pembentukan hukum secara substantif dapat
mengakomodad kan kepentingan danaspirad dari
kalangan yang | ebih [uas dan prosesnyabenar-
benar dimulai dari bawah (bottom—up).

5. Untuk memberdayakan masyarakat pesiar, meka
bagian-bagian tertentu dari tanah pantal yang
merupakan tanah negaraharusdirubah statusnya
menjadi Hak Pengel olaan yang beradadibawah
penguasaan pemerintah daerah. Selanjutnya
Kantor Pertanahan K abupaten/K otamadya, atas
nama pemerintah daerah, dapat mengel uarkan
sertifikat hak atastanah, yaitu Hak Milik untuk
lahan pemukiman dan Hak Pakai untuk lahan
usaha. Pemberian hak atastanah tersebut harus
bersfat eksklusf, artinyasertifikat hek atastanah
hanyadapat diberikan kepadapenduduk sstempat
yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan
yang berlaku. Hak yang diberikan secaraeksklusf
inilah yang kelak akan menumbuhkan kekuatan
ekonomi yang diperlukan oleh masyarakat pesisir
untuk memberdayakan dirinya sendiri guna
melepaskan diri dari lilitan kemiskinan.
K ehijaksanaen untuk meanjutkan Satustanah pantal
sebagal tanah negaramerupakan kebijakan yang
tidak produktif karena tidak ada pihak yang
memperoleh manfaat ekonomi secara sah
daripadanya Sebdiknyamdaui pemberian Satus
hak milik atau hak pakai atastanah pantal secara
eksklusf kepadapenduduk sstempat akan menjadi
dasar bagi pemungutan Pgjak Bumi dan Bangunan
danretribug dari berbagal kegiatan produktif sebagal
sumber pendapatan adi daerah.

6. Langkah awal yang disarankan untuk segera
dilakukan add ah pengesshen datushukum Rencana
TataRuang Wilayahmedui penerbitan peraturan
daerah agar memiliki kekuatan hukum yang
mengikat, baik terhadagp pemerintah, duniausaha,
maupun anggotamasyarakat. Pengesshan Rencana
TaaRuang Wilayahyang memuat zonalindung den
zona-zonabudidayamerupakan wadah dan arahan
bagi berbaga kegiatan pembangunan dan sskdigus
akan berfungs sebagal pintu gerbang menuju
pemberdayaan potend ekonomi masyaraka pesgr.
Semoga
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FakultasPerikanan dan | Imu K elautan
I nstitut Pertanian Bogor

FUNGSI PENGELOLAAN WILAYAH

PESISIR (Menurut Cicin-Sain dan Knecht,

1998)

a. Perencanaanwilayah

b. Pengembangan pembangunan ekonomi

c. Pemdiharaan sumberdayadam

d. Penyelesaian konflik

e. Perlindungan keselamatan masyarakat

f. Pengaturan hak pengelolaan |ahan dan perairan
umum

Perencanaan Wilayah

- Pengkgian lingkungan pesar dan pemanfagtannya

- Penentuan zonas pemanfaatan ruang

- Antisipas perencanaan dan perencanaan jenis
pemanfaatan yang baru

- Pengaturan proyek-proyek pembangunan pesisir
dan kedekatannyadengan garis pantal

- Penyuluhan masyarakat untuk apresias terhadap
kawasan pesisir dan lautan

- Pengaturan akses umum terhadap pesisir dan
lautan

Pengembangan Pembangunan Ekonomi

- Industri perikanan tangkap

- Perikanan rakyat

- Wisatamassal dan ekowisata, wisatabahari

- Perikanan budidaya

- Perhubungan laut dan pembangunan pelabuhan
- Pertambangan |epas pantai

- Pendlitian kelautan

- Aksesterhadap sumberdayagenetika

Pemeliharaan Sumberdaya Alam

- Pengkajian kondis dan dampak lingkungan

- Penyusunan dan penergpan baku mutu lingkungan

- Perlindungan dan perbaikan kuditasair

- Penetapan dan pengel olaan daerah perlindungan
laut
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- Perlindungan keanekaragaman hayati laut

- Konservas dan restoras ekosistem pesisir dan
laut (terumbu karang, mangrove, tanah basah,
padang lamun danlain-lain)

Penyelesaian Konflik

- Pengkajian anekaragam kegiatan pemanfaatan
ruang atau sumberdaya dan interaksi antar
berbagai bentuk kegiatan pemanfaatan

- Penergpan berbagal metode penyd esaian konflik

- Pengurangan dampak negatif sgjumlah kegiatan
pemanfaatan

Perlindungan K eselamatan M asyar akat

- Penghindaran bahayaterhadap bencanadam dan
perubahan global

- Peraturan untuk kawasan-kawasan berbahaya
dengan caramenetapkan “ set back lines’

- Pembangunan perlindungan pantai

- Penyusunan rencanaevakuas atau contingency
plan untuk keadaan darurat

Pengaturan Hak Pengelolaan Lahan dan
Perairan Umum
- Penetapan sewa dan pajak untuk penggunaan
sumberdayadan ruang milik umum
Penetapan kerjasama untuk memanfaatkan
sumberdayatidak dapat pulih

Kerangka Pemikiran Perencanaan (Logical
Framework)

- Tujuan pengelolaan

- Issue-based management

- Peluang sukses

- Penyebab-akibat-strategi

- Input-output-outcome-impacts

- Proses partisipatif dan stakeholder utama

- Keterpaduan dan dual track approach

- Sustainability dari manfaat dan dampak
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PENGKAJIANKEMBALI TERHADAP
PROFIL UNTUK MENENTUKAN ISU
YANG AKAN DITANGANI DAN
PERUMUSAN STRATEGI
PENANGANANNYA

Dasar Pemilihan isu yang akan Ditangani

- Cakupan masalah : sebaran dampak, skaawaktu,

skalageografi, skalasosa

- Kgpaditasuntuk mengel olasumberdayamanusia,

dana, waktu dan hukum/kewenangan
- Peluang sukses

Penentuan Strategi Pengelolaan
- Logical framework dan asumsi

- Perumusan berbagal dternatif Srategi pemecahan

permasal ahan yang akan ditangani
- Penentuan strategi
menimbulkan konflik (baru)
- Keberlanjutan efektivitas strategi yang dipilih
- Siapamelakukan apa?

- Sumberdaya pengelolaan dari luar : tenagaahli,

dana, teknologi, program

Penentuan Indikator Keberhasilan
Pengelolaan

Sangat erat kaitannyadengan tujuan umum dan
tujuan khusus pengelolaan

- Indikator proses (pelaksanaan program)

- Indikator dampak

- Indikator dampak antara

- Basdinedatatentangindikator pilihan

Beber apa K endala dalam Pener apan
Pengelolaan Pesisir Ter padu

- Konsekuens process-oriented program
- Keterbatasan sumberdayamanusa

. efektif dan efisien, tidak
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- Orientas PROY EK versus PROGRAM
- Sustainability dampak pengelolaan
- Kebutuhan EKONOMI jangka pendek versus

upayaK ELESTARIAN

- KOMUNIKASI antar stakeholder
- Dinamika sosia mempengaruhi kestabilan dan

konsstens dukungan politik

Beberapa Saran Agar Upaya Pengelolaan
Pesisr Dapat Sukses

- Prosesawd aauinigas dimula dari yang kecil den
mudah dulu : learning period dan pembentukan
working group dengan team work yang utuh

- Pembangunan pemahaman masyarakat terhadap

Isu (permasd ahan) dan kondis sumberdayaaam
yang dimanfaetkannya

- Berkonsultas dengan pihak-pihak yang kompeten
- Membangun pendukung atau konstituen

- Membangun keterpaduan antar lembaga

- Memanfaatkan dan membangun enabling con-

dition : potens lokal

- Membangun kapasitas pemberdayaan masyarakat

dan lembagayang ada

- Meneragpkan pendekatan partisipatif
- Menerapkan adaptive management, continuos

monitoring dan self evaluation, learning cul-
ture

- Melaksanakan early actions

- Mdakukan pengkgianilmiah

- Membangun dukungan dari sstem politik
- Menentukan waktu yang tepat

- Strategi pengel olaan tidak semata-mata

konservas

- Memanfaatkan dari upaya-upayalanyang pernah

dilakukan
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L esson-learned Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu
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DR.IR.BUDY WIRYAWAN, M .Sc
Proyek Pesisir PK SPL IPB. MessUNILA
Email : budyw@indo.net.id

PENDAHUL UAN

Wilayah pesisir merupakan pertemuan antara
duafenomena: laut dan darat. M erekamenujukkan
perbedaan dua duniadengan perbedaan floradan
fauna. Wilayahini secaraekologi tidak dapat berdiri
sendiri, karenatergantung padakesetimbangan yang
ada antara berbagai e ement alam, seperti : angin
dan air, batu dan pasir, flora dan fauna, yang
berinterakg membentuk ekosstem pesisr yang unik.

Kompleksitas wilayah pesisir sebagai multi-
use zone menuntut adanyaupaya-upayapengd olaan
secara terpadu dengan tahapan yang jelas, yaitu
mengikuti Sklusprogram (policy cycle). Skluspro-
gramini dimula denganidentifikas dan pengkgian
isu (issue identification and assessment) (Olsen
et al, 1999).

Siklus program pengel olaan wilayah pesisir
terdiri dari :

(2) Identifikas dan pengkgianisu

(2) Persigpan program

(3) Adops program secaraformal dan penyediaan
dana

(4) Pelaksanaan Program

(5) Evdues

Pengdamangloba maupunregional menunjukkan
bahwa program pengel olaan wilayah pessr menjadi
‘matang’ setel ah menyed esalkan secaraberturut-turut
beberagpasiklus program tersebut. Satu sklus dapat
membutuhkan waktu 8-15 tahun.

Pengelolaan wilayah terpadu (Integrated
Coagtal Management/ ICM), ddam pd aksanaannya
mencakup keterpaduan Sistem, Fungs dan Waktu.
Sehingga oleh Cicin-Saun dan Knecht (1998)
didefiniskan sebegai berikut :

‘ICM is a process by which rational deci-
sion are made concerning the conservation and
sustaibable use of coastal and ocean resources
and space. The processis designed to overcome
the fragmentation inherent in single-sector man-
agement approaches (fishing operations, oil and

gas development, etc.), in the splitsin jurisdic-
tion among different levels of government, and
in the land-water interface’

Oleh karenanya, secaragaris besar beberapa
tugasprogram ICM adalah:
- Menyebarkan informas dan peningkatan
kepedulian masyarakat
- Mengembangkan perencanaan tata ruang yang
tepat dan efektif
- Mengantisipas pengaruh-pengaruh yang
bersumber dari daratan
- Mengembangkan aturan-aturan yang tepat.

Bebergpaunsur-unsur prospektus pel aksanaan
program pengd olaen pessr ddam eractonomi daerah,
yatu:

- Desentrdisas dan otonomi daerah (UU N0.22/1999

dan UU No0.25/1999)

- Kelembagaan di tingkat nasond yang mendukung
(DKP)

- Pengalaman Lampung daam program ICM, sgiak
1998

- Kehendak berbagal pihak untuk bermitra (stake-
holders)

Kegagalan program ICM umumnyaterletak
padatahap implementasinya, yang sangat ditentukan
oleh:
- Kebijakan-kebijakan yang jelas

- Konsstens aturan yang dijalankan

- Sumberdaya pel aksanayang terlatih dan
berpengaaman

- Partigpas masyarakat yang optimal

- Anggaran/danayang mencukupi

- Keterpaduan antar sektor dan antar tingkat
pemerintahan yang efektif.

PROFIL WILAYAH PESISIRLAMPUNG
Potens ekonomis penting Wilayah Pesisir
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Lampung, antaralain:

- Kehutanan (TNWK, TN BBS, CA Krakatau dan
Tambling) dengan wilayah konservas 12,8 %

- Pariwisata bahari (ekowisata), dengan potensi
obyek wisatadi teluk Lampung (18 obyek)

- Produksi perikanan 190.441 ton (13.311 ton
ekspor dengan nilai US$ 116 juta), mutiara
~500.000 butir/tahun

- Pertambangan minyak

- Trangportasi laut : Ferry 48 trip/hari dan Con-
tainer 70.000/tahun, dll.

Luas perairan pesisir Lampung, termasuk
wilayah 12 mil laut, adalah : 16.625 km2
(Pemerintah Propinsi Lampung, 2000). Wilayah
pessr Lampung yang mempunyal garispanta 1105
km (CRMP, 1998) dengan 184 desa pantai (114
000 Ha), merupakan pusat-pusat kegiatan manusia
Aktifitasekonomi di wilayah ini yang utamaantara
lain : kepel abuhannan (penumpang, petikemas, dan
perikanan), pabrik, perikanan dan pariwisstamasd,
sehinggaterjadi pengrusakan habitat karenaaktivitas
manus atersebut.

Terlihat nyata, bahwa* Kecenderungan yang
ada saat ini dari perubahan ekosistem di wilayah
pesSr addah terjadinya penurunan kepasitasjangka
panjang dari sstemini untuk menyediakan manusia
dengan suatu kualitas hidup yang cukup dan

menghaslkan kesgahteraan yang langgeng” . Bebergpa
indiked tdahterlampauinyadayadukung atau kgpeditas
keberlanjutan dari ekosistem pesisir, seperti
pencemaran, tangkap lebih (over fishing), degradas
fisgk habitat dan doras pantai telah terjadi beberapa
kawasan pesdr di Lampung.

Kerusskan habitat pessir, seperti di Pantal Timur
Lampung (270km), sHain dissbabkan den sshabdami
(eros pantal), jugadiaksderas dengan penebangan
tanaman pelindung pantai (mangrove) dan konvers
lahan pantal secarabesar-besaran, sertapencemaran
limbah domestik dan industri. Dengan adanya
peningkatan kegiatan* pembangunan”, makawilayah
pessryang merupakan habitat primer manusia yang
seharusnya menjadi semakin baik, tetapi justru
pengembangan wilayah pessir menuju kearah yang
menyebabkan degradas habitat. Alhasil, wilayahini
sarat dengan konflik pemanfaatan dan konflik
kewenangan.

Masdah eros di Pantai Timur Lampung tidak
bisa dipisahkan dengan sedimentasi (deposisi
sedimen), adalah suatu prosesdami padaawanya.
Tetapi prosesini sering menyebabkan konflik dengan
kepentingan di daerah pantai. Konflik tersebut akan
menjadi besar, gpabilaaktifitas manusamenambah
cepatnya lgju eros pantal, seperti mengadakan
manipulasi-manipulasi di daerah panta yang
sebenarnyamerupakan usahaproteks daerah panta,

FRTA
AEBANAR HADITAT QAN
DARINA-DAENEAH RAMAN RAKIIR
EFRaK&RA M. DA PIRG E RO AR
FESIEIR LAWFUHG

Gambar 1. Interpretas CitraLandsat Pantai Timur
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Gambar 2: DASdan Indugtri di Lampung

tetapi dampak negatifnya lebih besar dari tujuan
awalnya. Tidak jarang, bahwa proses erosi
diperparah secara langsung, dengan adanya
pengembangan atau “pembangunan” di daerah
pantai (shorefront-development) yang tidak
mempertimbangkan lingkungan. Sudah merupakan
ha yang umum, seperti penebangan mangroveyang
berlebihan untuk pertambakan udang di Lampung
(kKhususnyapantai timur). Ekploitas mangrovesdan
akan mempercepat eros, jugatelah menyebabkan
intrusi air laut. Sedimentas yang menyebabkan
adanyatanah timbul di beberapatempat di Pantai
Timur telah menyebabkan konflik pemilikan [ahan,
karenagtatuslahan dan 9sem hukumnyabdumjeas.

Upaya-upaya untuk menekan lgju eros pun
telah dilaksanakan oleh Kanwil / Dinas K enutanan
dengan program reboisad tanaman pelindung pantal
(mangrove), namun kendalakeberhasilan dari pro-
gram reboisas mash besar. Pantai Timur saat
sekarang hanyatersisa sekitar 2000 hamangrove
dari jenis Avicennia dan Rhyzophora. Dinas PU
Pengairan telah membuat percontohan
penanggunlangan eros pantal di MuaraGading Mas,
Lampung Timur, dengan * modd hard-structure
sederhana untuk 150 m panjang pantai.
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KERANGKA RENCANA KERJA DALAM
PEMBUATAN RENCANA STRATEGIS
PENGELOLAANPESISIR

Vig Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung
yang telah disgpakati bersama, addah: “ Terwujudnya
pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang
didukung oleh peningkatan kualitas sumberdaya
manusia, penaatan dan penegakan hokum, serta
penataan ruang untuk terwujudnya peningkatan
kesg ahteraan rakyat”

Sedang Vis Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di
Lampung, addah: “Terwujudnyapenged olaan pulau-
pulau kecil dan lingkungan perairan sekitarnyasecara
adil dan lestari yang berbasis masyarakat untuk
meningkatkan kesg ahteraan masyarakat setempat”

Suatu rencanadrategisdapat dilakukan dengan
berbagai cara. Dijabarkan di bawah ini sebuah
contoh pengorganisasian yang mungkin dilakukan
dengan menggunakan isu-isu pesiSr sebagal fokus
pengelolaan yang utama. Apakah kitamemakal “isu-
isu”, “ ancamanancaman” aautitik pangkd yanglain
ddamrencanatersebut, pengorganisasanrencanaitu
harussedemikian rupasehinggaterdgpat ssbuah logika
yangsangat nyaa, yang menghubungkanisu-Hisu (atau
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ancaman-ancaman) dengan sebab-sebab (atau faktor
yang mendukung, dsb.), kebijakan-kebijakan dan
drategi yang disrankan. Bahkan ddam ssbuahrencana
drategisyang ringkas, harudah jdaskepadapembacal
penggunamenggpadrategi-drategl yang diusukanyang
dipilih dan bagaimana semua hal itu dapat
mempengaruhi kondisi-kondis yang mendukung
kepadaisu (atau ancaman) wilayah pessr.

| SU-1SU

M asalah-masal ah atau isu-isu adalah suatu
rencana yang bermanfaat untuk memfokuskan
sebuah rencanadrategis. Secaradternatif, kitadapat
memulai dengan sasaran-sasaran, tujuan-tujuan,
ancaman-ancaman, pel uang-pel uang atau beberapa
titik pangka yang lain. Orang lebih menyukai “isu-
isu” terutama karena kebanyakan orang lebih
terangsang dan terpikat oleh“ masdah-masdah” atau
“isu-isu” daripada sasaran-sasaran atau tujuan-
tujuan. (Tentu sgja, sebuah fokus pada isu tidak
mendahului pemanfaatan sasaran-sasaran atau
tujuan-tujuan. Keduanyadapat dipadukan.)

Bagamanaisu-isu dapat ditentukan? Sayalebih
sukamenentukanisu-isu sebaga kondig-kondig hasil
akhir atau dampak yang orang-orang ingin ubah.
Mengapahd ini penting? Pertama, hd itutidek terldu
kdiru. Misalnya, “ ketiadaen sebuah rencanamangemen
sumberdaya pesisir” bukanlah suatu “isu” menurut
defigni ini. Rencanamangemen sumber dayapessr
dapat, biladengan hati-hati dirancang dan ditergokan,
meningkatkan rencana-rencanapesisir, tetapi itulah
cara-cara untuk mencapa sebuah tujuan (misanya
kondig-kondis habitat yang membalk, meningkatnya
keragamanbiota) daripadassbuahtujuanitusendiri.
Kedua, kondisi-kondisi hasil akhir kurang
kontroversial. Dalam proses keikutsertaan
masyarakat, banyak orang lebih senang berbicara
tentang sebab-sebab permasalahan, seperti
pengambilan ikan atau reklamasi secaratidak sah
karena diskusi-diskusi tentang sebab-sebabnya
lebih memudahkan mereka untuk melemparkan
tudingan. Tetapi jika seseorang perlu menetapkan
sebuah rencanadrategisdengan kel ompok-ke ompok
masyaraka, merekaharushati-hati ddammdemparkan
kesd ahan awa padakondis-kondis buruk wilayah
pessr dalam proses perencanaannya. Adalah lebih
mudah memperoleh persetujuan dari wakil-wakil
instans, warga, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) dan para pelaksana pembangunan sehingga
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kepunahan atau kehancuran batu karang menjadi
sebuahisu dari padamendapat persetujuan sehingga
permasal ahannyaadal ah penggundulan hutan dan
penyiapan lahan secara besar-besaran - yang
menimbulkan eros yang memunahkan batu-batu
karang. Di sampingitu, kepunahan batu karang dan
dampak-dampak yang berkaitan terhadap pencarian
ikandi wilayah-wilayah terumbu karang telah dapat
diduga oleh mereka yang memerlukan verifikas
empiris.

Separti tdah sayatunjukkanddam diskus-diskug
kita, “ancaman-ancaman” pesiSr dapat puladipakai
sebaga suatu kerangkapengorganisasan. Kedalam
ancaman-ancaman dapat jugadimasukkan bebergpa
akibat (seperti habitat yang rusak, mutu air yang
tercemar) dengan faktor-faktor penyebab (misanya
praktek-praktek reklamasi atau tidak adanya
koordinas antar-instans pemerintah.) Apakah kita
memaka “isu-isu” aau “ancaman-ancaman” atau
beberapartitik pangkal yang lain tidaklah sepenting
seperti menunjukkan hubungan-hubungan antarai su-
isu, sehab-sehab dan pilihan-pilihen Srateg.

Jadi 1su pengelolaan pesisir (management is-
sues) adalah netral atau dapat diartikan sebagai
permasal ahan yang sifatnya negatif (buruk) atau
positif (baik). Suatu isu negatif, jikaisu tersebut
dibiarkan atau tidak ditangani akan memberikan
dampak negatif terhadap kuaitaslingkungan atau
kesgjahteraan masyarakat. Sebaliknyaisu positif,
gpabiladitangani akan memberikan dampak positif
terhadap lingkungan atau menyebabkan peningkatan
kesg ahteraan masyarakat.

Daam andliss KEKEPAN (Swot), isu-isu
pogitif dapat dibedakan menjadi kekuatan (srength)
dan peluang (opportunity), sedang i su-isu negatif
dapat dibedakan menjadi kelemahan (weakness)
dan ancaman (threats) (Bryzon, 1995). Namun
demikian, ddamidentifikad isu, daftar isu didomines
olehisu negatif, karenamanusiamempunyai sifat
berkeluh-kesah.

PENYEBAB-PENYEBAB

Untuk sebuah rencanadrategisbiasanyalazim
menyebut kegiatan-kegi atan pemanfaatan tanah dan
ar yang mendukung masdahtersebut. Limbah-limbeh
indudtri dan tempat-tempat pembuangan ar yangtidak
terpdihara merupakan dua penyebab yang jdas di
sebagianbesar katadi Indonesa. Biasanyatidak perlu
dinyatakan betapa besarnya dampak setiap jenis
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limbah tercemar bagi kemerosotan mutu air dalam
sebuah rencana srategis. Addah memadai dengan
mengendi dan menggolong-golongkan sumber-
sumber utamaracun (toksin) dan bakteri (patogen).
Namun sebel um menginvestas kan milyaran rupiah
ke daam pembangunaningdas perawatan limbah,
adalah bijaksana untuk memperkirakan seberapa
besar investas masyarakat itu memiliki dampak yang
bermanfaat kepada mutu perairan pesisr. Kadang-
kadang ada manfaatnya memasukkan bagan-bagan
sebab-akibat untuk menunjukkan, misanya, sebergpa
jauh kegiatan reklamasi merusak habitat dan
berpengaruh kepadapenduduk. Berbagal penyebab
timbulnyaisHsuitu, seperti lenygpnyahabitat mangrove
(bakau) bervarias dari satutempat dengan tempat yang
lain. Misalnya, penebangan mangrove untuk
kepentingan pembangunan mungkin merupakan sebab
utamadi satu tempat, sementarakonvers mangrove
untuk budidayatanaman danikan di kawasan pantai
mungkin menjadi penyebab di tempat yang lain.
Mengendi tempat-tempat di manaisu-isu berbeda
timbul adal ah satu caramengendi merekayang ikut
sertaddamidentifikas isuyang Andadengar menjedi
kepedulianmereka

SEBAB-SEBAB YANG MENDUKUNG

Tdahdirumuskan sebab-sebab yang mendukung
(atau sekunder) seperti kegiatan-kegiatan atau
keadaan-keadaan yang secara tidak langsung
mendukung kondig-kondis yang merugiken. Misanya,
pertumbuhan penduduk di kawasan pantai bukanlah
penyebab langsung dari penurunan kuditasair di
kaweasanpesigr, tetgpi jikatidak dibengunfasiitaslimbeh
buang untuk mengakomodas kan penduduk barumaka
kondis mutu air dapat menurun. Adalah dalam
pengertian ini tingkat pertumbuhan penduduk
dirumuskan sshaga “ sebab yang mendukung’ . Banyak
sebab-sebab pendukung bersfat adminigtratif. Tanpa
penegakan hukum di kalangan pejabat pemerintah,
saranaumumyangtidek memeda, danlain sshegainya,
dapat membuat permasd ahan lebih buruk.

Addah tindakan yang balk untuk mengendi
indang-indang manayang bertanggung jawab untuk
“menangani” kegiatanrkegiatan yang menimbulkanisu
dan menentukan mutu keefektifan mangemenyang
ada. Sementara banyak pengameat dapat menganggap
mang emen yang ada sebagal tidak mampu, addah
penting untuk secarabebasmengecek menggpaingdang
yang bersangkutantidak berkemampuan.
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Sementara masyarakat dapat mengangggap
departemen yang mengurus sektor perikanan sebaga
bermutu rendah dalam ketidakmampuan atau
ketidakinginan mereka untuk menghentikan
pengeboman ikan, dari sudut pandang instand yang
bersangkutan. Adaah mungkin kelangkaan kapa
dan tenagapenegak hukum atau peraturan-peraturan
yang tidak berdaya merupakan sebab-sebab “yang
nyatd’. Sampa ke batas bahwa tim perencanaan
CRMP dagpat mengendi masdahrmasdah mangemen
yang Spesifik, makagtrategi-drategi dapat disesuaikan
untuk memecahkan masdah-masaahini.

LOKAS

Adaahtindakan yang baik untuk mengetahui di
manaisu-isu (ancaman-ancaman) tersebut muncul.
Sebuah peta sederhana yang disertakan dalam
dokumen, sebagal damat isu, akan dapat membantu.

DAMPAK

Sehughisuatau ancaman menimbulkan dampak-
dampak. Dampak-dampak jenis pertama seringkali
berupadampak lingkungan. Misanya, pengendapan
yang meningkat dapat merusak terumbu karang.
Kemusnahan dan kerusakan karang mengurangi
keragaman biota. Dampak-dampak keduaacapkali
bergfa ekonomi dan sosd. Berkurangnyakeragamen
biotamengurangi ketersediaanikan bagi kaumndayan,
sedang penghasilan merekaberasd dari penangkapan
ikan. Hal itujugadapat menekan minat turisdengan
akibat kerugian bagi mereka yang kehidupannya
tergantung padapariwisata. Sampal batasitu adalah
mungkin untuk mengetahui dampak karena
berkurangnyakeragaman biota, hilangnyapendapatan
atau kerugian bersfat ekonomi bagi bidang usaha,
perlunyacampur tangan (dalam hd ini dalam bentuk
drategi-strategi untuk mengurangi eros) dilakukan
sehinggajaunlebindramatis

KEBIJAKAN

Daam konteks rencana strategis ini, suatu
kebijakan adalah suatu pernyataan yang
menunjukkan program apayang diharapkan dapat
tercapai dan strategi-strategi adalah yang
menunjukkan bagaimana Anda bertindak untuk
mencapainya. (Cara lain untuk menyatakannya
adal ah kebijakan-kebijakan yang menunjukkan ke
manaprogramnyamengarah, srategi-strategi yang
menunjukkan jalan yang harus diikuti dan
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sumberberdaya-sumberdaya spesifik yang
dibutuhkan bagi strategi-strategi yang menunjukkan
jumlah “bahan bakar” yang dibutuhkan untuk
mendorong Andaketujuan-tujuan Anda). K ebijakan-
kebijakan akan berdfat goesfik. M enetapkan suatu
hari untuk pencapaian adal ah tindakan yang baik,
tetapi hari-hari tidak harusdisertakan jikahd itutidak
redigis.

STRATEGI-STRATEGI

Strategi-strategi adalah komponen kunci dari
rencanastrategis. Hal ini menunjukkan bagaimana
kondis-kondis pessr diperbaki. Hubungan antara
pilihan strategi dan penyebab-penyebabisu dapat
menjadi jelas. Secara jelas terdapat banyak cara
untuk memeriksakondis-kondis penyebab. Ddam
pel aksanaan suatu rencana strategis, sayamelihat
manfaat untuk mempertimbangkan rencana-rencana
sebelumnya, berbicara dengan para pakar dan
bertukar pikiran dengan paraperencanalannyauntuk
mengendi jgaran Srategi yang mungkin untuk setigp
penyebab. Misalnya, memperbaiki mutu air
kawasan pesisir dapat melibatkan jgjaran strategi
yang meliputi sejak dari program-program
pendidikan umum yang relatif tidak masuk akal
sampai kepada pembangunaninstalas penanganan
tempat pembuangan limbah. Tantangannyaadalah
untuk mengenali kombinas strategi-strategi yang
praktisbernilal efektif yang dapat diterapkan pada
waktu pd aksanaan. Pilihan Srategi-rategi find akan
bersfat spesifik berkaitan dengan instang-instans
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan
perkiraan biayanya. (Yang idedl, instans-instansi
yang bertanggung jawab untuk pel aksanaan telah
dikonsultasikan lebih dahulu selama proses
perencanaan atau, lebih baik lagi, memiliki wakil-
wakilnyadi dalam tim.) Instans-instans jangan
dibuat terkeg ut dengan masuknyamerekake dalam
rencana tanpa sepengetahuan mereka sendiri.
Meakukan demikian akan merintangi pelaksanaan
rencana. (Penelitian menunjukkan bahwa
kemungkinan pelaksanaan yang efektif sangat
meningkat jikaingdand-instans yang diberi tanggung
jawab untuk pelaksanaan agar memahami
permasal ahan, bagaimanarencana dikembangkan
dan mengapa mereka ditugaskan mengemban
tanggung jawab.)
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Meringkas suatu daftar panjang strategi ke
dalam daftar yang singkat yang akan dimasukkan
ke dalam rencana dapat dipandang sebagai suatu
tugas teknis buat disempurnakan dengan
meneragpkan kriteriaeva uas dengan beberagpacara
yang cermat. Namun, kelompok-kelompok
masyarakat dan satuan-satuan tugasinstans juga
dapat bergunauntuk mengevauas Strategi-strategi
yang potensia. Adabermacam teknik pemrosesan
kelompok yang dapat dipakal bersama kel ompok-
kelompok untuk memperoleh bantuan merekadadam
mengevaduad pilihan-pilihan. (Daam bekerjadengan
kel ompok-kel ompok masyarakat dan satuan-satuan
tugasingand ada ah penting untuk diperjel asgpakah
berbagal peran-peran merekaberadadalam proses.
Apakah keberadaan merekadaamtim perencanaan
memberi merekaotoritasuntuk menciptakan pilihan
Srategi-drategi yang aktud?Biasanyatidak. Lebih
sering merekamemberi saran atau masukan kepada
pesertagpayang merekamintauntuk diberikan. dan
baga manamasukan merekaakan digunakan).

Bagian drategi addah kelemahan utama dari
kebanyakan rencanagtrategis. Begitu banyak rencana
berig “daftar panjang keinginan” dari Strategi yang
mungkin, semuanyamasuk akd, tetapi sedikit yang
dievauad dengan hati-hati berkenaan denganbiayanya,
penerimaanindang, kapagtasingand atau penerimaan
scarapalitis Memilihgrateg yang baik addahkeghlian
danseni. Di aassegd a-gd anyadiperlukan perhaian
yang cermat untuk “lingkungan penergpan” yang akan
menentukan gpakah rencanaterssbut akan berdampak
pogtif atau hanyakembai menjadi sebush lgporanyang
memenuhi rek.

PATOK DUGA

Patok duga terlihat ketika perencanaan-
perencanaan kunci dan tugas-tugas pel aksanaan
terjadi. Patok duga (kadang-kadang disebut “hasil
antara’) kadangkala dapat dispesifikasikan
setepatnya, tetapi lebih sering hal itu diperkirakan.
Salah satu nilai utama patok dugabukan mematok
orang pada sebuah jadwal (yang berpotensi
berubah-ubah), tetapi untuk Mengungkapkan secara
jelas langkah-langkah dan urutan-urutan sebuah
perencanaan dan proses pel aksanaannya.
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UNSUR KHASSEBUAH RENCANA
STRATEGISPENGELOLAAN PESISIR

ISU
K erusakan dan kepunahan habitat karang.

PENYEBAB

Pengeboman ikan dan jenisjenis penangkapan
Ikanyanglan; kerusskan karang karenapenggundulan
hutan, kegiatan-kegiatan reklamas lahendankegiatan-
kegiatan penyigpan lahan di wilayah dekat pantai;
kehancuran karenalego jangkar oleh kapal-kapal ..
SEBAB-SEBAB PENDUKUNG

Tidak adanya penegakan hukum terhadap
penangkapan ikan secaratidak sah dan tidak adanya
penegakan peraturan yang memadal di bidang
reklames.

LOKAS
Di gni diperlihatkan di Lampung, dan di
tempat-tempat lainberlangsung kemusnahan karang.

DAMPAK-DAMPAK

Penurunanvolumetangkgpanikan danlenygonya
penghad|an kaum ndayan; merosotnyape uang hidup
para penyelenggara kapal-kapal wisata dan para
pemanduwisata

KEBIJAKAN
Contoh 1: “Pelestarian terumbu karang.”
Contoh 2: “Perusakan dan pemusnahan lahan
dan pemakaianar yang merusak atau memusnahkan
terumbu karang.”

STRATEGI-STRATEGI

Strategi 1. Mendirikan suatu satuan tugas
untuk melahirkan program terumbu karang.
Daam satuan tugasitu termasuk wakil-wakil dari
indang kdlautan dan pelestarian yang utama, indang -
instansi perencanaan, wakil-wakil kelompok
pengguna/penggarap dan mungkin LSM-LSM
pelestarian pesisir (sebuah rencana strategis
termasuk memberi lebih banyak informas tentang
keanggotaan, bataswaktu, dan sebagainya.)

Ingtand yang bertanggungjawab: (Sgpayag
yang menghimpun sebuah satuan tugas seperti itudi
Lampung?)

Sumber-sumber daya: Wekil-wakil dari dari
(seberapabanyak ?)
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Instang, staf dari CRM P (?) ; 42,2 jutaru-
piah.

Strategi 2. Penegakan peraturan-peraturan
yang berlak terhadap penangkapan ikan secara
tidak sah.

Instans yang bertanggungjawab: ?

Sumber-sumber daya: 4 staf tambahan, 2
perahumotor.

Strategi 3: Mengembangkan suatu
pendidikan lingkungan dan kesadaran yang
menyeluruh untuk mengembangkan kesadaran
masyar akat tentang penting dan pekanya terumbu
karang, mangrove dan habitat-habitat pesisir
lainnya.

Instansi yang bertanggung jawab :
BAPEDALDA?

Sumber-sumber daya : Pakar pendidikan
masdah pesar.

HASIL AKHIR

Kurang dari 2% kerusakan atau kemusnahan
karang padaakhir 2001 (tingkat kerusakannyaakan
lebih sedikit dari tingkat kehancuran/kepunahanyang
sedang berlangsung).

SUATU CONTOH DARI RENSTRA
PESISIR LAMPUNG (PemdaProping
L ampung, 2000)

IsuD. Degradas Habitat Wilayah Pesisir
(Mangrove, Padang L amun, dan Pantai
Berpagr)

Habitat penting di sepanjang pesisir Lampung
meliputi mangrove, terumbu karang, padang lamun,
pantal berpasir dan hutan pantai. Pantal Barat hampir
seluruhnyadidominasi oleh pantai berpasir, hutan
pantai tipe Barringtonia, dengan sisipan tanaman
perkebunan rakyat, dan dataran rendah berhutan
Meranti (Dipterocarpacese) sebagai kel anjutan dari
Taman Nasiona Bukit Barisan Sdlatan (TNBBYS).
(Gambar 1)

D.1 Mangrove

Saat ini, vegetas mangrove di Pantai Timur
Lampung telah mengdami penurunan luasan. Lebar
luasan mangroveyangterssabervariad dari Ohingga
100. Hamparan vegetas mangrove di kawasan ini
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membujur dari daerah Way Sekampung bagian Sdaan

hinggake Utarasampal keperbatasan Taman Nasond

Way Kambas (TNWK). Konvers lahan untuk

budidayadan permukiman secarabesar-besarantelah

menyebabkan luasvegetas mangroved Pantal Timur

terdsahanyal.700 ha(CRMP, 19993, b).

Penyebab utamahilangnyamangroveaddah:

- Pembabatan dan pengulitan pohon mangroveuntuk
kayu/pengavet.

- Konverg lahenmangroveuntuk tamboek udang (sekitar
65.000Ha).

- Pengd daen patambekantidek barwawasanlingkungan

- Penggunaen tanah timbul menjadi tambak

- Pencemaran pantal (limbahindustri dan minyak)

- Urbanisas di Tduk Lampung

Akibat yang ditimbulkan addah:

- Penurunan lussan vegetas mangrove

- Penurunankuditasair

- Penurunan hasil tangkapan, terutama kepiting,
kerang, danudang

- Penurunan pendapatan penggunamangrove

- Erog panta mduaskarenapenurunanfungd dami
perlindungan pantal

SASARAN D.1-1: Peningkatan pemahaman
dan partispad masyar akat dalam pengelolaan
mangrove

Indikator D.1-1

- Meningkatnya pengelolaan mangrove berbasis
masyarakat yang berwawasan lingkungan dan
berkdanjutan

- Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola
mangrove

- Meningkatnya budidaya tambak berwawasan
lingkungan dan berkdanjutan

- Meningkatnyanila tambah ekogsem mangrove

Strategl D.1-1
Mengembangkan program pel estarian mangrove
berbas smasyarakat

- Meningkatkan kerjasamadaam penanggulangan
erod panta

- Mengembangkan program pengelolaan tambak
rakyat berwawasan lingkungan

- Membentuk kelompok masyarakat dan
meningkatkan perannyada am pengel olaan man-
grove
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SASARAN D.1-2 Rehabilitas mangrove

Indikator D.1-2

- Menurunnyaareal mangroveyang rusak

- Meningkatnya luas tanaman mangrove yang
ditanam dan dijagamasyarakat

- Meningkatnyahas| tangkapan nelayan baik jenis
maupun jumlahnya

Strategl D.1-2
- Mengembangkan program dan melaksanakan
rehabilitas mangrove bersamamasyarakat

- Membangun sistem monitoring dan evauas
terhadap kegiatan rehabilitas mangrove

- Mengembangkan program penelitian untuk
mendukung inigatif pengelolaan mangrove

- Membuat atau mengadopsi panduan praktis
pengelolaan mangrove dan mengadakan
bimbingan kepadamasyarakat

SASARAN D.1-3:Pemanfaatan tanah timbul
untuk jalur hijau

Indikator D.1-3

- Tidak adalagi penguasaan dan pengusahaan tanah
timbul oleh masyarakat

- Meningkatnyaluastanaman mangrovedi tanah
timbul yang tumbuh secara dami dan dijaga
masyarakat

Strategi D.1-3

- Penegasan terhadap status penggunaan dan
penguasaan tanah timbul

- Meningkatkan peran masyarakat ddam menjaga
keberadaan tanah timbul

B. Pantai Berpasir

SASARAN D.3.B-1: Pengelolaan pantai
ber pasir sesuai manfaat ekologi dan
ekonomi

Indikator D.3.B-1

- Adanyaupayaperlindungan pantai terhadap eros
secaraterpadu

- Adanya lokasi-lokasi perlindungan untuk

penel uran penyu yang disepakati bersama
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Strategi D.3.B-1
Mengembangkan program penanggulangan eros
pantal Secaraterpadu

- Soddisas dan standarisas konstruks bangunan
pengaman pantal

- Mengendaikan dan mengatur penambangan batu
hitam dan pasir bes

- Mengadakan inventarisas dan pemetaan lokas -
lokas peneluran penyu

Isu B. Rendahnya penaatan dan penegakan
hukum (dan rendahnyakualitasSDM Isu A)
Rendahnya penaatan dan penegakan hukum
tidak terlepas dari rendahnyakualitas sumberdaya
manusabak di kalangan masyarakat maupun aparat
penegak hukum yang berada di wilayah pesisir.
L emahnyapenaatan dan penegakan hukumini antara
lain tercermin dari sikap dan pengetahuan
masyarakat tentang hukum yang mash rendah,
khususnyayang berhubungan dengan UU No. 5/90
tentang konservas sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya, serta UU No0.23/97 tentang
pengd olaan lingkungan hidup.
Bebergpamasa ah yang sering muncul antara
lain banyaknya nelayan yang menangkap ikan
dengan cara-caramerusak seperti pengeboman atau
dengan potas (racun sianida), belum dipatuhinya
batas/jalur penangkapan yang telah dibuat, dan
banyaknya penebangan hutan mangrovedi daerah
sempadan pantai.
Dari sudut penegakan hukum masalah
pengeboman merupakan masalah yang kompleks,
baik ditinjau dari peraturan perundang-undangan
yang adamaupun saranadan prasaranayang dimiliki
penegak hukum yang sangat terbatas, sehingga
pelaksanaan patroli pengawasan tidak dapat
berjalan seperti yang diharapkan.
Penyebab utama rendahnya penaatan dan
penegakan hukum addah:
- Rendahnyakuditassumberdayamanugaterutama
yang berhubungan dengan pengetahuan nelayan
tentang hukum.

- Terlaudiutamakannyakepentingan sektord

- Tidak trangparannya proses pembuatan produk
hukum

- Terbatasnya sarana dan prasarana petugas
penegak hukum

- Mashlemahnya pelaksanaan sosialisas produk
hukum
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Akibat yang ditimbulkan add ah:

- Terjadinyakonflik kewenangan antar instand

- Menurunnyakeamanan laut

- Meningkatnya pengeboman dan penggunaan
jaringtrawl

- Terjadinyakonflik kepentingan antar pengguna
SDA wilayah pedsr,

- Berkurangnya hutan mangrove karena ulah
manusa

- Reklamasi pantai yang tidak berwawasan
lingkungan, dantidak dilengkapi studi AMDAL
yang bak

- Pdanggaran proses perizinan oleh petambak besar
(perusahaan)

- Pencemaranair laut

SASARAN A-3: Peningkatan partisipas
aktif masyar akat dalam pengelolaan wilayah
pesisir terpadu

Indikator A-3

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan wilayah pesisir mulai proses
perencanaan sampai pengawasan dan evaluas

- Meningkatnya masyarakat yang peduli dan
tanggungjawab terhadap sumberdaya wilayah
pessr

- Meningkatnya perhatian stakeholders dalam
pengelolaan pesisr

Strategi A-3
Mengembangkan partisipas masyarakat dalam
pengelolaen wilayah pessr

- Pemberdayaan L embaga Swadaya M asyarakat
/Perguruan Tinggi/Sekolah/Lembaga Pemerintah
untuk meningkatkan partigpas masyarakat daam
pengelolaan wilayah pessir

- Mengimplementasikan rencana pengelolaan
wilayah pesdr terpadu

SASARAN B-1: Peningkatan kemampuan
apar at penegak hukum

Indikator B-1
- Meningkatnya frekuensi penyuluhan hukum
lingkungan untuk aparat penegak hukum dan

gparat pemerintahan
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- Meningkatnya kemampuan dan keterampilan
aparat penegak hukum

- Meningkatnya jumlah personil, sarana, dan
prasaranapenegak hukum

- Terciptanyakesamaan perseps dalam penegakan
hukum padatingkat aparat

- Berkurangnya pengrusakan sumberdaya alam

wilayah pessr

Strategl B-1
- Mengadakan pelatihan-pelatihan hukum
lingkungan untuk aparat penegak hukum dan
aparatur pemerintah (pejabat)

- Penambahan jumlah personil, sarana, dan
prasaranapenegak hukum

- Mengadakan pelatihan dan simulasi proses
peradilan yang sederhana

SASARAN B-2: Peningkatan keterlibatan
masyar akat dalam proses pembuatan produk
hukum, penaatan, dan penegakan hukum

Indikator B-2

- Menurunnyajumlah kasusperusakan lingkungan
dan pelanggaran hukum

- Meningkatnyafrekuens penyuluhan hukum

- Terangkatnyakasus pelanggaran hukum sampai
ke pengadilan

- Meningkatnyakeamanan di laut

- Meningkatnyahasi| tangkapan nelayan dan hasl
pertanian/perikanan di wilayah pesisr

- Berkurangnyakonflik pemanfaatan sumberdaya
pesigr antar stakeholders

- Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam
proses pembuatan produk hukum

Strategi B-2
- Mengintensifkan sosidisas draft dan produk
hukum

- Meningkatkan pengadaan saranadan prasarana
pengawasan

- Meningkatkan frekuens operas pengawasan di
laut

- Menentukan jalur-jalur penangkapan ikan dan
penggunaan |ainnyadengan rambu dan pemetaan
yang disepakati bersama

- Mengatur kembali konses pemanfaatan wilayah
pesisir sehingga dapat mengakomodasi

kepentingan semua pengguna
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- Membentuk baa penyuluhan pessr dan kdautan
- Mélibatkan masyarakat dalam proses pembuatan
produk hukum

SASARAN B-3: Peningkatan keter paduan dan
koordinas wewenang antar ingans

Indikator B-3

- Semakinjelasnyaperan, fungs, dan kewenangan
meaang-maangindand terkait

- Meningkanyakerjasamaantar indand terkait

- Semakin sederhananya prosedur penindakan
terhedap peanggaran hukum

- Berkurangnyakonflik kewenangand antaraingang
terkait

- Semakinterbukanyaakses masyarakat ke pantal

- Samakin membaiknyakondis lingkunganwilayah
pessr

Strategl B-3
- Mengadakan pengkgian kelembagaan

- Membuat kesepakatan bersama tentang
kewenangan pengdolaanwilayah pessr

- Mengembangkan operas pengamanan laut secara
terpadu

Isu E. Pencemaran Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan tempat
terakumulasinya segdamacam limbah yang dibawa
meldui diran air, balk limbah car maupun padat.
Sampah sering ditemukan berserakan di sepanjang
panta dan semakin banyak di dekat permukiman,
khususnya permukiman yang membe akangi pantai.
Permukiman seperti itu dikategorikan sebagai
permukiman kumuh yang fasilitas sanitas dan
keberg han lingkungannyasangat buruk.

Dengan berkembangnyaindustri pengolahan hesl
pertanian dan perkebunan sepanjang DASdi Pesisir
Timur Lampung , kasus pencemaran diran sunga
(Tulang Bawang dan Seputih) semakin meningkat dan
mempengaruhi sumberdayaperairan laut sekitarnya
Sebagian besar masyarakat petani tambak udang
mendugabahwakegagd an usshamerekatidek terlepas
dari dampak limbahindustri di sspanjang daerahdiran
UNgA.

Penyebab utama pencemaran wilayah pesisr
addah:

- Maghrendahnyakepedulianindudtri sspanjang DAS
dan pesar terhadap s sem pengolahan limbah cair
yang masuk ke perairan umum.
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- Kurang ketatnyapengawasan limbah olehingtans
terkait

- Bdumjdasnyapenergoan sankd terhadap indudtri
yang melanggar is dokumen Amda dan peraturan
perundanganyang berlaku (PP27/99tentang Amdd
dan UU 23/97 tentang Pengel olaan Lingkungan
Hidup).

- Rendahnyakepedulian masyarakat pessr terhadap
pengel olaan sampah dan kebershan lingkungan
skitarnyasartapolabangunan yang membe akangi
pantal.

- Sampah dari kegiatan pariwisatamassa

- Penangkapan ikan dengan potas (racun Sanida)

- Buanganminyak kotor dari kapd ikan, ndayan, dan
sebaganya

Akibat yang ditimbulkan adalah :

- Menurunnyadayadukung lingkungan dan kuditas
perairan pesdr

- Kotornya kawasan pantai oleh sampah dan
menimbulkan bauyang tidak menyenangkan untuk
daerah kunjungan wisata.

- Menurunnya kualitas sumber air tanah dan
meningkatnyawabah penyakit menular terhadap
kehidupan masyarakat di pesisr.

- Semakin menurunnya tingkat keberhasilan
budidaya perikanan (tambak dan mariculture)
dan kegiatan ekonomi lainnya (pariwisata).

SASARAN E-1: Mdindungi penduduk di
desa-desapesisir terhadap gangguan
kesehatan sebagai akibat kontaminasi
sumber air tanah

Indikator E-1

- Terbebasnya sumber ar tanah yang digunakan
penduduk dari asam sulfida, amonia, dan bakteri
coliform sesual bakumutunasond untuk ar minum

Strategl E-1
- Mengembangkan bimbingan masyarakat atau
kampanye tentang resiko kesehatan karena
pencemaranar tanah

- Perbailkan 9stem drainase dan sanitad lingkungan
di ared pemukiman

SASARAN E-2: Terciptanyakawasan pantai
yangbebasdari limbah padat (sampah) baik
organik maupun non-or ganik

Indikator E-2
Semakin bersihnyakawasan pantal dari limbah
padat

- Terbebasnya kawasan pemukiman pantai dari
genangan banjir

- Semakin baiknyamekanisme penanganan sampah
di kawasan pantai

Strategi E-2
- Mengadakan program kampanye-kampanye
penanganan sampah

- Mengembangkan program penanganan sampah
untuk desa-desapantai

- Meningkatkan pengelolaan sampah di aredl
permukiman pessir

SASARAN E-3: Peningkatan kualitas

perairan pesisir sesuai dengan baku mutu

nasional

Indikator E-3

- Terpenuhinyastandar baku mutu air laut sesual
peruntukannya

Strategi E-3
- Penguatan kelembagaan

- Mengefektifkan operasondisas pemantauan dan
pengawasan terhadap sumber-sumber
pencemaran di daerah hulu ke hilir (early warn-
ing system)

- Mengembangkan penditian pencemaran air laut

- Menyusun standar emis buangan kelaut

SASARAN E-4: Peningkatan kepedulian
stakeholder sterhadap kualitaslingkungan
wilayah pesisir yang sehat

Indikator E-4

- Meningkatnya tuntutan dan kepedulian
masyarakat akan kuditaslingkungan sekitar yang
baik

- Menurunnyawabah penyakit akibat lingkungan
yang tidak sehat
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Strategi E-4
- Mengembangkan program penyuluhan sanitas
lingkungan kepadamasyarakat di desapantai

IsuJ. Ancaman Intrus Air Laut

Intrus air laut ke arah persawahan, khususnya
di daerah Rawa Sragi, akibat konvers sawah ke
tambak udang secara besar-besaran yang telah
mencapa sekitar 4000 Ha. Perlu upaya penanganan
yang seriustentang permasdahan dih fungs lahan,
karenakeberlanjutan usahatambak udang di daerah
Rawa Sragi tidak dapat dijamin masa depannya
apabila tidak ada upaya pengelolaan yang baik,
sedang bekas tambak sangat sulit untuk
dikembdikan lagi menjadi sawah.

Penyebab utamaintrug air laut addah:
- Penebangan mangrove untuk permukiman dan

pertambakan di Pantal Timur

- Masuknyaair laut ke sawah
- Eksploitas air tanah berlebihan

Sebagal konsekuensinyaadaah
- Degradas kuditasair tanah
- Korog konstruks bangunan pipalogam di bawah

tanah

SASARAN J-1: Pengendalian intrusi air laut

Indikator J-1
- Tidak adanyakontaminas air laut terhadap air
tanah dan air permukaan

Strategi J-1

- Pengawasan pengambilanair tanah

- Mengadakan pengkgiantentang dihfungs lahan

- Merancang ulang sistem kanal untuk mengatur
keperluan sawah dan tambak

Isu C. Belum ada penataan ruang wilayah
pesisir

Penyusunan rencana tata ruang yang telah
dilakukan sdamaini belum mengintegraskanwilayah
pesgr, bak ddam RTRW Proping maupun RTRW
Kabupaten. Dalam kenyataannya, pelaksanaan
pemanfaatan ruang di wilayah pesisir telah banyak
terjadi pelanggaran, misalnya pendirian bangunan
dan atau pengusahaan tambak di sempadan pantal
yang menyebabkan rusaknyahutan mangroved jaur
hijau (green belt).

Belum adanya penyusunan rencanatataruang

wilayah pesisir berkaitan erat dengan belum adanya
peraturan yang mendukung secara tegas upaya
penataan ruang wilayah pesisir tersebut. Hal ini
ternyata merupakan salah satu pemicu terjadinya
konflik kepentingan yang berkepanjangan. Konflik
kepentingan terjadi antarasektor kehutanan dengan
perikanan yang berhubungan dengan pemanfaatan
jaur hijauuntuk tambak, perikanan dengan pertanian
yang berhubungan dengan aih fungs Iahan sawah
menjadi tambak, keduanyabanyak terjadi di Pantai
Timur. Sebagai contoh, konflik kepentingan antara
nelayan dengan nelayan, nelayan dengan sektor
perhubungan.

Penataan ruang merupakan salah satu usaha
untuk menekan terjadinya konflik kepentingan
pemanfaatan ruang, termasuk pemanfaatan ruang di
wilayah pesisir. Padasaat ini aktivitasdan jumlah
orang yang ingin memanfaatkan sumberdayawilayah
pessr semakin hari semakin meningkat, sedangkan
sumberdayawilayah pesisir tetap atau cenderung
berkurang. Di ss lain pemanfaatan sumberdaya
wilayah pesisir yang ada saat ini kurang ramah
lingkungan dan tidak berkelanjutan. Kondis ini
akhirnyaakan menurunkan dayadukung sumberdaya

wilayahpesgr.

Penyebab utamabel um adanya penataan ruang
wi Iayah pesdraddah:
Belum adanya peraturan yang tegas tentang
penataan ruang wilayah pesisir, baik pedoman
pel aksanaannya maupun peraturan penunjang
lainnya
Akibat yang ditimbulkan adalah :

- Konflik kewenangan dalam pemanfaatan
sumberdayawilayah pessr semakintgam, kegiaan
yangtumpangtindih

- Pelanggaran hukum oleh pengguna sumberdaya
semakinluas misanyaddam perusakan hutan man-
grovedi jdur hijau (green belt), russknyaterumbu
karang (coral reef) karenapenangkgpanikan dengan
cara pengeboman (blast fishing) dan atau
menggunakan bahan kimia beracun (potasium
danida)

- Pemanfaatan wilayah pesigr tidak sesual dengan
fungs danperuntukkannya, seperti hilangnyaegtetika
pantal, pola pembangunan yang membelakangi
pantal, adanyapembangunan di sempadan panta,
hilangnya akses masyarakat ke pantai, sehingga
kawasan pantal menjadi eksklusf
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SASARAN C-1: Penyusunan rencanatata
ruangwilayah pesisr

Indikator C-1
- Tersusunnyarencanatataruang kawasan pessir
berbasis masyarakat dan ramah lingkungan

Strategi C-1

- Mdibatkan masyarakat ddam proses penyusunan
rencanatataruang wilayah pessr

- Sogdisad rencanatataruang wilayah pessr

SASARAN C-2: Mengintegraskan rencana
tataruangwilayah pessr dalam RTRWK dan
RTRWP

Indikator C-2
- Tersusunnyarencanatataruang wilayah kabupaten
dan proping yang mencakup wilayah pessr

Strategl C-2
Revis RTRWK dan RTRWP dengan mensyaratkan
RTRW pessr menjadi bagiannya

- Memberdayakan tim penataan ruang secaraopti-
mal dengan mengikutsertakan institus non-
pemerintah

REKOMENDAS

Upaya penanggulangan kerusakan wilayah
pessir memerlukan suatu upayapengel olaan secara
terpadu (Integrated Coastal Management), yang
memuat keterpaduan Sistem (ruang-waktu), Fungs
(harmonisasi antar lembaga), dan Kebijakan
(konsistensi program pusat-daerah). |CM dapat
mengambil beberapabentuk yang tergantung dengan
konteksnya, tetapi secara prinsp difokuskan pada
peningkatan pemanfaatan sumberdayapessr secara
berkel anjutan meldui proses-prosesinteraktif daam
pengembangan peraturan/produk hukum dan
kebijakan, koordinas lintas sektora dan pendidikan
(Olsen et al. 1998, Cicin-Sain and Knecht 1998,
Kay and Alder 1999).

Program ICM adalah suatu program multi
sektor dan lintas kewenangan yang hanyadibatas
dengan batas-batsekologi. |CM add ah suatu upaya
yang dapat ditawarkan untuk menjalin komitmen
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kel embagaan yang memfokuskan padaupaya-upaya

yang bermanfaat dalam konservas biodiversitas,

pengembangan matapencaharian, dan peningkatan

kesehatan masyarakat dan lingkungannya.

Pringp-pringp pengd dlaanwilayah pessryang

sangat terkait dengan ICM addah .
- Menciptakan vis untuk mengarahkan strategi
perencanaan untuk menghindari keputusan
sepihak/sektoral

- Mengacu kepadapring p keterpaduan

- Mempromosikan trangparans dalam perencanaan

dan pembuatan keputusan

- Mengharga prosessuatu produk hukunvperaturan/
perundang-undangan

- Tidak tergantung padapemerintah sga

- Menggunakan “ good science” daninformas yang
akurat dalam perencanaan

- Menjagakuditaslingkungan pessr

- Mdakukan monitoring dan memberikan masukan
(feed back) dan bel gar untuk efektifitasprogram/
proyek

- Mengadakan pel atihan untuk peningkatan SDM
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PENGELOLAAN PULAU-PULAUKECIL

DR.ALEX SW.RETRAUBUN
Direktorat Pember dayaan Pulau-pulau K ecil,
Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau K ecil
Departemen K elautan dan Perikanan-RI

PENDAHULUAN

Dimanapun di duniabaik dalam suatu negar,
propins maupun kabupaten yang jika memiliki
kandungan pulau-pulau kecil yang banyak maka
konsekuend |ogisnyaaddah panjangnyagarispanta
negara/proping/ kabupaten tersebut. Sebagal akibat
dari kondisi sedemikian maka selalu terdapat
ketidaksai mbangan nisbah luas laut dan daratnya.
Sebagal contoh, Indonesasebaga negarakepulauan
(archipelagic state), panjang garis pantainya31.000
km (terpanjang kedua di dunia sesudah Kanada)
sehingga luas lautannya sebesar 75 % dari luas
daratannyaatau sekitar 6 jutaknm?. Hal yang sama
sudah pasti pulaterjadi di proving seperti Mal uku,
NTT, NTB, Kepulauan Riau dan sebagainya. Di
Kab. Sumenep dengan jumlah pulau 76 buah maka
jikadihitung garis pantainya sertanisbah laut dan
darat makakondis seperti diatasjugaakanterjadi.
Kondig obyektif sedemikianini seharusnyamenjadi
justifikas munculnyasektor kelautan dan perikanan
sebagai leading sector pada baik suatu negara/
propins/kabupaten.

Ironisnya, di EraOrde Baru pemerintah In-
donesia sama sekali tidak memiliki political will
untuk membentuk departemen khusus sebagi badan
tunggal pembuat kebijakan yang mengatur masalah
kelautan dan perikanan. Sgdan denganitu, kegiatan
eksploitas sumberdayahayati laut berjalan sangat
inteng f tanpaadanyaukuran mangemen yang efektif.
Political will tersebut baru muncul pada K abinet
Persatuan Nasional yang dipimpin oleh
Abdurrachman Wahid sebagal presiden. Walaupun
demikian, munculnya Departemen Kelautan dan
Perikanan (DKP) bertepatan dengan seriusnya
kerusakan fisk habitat di laut sertaadanyake ebihan
tangkap di hampir semuastok perikanan di Indone-
sa

Pengembangan pulau-pulau kecil
merupakan arah kebijakan baru bertepatan dengan
lahirnya DK P dimana terdapat sebuah direktorat
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yang mengurus masal ah pembangunan pulau-pulau
kecil. Hal ini berindikas tidak dipahami arti dan
peran penting dari ribuan pulau-pulau kecil yang ada.
Indonesiamemiliki 17.508 pulau, sebagian besar
dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau-pulau
kecil dengan kekayaan SumberdayaAlam (SDA)
dan JasaLingkungan (Jedling) yang sanget potensal
untuk pembangunan ekonomi. Dari jumlah terssbut
baru 5700 pulau yang memiliki nama (data:
Departemen Transmigras dan PPH, 1995).

Kawasan pulau-pulau kecil ini memiliki
potensi pembangunan yang cukup besar karena
didukung oleh adanya ekosistem dengan
produktivitas hayati tinggi seperti terumbu karang,
padang lamun (sea grass), rumput laut (sea weeds)
dan hutan bakau (mangrove). Sumber dayahayati
laut padakawasan ini memiliki potens keragaman
dan nilai ekonomisyang tinggi seperti kerapu, na-
poleon, ikan hias, kudalaut, kerang mutiara, kima
raksasa(Tridacna gigas) danteripang. Selainitu,
pulau-pulau kecil ini juga memberikan jasajasa
lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya dan
sekaigussebagal kawasan berlangsungnyakegiatan
kepariwisataan.

Digd lain, faktamenunjukkan bahwaperairan
pulau-pulau kecil yang memiliki potens perikanan
cukup tinggi cenderung menjadi tempat
penangkapan ikan yang dilakukan baik oleh ndlayan
asing maupun ndlayanloka dengan caratidak ramah
lingkungan, seperti pemboman, pembiusan,
penggunaan racun, dan sebagainya. Selain itu,
terdapat faktabahwapulau-pulau kecil yang terpencl
sering dijadikan sebagai tempat penyelundupan,
pembuangan limbah dan/atau penambangan pasir
secaraliar.

KAITAN PULAU-PULAUKECIL
DAN PESISIR

Bataskearah darat dari 99 administras addah
batasterluar sebelah hulu dari desapantal atau jarak
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definitif secaraarbiter misalnya 2 km, 20 km dan

seterusnya dari garis pantai. Sedangkan dari sisi

secarafisik, ekologis, sosia budayadan ekonomi
yang meliputi:

1. Secara ekologis

- Habitat/ekosi stem pul au-pulau kecil cenderung
memiliki spesiesendemik yang tinggi dibanding
propors ukuran pulaunya.

- Memiliki resiko lingkungan yang tinggi, misalnya
akibat pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas
transportas laut dan aktivitas penangkapan ikan,
akibat bencanaaam seperti gempa, tsunami.

- Keterbatasan daya dukung lingkungan pulau
(ketersediaan air tawar dan tanaman pangan)

- Mdimpahnyabiodiverdtas|aut.

2. Secara Fisk

- Terpisah dari pulau besar

- Bisadalam bentuk gugusan atau sendiri

- Tidak mampu mempengaruhi hidroklimat laut

- Luas pulau tidak lebih dari 10.000 kilometer
persey

- Sangat rentan terhadap perubahan aam dan atau
manus seperti bencanaangin badai, gelombang
tsunami, letusan gunung berapi, fenomena
kenaikan permukaan air laut (sealevel rise) dan
penambangan.

3. Secara Sosial- Budaya-Ekonomi

- Adapulau yang berpenghuni dan tidak

- Penduduk adli mempunya budaya dan sosid
ekonomi yang khas

- Kepadatan penduduk sangat rendah (1-2 orang
per hektar)

- Ketergantungan ekonomi loka pada
perkembangan ekonomi luar (pulau induk,
kontinen)

- Keterbatasan kualitas SDM

- Aksessibilitas (sarana, jarak, waktu) rendah atau
maksimal satu kali sehari. Jkaaksessbilatsnya
tinggl mekakeunikan pulaulebihmudahterganggu.

PULAU-PULAUKECIL : KASUSKHUSUS
DALAM PEMBANGUNAN

Pulau-pulau kecil merupakan kasus khusus
dalam pembangunan karena ciri khusus yang
dimilikinya Ciri khusustersebut mdiputi sumberdaya
alamnya, ekonominya dan dalam banyak kasus
kebudayaannya. Pada pulau-pulau kecil, pilihan
pembangunan yang sustainable secara ekologis
maupun ekonomi sangat terbatas (Hein, 1990),

penyediaan jasaumum sangat mahal, kelangkaan
dalam hal sumberdayamanusiayang handal lebih
khususlagi padapulau yang berukuran sangat kecil
(luasnya kurang dari 1000 km? dengan jumlah
penduduk 10.000 orang ) (Hein, 1990),
pengembangan ekonomi hampir sulit dilakukan
tampacampur tangan dari luar. Kemampuan pulau
untuk mengembangkan dirinyatanpabantuan dari
luar (self-sufficiency) hampir tidak mungkin.
Disamping itu, sumberdayaaam insular seperti air
tawar, vegetad, tanah, udara, ekosistem pesisir dan
hewan liar padaakhirnyamendikte suatu pulau untuk
berkembang secara sustainable. Produktivitas
sumberdaya dan jasa lingkungan yang tersedia
bergantung pada ekos stem tetangganya.

Pembangunan ekonomi pada pulau-pul au kecil
dibatasi oleh ukuran dan lokas pulau itu sendiri.
Ukuran tersebut jugadapat menjadi kelemahan jika
produsen dan konsumen lokal.

Dari sisi lingkungan pulau-pulau kecil
merupakan lingkungan khususyang berciri:
- Terbukadari pukulan ombak dari ssmuasis
- Memiliki massadaratan yang relatif |ebih kecil
- Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap

kekeringan karenakemampuan menahan air yang
sangat minim sehinggasering kekurangan air tawar

- Dayadukung pulau sangat terbatas

Ops pembangunan pada pulau-pulau kecil
pada umumnya hanya 3 jenis yaitu 1) aktivitas
pembangunan yang tidak berdampak negatif sama
sekdi padallingkungan misalnyadengan menentukan
suatu pulau dengan perairannyasebagai kawasan
wildlifesanctuary; 2) aktifitasyang hanyasedikit
dampak negatifnya misalnya pengembangan
ekonomi subsistem untuk pemenuhan kebutuhan
lokal melaui penggunaan sumberdayalokal secara
lestari; 3) aktifitasyang berakibat perubahan radika
ddamlingkungan seperti pertambangan skalabesar,
kegiatan militer dan pengetesan nuklir dan
pengembangan tourismeyangintensif.

Masing-masing opsi tersebut di atas memiliki
keuntungan dan kelemahan dari Sisi pertumbuhan
ekonomi dan sustainabilitasnya. Misalnya, pada
pilihan pertama sustainabilitasnyatinggi tetapi dari
sisi pertumbuhan ekonomi sangat rendah.
Sebaliknyauntuk pilihan yang ketiga. Oleh sebab
itu pilihan ke duadipercayai sebagai pilihan yang
tepat karenasudtainabilitasdari 99 sumberdayadam
maupun pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.
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Dari uraian di atas maka pada pulau-pulau
kecil, pencegahan terhadap kerusakan ekosistem
merupakan aternatif terbaik walaupun modifikas
lingkungan untuk meningkatkan penyediaan barang
danjasaberhargabagi manusatidak dapat dihindari.
Dengan katalain, mangemen lingkungan merupakan
syarat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sus-
tainable dan mangemen pertumbuhan ekonomi
merupakan bagian dari mang emen lingkungan.

Mangemen lingkungan umumnya meliputi
pemantauan, dan modifikas SDA sebagaimana
dibutuhkan untuk menghasi|kan sesuatu yang bernila
tambah. Walaupun demikian, SDM merupakan
komponen penentu pemanfaatan SDA sehingga
manajemen lingkungan dapat disebut sebagai
mang emen hubungan antaramanugadan lingkungan
(man-environment management).

Untuk mengembangkan pulau-pulau kecil
dibutuhkan studi dan perencanaan untuk mengetahui
kebutuhan pembangunan. Paradigmapenditian pada
pulau-pulaukedl antaralan:

1. Kategorisas ppk untuk menunjukkan kendaadan
permasa ahan lingkungan yang ada serta potens
trandfer teknologi dan pengdamen

2. Penekanan pada analisa sistem (ekonomi,
demogrdhi, palitik, lingkungan danteknologi)

3. Perdlitianinterdispliner daninteraktif

4. Kader pakar dan lembagapengkgian teknologi re-
giond aau pusat pendlitian untuk mendukung
penelitian, perencanaan dan pembangunan.
Pendlitian dgpat dilakukan perpulau atau per gugus

pulau.

KENDALA PEMBANGUNAN SPESIFIK
PULAU-PULAUKECIL

Bebergpakarakteristik pulau kecil yang dapat
merupakan kenddapembangunan addah:

1. Ukuranyang kecil danisolas sehinggapenyediaan
sarana dan prasarana menjadi sangat mahal, dan
sumberdayamanusiayang handd menjadi langka
Luas pulau yang kecil itu sendiri bukanlah suatu
kelemahan, jika barang dan jasayang diproduks
dandikonsumd oleh penghuninyahanyaterdapet di
daam pulau yang dimaksud. Akan tetapi begitu
jumlah penduduk meningkat secaradrastis, maka
diperlukan barang dan jasasertapasar yang berada
jauhdari pulau terssbut.

2. Kesukaran atau ketidakmampuan untuk mencapai
skalaekonomi (economicsof scale) yang optimal
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dan menguntungkan ddamhd adminidarg, ussha
produksi dan transportas turut menghambat
pembangunan hampir semua pulau-pulau kecil di
dunia(Brookfield, 1990; Hein, 1990).

3. Ketersediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa
Seperti ar tawar, vegetad,, tanah, ekossem pesisr
(coastal ecosystem) dan satwa liar, pada
akhirnya akan menetukan daya dukung suatu
sistem pulau kecil dalam menopang kehidupan
manusia penghuni dan segenap kegiatan
pembangunannya

4. Produktivitas sumberdaya alam dan jasa-jasa
lingkungan (seperti pengendalian eros) yang
terdapat di setigp unit (Iokas) di ddam pulaudan
yang terdapat di sekitar pulau (seperti ekosistem
terumbu karang dan peraian pesisr) sding terkait
satusamalain secaraerat (Mc Elroy et.al., 1990).
Misalnya di Pulau Palawan, Philipina dan
beberapa pulau di Karibia Timur, penebangan
hutan di lahan darat secaratidak terkendali telah
meningkatkan lgju eros tanah dan sedimentas di
perairan pesisir, kemudian merusak/mematikan
ekosistem terumbu karang yang akhirnya
menghancurkan industri perikanan pantai dan
usaha pariwisata bahari (Hodgson dan Dixon,
1988; Lugo, 1990). Oleh karenaitu, keberhasilan
usaha pertanian, perkebunan atau kehutanan di
lahan darat suatu pulau, jikatidak dikelolamenurut
prinsip-prinsip ekologis, dapat merusak/
mematikan industri perikanan pantai dan
pariwisatabahari di sekitar pulau tersebut.

5. Budayaloka kepulauan kadangka abertentangan
dengan kegiatan pembangunan. Contohnya
pariwisatayang akhir-akhir ini dianggap sebaga
dewa penolong (panacea) bagi pembangunan
pulau-pulau kecil, tetapi di beberapa pulau kecil
budaya yang dibawa oleh wisatawan (asing)
dianggap tidak sesuai dengan kenddaatau agama
setempat (Francillon, 1990).

Segenap kendalatersebut bukan pulau-pulau
kecil tidak dapat dibangun atau dikembangkan,
melainkan pola pembangunannyaharus mengikuti
kaidah-kaidah ekol ogis, khususnya adal ah bahwa
tingkat pembangunan secarakesd uruhantidak boleh
melebihi daya dukung (carrying capacity) suatu
pulau, dampak negatif pembangunan (cross-sectoral
impacts) hendaknya ditekan seminimal mungkin
sesua dengan kemampuan ekos stem pul au tersebut.
Selain itu, setiap kegiatan pembangunan (usaha
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produks) yang akan dikembangkan di suatu pulau
seyogyanyamemenuhi skalaekonomi yang optimal
dan menguntungkan serta sesuai dengan budaya
lokdl.

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
PEMERINTAH TENTANG
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL
BERBASISMASYARAKAT DAN
BERKESINAMBUNGAN

Untuk mengakomodir keragaman
permasal ahan pulau-pul au kecil makapemerintah
telah membuat pedoman umum pengel olaan pulau-
pulau kecil yang pada dasarnya sesua amanat
undang-undang otonomi daerah.

Persod an pul au-pul au kecil adalah bagian dari
persoalan bangsa dan negarayang sangat penting.
Kebijakan alokas ruang dan pengelolaan pulau-
pulau kecil harusdirumuskan secarahati-hati, karena
aspek pembangunan ekonomi, isu ini juga
menyangkut:

1) hargadiri dan morditas|ndonesiasebagal suatu
negarakepulauan

2) kedaulatan dan keutuhan wilayah RI sebagai
negarakepulauan

3) penegakan hak-hak masyarakat adat sebagi unsur
penting dalam struktur negarabangsa

4) kelestarian sumberdayaalam antar generas

Pendekatan arah kebijakan penge olaan pulau-
pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis
masyarakat sebaga manatertuang dalam Pedoman
Umum dikembangkan dan dirumuskan dengan
melibatkan berbaga pihak yang berkepentingan
dengan mengkombinasikan 3 pendekatan yaitu hak,
ekosi stem dalam alokasi ruang wilayah pulau dan
gugus pulau, sertapengel olaan yang sesual dengan
latar setempat.

1. Pendekatan hak
Ada3 tujuanyangingindicapal yakni:

1. adanyapengakuan dan perlindungan hukum atas
hak-hak masyarakat adat atastanah danwilayah
perairan pulau-pulau kecil;

2. terjalinnya kerjasama usaha yang setaraantara
masyarakat dengan pengusahal/investor dalam
pemanfaatan ekos stem pulau-pulau kecil dalam
kgelasan hak dan kewgjiban masing-masing
pihak daam kontrak kerjasamayang pel aksanaan
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hak dan kewajibannyadiawas dan ditegakkan
oleh pemerintah;

3. kepastian berusahabagi pengusahalinvestor yang
sudah mendapatkan hak pakai atas tanah dan
wilayah perairan pulau-pulau kecil yang dikuasa
oleh negara

2. Pendekatan ekosistem dalam alokasi
ruang wilayah pulau dan guguspulau
Wilayah gugus pulau dan pulau-pulau kecil
sangat rentan secaraekologis. Selainitu, wilayah
ini memiliki keterkaitan ekologis, sosd ekonomi dan
sosia budaya dengan ekosistem di sekitarnya
Dengan aokas ruang yang didasarkan padadaya
dukung ekologis, jaringan sosial-budaya antara
masyarakat dan integras kegiatan sosia-ekonomi
yang sudah berlangsung selama ini, akan
memberikan pilihaninvestas yang tepat.
Tataruang dengan pendekatan ekosstem harus
menjadi instrumen kebijakan utamauntuk menjaga
keamanan dan keselamatan sosial-budaya dan
ekologis dalam pengelolaan pulau-pulau kecil.
Alokas seperti ini memberikan kesempatan bagi
penataan ulang pod s dan peran dartegismasyarakat
|oka, pemerintah daerah dan pemerintah pusat ddam
pengel olaan pulau-pulau kecil sgjaan dengan paket
UU Otonomi Daerah (UU No. 22/1999 dan UU
No. 25/1999). Ha ini akan berimplikas pada
ke elasan hak dan kewgjiban sertawewenang pihak-
pihak di atas.

3. Pendekatan pengelolaan yang sesuai
dengan latar setempat

Jeniskegiatan investas, baik yang dilakukan
olehmasyarakat |oka maupuninvestor dalam negeri
dan asing, dikawasan gugus pulau-pulau kecil harus
mengacu padaa okas ruang yang tel ah ditetapkan.
Pengd olaen pulau-pulaukedil ini puntidek akansama
untuk seluruh Indonesia, tetapi disesuaikan dengan
latar geografisnyadan karakteristik ekosstem, serta
sosia budaya masyarakat setempat. Pada tahap
perencanaaninduk wilayah, akan dilakukan penilaan
sumberdayaaam (resourcesvauation), yang akan
menjadi |andasan pengembangan polapengel olaan
sereta sistem keselamatan ekologis, sosia dan
budaya.

Mengingat rentannyaekos stem pulau-pulau
kecil dan gugus pulau kecil, pemerintah mel akukan
pembatasan kegiatan yang sudah terbukti
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menimbulkan dampak negatif yang luas, baik secara
ekologis maupun sosial. Pemerintah hanya
mengijinkan pengel olaan pulau-pulau kecil untuk
konservad, budidayalaut (mariculture), ekowisata
sartausahapenangkapan ikan dan industri perikanan
yang lestari. Daam usahapemanfaatan pulau-pulau
kecil ini oleh pengusahadari luar pulau, pemerintah
menjadi fasilitator pelibatan masyarakat dalam
berbagai bentuk, seperti akses berusaha bagi
penduduk lokal, kemitraan usahadan penyertaan
modd.

Pemerintah akan mengembangkaningrumen
kebijakan untuk mendukung sistem keselamatan
ekologis, berupa, (1) pemberlakuan danajaminan
yang diserahkan oleh calon pengel olapul au-pulau
kecil, seperti berupabonds, colateral fee, dan envi-
ronmentd insurance; (2) pebegakan prosedur andiss
mengenai dampak lingkungan dan sosial dari
kegiataninvestas yang direncanakan secaraterpadu.

PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PULAU-PULAU KECIL

A. Pedoman Kebijakan tentang Hak-hak Para
Pihak Atas Tanah dan Wilayah Perairan
Pulau-Pulau Kecil

1. Negaramengakui dan melindungi hak ulayat/ hak
adat/hak asal usul atas penguasaan tanah dan
wilayah perairan pulau-pulau kecil oleh
masyarakat hukum adat di samping hak-hak
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

a Untuk pulau-pulau kecil dan wilayah perairannya
yang dikuasai/dimiliki/ diusahakan oleh
masyarakat hukum adat, maka kegiatan
pengel olaannya sepenuhnya berada di tangan
masyarakat hukum adat itu sendiri, sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Setiap kerjasama pengel ol aan pulau-pulau kecil
antara masyarakat hukum adat dengan pihak
ketiga harus didasarkan pada kesepakatan yang
saling menguntungkan dengan memperhatikan
daya dukung lingkungan dan kelestarian
sumberday

c. Setigp kerjasama pengel olaan pulau kecil antara
masyarakat hukum adat dengan pihak ketigadari
luar negeri harus mendapatkan izin dari
Pemerintah kabupaten/Kota dengan
memperhatikan kepentingan nasiondl.
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2. Pemerintah berwenang untuk memberikan Hak
Pengelolaan Lahan (HPL) kepada pihak yang
akan melakukan pengel olaan pul au-pulau kecil
dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang
memberikan Hak Guna Bagunan (HGB), Hak
Pakai (HP) diatas HPL sepanjang tidak
melanggar hak individu dan/atau hak hukum adat
atastanah.

3. Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
dituangkan antaralain dalam bentuk perjanjian
sewa menyewa, perjanjian pengelolaan dan
bentuk lainnya.

4. Pengaturan hak ataswilayah perairan di sekitar
pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut oleh
Pemerintah, Pemerintah Proving dan Kabupaten/
Kota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

B. Pedoman Kebijakan tentang Pemanfaatan
Ruang Pulau-pulau Kecil
K ebijakan tentang pemanfaatan ruang pulau-

pulau kecil harus mempertimbangkan hd-hd sebagi

berikut:

1. Latar geografis
Daam pemanfaatan ruang pul au-pulau kecil perlu
diperhatikan latar geografispulau dan guguspulau
yang mempunya kedudukan strategis dalam
pengembangan ekonomi wilayah dan konstelas
geopalitik. Olehkarenaitu, penataan ruang pulau-
pulau kecil perlu mempertimbangkan faktor
keterkaitan antar pulau dan gugus pulau.

2. Kerentanan wilayah terhadap bidang politik,
ekonomi, sosd, budayadan ekologi

3. Keamanan nasiona

4. K etersediaan saranadan prasarana

5. Kawasan konservas dan endemisme floradan
faunatermasuk di ddamnyayang terancan punah

6. Karakter politik, ekonomi, sosia, budayadan
kelembagaan masyarakat lokal

7. Bentang dam (landscape)
Bentang alam pulau merupakan perwujudan
keseimbangan alam yang terjadi dan memelliki
nilai-nilai keunikan alam. Oleh karena itu,
perubahan yang terjadi terhadap bentang alam
pulau harus berada dalam batas tolerans dan
kapadtasaamilatif lingkungan pulau kecil.

8. Tatagunalahan dan permintakatan (zonas) laut
Pengaturan tata guna lahan dan laut harus
mempertimbangkan konflik pemanfaatan dan
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faktor-faktor lain seperti keunikan, kepekaan dan
transdformas sumberdayaaamnya. Keterpaduan
penggunaan lahan dan laut menjadi salah satu
pring p utamayang harus dipertimbangkan.

9. Keterkatan kegiatan ekkonomi, sosa dan budaya
antar pulau. Keterkaitan fungsional antarpulau
dapat memberikan sSnergi terhadap pertumbuhan
dan perkembangan kegiatan sosid ekonomi dari
wilayahguguspulaunya

10. Skdaekonomi daam pengembangan kegiatan

Tingkat pengelolaan suatu pulau kecil harus
sebanding dengan skala ekonominya agar dapat
diperolenhtingkat efisend yang optimd.

11. Pelibatan parapihak yang berkepentingan (stake
holders) yangterdiri dari pemerintah,
masyarakat dan duniausahadalam proses
perencanaan pemanfaatan ruang.

C. Pedoman Kebijakan tentang Pengelolaan
Pulau-pulau Kecil dan Wilayah Perairan
Sekitarnya

1. Ddammdakukan pengd olaan pulau-pulaukedl den
wilayah perairan disekitarnya harus
mempertimbangkan:

a) Keseimbangan /dabilitaslingkungan;

b) K eterpaduan kegiatan antarawilayah darat danlaut
sehagal satu kesatuan ekosgem;

¢) Efidend pemanfaatan sumberdaya;

d) Protokol keamanan yang didasarkan padapenilaian
hargasumberdayasesua dengan prindp ekonomi
lingkungar,

€) Peraturan-peraturan dan konvens internasond
terutama yang menyangkut tata batas perairan
internagond.

2. Pemerintah, Pemerintah Proving dan Kabupatery
K ota harus menjamin bahwa pantai dan perairan
pulau-pulau kecil adalah merupakan akses yang
terbukabagi masyarakat.

3. Pengelolaan ekosi stem pulau-pulau kecil perlu
dilakukan secaramenyel uruh berdasarkan satu
kesatuan gugusan pulau-pulau dan/atauketerkaitan
pulau tersebut dengan ekosistem pulau besar.

4. Kegiaan pengd dlaen pulau-pulau keall yang berbad's
masyarakat harusmemperhatikan adat, normadan/
atau sosd budaya sertakepentingan masyarakat
setempd.

5. Pengdolaan pulau-pulau kecil oleh pihak ketiga
dengan tujuan observad, penditian dan kompilas
data/gpes men untuk keperl uan pengembanganiptek,
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wgjib mdibatkan lembagalingand terkait sstempet
dan/aau pakar di bidangnya Data, informed, hesl
dari penelitian tersebut dan Hak Kekayaan
Intdektud (HAKI) menjadi milik pihak-pihak yang
terlibat.

6. Pulau-pulau yang tel ah ditetgpkan sebagal kawasan
konservas menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990, kawasan otorita, kawasan tertentu
khususnya tempat latihan militer dan pangkalan
militer, tidak termasuk di dalam pedoman umum
penge olaan pulau-pulau kecil.

7. Gosong, atol dan pulau kecil yang menjadi titik
pangkd (base point) pengukuranwilayah perairan
Indonesia hanya dapat dikembangkan sebagai
kawasan konservas. Penggunaan terbatas pulau
kecil tersebut hanya diperkenankan gpabilatelah
dimanfaatkan masyarakat sebagal pemukiman.

8. Pengel olaan pulau-pulau kecil dengan luaskurang
aau samadengan 2.000 kn¥ hanyadapet digunakan
untuk kepentingan sebagal berikut:

- konsarvas

- budidayalaut (mariculture)

- kepariwisataan

- usaha penangkapan dan industri perikanan secara
lestari

- pertanian organik dan peternakan skalarumahtangga

- indudtri teknologi tinggi non eksraktif

- pendidikan dan pendiitian

- industri manufaktur dan pengolahan

9. Pengecudian dari butir tersebut diatas hanyauntuk
kegiatanyang teah dil akukan masyarakat penghuni
pulau-pulau kecil sebelum Pedoman Umum ini
dikeluarkan, sepanjang tidak mengakibatkan
degradad lingkungan dantidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pul au-pulau
ked | yang menimbulkan dampek penting lingkungan
tidek diizinkan.

11. Kegiatan penglolaan pulau kedll untuk usshaindudtri
manufaktur dan industri pengolahan hanyadapat
dilakukandi pulau kecil denganluaslebih besar dari
2.000 kn?; dengan persyaratan pengelolaan
lingkungan yang sangat ketat, menggunakan
teknologi ramah lingkungan sertatidek bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

12. Kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil yang
diarahkan untuk kegiatan kepariwisataan harus
memperhatikan kelestarian lingkungan
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sebagaimana tersebut dalam pasal 6 dan pasal
21 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
K epariwisataan.

13. Pengel olaan pulau-pulau kecil yang dilakukan
oleh pihak ketiga harus memberdayakan
masyarakat |okal, baik dalam bentuk penyertaan
saham maupun kemitraan lainnyasecaraaktif dan
memberikan keleluasaan aksesbilitasterhadap
pul au-pulau kecil tersebut.

14. Setigp kerjasamadengan pihak luar negeri ddam
pengel olaan pul au-pulau kecil harusberdasarkan
kepentingan nasond.

15. Jangka waktu pengelolaan pulau-pulau kecil
disesuaikan dengan tujuan pengelolaan yang
pel aksanaannyadiatur kemudian.

MEKANISME PENGELOLAAN
PULAU-PULAU KECIL

M ekanisme pel aksanaan pengel olaan pulau-
pulau kecil diatur sebagal berikut:

1.Pengelolaan pulau-pulau kecil sepenuhnya
dilakukan oleh Pemerintah Daerah K abupaten/
K otabekerjasama dengan masyarakat dan dunia
usaha sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat
melakukan inventarisas dan penamaan untuk
pulau-pulau kecil yang belum mempunyai nama
dengan tetap memperhatikan penamaan pulau
yang telah digunakan masyarakat dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3. Pemerintah, Pemerintah Proving dan Kabupaten/
K otamenyusun startegis dan rencanapemintakan
(zonas) untuk pengel olaan pulau-pulau kecil di
wilayahnya

4. Dalam perencanaan pengelolaan pulau-pulau
tersebut, para pihak yang berkepentingan harus
menyusun rencanapengel olaan pulau-pulau kecil
dan membuat mintakat (zona) sesual dengantujuan
pemanfagtannya

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
memberikanizin penge olaen pulau-pulau kedil dan
wilayah perairannya kepada pihak ketiga sesual
dengan hukum adat dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

6. Khususuntuk pengel olaan pulau kecil oleh pihak
ketigadari luar negeri; sebelumizin dikeluarkan,
Pemerintah Daerah/Kota terlebih dahulu

mengkonsultas kannyake Pemerintah.

7. Bihak ketigayang akan mdakukan pengd daenwgib
menyusun rencanainvestas dan rencanaakd yang
sgdan dengan rencana drategis pembangunan
daerah (Propeda) sscaratrangparanyang akendinila
oleh Pemerintah Provins dan Kabupaten/K ota.

8. Fihak ketigadari luar negeri yang akan melakukan
penge ol aan perlu menyusun rencanainvestad dan
rencanaaks yang sgjalan dengan pembangunan
daerah (Propeda) secaratransparan yang akan
dinilai oleh Pemerintah Proving dan Kabupater/
Kota

9. Pihak ketiga bersama Pemerintah Provins dan
Kabupaten/K otadiwgjibkan mensosialisaskan
rencanapengel ol aan pulau-pulau kecil yang telah
disusun kepadamasyarakat setempat

10. Sebagai tindak lanjut pel aksanaan pengel olaan
pulau-pulau kecil, pihak ketigaharusmelakukan
Studi AMDAL, termasuk Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) untuk kegiatan-kegiatan yang
diperkirakan akan menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan.

11. Dalam pelaksanaan pengel olaan pulau-pulau
kecil, pihak ketigadisarankan dapat memanfaat-
kan potens energi yang tersedia sebagi sumber
energi baru yaitu angin, pasut, gelombang, Ocean
Thermal Energy Conversion (OTEC) dan
tenagasurya.

12. Pemerintah, Pemerintah Proving dan Kabupatery
K ota menetapkan pulau-pulau kecil yang akan
digunakan sebagal tempat usahaindudri Sartegies
Sesual peraturan perundang-undangan.

13. Pemerintah Provins dan Kabupaten/Kotabila
diperlukan, dapat menunjuk lembagal dinasteknis
yang membidangi kelautan dan perikanan sebagi
instand di daerah yang bertanggung jawab dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluas kegiatan pengel olaan pulau-pulau kecil
dengan luas atau sama dengan 2000 km?.

14. Masyarakat berperan sertadalam pengawasan
pengel olaan pulau-pulau kecil sgjak dari tahap
perencanaan sampai pel aksanaan.

15. Ddam rangka pengendalian pengel olaan pul au-
pulau kecil baik yang sedang dan akan berjaan,
Pemerintah Proving dan Kabupater/K otawgib
memberikan laporan secara berkala kepada
Departemen Kelautan dan Perikanan.

16. Apabila pengelolaan pulau tersebut akan
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dikerjasamakan dengan pihak ketigaharus ada
jaminan pengelolaan dan asurand lingkungan (en-
vironmental insurance) kepada pemerintah.

Kabupaten/Kota setempat berhak untuk
mencairkan Jaminan Pengelolaan tanpa
persetujuan Pihak Ketiga.

17. Dadam hal pengelolaan pulau-pulau kecil yang 3. Masyarakat berhak mengajukan tuntutan hukum

dilakukan oleh Pihak Ketiga yang aktivitas
figknyamengorbankan/ menghilangkan fungs dan
nilai-nilal ekos stem bioma penyanggasetempat,
maka Pemerintah Proving dan Kabupatern/K ota

terhadap pihak pengelola apabila dalam
melaksanakan kegiatannya menyimpang dari
rencana yang tealah ditetapkan dan telah
menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat.

mempunyal hak untuk mencairkan jaminan 4. Departemen Kelautan dan Perikanan bersama

pengel olaan pul au-pulau kecil secaralangsung
tanpapersetujuan dari pihak ketiga.

PENEGAKAN DAN PENATAAN HUKUM

1. Daam pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau
kecil; Pemerintah Proving dan Kabupater/K ota
berwenang melakukan pemantauan dan evaluas
secaraberkdaterhadap pel aksanaan pengelolaan
sesual dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.

2. Apabila Pihak Ketiga terbukti melakukan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
berkewsgjiban mdakukan evaluas ulang terhadap
pel aksanaan pengel olaan pulau-pulau kecil oleh
pihak ketiga yang sudah berjalan sebelum
pedoman ini dikeluarkan. Sdlanjutnyamenyam-
paikan hasil evaluas tersebut ke instans yang
berwenang untuk dapat ditindak lanjuti biladdam
pelaksanaan pengelolaannya terjadi penyim-
pangan dari peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.

penyimpangan terhadap aturan dan kebijakan 5. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan

yang berlaku serta Perjanjian Pengel olaan yang
telah disepakati, akan dikenakan sanksi berupa
peringatan dar/atau pembatal anizin pengelolaan.
Sdanjutnya Pemerintah, Pemerintah Proving dan
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pulau-pulau kecil wajib mentaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku, baik yang
tertulismaupun yang berasa dari hukum adat.
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EROSI PANTAI (COASTAL EROSI ON)

DR.IR. SUBANDONO DIPOSAPTONO, M. Eng
Direktorat Bina Pesisir
Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau K ecil
Departemen K elautan dan Perikanan-RI

PENDAHUL UAN

Eros Pantai adalah proses mundurnyagaris
pantai dari kedudukan garis pantai semula, yang
antaralain disebabkan oleh:

a Dayatahan eros materid dilampaui oleh kekuatan
eksternal yang di timbulkan oleh pengaruh
hidrodinamika (arusdan gelombang).

b. Terganggunyaatau tidak adanyakeseimbangan
antarasupla sadimen yang datang ke bagian pantai
yang ditinjau dan kapasitas angkutan sedimen di
bagian pantai tersebut.

Eros pantal tergantung padakondis angkutan
sedimen padalokas tersebut, yang dipengaruhi oleh:
angin, gelombang, arus, pasang surut, sedimen, dan
kgadian lainnya, serta adanya gangguan yang
diakibatkan oleh ulah manusiayang mungkin berupa
konstruks bangunan pada pantal, dan penambangan
pasir padapantai tersebut.

Pada hakekatnya garis pantai akan selalu
berevolus dan berubah untuk menyesuaikan dengan
keadaan alam untuk mencapai suatu kondisi
keseimbangan dinamiknya. Terdapat tigamacam
skala waktu pada evolus garis pantai dan dapat
dibedakan atas : (a) evolus geologi yang terjadi
selamaratusan tahun, (b) evolus jangka panjang
(long-term evolution) yang terjadi dalam orde
tahunan atau puluhan tahun, dan (c) evolus yang
terjadi dalam jangkamusiman (evolus yang terjadi
pada saat arus dan gelombang terbesar).

Evolus geologi terjadi secararegional untuk
seluruh kawasan misalnya seluruh kawasan Pulau
Batam ataupun Teluk Jakarta. Long-termevolu-
tion terjadi untuk sebagian pantai di antarahead-
land (tempat yang tetap seperti batuan, bangunan
pantal danlain-lain). Evolus musiman jugaterjadi
pada sebagian pantal, diakibatkan misanya oleh
topan, gelombang (major storm). Evolus musman
ini Sfatnyamerusak dan kemudian berangsur-angsur
perubahan musiman ini akan kembali kepada
kessimbangannya.

Untuk mengetahui erog pantai perlu dipahami
jugatentang proses pantai. Hal ini sangat penting
karena proses pantai ini yang akan mendominasi
keadian eros pantai di Indonesia. Proses pantai
mencakup Srkulad arusdan mekanisme gedombang
dan intekasinyadengan sedimen. Arusyang terjadi
di pantai berasal dari aruslaut global, akibat angin,
akibat pasang surut, arus yang diakibatkan oleh
gelombang (wave induced current) terjadi di surf
zone (antara daerah gelombang pecah dan garis
pantai), dan arusorbital gelombang. Arusglobal,
arusakibat angin, dan aruspasang surut disebut shelf
cuurent atau coastal current. Arusyang disebabkan
oleh gelombang berupaaruslittoral (littoral cur-
rent/longshore current) danrip current. Aruslit-
tord terjadi bilaarah geombang membentuk sudut
dengan garispantai. Arusorbital gelombnag adaah
arus disebabkan oleh kecepatan partikel yang
arahnya maju mundur searah dengan arah
gelombang, besarnya tergantung padatinggi dan
periode gelombnag. Panjang daerah pengaruh arus
orbital ini adalah sebanding dengan panjang
gelombang. Mekanisme gelombang di daerah
selancar (surf zone) dimulai dengan terjadinya
gelombang pecah di kedalaman 1, 25 kali tinggi
gelombang. Gelombang pecah ini membentuk bore
yang merayap ke pantai dan naik ke swash zone
dan kemudian kembai kelaut. Bilaarah geombang
membentuk sudut dengan garis pantal akan terjadi
zigzag arus naik dan turus di swash zone (Gambar
0.) Swash zone hanyasewaktu-waktu terendam oleh
air dan dalam perjalannyakembali kelaut arusakan
membawa material sedimen. Peristiwa ini
menyebabkan pergerakan sedimen dalam arah
sggar pantai (littoral transport/longshoretrans-
port) menambah trangpor sedimen yang disebabkan
oleharuslitord.

EROSI PANTAI DI INDONESIA
Sdl ah satu permasal ahan utamayang terjadi di
kawasan pesisr addah eros dan sedimentas. Eros
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Gambar 0. Arusyangterjadi di pantai

pantai terjadi karenaketidak setimbangan antara
angkutan sedimen yang masuk dan yang keluar dari
Suatu bentang pantai . Akibat tidek setimbangnyapasok
dan angkutan sedimen, mekapantal akantererod. Erod
dapat terjadi karenafaktor dami maupunfaktor buatan.
Berbagal faktor buatan penyebab eros pantal antara
lain karena perubahan energi gelombang, pengaruh
bangunan pantal, pengambilan materia pantai dan
pengurangansupla sedimenkepanta. Bangunan pantal
seperti groin dan jetty dapat mengurangi bahkan
menghentikan supla sedimen dari angkutan sedimen
sggar panta (littoral transport). Pengambilan mate-
rid pantal untuk bahan bangunan (karang, batu dan
pasir) akan mengurangi “cadangan” sedimen bagi
pembentukan pantai dalam siklus dinamiknya.
Pengurangan suplai sedimen ke pantai dapat terjadi
karena aktifitas di hulu sungai seperti pembuatan
kantong-kantong sedimen, waduk, bendung dan
bangunan air lainnya, pengalihan muara sungal,
penambangan material dasar sungai, bahkan
penghijauian dan pengenddian eros yang berhas| di
daerah hulu dapat mengurangi pasokan sedimenke
pantai. Eros pantai dapat diikuti dengan abrasi/
pengikisan tehing oleh gempuran ombak. Abras dapat
terjadi karena pelapukan tebing atau karena
peningkatan energi gel ombang atau karenapenurunan
dayatahan tebing oleh pel gpukan baik kimiawi, fisk
maupun biologis. Peningkatan energi gel ombang dapat
terjadi karenahilangnyalrussknyapenghaang dami
seperti terumbu karang di depan garispantal. Berdasar
inventarisas Puditbang Pengairan (Syamsudin &

Kardana, 1997) tercatat tak kurang dari 60 lokas
pantal danmuaradi 17 proping mengdami kerusskan.

Problem eros di Indonesia telah mencapai
tahapan kritis, karena banyak lahan yang hilang,
prasaranajaan dan perumahanyang russk akibat erog.
Erod pantal di Indonesiadapat diakibatkan oleh proses
dami, ativitassmanudaataupun kombined keduanya
Akibat aktivitas manusa, misanya pembangunan
pelabuhan, reklamas pantai (untuk permukiman,
pelabuhan udara, dan industri), penambangan karang
dan pagir di daerah pantai, penebangan hutan man-
grove dan sebagainya. Namun demikian penyebab
utamanya adalah gerakan gelombang pada pantai
terbuka, seperti pantal sdlatan Jawa, selatan Bdi dan
bebergpaared Kepulauan Sunda.

Berdasarkan hasl opnameterhadap dataprimer
maupun sekunder, dismpulkan terdapat beberapa
kasus eros panta di Indonesia yang memerlukan
perhatian dan penanganan segera, seperti terlihat pada
Tabd 1 dan Gambar 1.

KLASFIKAS PENYEBAB EROS
Berdasarkan atas analisis data seperti
diperlihatkan padaTabd 1, diperoleh gambaran bahwa
terdapat Smacamkladfikas penyebeb erod yang terjadi
di Indonesayang ditimbulkandlehaktivitasmanusa:
a. Eros pantai karenaterperangkapnyaangkutan
sedimen sggjar pantai akibat adanyabangunan
tegak lurus garis pantai seperti : groin, jetty,

breakwater pelabuhan danlain-lain.
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Gambar 1. Lokas eros pantai di Indonesia

Ketika gelombang datang menuju pantai
dengan membentuk sudut terhadap garis pantai,
gelombang akan menimbulkan arus sggar pantai di
zonagelombang pecah. Gaya-gayadan turbulens
yang ditimbulkan oleh gelombang pecah akan
mengeros sedimen dasar, dan mengaduknyamenjadi
materid tersugpend. Sedimenini seanjutnyadleharus
sggar pantal yang terjadi di zonagelombang pecah
dibawa menyusuri garis pantai. Akibat adanya
bangunan tegak lurus garis pantai, akan
mengakibatkan perubahan konfigurasi pantai
sehinggapantal akan menuju keseimbangan dinamis
baru. Sedimen yang diangkut oleh arussg g ar pantai
tersebut akan terperangkap oleh bangunan dan akan
mengakibatkan terjadinyaprosessedimentad di deerah
updrift (hulu) dan eros di daerah downdrift (hilir).
Terjadinyassdimentas di daerahupdriftini disamping
karena sedimen terperangkap oleh bangunan tegak
lurus pantai, juga disebabkan karena terjadinya
pembel okan dan mengecilnyamagnitude arus yang
padagilirannyamenyebabkan kecepatan jatuh partikel
lebih dominan bekerja terhadap partikel sedimen
dibanding trangpor arus, sehinggaakan terjadi proses
sedimentas. Sebdiknya di daerah downdrift akan
terjadi erod. Erod ini terjadi karenaterperangkapnya
sedimen di sebelah updrift (hulu) sehingga
mempengaruhi keseimbangan transpor sedimen di
sebelah downdrift (hilir) juga disebabkan karena
adanyaarusolakan yang menuju ke arah laut akibat
adanyabangunantegak lurus pantal. Proseserod ini
akan berlangsung terussampal terjadi kesembangan

dinamisbaru, yaitu gpabilasedimentad yangterjedi di
sebdah updrift (hulu) bangunan telah berhenti.

Kasuserod semacamini di Indonesamisdnya
terjadi akibat dibangunnyabreakwater Pelabuhan
Pulau Baal, dibangunnyaBandara Sepinggan deng:n
jdanreklamad yang menjorok kelaut, dibangunnya
bandara Ngurah Rai di pantai Kuta dengan jalan
reklamasi yang menjorok ke laut (Gambar 2),
dibangunnyaLNG Arun dengan jdanreklamas yang
menjorok ke laut, dibangunnya dermaga jetty di
Baongan danlain sebagainya.

b. Erod pantai karenaterjadinyaaruspusaran akibat
adanya bangunan seawall.

Gelombang yang mendekati pantai, oleh
bangunan massive seawall sebagian dipantulkan olen
seawall kearahlaut. Gdombang hasl pantulanini aken
berasosias dengan gelombang datang sehingga
menimbulkan efek standing wave dan menimbulkan
aruspusaran (eddy current) di sebelah kiri dankanan
dari seawall. Sanding wave tersebut akan bersifat
merusak pantal yang terekspose karenamempunyai
daya hisap yang besar yang akan menghisap tanah
sekitar bangunan seawall. Disampingitu karenatanah
sebelah kiri dan kanan seawall merupakan tanah
terekspose dan tidak terlindungi oleh seawall maka
tanah tersebut akan tererosi sampal mencapal
kesaimbangan dinamis baru.

Kasuseros ini terjadi misalnyadibangunnya
seawall di Banda Aceh, dibangunnya seawall di
Eretan Indramayu, Maddayang 2 Manado (Gambar

3) danlain sebagainya.

104



Erosi Pantai (Coastal Erosion)

.-r"'__'__:.‘ Y =
e :—r- g k—‘s E‘HR P |
T 0, % o
,.-P"::.-r——___"--._---r- ___-‘: ____________ ;‘ﬁ!_ g "_ B
Toremer shoreline = ﬁ""
e leaphone manipert 3
e P e
7
Downdrift 7y Updrift

Gambar 2a. Skemaeros pantai akibat adanya bangunan tegak lurusgarispantai

c. Erod panta karenaberkurangnyasupla sedimen
dari sungai akibat dibangunnyadam di sebelah
hulu sungai dan sudetan atau pemindahan muara
ungal.

Berkurangnyasuplal sedimen dari sungai ini
akan menimbulkan gangguan terhadap
keseimbangan transpor sedimen sgjgjar pantai.
Kondis semuladimana sedimen yang datang dari
muara sungai oleh arus sgjgar pantai dibawa
menyeusuri pantal untuk selanjutnyadidistribuskan
dan diendapkan di pantai tersebut. Tetgpi berhubung
suplai sedimen dari sungai berkurang akan
mengakibatkan terjadinya eros pantal di sebelah
downdrift muara sungai untuk mengimbangi
angkutan sedimen yang semuladisupla dari sunga.

Kasus erosi semacam ini terjadi karena
pembuatan floodway di muarasungal Krueng Aceh,
pembuatan banjir kana di Padang, dan pembuatan
sudetan muara Sungai Cidurian, pembuatan kand
wulan di pantai Kedung Semeat.

d. Erosi pantal akibat penambangan karang dan
pasir pantai.

Penambangan karang atau pasir ini biasanya
dilakukan di daerahnearshore dimanadi daerahini
gerakan pasir/sedimen di dasar pantai/laut masih
dipengaruhi oleh gerakan gelombang.

Penggalian karang atau pasir pantai akan
mengakibatkan dampak yang berupa perubahan
batimetri, pola arus, pola gelombang, dan erosi.
Apabiladasar perairan digai untuk penambangan
karang atau pasir, maka dasar perairan akan

menga ami perubahan karena yaitu semakin daam.

Dampak yang timbul adalah

- Energi gdombang yang menghantam pantai akan
lebih besar karenadasar perairan di depan garis
pantai akan menjadi lebih dalam, sehingga
mekanisme peredaman energi gelombang oleh
dasar perairaberkurang. Dengan demikian eros
atau penggerusan oleh gelombang akan lebih
meningkat intendtasnya

- Penambangan jugamengakibatkan lereng pantai
menjadi |ebihterjd sehinggamenimbulkan ketidak
stabilan lereng pantai yang padagilirannyaakan
menimbulkan terjadinyapemacuan eros.

- Penambangan akan menimbulkan kawah yang
akan menjadi tempat bagi terperangkapnya
sedimen sggar panta. Akibat gerakan gelombang
makalubang-lubang/kawah bekas penambangan
pasir akanteris kembali oleh pasir di sekitarnya
termasuk pasir yang adadi pantai di mukadan
menyebakan terjadinya erosi. Keseimbangan
trangpor ssdimensggar pantal akanterganggu yang
berupa berkurangnya angkutan sedimen ke arah
downdrift (hilir) tempat penggalian, sehingga
menimbulkan gangguan terhadap kesaimbangan
garispanta. Berkurangnyatrangpor sedimenkarena
terperangkap oleh kawah galian ini akan
menimbulkan eros di sshdahdowndrift (hilir) kaweah
gdian. Kasusini terjadi di pantal Kepulauan Riau,
Bengkulu, Tangerang (Gambar 4.), pantal Marunda,
pantal Kepulauan Seribu, pantai Sanur, Pantal
Menado, danlain sebagainya
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Gambar 2b. Eros pantai akibat adanyareklamas Bandara Ngurah Rai yang
menjorok kelaut kuranglebih 400 m

e. Erod karenapenggundul an hutan mangrove.
Pada pantai-pantai berlumpur umumnya

ditumbuhi pohon mangrove Perakaran mangroveyang
biasanyamerupakan penopang bagi kestabilan pantai
yang berlumpur. Hutan mangroveini berfungs sebagal
peredam energi gd ombiang yang akan mencgpa pantal.
Apabila hutan mangrove ini ditebangi maka fungs
peredamannya akan berkurang atau bahkan hilang.
Gdombang akanlangsung mengenal tanahyang gundul
danlemeh sfatnya, dan akan mengaduk denmdarutkan
tanah pantal tersebut dalam bentuk suspens, kemudian
diangkut oleh arusdan diendgpkanketempet lainyang

memungkinkan. Kasusini banyak terjadi di Lampung
Timur, Pantura (Gambar 4), Kalimantan Barat dan
Kdimentan Timur.

Peristiwa erosi ini tentunya tidak perlu
dipersodkan sgauh bdum menimbulkan masdah beg
kepentingan manusia Namun gpebilaperidiwaterseout
menimbulkan gangguan dan kerusakan terhadap
lingkungandi sekitarnya, makadi perlukan ussharusaha
penanganan berupa perlindungan dan kegiatan-
kegigtanlainnya

Peristiwa eros pantai dapat mengakibatkan
gangguan terhadap permukiman, pertambakan dan
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Gambar 3a. Eros pantai akibat dibangunnyaseawall
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Gambar 3b. Eros pantai di Malalayang 2 Manado akibat pembangunan seawall

sarana perhubungan. sedangkan peristiwa
pendangkaan atau pengendapan di wilayah panta
dapat merupakan keuntungan dan sebaiknyadapat
pulamerupekan kerugian; hd ini sangat tergantung pada
kondis lingkungan sstempet.

KONDISI PENANGANAN SAAT INI
Sdlamaini penanganan perlindungan kawasan
pesisrterhadap eros pantal masih banyak dilakukan
dengan menggunakan pendekatan “keras’ yaitu
dengan membuat peindung pantal yang sscaraestetis

dan ekologis kurang ramah. Penanganan juga
gfatnyasporadisdan kurang komprehendf, sehingga
menimbulkan masalah baru yaitu hanya akan
memindahkan lokas terjadinyaeros dari tempat
yangtdahdilindungi ketempeat laindi sekitarnyayang
kurang mendapat perhatian. Sehingga masalah-
masa ah seperti dissbutkan di atasakan tidak pernah
akantersdlesaikan, yaitu hanyaakan memindahkan
measalah dari tempat yang satu ketempat yang lainnya

Upayauntuk mengetas masalaheros danabras
secara “text book” antara lain dilakukan dengan
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Gambar 4a. Kondis gelombang dan eros pantai sebelum dan sesudah adagalian karang
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pendekatan hard measures, yakni dengan membuat
bangunan-bangunan pantai seperti: tembok laut,
peindung tebing (revetment), groin, jetty, krib sggar
pantal, dantanggul laut. Efektifitasdan dampak negetif
pendekatanini telah puladigambarkan padabutir 3
disertal dengan contoh-contohnya

Groin dan jetty
Groin dan jetty merupakan bangunan
tegak lurus pantal untuk mengamankan pantai dari
gangguan kesetimbangan angkutan sedimen
sejgar pantai (longshore transport). Groin
berfungs menahan lgu sedimen sgjgar pantai dan
biasanya berupa serangkaian struktur krib.
Sedimen akan terperangkap di bagian hulu krib,
sedangkan di bagian hilir/bayangan krib akan
terjadi erosi. Sedimen yang terperangkap di
antarakrib-krib diharapkan lama-kelamaan akan
membentuk sudut garis pantai sedemikian rupa
sehingga arah datang gelombang menjadi tegak
lurus terhadap garis pantai baru tersebut. Bila
arah datang gelombang tegak lurusterhadap garis
pantai makaangkutan sedimen sggjar pantal akan
terhenti dan pantai akan stabil. Groin dapat dibuat
pendek (lebih pendek dari lokasi gelombang
pecah) atau panjang (melampaui zonagelombang
pecah). Puncaknya dapat dibuat tinggi maupun
rendah tergantung pada keperluannya. Sebagai
bahan groin dapat dipakai tumpukan batu,
bronjong, kayu, sheet pile beton maupun baja.
Konsep tersebut ternyatatidak seldu berhasl.
Bebergpa penditian menunjukkan bahwa keberada-

Gambar 4b. Eros pantai di Tangerang akibat penambangan pasir

ankrib justru meningkatkan arussirkulas di antara
dua krib dan membentuk rip current yang akan
mengangkut sedimen hilang ke lepas pantai. Eros
yangterjadi di daerah hilir krib jugadapat membaha
yakan keamanan bangunan krib di sebelahnya. Dari
S edtetisadanyakrib mengganggu keindahan dan
kenyamanan pgjdan kaki di pantai. Sdainitugroin
samasekdi tidak efektif untuk mengatad permasaah
eros yang disebabkan oleh angkutan sedimen tegak
lurus pantai (cross-shoretransport).

Jetty merupakan bangunan tegak lurus pantai
yang cukup panjang menjorok kelaut. Struktur ini
dibangun untuk mengatas masa ah pendangkaan
muara sungai. Dengan adanya jetty yang cukup
panjang, maka muara sungai akan bebas dari lit-
toral transport. Permasalahan yang terjadi adalah
tertahannyasedimendi 99 huludantererosnyagaris
panta di S hilir jetty.

Sea wall dan revetment

Tembok laut (seawall) berupabangunanyang
dibuat pada garis pantai sebagai pembatas antara
daratan di sstus9 dandanperairandi 99 yanglain.
Fungs nyaada ah untuk mdindungi/mempertahankan
garispantai dari serangan gelombang serta untuk
menahan tanah di bel akang tembok laut tersebut.
Dengan adanya tembok laut diharapkan proses
abrasi dapat dihentikan. Tembok laut (sea wall)
berupa struktur masif yang diharapkan mampu
menahan gempuran gel ombang sedangkan revet-
ment berupastruktur fleksibel susunan batu kosong
atau blok beton.

108



Erosi Pantai (Coastal Erosion)

Karenastruktur tembok laut berupabangunan
yang masif, maka refleks yang ditimbulkan oleh
bangunan tersebut justru meningkatkan tinggi
gelombang bahkan dapat mencapai duakali tinggi
gelombang datang dan dapat terjadi gelombang
tegak (clapotis). Akibatnya, di depan struktur
tersebut justru terjadi gerusan yang kadang dapat
membahayakan struktur itu sendiri.

Detached breakwater

Struktur yang berupa bangunan |epas pantai
yang dibangun sggar dengan garis panta ini
dimaksudkan untuk menahan energi gelombang
yang menghempas pantai. Daerah di belakang
bangunan tersebut akan lebih tenang dari daerah
sekitarnyasehinggatranspor sedimen sgigar pantai
akan terhenti di belakang detached breakwater
tersebut.

Permasa ahan utamayang timbul adalah eros
di luar daerah bayangan detached breakwater.
Selain itu, refleks dari bangunan tersebut juga
menyebabkan keadaan gelombang di sekitar
bangunan justru meningkat sehinggamenimbulkan
gerusanlokd di sekdiling bangunan. Struktur ini juga
mengubah polaarug/sirkulas pantal.

Penyel esaian dengan struktur tersebut diatas
saet ini masih dilakukan secaraparsd dan sporadis
sehinggabel um memberikan hasil yang baik. Untuk
itu diperlukan penyel esaian yang menyeluruh dan
komprehensif dengan menggunakan pendekatan
coastal cell (sedimen budget) yaitu suatu
pendekatan dimana pantai dikarakteristikkan
sebagal masukan, perpindahan, penyimpanan dan
pengurangan sedimen. Konsepini mengidentifikas
bahwasd stem pantai terdiri dari sgjumlah unit yang
berhubungan dan terkait dengan banyak proses
perpindahan yang bekerjadalam skalaruang dan
waktu yang berbeda.

Alternatif sstem proteks jugaharus disaleks
berdasarkan aspek berikut :

a Aspek Teknis

- Kemampuan untuk mereduksi tranpor sedimen
sgjgar panta

- Kemampuan untuk mereduks transpor sedimen
tegak lurus panta (offshoretransport)

- Durabilitasdari sstem dan komponen

- Resiko kehancuran dari sstem dan komponennya.

- Pelaksanaan konstruks

- Pemeliharaan

- Kepekaan terhadap perubahan morfologi dalam
skalayang lebih besar (misdnyaskdaregiona).

b. Aspek Ekonomi

- Biayainvedas

- Biayaoperas dan pemeliharaan

- Biayauntuk perbaikan dan rehabilitas

- Umur konstruks dinyatakan dalam present value

c. Aspek Lingkungan

- Dampak terhadap pantai dan property yang
berdekatan

- Dampak terhadap lingkungan dalam skalayang
|ebih besar

d. Aspek Estetikadan Aspek Sosial

- Secaraestetikakelihatan menyenangkan

- Secarasosd dan kultura diterimamasyarakat

DIAGNOSE DENGAN
MODEL NUMERIK

Untuk melakukan kajian dampak dari
penanganan erod pantal yang sfatnyasporadisdan
lokal tersebut perlu dilakukan diagnose dengan
menggunakan teknik permoddan.

Berbaga modd andlitik maupun matematik telah
dikembangkan untuk memperkirakan/ meramakan
perubahan garis pantal terutama daam kaitannya
dengan pembuatan bangunan seperti groin, seawall
danlanssbaganya

Mode numerik perubahan garis panta pada
umumnya didasarkan pada persamaan kontinuitas
angkutan sedimen pantal, dan skematisad perubahan
garispantal. Salah satu skematisas perubahan garis
panta adalah skematisas dengan garis lurus yang
pertamakali dikemukakan oleh Pelnard-Consdere
(Bijker, 1968). Dengan skematisasi tersebut
penyelesalan numeriknya menjadi sederhana, dan
hitungannyadapat dilakukan padaPC dengan program
yang mudah. Dibawah ini disgjikan diagnose
permasal ahan perubahan garis pantal akibat adanya
bangunan pantal yang berupagroin ataujetty dansea-
wall dengan menggunakan perangkat lunak Genesis,
yaitu perangkat lubak untuk menghitung perubahan
garispantai yang dikembangkan olen US Army of
Coastd Engineer.

Dari kajian dengan model numeris
menunjukkan bahwa pembangunan struktur yang
tegak luruspantal akan menimbulkan erod di daerah
downdrift bangunan. Akibat halangan bangunan,
arus berbelok menuju arah laut sehingga
menimbulkan perbedaan elevas di sebelah updrift
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bangunan. Pengaruh ini menyebabkan terbentuknya
ausolakandari arah laut menyusur dinding kebagian
kaki struktur.

Di ujung bangunan terjadi penumpukan arus
karena halangan struktur. Sudut datang gelombang
45( (terhadap garis normal pantai) dan arusyang
bergerak dari arah ujung bangunan menyebabkan
perbedaan elevasi di bagian downdrift kali
bangunan. Perbedaan ini membangkitkan arus
olakan dari laut menuju ke arah garis pantai dan
menyusur dinding bangunan kembdi kelaut.

Di updrift bangunan terjadi proses sedimentas
akibat terhal angnya arus yang membawamaterial.
Pembelokan dan mengecilnya magnitude arus
menyebabkan kecepatan jatuh partikel lebih
dominan bekerja terhadap partikel sedimen
dibanding transpor arus. Di sebelah updrift kaki
bangunan terjadi sedimentas akibar arus olakan
bermagnitudekecil membawamaterid sedimenyang
bergerak menyusur dinding ke arah darat.

Di downdrift bangunan terjadi penggerusan
untuk mengimbangi transport sedimen yang
terperangkap oleh bangunan. Penggerusanini juga

disebabkan karenaadanyaarus olakan yang terjadi
di downdrift bangunan.

Has| diagnose dengan modd numerik terhadap
erod pantal akibat adanyabangunantegak luruspanta
disgikan padaGambar 5.

Diagnose dengan model numerik  terhadap
penanganan eros dengan menggunakan sawdl yang
gfanyaspotish menunjukkan bahwapolapenanganan
tersebut tidak menydesaikan masdlah kesd uruhen tetepi
hanyaakan memindahkan masalah dari tempat yang
satu ketempat yanglan.

Has| diagnose dengan modd numerik terhadap
erod pantal akibat adanyapenangananyang sifatnya
spotish dengan membangun seawall disgjikan pada
Gambar 6.

ALTERNATIFPENDEKATAN LUNAK
Dengan belgar dari kekurang berhasilan cara
carapenanganan masdah pessr dengan“ pendekatan
keras’, mekaperlu dikembangkan konsgp penanganan
permasadahan pessr secaralebih lunak dan ramah
lingkungan. Penggunaan pendekatan lunak tersebut
sudah mula dilakukan sgjak akhir dasa-warsa 80-

Offshore distance [Meters)

120 860
Longshore distance [Meters)

240 480 1200

casel:groin 100m, slopel: 40

D50=0.1mm, Gelombang: H=1m, T =6s,

(Ofishore distance [Meters]

1204

240 480 120 960
Lorgshere distance [Weters)

case2:groin50m

Gambar 5. Simulasi model numerik perubahan garispantai dengan adanyastruktur tegak lurus
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Case 3: seawall 100m
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Gambar 6. smulas model numerik perubahan garispantai
dengan adanya seawall

an. Beberapa cara penanganan dengan pendekatan
lunak antara lain dapat dilakukan dengan:
peremg aan panta, pembentukan dune, peremagaan
danrestorad mangrove, rehabilites kord, artificial redf,
sertapenge olaan/mang emen kawasan pantal secara
terpadul.

Peremajaan pantai

Untuk mengatas eros danaorad, cararestoras
dengan peremgaan pantai (beach nourishment)
merupakan dternatif yang sudah cukup lamadikend.
Prosesini mdiputi pengambilan materid dari tempat
yang tidek membahayakan dan diiskan ketempat yang
membutuhkan. Meskipun penimbunarypengisan pesisir
dengan materia dari luar sistem tidak banyak
dampaknya terhadap ekosstem yang ada, namun
pengambilan meterid dgpat menimbulkan dampek yang
cukupsgnifikan. Olehkarenaitu, ops ini harusditinjau
secaralebih komprehensf, terutamadari 99 sumber
penyediaan sedimennya

Akhir-akhir ini telah dikembangkan pula
peremagjaan pantai dengan menggunakan sistem
drainas pantai (Coastal Drain System) seperti
misalnya Beach Management System (BMS).
Pemegang patennya adal ah Danish Geotechnical
Ingtitute. Metodeini adal ah mengurangi tekananair
(pore water pressure) di swash zone sehingga
lereng daerahini menjadi lebih gabil, padasaet diran
ke bawah (rundown) tidak ada sedimen yang

terbawa. Sstemini padaprindpnyamengurangi atau
mengabsorbsi energi gelombang pada saat
menggempur pantal dengan caradihisgpmddul pompa
yang dihubungkan oleh pipaberlubang yang terletak
dibawah permukaan pantal (de-watering).

Pembentukan dune

Perlindungan pantal berpasir dapat dilakukan
dengan menyediakan“ stock pile’ di 99 darat berupa
dunebuatan atau meningkatkan duneyang sudah ada
Biasanya cara ini dilengkapi dengan usaha-usaha
menahan kehilangan padir dari daerahdunebalk secara
vegetdif maupun secaraatifisd.

Rehabilitas mangrove

Perbaikan dan peramgaan hutan bakau yang
rusak merupakan langkah perlindungan pessr yang
ramah lingkungan. Penangananini dapat dikombinas
dengan bangunan sementara (hard measures) yang
dihargpkan dapat mdindungi bakau yang barusdama
masapertumbuhannya.
Rehabilitas koral

Terumbu karang yang rusak akan memerlukan
waktu yang cukup lamauntuk dapat hidup kembadli.
Menurut (Tomascik, 1997) massaterumbu karang
setebal 500 m memerlukan waktu antara 6000
hingga 10000 tahun untuk pembentukannya.
Meskipun prosesrehabilitas karang tidak secepat
rehabilitasi mangrove, tetapi pendekatan ini
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merupakan aternatif yang sangat bermanfaat bagi
ekosstem pesisir. Bebergpapenditian dan uji coba
telah dilakukan untuk mencangkokkan organisma
karang padakarang yang telah rusak dan hasiinya
cukup menjanjikan (Yamashita, 1998).

Selain rehabilitas koral secara langsung,
penggunaan artificial reef sebagai alternatif
perlindungan pantal yang lebih ramah lingkunganjuga
mula banyak ditdliti (Nizam, 1995). Ssemini mula
banyak dipakai di Augtrdia. Untuk melindungi pura
Tanah Lot, sdah satu dternatif yang diusulkan addah
menggunakan artificial reef tersebut.

Aspek pengelolaan

Agar dapat hidup berdampingan secara
harmonisdengan lingkungannya, makapengelolaan
pesdr yang aif perlu terusdikembangkan. Dengan
mengadaptasi (IPCC, 1990), pada prinsipnya
pengelolaan kawasan pesisir (coastal manage-
ment) bertujuan untuk:

1. Menghindari pengembangan di daerah ekosstem
yang rawan dan rentan,

2. Mengusahakan agar sistem perlindungan alami
tetap berfungs dengan baik,

3. Mdindungi keselamatan manusia, hartabenda
dan kegiatan ekonominyadari bahayayang datang
dari laut, dengan tetap memperhatikan aspek
ekologi, kultur, sgarah, estetika dan kebutuhan
manusia akan rasa aman serta kesgjahteraan
(Jansen, 1990).

Secarafilosofis, penanganan daerah pantal dapat
ditempuh mddui bebergpadternatif berikut:

1. Pola protektif, yaitu dengan membuat bangunan
pantal yang secaralangsung “ menahan prosesdam
yang terjadi”. Cara ini yang paling banyak
dikembangkan di Indonesia

2. Pola adaptif, yakni berusaha menyesuaikan
pengel olaan pantai dengan perubahan dam yang
terjadi. Saat ini mula banyak dikembangkan
pendekatan “mega scale’, di mana pengelolaan
pantal direncanakan berdasar polamorfodinamika
spesfik di pantal yang dikembangkan.

3. Polamundur (retreat) atau do-nothing, dengantidak
melawan prosesdinamikadami yang terjadi tetapi
“mengalah” padaprosesadam dan menyesuaikan
peruntukan sesual dengan kondis perubahandam
yangterjedi.

Di Indonesia, keduapolaterahir di atassaat ini

belum banyak di pandang sabega dterndif penydesaian

permasad ahan pantai. Kgjian ke arah tersebut perlu
dilakukan agar kel estarian sumber dayadam pantai
dapat terpelihara serta kemanfaatannya dapat terus
dinikmeti dari generad kegeneras.

KESIMPULAN

Ddam pengd olaan kawasan pantal, khususnya
untuk mencegalVmengurangi terjadinyaeros pantai
perlu diperhatikan hal-hal berikutini:

- Hindari penambangan pasir di tepi pantal

- Hindari penambangan karang untuk bahan
bangunan

- Hindari penggundulan hutan mangrove

- Hindari mendirikan bangunan menjorok ke pantai

- Penyuluhan masyarakat

Penanganan erod pantal harusdilakukan secara
menyeluruh dan komprehensf yang mdiputi satu
kawasaan coadtal cdl. Penangananyang Sfanyaloka
hanyaakan memindahkan masalah dari sstutempat ke
tempat yanglan.

Alternatif dengan pendekatan struktur lunak (oft
dructure) perludipertimbangkan, karenapendekatan
ini merupakan pendekatan untuk menangeni erod panta
yang ramah lingkungen.

Pendekatan mutakhir dan sistematis untuk
penanganan masdah pantal dapat dilakukan medui:
a) penditian lgpangan (survel) untuk mengetahui pa:
rameter lingkunganfigk dandatahigtoris, b) penditian
dengan modd matemeatika, dan ¢) penelitian dengan
modd figk (skaalaboratorium) untuk menentukan
perencanaan yang secara teknis, ekonomis dan
lingkungan layak den sscaraetetikadan sogd budaya
dapat diterimaoleh masyarakat.
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Tabe 1. Hasil Opname Lokas Kerusakan Pantai Akibat Eros di Indonesia

NO. DAERAH PANTAI | JENIS PENGGUNAAN PA:ETG
LAHAN
D! Aceh :
1 Pantai Cermin Pariwisata Belum ada data
2 Pantai Alue Naga Cagar Budaya Belum ada dala
3 Muara Kr. Aceh Jalan Raya Belum ada data
4 Muara Floodway Alur Banjir Belum ada daia
| 5 Pantai Ladong Jalan Raya Belum ada dala
& Pantai Lhok Nga Pariwisata Belum ada dala
7 Pantai Lam Pu'uk Pariwisata Belum ada dala
8 Pantai Pulot Jalan Raya Belum ada data
9 Pantai Lam Pageu Tambak Belum ada data
10 Desa Mesjid Permukiman Belum ada data
11 Pasie Rawa Tambak Belum ada data
12 Gampong Cina Permukiman Belum ada data
13 Pasie Lhok Tambak Belurn ada data
14 Mns Kr le Lebei Permukiman Belum ada data
15 Kuala Kr Mane Alur Banjir Belurn ada data
16 Kuala Angsa Jalan Raya Belum ada data
17 Hutan bakau Hutan Bakau Belum ada data
18 Puncak Guereutce Jalan Raya Belum ada data
19 Km-88 Kamno Jalan Raya Belum ada data
20 Km-246 SK Rebei Jalan Raya Belum ada data
21 Ujong Kareung Permukiman Belum ada dala
22 Pd Seurahet Permukiman Belum ada data
23 Desa Batee Helar Permukiman Belum ada data
24 Desa Ganiung Tpt Permukiman Belum ada dala
25 Lhok Keutapang Jalan Raya Belum ada dala
26 Gn Kerambil Jalan Raya Belum ada dala
27 Desa ujong_Tanah Permukiman Belum ada data
28 Km-434/435 Jalan Raya Belum ada data
29 K. Camat Sawang Permukiman Belum ada data
30 SMPN Sawang Permukiman Belum ada data
21 Uleuleu Permukina, jalan 2
3z Sigli Permukina, jalan 2
33 Meulaboh Permukina, jalan 2
34 Tapak Tuan Permukina, jalan Raya 1
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Sumatera Utara

1 Pantai MNatal Permukiman 2
2 Pantai Barus Permukiman, Prasana Belum ada data
Umum
i Pantai Pandan Permukiman, Jalan Raya Belum ada data
4 Pantai Sibolga Permukiman, Jalan Kota Belum ada data
=] Pantai Cermin Permukiman, Prasana | Belum ada data
Umum
Sumatera Barat |I
1 | Pantai Karang Balu Permukiman Belum ada data
2 FPantai Pariaman Permukiman, Prasana | 2
Umum |
3 Pantai Air Bangis Permukiman, Jalur | 3
Perlayaran
4 Pantai Air Manis Permukiman Belum ada data
5 Pantai Padang Permukiman, Jalan Kola 4
3] Pantai Air Tawar Permukiman Belum ada data
| Bengkulu
1 Pantai Ketahun | Permukiman, Jalan 2
2 Pantai Pasar Bengkulu | Permukiman, Jalan D, 1
Wisata
3 Pantai Panjang Permukiman, Jalan D, 2
\Wisata
Lampung
1 Pantai Lampung Timur | Permukiman, 1
! Pertambakan
|
DKI Jakarta
1 Pantai Cakung FPermukiman, Industri Belum ada data
2 Pantai Ancal Pras. Umum, Daerah Belum ada data
Wisata
3 Pantai Marunda Permukiman, Jalan 2
4 Pantai Muara Baru Permukiman, Pras, D. Belum ada data
Wisata
5 Cilincing 2
G Kali Baru 3
7 Muara Angke 2
8 Kepulauan Seribu 2
Jawa Barat
1 Pantai Labuhan Permukiman, Jalan Belum ada data
2 Pantai Cipaturugan Permukiman Belum ada data
3 Pantai Pangandaran Permukiman, daerah Belum ada data
- Timur Pariwisata —
4 Pantai Pangandaran
Barat
5 Pantai Dadap Permukiman, prasarana 1
= UMmum
& Pantai Balongan Permukiman, pras. 2
Umum I
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7 Pantai Eretan/Menir Permukiman, jalan raya 2 1
8 Pantai Karangserang Permukiman 0.8 |
9 Pantai Tanjung Pasir Fermukiman, d. 1.4
pariwisata _
i0 Fantai Sangkanila Permukiman Belum ada data
i1 Pantai Anyer Carita Fermukiman, jalan, d. 1 E
wisata |
12 Anyer Lor 1 |
13 Pantai Cinangka Permukiman Belum ada data |
14 Pantai Pabuaran Permukiman Belum ada data
15 FPaniai Panyairan Permukiman Belum ada data
16 Pantai S, Beach Hotel Fermukiman, daerah Belum ada data
wisata |
17 Pantai Cisolok — Permukiman, jalan, d. Belum ada data f
Pelabuhan wisata |
18 Pantai Anyer Labuhan | Jalan, daerah wisala Belum ada data |
19 Pantai Cilegon-Merak Jalan RayaPermukiman Belum ada data |
20 Pantai Krawang Ferikanan/Tambalk, Belum ada data
pertanian i
21 Pantai Penanjung Permukiman, perikanan, Belum ada data
J Wisata
22 Pantai Tanjung Kait Femukiman, tambak, Belum ada data
Fertanian
23 Limbangan Permukiman 2
24 Tirtamaya Tempal rekreasi 1
25 Bungko Permukiman 1
26 Cipasauran Perambakan 1
27 Salira Indah Wisata 1
28 Pondok Waru 1
Jawa Tengah
1 Pantai Segara Anakan | Lingkungan Belumn ada data
2 Pantai Kedung Semat Permukinan, pertanian, 3
perikanan
3 Pantai Batang Permukinan Belum ada data
4 Paniai Pekalongan Permukinan 1
DI Yogyakarta
1 Pantai Gelagah Prasarana Daerah wisata Belum ada data
Pantai Baron Prasarana Daerah wisata Belum ada data
Jawa Timur
1 Fantai Tuban Fermukinan Belum ada data
2 Pantai Lamongan Permukinan 15
3 Pantai Sukolilo FPermmukinan Belum ada data
4 Pantai Sarang | Permukinan Eelum ada dala
5 Pantai Probolinggo l. Pemmukinan Belum ada data
Bali
!
1 Pantai Gumrih Permukinan 1.5
2 Pantai Tanah Lot Desa wisata, cagar 1
budaya
3 | Pantai Ulu Watu Desa wisata, cagar 0,8
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budaya
4 Pantai Nusa Dua Prasarana Daerah wisata 4
5 FPantai Kuta Prasarana Daerah wisata 8
| 6 Pantai Sanur Prasarana Daerah wisata 6
| 7 Pantai Lebih Permukinan 15
! 8 Pantai Candi Dasa Prasarana Daerah wisata 5
9 Pantai Lovina Permukiman Belum ada data
10 Pantai Pemaron Fermukiman Belum ada data
11 Pantai Pulaki Permukiman | 0.8
12 Pantai Sungsit Prasarana Daerah wisata 0.5
;_ 13 Pantai Bukti Permukiman, jalan 2
| 14 Pantai Candi Kusuma Permukiman 0,5
15 Pantai Gondol FPermukiman, jalan raya 0,4
16 Pantai Gumicik Pertanian 1,5
17 Pantai Segara Permukiman, cagar 2.5
Fanimbangan budaya
| 18 Pantai Sengkidu Daerah Wisata 2
18 Pantai Siyut Pertanian 0.8
20 Pantai Sudimara Permukiman 0.8
21 Pantai Tegal Besar Pertanian 1
Musa tenggara Barat
1 Pantai Senggigih FPrasarana, Daerah Belum ada data
s Wisata
Kalimantan Barat Il
1 Pantai Pemangkat Permukiman, Pras. 2 ]
Umum |
| 2 Pantai Bukit Dun _Permukiman, Jalan 2 |
| 3 Pantai Sengkubang Permukiman, prasarana Belum ada data ’
{ umum —— !
Kalimantan Timur Il
1 Pantai Sepinggan Permukiman, prasarana, 1 il
j. raya !
|
Sulawesi Utara
1 Pantai Manado Permukiman, pras.umurm, 4
j. raya
2 Pantai Bitung PeranianPemmukiman Belum ada data

Sumber: Departernen Pekerjaan Umum dan Media Massa,
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PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR
TERPADU DAN BERBASISMASYARAKAT: TELAAH KASUSDI
KABUPATEN MINAHASA, SULAWES UTARA

J.JOHNNESTULUNGEN
Field Program Manager Proyek Pesisir Sulawes Utara
crmp@manado.wasantara.net.id
tulungen@manado.wasantara.net.id

PENDAHUL UAN

Pengelolaan berbasis-masyarakat sudah
merupakan suatu pendekatan yang banyak dipakai
di ddam program-program pengel olaan sumberdaya
wilayah pesigr terpadu di berbagai negaradi dunia
ini, khususnya di negara-negara berkembang.
Pendekatanini secaraluasdigunakandi wilayah Asa
Pasifik seperti di negara-negaraFilipinadan Pasifik
Selatan. Keberhasilan pendekatan ini semakin
banyak dan didokumentasi secara baik (Polotan-
de la Cruz, 1993; Buhat, 1994; Pomeroy, 1994,
White et.al., 1994; Ferrer et.al., 1996; Pomeroy
and Carlos, 1997; Wold Bank,1999). Di negara-
negara dimana sistem pemerintahannya semakin
mengarah pada desentralisas dan otonomi lokal,
pendekatan berbasis masyarakat ini dapat
merupakan pendekatan yang lebih tepat guna, lebih
mudah dan dalam jangka panjang dapat terbukti
lebih efisen dan efektif ddam segalahd.

Pendekatan pengel olaan sumberdayawilayah
pesisir berbasis-masyarakat telah dicobakan
diberbagai proyek pembangunan di Asia yang
dibiayai oleh Bank Pembangunan Internasiona.
Sebagai contoh, Program Sektor Perikanan di
Filipinayang bernilai 150 jutaUS dolar (Albaza
Bauyut, 1995), Proyek Coremap di Indonesia, juga
berbagai proyek bantuan bilateral lainnya (seperti
CRMP -Filipinadan Proyek Pesisir - Indonesia),
memasukkan pengelolaan berbasis masyarakat
sebagal bagian dari desain program. Flipinamemiliki
pengalaman sgarah yang cukup panjang dalam
pengel olaan berbasis masyarakat sgak sekitar dua
dasawarsaterakhir ini. Pendekatan ini telah menjadi
pendekatan utama dalam pengel olaan sumberdaya
pesisir di negara ini sebagal bagian dari system
pemerintahan yang desentraistis. Pada pergantian
millenium ini telah ada ratusan contoh Pengel olaan

sumberdayapesSr berbas smasyaraka yang terssbar
di hampir setigpwilayah pesidr di negaraini.

Di Indonesia, dengan dikeluarkannyaUU No
22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan
kepadadaerah dalam mengelolapesar danlautnya
sgjauh 12 mil untuk propins dan 4 mil untuk
kabupaten memberikan peluang yang besar bagi
pendekatan penge olaan sumberdayapessir terpadu
dan berbasismasyarakat. Sdlain itu dengan adanya
Departemen Kelautan dan Perikanan dan konteks
perubahan pemerintahan di Indonesiasetelah era
reformad mendorong pemerintah pusat dan di daerah
mengembangkan pendekatan pembangunan yang
melibatkan kerjasama antara pemerintah dan
masyarakat setempat dalam bentuk pengelolaan
secara bersama (co-management) berbasis
masyarakat.

Upaya-upaya seperti ini sudah di mulai di
Sulawesi Utara sejak tahun 1997 untuk
mengadaptas kan pendekatan-pendekatan berbasis
masyarakat ini dalam konteks pembangunan dan
pengelolaan di Indonesia(Crawford & Tulungen,
1998a, 1998b, 19993, 1999b,; Tulungen et.al.,
1998, 1999; Crawford et.al, 1998) lewat Proyek
Pesisir (Coastal Resources Management Project
- CRMP). Proyek Pesisir yang dimulai sgjak tahun
1997 ini didasarkan padapemikirarv/hipotesabahwa
pendekatan partisipatif dan desentralistis akan
mengarah lebih pada berkelanjutan dan adil/
seimbangnya pengelolaan sumberdaya wilayah
pesisir di Indonesia. Setelah melakukan kegiatan
dan upayaselamaempat tahun di Sulawesi Utara,
contoh-contoh praktek pengelolaan sumberdaya
wilayah pesisir berbasis-masyarakat mulai
menunjukkan hasil yang menggembirakan yang
mendukung vaiditas pemikiran/hipotesadari Proyek
Pesisir. Makalah ini merangkum pendekatan dan
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pengaaman Proyek Pesisir dalam pengembangan
Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pessir
tingkat desayang dil aksanakan lewat prosesterpadu
antara partisipasi masyarakat, keterlibatan
pemerintah setempat dan koordinas antar lembaga
terkait di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan
Proping yang telah menghasilkan berbagai luaran
positif dan nyatadilapangan.

Konsep Dasar Pengelolaan Sumberdaya
Wilayah Pesisir Ter padu dan Berbasis
M asyar akat

A. Pendekatan duaarah Proyek Pesisir
Saruan (1998) mengemukakan bahwa
perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan
lautan secara terpadu masih merupakan hal yang
relatif baru dalam pembangunan mengingat hal ini
baru tercantum dalam GBHN 1993 dan Repelita
V1. Saring dengan pembangunanwilayah pessr dan
laut secara terpadu telah dirasakan perlunya
desentralisasi dan partisipasi masyarakat.
Dihargpkan perencanaan lebih dititik beratkan pada
bottom up planning berupa proses perencanaan dan
pengambilan keputusan penting dari bawah yang
dikombinasikan dengan top down planning berupa

kebijakan, aturan-aturan dan dukungan/bantuan
teknisdari atas. Berdasarkan pemikiranini Proyek
Pesisir menggunakan pendekatan dua arah ini
sebagamanaterlihat dalam Gambar 1.
Pengelolaan secara desentralisasi sudah
semakin mendesak untuk dilaksanakan mengingat
terdapat banyaknya kasus tumpang tindih
perencanaan, konflik kebijakan, dan kompetis
dalam pemanfaatan dan pengel olaan sumberdaya
pesisr danlaut yang berakibat pada ketidak jelasan
kewenangan dan terabainya upaya pelestarian
sumberdayapesisr dan laut (Ginting, 1998)

Di Sulawes Utara, tujuan Proyek Pesisir
adalah mengembangkan pengel olaan sumberdaya
wilayah pesisir yang baik/efektif - lewat
pengembangan dan penggunaan metode, strategi,
kegiatan perencanaan dan auran-aturan lokd - yang
dapat memperbaiki atau mempertahankan kualitas
hidup masyarakat pesisir dan meningkatkan atau
mempertahankan kondis sumberdayapessr dimana
banyak orang menggantungkan kehidupannya.
Pendekatan dengan desentralisas ini didasarkan
pada hipotesa bahwa pendekatan pengelolaan
secara desentralisas, partisipatif dan kolaboratif
akan menghasilkan pengelolaan lingkungan dan
sumberdayapesisir yang lebih berkel anjutarylestari

* Perbaikan Kebijakan

Mabional

®* Penguatan Kelembagaan dan
pembuatan aturan/kebijakan

Chutreach

NATIONAL TRACK
Contoli-contol , ;
Replikasi
pengelolann
yang baik
Kabupaten dan Blongko
Propinsi Talise
Desa Lain

Bentenan

* Dokumentasi dan diseminasi
pembelajaran dan pengalaman

Global

Tumbak

* Penelitian dan Pengembangan

* Pendidikan dan Pelatihan

Gambar 1. pendekatan duaarah (twotrack approach) Proyek pesisir
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dan seimbang/adil daripada pendekatan secara
terpusat.
Daammencapal tujuanini diperlukan upaya
upayalangsung untuk mencapai: (1) peningkatan
partisipas pihak-pihak terkait dalam proses-proses
perencanaan dan pengel olaan sumberdaya pesisir;
(2) memperbaiki pel aksanaan dan pengembangan
kebijakan lokal, dan; (3) memperkuat kapasitas
lembagalokd.
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh
dalam tahun-tahun pertamakegiatan proyek, pro-
gram lapangan Sulawesi Utara kemudian
memfokuskan programnya padatiga pendekatan
SpeSIfI k pengel olaan berbasi's-masyarakat yakni:
Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat
tingkat-desa

- Rencanapenge olaan sumberdayawilayah pessr
terpadu berbasis-masyarakat tingkat-desa

- Aturan-aturan pemanfaatan sumberdayawilayah
pesisir berbasis-masyarakat tingkat-desa
Hasil yang ingin dicapai dari berbagai
pendekatan ini addahantaralain:
Menguatnyakapasitas|lembagadan perorangan
setempat daam pengd olaan sumberdayawilayah
pesisir secaraterpadu

- Membaiknya perencanaan dan kebijakan
pengel olaan sumberdayapesisir di tingkat lokal

- Semakin besarnyapartispas stakeholder dalam
keputusan perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan sumberdayapesisir

- Stabil dan membaiknya kondisi habitat dan
sumberdayapessr

- Lestari dan seimbangnya kesempatan-
kesempatan ekonomisbagi masyarakat setempat
yang tergantung kehidupannya padasumberdaya
pesisir dan kuditas lingkungan yang baik di
wilayahpesgr.

B. Pengelolaan Secara Ter padu

Untuk mencapai tujuan di atas maka Proyek
Pesigr, belgar dari pengalaman duniamengadops
pendekatan siklus kebijakan pengeleloaan
sumberdayawilayah Pesisir terpadu (ICM policy
cycle) kedalam program pengelolaan berbasis
masyarakat (Gambar 2).

Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir
Terpadu (PSWPT) didefinisikan sebagal “Proses
dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan
pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan

penge olaan, dan kepentingan sektord dan masyarakat
umum daam menyigpkan dan mel aksanakan suatu
rencanaterpadu untuk perlindungan dan pengembangan
sumberdaya dan ekosstem Pessr” (GESAMP -
Group of Expert on scientific Agpect of Marine Pro-
tection, 1996).

Tujuan pengd olaan sumberdayawilayah Pessr
terpadu menurut GESAMP adalah untuk
memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang
tergantung pada sumberdaya wilayah pesisir dan
pada saat yang bersamaan menjamin keanekara-
gaman biologisdan produktivitasekos semwilayah
pesisr. Dengan demikian makatujuan pengelolaan
sumberdayawilayah pessr memiliki bebergpaagpek
yang mencakup aspek pengel olaan (pembangunan
masyarakat), aspek konservas (perlindungan dari
kerusakan) dan aspek biodiversity (menjamin
keanekaragaman bilogis) ekosstemwilayah pesiar.

Yang dimaksud dengan pesisir adal ah: suatu
tempat dimanaterjadi pertemuan antaradaratan dan
lautan yang mencakup lingkungan disepanjang garis
pantal danair.

Ciri-ciri Wilayah Pessr mdiputi antaralain:

- Wilayah yang sangat dinamis dengan perubahan-
perubahan biologis, kimiawi dan geologisyang
sangat cepat.

- Tempat dimana terdapat ekosistem yang
produktif dan beragam dan merupakan tempat
bertelur, tempat asuhan dan berlindung berbagai
jenisspesies

- BEkodgemnyayangterdiri dari terumbukarang, hutan
bakau, pantal dan pasir, muarasunga, lamun dsb
yang merupakan peindung dam yang penting dari
erog, banjir dan bada sertadapat berperan ddam
mengurangi dampak polud dari daratan kelaut

- Sebagal tempat tinggal manusia, untuk sarana
transportas, dan tempat berlibur atau rekreas

Sumberdayawilayah pesisr mempunyai nilai
dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan
manusaantaralain karena:

- Wilayah pesisir adalah tempat yang paling kaya
secaraekonomisdan ekologis

- Tempat berbagai fasilitas seperti pelabuhan dan
industri berada

- Sumber mineral dan pertambangan: minyak, gas,
emeas, padir, bahan galian dsb.

- Sumber energi

- Tempat yang sangat disenangi untuk kegiatan
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Tahap1
Identifilkasi Isu

Tahap 2
Persiapan Programy
perencanaan

Tahap 3
Adopsi Formal dan
Pendanaan

Gambar 2. SklusK ebijakan Pengelolaan sumber dayawilayah pesisir terpadu

pariwi satadan tujuan berlibur
- Tempat tinggd ebih dari setengah populas dunia,
2/3 kota-kotabesar beradadi wilayah Pesisir

- Tempat buangan sampah dan kotoran

Sebagal contoh, salah satu ekosi stem wilayah
Pesisir penting yaitu terumbu karang mempunyai
fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi
kehidupan manuda Terumbu karang berfungd antara
lain sebagai: tempat menangkap ikan, pariwisata,
pelindung pantal, dan tempat keanekaragaman hayati
yang penting bagi manusia. Dalam hal perikanan,
terumbu karang merupakan tempat hidup berbagai
ikan karang, kerang, lobster, dan kepiting yang maha
harganya. Jumlah panenan yang diperoleh di wilayah
terumbu karang di dunia mencapai 9 jutaton per
tahun atau sekitar 12 % dari keseluruhan
penangkapan perikanan. Sebagai contoh, di Filipina,
Terumbu karang yang baik dapat menghasilkan
sebanyak 15,6 ton/km2/tahun. Tota keuntungan
atau pendapatan dari perlindungan dan pemanfaatan
wilayah pesisir dari pariwisata, perikanan
berkelanjutan dan perlindungan pesisir dari aberas
berkisar antara32.000 - 113.000 US$/km2/tahun
(White & Cruz-Trinidad, 1998).

Arti terpadu dalam Pengel olaan Sumberdaya
Wilayah Pesisir Terpadu adalah menyangkut
berbaga dimens:

- Terpadu antar sektor

- Terpadu antar ekosistem (ruang) darat dan air di
wilayah Pesar

- Terpadu antar tingkatan pemerintahan

- Terpaduantaradisiplinilmu - pengelolaan

- Terpadu antarabangsa(internasiond) dan palitik

Berdasarkan pengertian di atasmakapringp-
prinsip pengelolaan terpadu dalam Pengelolaan
Sumberdaya Wilayah Pesisir (PSWP) harus
mencakup dan berpringp pada

- Program PSWP memerlukan pendekatan
menyeluruh (holigtic), terpadu dan multi-sektor.

- Perencanaan PSWP harus kons sten dengan dan
dipadukan dengan rencanakabupaten, proping,
dan nasional. Termasuk rencana pembangunan
berkelanjutan tingkat pusat (APBN)

- Perencanaan harus kons sten dengan kebijakan
lingkungandan perikanan di Departemen
Perikanan dan Kelautan dan Kementrian
Lingkungan Hidup Nasiond

- Dikembangkan dan diintegrasikan kedalam pro-
gramdi lembagayang sudah ada.

- Proses perencanaan dan pelaksanaan harus
melibatkan partisipas masyarakat dari berbagal
kelompok dan komunitas yang akan terimbas
oleh keputusan dan program. Masyarakat umum
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dan kelompok-kelompok masyarakat harusdilihat
sebagai partner yang seimbang (equal) dalam
pengambilan keputusan melalui lingkup
pengelolaan bersama (co-management).
Semakintinggi tingkat keterlibatan (partisipas)
masyarakat semakintinggi tingkat keberhasilan
program.

- Program harus dibangun dan didasarkan pada
kapasitas lokal atau kapasitas masyarakat dan
pemerintah setempat untuk melakukan
pengel olaan secara berkelanjutan

- Program harus berupaya untuk membangun
mekani sme pendanaan secaraswadaya (self-re-
liant financing mechanism) untuk pel aksanaan
secara berkelanjutan

- Program harus menjawab isu-isu kuditas hidup
atau kesgjahteraan masyarakat loka dan isu
konservas (perlindungan sumberdaya).

C. Pengelolaan Berbasis M asyar akat
Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
Pesisir-Berbasis Masyarakat (PSWP-BM) belum
banyak ditemukan contohnya di Indonesia.
Keuntungan sistem pengelolaan sumberdaya
berbasis masyarakat sudah banyak dikenal dalam
kegiatan irigas, hutan masyarakat dan pertanian.
Upaya pengel olaan berbasis masyarakat di sektor
perikanan dan kdautan umumnyameash ddamtahap
pengembangan. Hal ini barangkali disebabkan oleh
rumitnyasistem sumberdayapesisir dan laut serta
struktur sosd budayamasyarakat nelayan/pesisr.
PSWP-BM bertujuan untuk lebih aktifnya
partisipas masyarakat dalam perencanaan dan
pel aksanaan pengel olaan sumberdaya. PSWP-BM
dimulai dari suatu pemahaman bahwa masyarakat
memiliki kgpagtasddam memperbaki kulatashidup
merekasendiri dan mampu mengelolasumberdaya
mereka dengan baik, yang dibutuhkan tinggal
dukungan untuk mengatur dan mendidik masyarakat
untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia
secaraberkelanjutan untuk mencapai kebutuhan-
kebutuhan mereka. Keuntungan potensid utamadari
PSWP-BM adalah keadilan dan efektivitas
sustainability (kesnambungan). Kelemahannya
adalah terletak padaproses dan upayapeibatan diri
masyarakat yang membutuhkan waktu yang cukup
lamakarenasifat dasarnyayang antaralain:
- Menuntut partisipas aktif dan komitmen dalam
perencanaan dan pelaksanaan

- Kemampuan penged olaan sendiri oleh masyarakat
sebagal penanggung jawab utama dalam
pel aksanaan, pemantauan dan penegakan aturan

- Menuntut rasamemiliki masyarakat yang tinggi
terhadap sumberdaya yang memungkinkan
mereka mengambil tanggung jawab dalam
pengel olaan jangka panjang

- Memberi kesempatan setigp anggotamasyarakat
mengemukakan strategi sesual keinginan dan
kondis mereka

- Menuntut fleksibilitas agar dapat dengan mudah
disesuaikan dan diubah berdasarkan perubahan
kondis dan kebutuhan masyarakat

- Membutuhkan pemanfaatan secara optimal
pengetahuan dan keahlian lokd/tradisiond dalam
pengembangan strategi

- Menuntut kemitraan (partner ship) yang dinamis
dengan berbagai pihak dalam masyarakat dan
pemerintah memiliki peranyang jelas

- Membutuhkan kebijakan yang memungkinkan
bagi PSWP-BM dan dukungan dana maupun
bantuan teknisdari pemerintah setempat

PSWP-BM bukanlah merupakan satu-satunya
pendekatan dalam pengel ol aan dan mungkin tidak
akan cocok atau sesuai dilaksanakan pada setiap
masyarakat pesisir. Diperlukan upaya hati-hati
dalam penerapan PSWP-BM terutama dalam
masyaraka yang kapadtasnyabd um memada untuk
itu. Kaau hendak dijalankan diperlukaninvestas
bagi pengembangan kapasitas masyarakat sehingga
tahap-tahap awal dalam program PSWP-BM akan
banyak memfokuskan kegiatan padapengembangan
kapasitas dan penguatan kelembagaan dan
perorangan dalam pengel olaan kepadamasyarakat
dan lembaga setempat.

KriteriaPengelolaan BerbasisMasyarakat -

- Persigpan, perencanaan dan monitoring oleh
masyarakat sendiri

- Komitmen dan rasa memiliki yang tinggi dari
penduduk

- Penentuanisu dan prioritas oleh masyarakat

- Manfaat/keuntungan bagi mayoritas masyarakat

- Mula dari gpayang masyarakat miliki
(pengetahuan, sumberdaya, lembaga, pemimpin)

- Keputusan diambil bersama

- Perlunyakonsultas formd daninforma

- Informad sembang

- Terbuka
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Kunci Keberhasilan PSWP-BM mencakup:

- Batas-bataswilayah yang jelasterdefinis

- Kgelasananggota

- Keterikatan dalam kelompok

- Manfaat |ebih besar dari biaya

- Pengdolaan sederhana

- Legdisas dari pengdolaan

- Kerjasamadan kepemimpinan dalam masyarakat

- Desentralisas dan pendel egasian wewenang

- Koordinas antar pemerintah dan masyarakat

- Pengetahuan, kemampuan dan kepedulian
masyarakat

- Fasilitator (SDM, paham konsep, mampu
memotivad masyaraka, tinggd bersama, diterima
oleh semuapihak)

Faktor sosio-kultural-ekonomi dan
lingkungan dalam PSWP-BM
Program PSWP-BM didasarkan pada
pemahaman atau hipotesa bahwa perubahan
ekosgemyangterjadi sekarangini di wilayah pessr
akan mengurangi kemampuan jangkapanjang dari
gstemini untuk menjamin kuditas hidup masyarakat
dan kondis suberdaya yang cukup baik dan juga
akan mengurangi kemampuannya untuk
menghasilkan kesgahteraan yang sustainabl e.
Adaberbagal faktor atau isu-isu yang perlu
diperhatikan dalam upaya pngembangan program
PSWP-BM sebagamanadirangkum berikut ini:
| su-isu Kelembagaan:
- Kurangnya kapasitas untuk melaksanakan
pengel olaan terpadu
- Kurangnya pengetahuan bagaimana pengaruh
ekos stem terhadap kegiatan manusia
- Konflik dan tumpang tindih peraturan/antar
lembaga
- Kurangnya dukungan masyarakat terhadap
upaya-upayapengel olaan wilayah pesisr
- Kurangnya pel aksanaan peraturan yang ada
- Kurangnyapartisipas dan keterlibatan berbagai
sektor
- Kurangnya pengakuan terhadap pengelolaan
tradisiona danindigenous knowledge (kearifan
loka)
Isu-lsu Sosid:
- Pertumbuhan penduduk
- Kemiskinan
- Hilangnyaakses
- lsukesehatan masyarakat

- Meningkatnyakonflik sogd
- Kebebasan berpolitik dan hak asas
IsuDegradas Lingkungan:

- Menurunnyakuditasar

- Menurunnya ikan-ikan yang tergantung pada
daerah pesisir (wetland, rawa, bakau, karang,
lamun, dll.)

- Perusakan habitat penting secaralangsung atau
tidak langsung baik oleh alam maupun oleh
manusia, seperti perusakan terumbu karang akibat

carapenangkapanyang sdah (dengan menggunakan
bahan peledak, racun, trawl) penambangan karang
dan padir, ssdimentad, penebangan mangrove, eros
pantai

- Degradas aset budaya dan keindahan akibat
pembangunan yang kurang menghargai asset dan
keindahenwilayah pesisr

- Pembangunan garispantal yang tidek sesua

- Banjirdanbadai laut

KerangkaKerjaKonsep Pengelolaan
SumberdayaWilayah Pesisir - Berbasis
M asyar akat

Program-program PSWP-BM haruslah
dikembangkan dan berprinsip sebagai program
sukarela(voluntary program) bagi masyarakat dan
desa di wilayah pesisir dimana dalam
pel aksanaannya bantuan teknis dan pendanaannya
ditopang/dianggarkan oleh lembaga/instansi
pemerintah kabupaten maupun proping ataupun
lewat swadaya dan usaha masyarakat/desa.
Sedangkan tujuan, rencana pengelolaan dan
pel aksanaan program ditentukan oleh masyarakat
setempat berdasarkan dan mengikuti kebijakan/
aturan/pedoman yang dibuat atau disepakati oleh
pemerintah setempat. Secara umum pendekatan
program berbasis masyarakat yang dilaksanakan
oleh Proyek Pesigr di Sulawes Utara(lewat model-
model di atas) dalam rangka menopang (support)
masyarakat yang memanfaatkan sumberdayanya
untuk: memutuskan Sapayang akan memanfaatkan
sumberdayadan bagaimanamemanfaatkannya, dan
melaksanakan pilihan-pilihan pengelolaan yang
merekatetapkan. Berikut ini akan dijelaskan proses
dan langkah-langkah program pengelolaan
sumberdayawilayah pesisr desa

Adapun kerangka kerjakonsep (conceptual
framework) proses perencanaan dan pel aksanaan
berbasis-masyarakat di Sulawesi Utara
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sebagaimanadigambarkan dalam siklus kebijakan
dalam Gambar 2 mengikuti langkah-langkah sebagal
berikut:

1. Identifikes 1sue

2. Perd gpan Perencanaan

3. Persetujuan Rencanadan Pendanaan

4., Pdaksanaan dan Penyesuian

Langkah ke 5 yakni monitoring dan evauas
dilaksanakan oleh masyarakat dan Proyek Pessr
dalam setigp langkah dan tahapan di atas untuk
mereview setigp langkah.

Model program bagi perencanaan dan
pel aksanaan rencanapembangunan dan pengd olaan
berbas smasyarakat durnyadapat dijelaskan ddam
Tabd 1 (terlampir). Modd ini menggambarkan apa
yang dilakukan oleh program menyangkut kegiatan
yang dilakukan dan hasi| dari tiap kegiatan. Setiap
langkah dalam proses memiliki sgumlah capaian
antara yang dihasilkan dari setiap kegiatan yang
dilaksanakan. Proses dan kegiatan sertacapaianini
akan mengarah padatujuan akhir atau dampak yang
dihasilkan. Table 2 dan 3 (terlampir) merupakan
vers yang lebih rinci dari Tabel 1, yang merinci
langkah-langkah utama, kegiatan dan hasil yang
diharapkan dalam rangka pembuatan dan
pel aksanaan rencanapembangunan dan pengd olaan
berbasis masyarakat.

Proses Program Pengelolaan Sumber daya
Wilayah Pesisir Terpadu - Berbasis
M asyar akat

Berdasarkan model konsep dan kerangka
kerjayang digambarkan dalam Gambar 1 di atas
sertatabel 1 dan 3 (terlampir) makaProyek Pesisir
malakukan berbagal seri kegiatan sebagai berikut:

Identifikasi Isue

Identifikasi masyarakat : Satu rangkaian
kriteriaditetapkan dan dipaka untuk memperkirakan
penerimaan secara cepat dan mudah metode/cara
pemanfaatan sumberdaya yang lestari dan juga
dalam membangun kapasitas masyarakat dalam
mengambil aihtanggungjawab pengdolaan. Kriteria
tersebut antaralain:

- Tingkat tekanan atau derajat kerusakan
sumberdayaakibat pemanfaatan yang tidak lestari
(rendalvkecil)

- |katan sogd dan politik masyarakat (tinggi/kuat)

- Ketergantungan masyarakat terhadap

sumberdayapesisr (tinggi)

- Kecenderungan masyarakat untuk konservas
sumbedaya(tinggi)

- Ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan dan
tujuan program (tinggi)

Kriteriadi atasdijadikan acuanoleh TimKerja
Proping dan Proyek Pessir untuk menentukanlokas
desa dimana model/contoh akan dikembangkan
selain kemudahan koordinasi, model pulau kecil,
keragaman isu-isu utamadan keragaman kel ompok
etnissertagtrategi diseminas model/contoh.

Orientasi dan penyiapan masyarakat :
Sebelum rencanan pengel ol aan dibuat makaupaya
awal perlu dilakukan untuk menerangkan dan
menjelaskan tujuan program, proses yang akan
dilalui, dan manfaat yang akan diperoleh kepada
masyarakat. K eterlibatan dan hubungan yang terus-
menerus dalam masyarakat sangat penting dan
dilakukan dengan penempatan secara tetap
pendamping masyarakat (penyuluh lgpangan) yang
berasal dari di luar desa dan melibatkan seorang
assisten/motivator desadari masyarakat setempat.
Tenagalapanganini harusditopang atau dibantu oleh
tim teknis yang akan memberikan bantuan atau
pelayanan teknis untuk isu-isu tertentu jika
diperlukan. Orientas dan penyigpan masyarakat ini
diis dengan berbagal kegiatan pendidikan lingkungan
hidup (penyuluhan), pelatihan (training), workshop
dan studi banding sertakelkutsertaan dalam semi-
nar, konferens dan rapat (secararegiona maupun
nasional). Pendidikan lingkungan hidup yang
diberikan kepada masyarakat berupa penyuluhan
mengenai terumbu karang, konsep daerah
perlindungan, hutan, hukum lingkungan, habitat dan
ekosistem wilayah pesisir dan pengorganisasian
masyarakat. Pelatihan yang diberikan antaralain
pel ati han pengamatan terumbu karang (mantatow),
pelatihan menyelam, peatihan pengukuran dan
pemantauan profil pantai, pelatihan pengelolaan
keuangan, sertapel atihan pengel olaan sumbedaya
wilayah pesisr terpadu (ICM training). Workshop
yang dilakukan seperti workshop penyusunan profil
desa, workshop penyusunan rencanapengel olaan
desa, workshop kelompok pengeloladil. Studi band-
ing seperti studi banding DPL di Pulau Apo, Filiping,
pengel ol aan hutan bakau seperti di Sulawes Sdatan
dan sudy banding usahakecil danwisatadam seperti
di Bunaken, Malalayang dan Manado serta
kunjungan slang (crossvist) antar masyarakat desa.
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Orientas dan penyiapan masyarakat lewat PLH,
peatihan, sudi banding dan keterlibatan ddam semi-
nar, konferensi dan pertemuan-pertemuan ini
bertujuan juga untuk meningkatkan kapasitas dan
pemahaman masyarakat desadan pemerintah desa
daam pengel olaan sumberdayapesisr.

Pengumpulan data dasar : Data dasar
mengenai kondis sosia ekonomi dan lingkungan
diperlukan untuk menentukan atau menilai
pencapaian hasil dari adanya intervens proyek.
Ddam rangkakesepakatan dan mencobamodd dan
carayang baik di lokas percontohan, survey dan
analisasecaramendalam yang memadukan teknik
empirisdan Sgematisdengantekhik partisipatif perlu
dilaksanakan. Hal yang samaharusjugadilakukan
di desakontrol untuk membandingkannyadengan
desa percontohan dimana intervensi proyek
dilakukan. Datadasar yang dikumpulkan antaralain
datasosd, ekonomi, lingkungan, dansgarah. Sdan
datadasar dilakukan jugastudi teknis seperti potens
sumberdaya (mangrove, hutan dan hidupan liar,
mariculture) sertastrategi Pendidikan Lingkungan
Hidup di masyarakat.

Identifikag, prioritasdan penetapan isu:
Identifikas isu dilaksanakan berdasarkan penilaian
dari tenagateknis ahli/pakar berdasarkan survey/
studi lingkungan dan sosial ekonomi di atas, juga
oleh masyarakat lewat pertemuan-pertemuan for-
mal dan informal, diskusi mendalam dengan
informan-informan kund, diskus dengan masyarakat
umum dari berbagai tingkatan dan kelompok-
kelompok stakeholder, sertaobservas langsung dari
pendamping masyarakat dan asisten penyuluh
lapangan. Perkiraan empirismengena beratnyaisu
dibuat oleh tim teknis. Perseps mengena berat
tidaknya isu dan prioritas kegiatan yang perlu
dilakukan ditentukan oleh masyarakat lewat
pertemuan-pertemuan formal maupun informal,
diskus maupun workshop. Monitoring partis patif
dimulai oleh dan bersamamasyarakat tergantung
padaisu (misal nyamonitoring dan pemetaan terumbu
karang, monitoring pantal akibat eros pantal). Studi
teknismengenal isu-isu spesifik dapat dilakukan oleh
konsultan luar jikadiperlukan informas tambahan
yang lebih detail diperlukan bagi penentuan rencana
pengel olaan dan pengambilan keputusan. Namun
demikian hasll dari studi teknisdan rekomendasinya
harusdi sampalkan kepadamasyarakat. |su-isuyang
diidentifikas baik oleh masyarakat yang didukung

oleh studi teknisdan survey oleh tenagateknisdan
penyuluh lgpangan diverifikas, dikumpulkan dan
diprioritaskan oleh masyarakat yang produk
akhirnya didokumentasi dalam bentuk Profil
SumberdayaWilayah Pesisir Desa(Kasmidi et.d.,
1999; Tangkilisan et.al., 1999). Profil ini dipakai
sebagal dasar bagi masyarakat desa menyusun
rencana pembangunan dan pengelolaan terpadu
berbasis-masyarakat di masing-masing lokas/desa.

Persiapan Perencanaan

Rilihan yang dikembangkan adalah kombinas
dari masukan dan usulan teknis dari staf teknisyang
dipadukan dengan rekomendas danide/pikiran dari
masyarakat sendiri. Harus ada komitmen dan
kesepakatan dari sebagian besar masyarakat
sebelum kegiatan dan strategi ditetapkan untuk
dilaksanakan. Untuk memulal rencanapengelolaan
diperlukan kelompok inti yang merupakan
perwakilan masyarakat yang akan merumuskan
rencana pengel olaan tersebut. Sebelum kelompok
inti ini bekerjamerekadibekali terlebih dahulu dengan
pelatihan penyusunan rencana pengelolaan dan
mencobamembuat draft rencanapengel olaan yang
akan menjadi pemicu dan dasar diskus konsultas
dengan masyarakat dan pemerintah desa. Hasl| dari
draft rencana pengelolaan ini kemudian
disogdisaskan kepadamasyarakat lewat pertemuan
dan konsulatas baik secara formal dan informal
untuk mendapatkan masukan, tambahan dan koreks
dari masyarakat, pemimpin formal dan informal,
pemerintah desa dan stakeholder yang adadi desa.
Pelaksanaan awal untuk mencoba prosedur dan
sruktur penge olaan, dan membangun dukungan bagi
rencana jangka panjang dan rencana yang
menyeluruh dikembangkan dan diusulkan oleh
masyarakat dengan atau tanpa dukungan proyek
seperti: penanaman bakau, pembuatan MCK,
pengadaan air bersh, dan pembuatan tanggul ; atau
diusulkan oleh tim proyek dan dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan masyarakat seperti:
pembersihan Bintang Laut Berduri (Crown of
Thorns-CoTs), pembuatan daerah perlindungan laut,
dan pembuatan pusat informas.

Per setujuan Perencanaan dan Pendanaan
Persetujuan dan Adopsi : Masyarakat

menentukan prioritasisu dan tujuan bagi pengelolan

dan kegiatan. Penyuluh lapangan dapat
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menambahkan/ memberikan masukan, rekomendas
dantambahanidetetapi keputusan dan pilihanadaah
hak dan tanggungjawab masyarakat. Proses
penetapan dan kesepakatan diupayakan setelah ada
konsensusdan dukungan dari mayoritasmasyarakat.
Proses pengambilan keputusan harustransparan dan
adil agar supayadipahami oleh ssmuapihak bahwa
proses penentuan/pengambilan keputusan diketahui
dan didukung oleh mayoritas masyarakat dan stake-
holder. Rencana pengel olaan dan aturan loka harus
disepakati secaraforma oleh unsur pemerintah dan
kepaladesa. Aturan formal tersebut adalah dalam
bentuk Peraturan Desayang ditandatangani oleh
Kepala Desa dan diketahui oleh BPD atau wakil
masyarakat melaui rapat musyawarah desa. Oleh
pemerintah setempat bersama-samadengan anggota
KTF kemudian memutuskan untuk mengadopsi
Rencana Pengel ol aan tersebut juga sebagai rencana
pembangunan desa.

Pendanaan: Untuk mebiayai kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana
pengelolaan, idealnya dimana kegiatan tersebut
membutuhkan bantuan dana, makausulan dananya
akan diintegrasikan dalam proses DIP/DUP yang
diawai dengan rapat Musyawarah Pembangunan
(Musbang) di desa dan Rapat Koordinasi
Pembangunnan (Rakorbang) di kecamatan sampai
kabupaten yang kemudian dianggarkan dalam
APBN/APBD. Sedangkan kegiatan yang tidak
membutuhkan biaya yang besar dapat dilakukan
secaraswadayamasyarakat, lewat upayayang sah
dari masyaraka maupun lewat pendapatan adi desa.
K egiatan-kegiatan lainnyayang tidak dapat dibiayai
oleh desa dan belum masuk dalam APBN/APBD
dapat diusahakan oleh badan/kelompok pengelola
lewat bantuan lain dari lembaga/donatur di dalam
dan di luar desa/daerah.

Pelaksanaan dan Penyesuaian

Pdaksanaan : Pel aksanaan kegiatan sedapat
mungkin dilaksanakan oleh masyarakat yang
bertindak sebaga pengelola sumberdaya utama.
Pendanaan dan bantuan teknis dapat diberikan oleh
proyek maupun pemerintah kabupaten/proping jika
diperlukan. Apabilaadakegiatan tertentuyangtidak
dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat
misalnya: pengaspa an jalan dan pembuatan sarana
air bersih. Kegiatan dalam rencana pengelolaan
dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan perubahan

yang terjadi di desa. Penyesuaianini harusdilakukan
secaraterbukadan atas persetujuan masyarakat dan
kelompok pengelola bersama-sama dengan
pemerintah desa. Penyusunan rencana kegiatan
tahunan dilaksanakan secara terbuka, disepakati
oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dan
dipresentasikan kepada pemerintah di tingkat
Kabupaten untuk diketahui dan didukung.
Pel aksanaan rencana kerja tahunan dilaksanakan
oleh masyarakat melalui kelompok/badan yang ada
di desayang bertugas/ditugaskan untuk itu.

Monitoring dan evaluasi: Monitoring dan
evauas dari pelaksanaan rencanapengelolaanini
dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa
untuk menila kegiatan dan hasil capaian dari setiap
kegiatan. Proses dan pel aksanaan monitoring dan
evauas ini telah diintegrasikan dalam dokumen
rencana pembangunan dan pengelolaan. Review
tahunan dil aksanakan oleh masyarakat dengan atau
tanpabantuan atau dukungan pemerintah setempat,
dan dilaksanakan sebelum siklus pendanaan tahun
anggaran berikutnyadimulai sebagal masukan bagi
rencana kegiatan tahunan berikutnya. Pelaporan
terhadap pel aksanaan dan penggunaan keuangan
dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat
dengan membueat |gporan forma yang di umumkan
dalam pertemuan-pertemuan formal daninformal
sertadi papan-papan informas desa. Pemerintah
Desadan BPD ataulembagalain di desabertanggung
jawab mengevaluas dan mengaudit program dan
penggunaan dana. Hasll evauas ini juga harus
disampaikan kepada masyarakat. Jika dalam
pel aksanaan terdapat temuan-temuan yang tidak
sesuai dengan rencana kerja atau terdapat
penyimpangan penggunaan keuangan maka BPD
dan Hukum Tua (K epalaDesa) harus menetapkan
solus untuk pemecahan masal ah tersebut.

Is Rencana Pengelolaan Berbasis
Masyar akat di Sulawesi Utara
Mengikuti prosesdan langkah-langkah di atas
makamasyarakat dan pemerintah desadi tigalokas
(empat desa) Proyek Pesisir telah berhasi| secara
partisipatif, terbuka, transparan dan didukung
sepenuhnyaoleh pemerintah daerah (K abupaten dan
Propinsl), membuat dan menetapkan Rencana
Pembangunan dan Pengel olaan tingkat desa.
Struktur dokumen RencanaPembangunan dan
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Pengel olaanini terdiri dari:
- Keputusan Desa mengenai Kesegpakatan dan
Pel aksanaan Rencana Pengel olaan

- Gambaran Umum dan L atar Belakang Desa

- Proses Perencanaan dan Tujuan dari Rencana
Pengdolaan

- Vid Masyarakat Desa

- Pengdolaan |su-isu (beris gambaran mengenal
Isu, tujuan, strategi, kegiatan dan hasil yang
dihargpkan)

- Struktur Kelembagaan

- Monitoring dan Evdues

Instans pemerintah daerah yang tergabung
dalam Kabupaten Task Force memandang bahwa
rencanapengel olaan desaini dapat dipakal sebagai
proses percobaan perencanaan bottom-up dalam
jiwaUU no 22 yang baru yang gpabilaberhas| dapat
diterapkan dalam program pembangunan secara
umumdi Sulawes Utara. Adakeinginanyang kuat
dari lembaga-lembaga ini untuk mencoba dan
mengadopsi pendekatan pengelolaan ini secara
adaptive yaitu bahwa berbaga perubahan dalam
prosedur dan struktur pelaksanaan mungkin
diperlukan ddam rencanapengdolaanini. Terdapat
pula kemauan dan antusias yang kuat untuk
menjadikan pel aksanan dari rencanapengeolaanini
dapat berhasi| sehinggadapat dijadikan contoh untuk
diterapkan di desa-desalaindi Sulawes Utara.

Berdasarkan rencanapengel olaan ini makadi
buat rencana aks tahunan oleh badan pengelola
dimanapenentuan prioritaskegiatan dan rencananya
ditetapkan dan disetujui oleh masyarakat desasecara
transparan dan terbuka yang dikoordinasi oleh
badan pengel ola, sedangkan petunjuk, kebijakan
dan bantuan teknis serta dananya diperoleh dari
pemerintah daerah (dinas dan instansi yang
berkepentingan), APBD/APBN langsung, LSM,
perguruan tinggi dan donatur, sertadari pendapatan
dan usahayang sah dari desamaupun lewat svadaya
masyarakat.

Di Sulawes Utara, contoh rencanapengelolaan
yang dikembangkan oleh masyarakat sudah
disepakati oleh masyarakat dan pemerintah di desa
maupun di tingkat kabupaten dan propins beserta
lembaga-lembagaterkait yang adadi daerah. Tahap
pel aksanaan Rencana Pengd olaan ini sudah dimulai
dalam Tahun Anggaran 2000. Proyek Pesisir
membimbing masyarakat, pemerintah desa dan
Badan Pengel olayang dibentuk untuk mel aksanakan

rencana pengelolaan ini. Bantuan teknis berupa
pendampingan dan pedoman dalam membuat
rencanaaks tahunan, pelaksanaan dan monitoring
akan dikembangkan oleh masyarakat bersama-sama
pendamping masyarakat Proyek Pesisir. Untuk
mendorong masyarakat dan pemerintah memulai
pelaksanaan, Proyek Pesisir telah memberikan
bantuan financia (grant) padasetiap desadan dana
pendamping jugadiperoleh dan di ditunjang oleh
danadari masyarakat dan dari pemerintah daerah
baik dari BAPPEDA maupun dari dinas/instansi
terkait lainnyalewat dana APBD/APBN, termasuk
bantuan teknis dan dukungan kebijakan dari
Pemerintah Daerah

Peran Pendamping M asyar akat, Tim Teknis
dan Pemerintah Daerah

Satu hal yang kami percaya sangat penting
dalam membantu mitrakerjabaik di tingkat lokal
maupun Kabupaten/Proping untuk mencapal hasll
yang dihargpkan adad ah mendorong partispas yang
tinggi dalam proses perencanaan dan pel aksanaan.
Pendamping masyarakat bertindak sebagai
katalisator dan koordinator kegiatan-kegiatan dan
perencanaan berbasis-masyarakat yang di dukung
olehkantor Proyek Pessr Manado, konsultanlokd,
L SM dan lembaga-lembaga pemerintah setempat.
Pendamping masyarakat selain bertugas sebagai
koordinator dan fasilitator kegiatan di atas, juga
bersama-samamasyarakat mengadakan pertemuan-
pertemuan formal dan informal di desa untuk
mengadakan penilaian secara partisipatif
menyangkut sgarah, kondis danisu-isupengdolaan
sumberdayadi desa serta berusahamencari solus
dan kesepakatan pengel olaan yang tepat.

Pendamping masyarakat dari Proyek Pesisir
hidup dan bekerja secaratetap dan penuh dengan
masyarakat. Mereka berasal dari berbagai latar
belakang ilmu, dari ilmu kelautan sampai
pengembangan masyarakat (Pendamping
masyarakat Proyek Pesisir didominasi oleh latar
belakang sarjana Ilmu Kelautan dan Perikanan).
Walaupun pendamping masyarakat adalah sarjana
(S1) namun masih diperlukan investasi demi
mengembangkan kapasitas mereka untuk secara
efektif berinteraks dengan masyarakat maupun
dalam memahami isu pengd olaan sumberdayapessr
setempat. Untuk menjamin proseskoordinasi dan
pel aporan yang cukup, penyuluh lapangan sebulan
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sekali mengadakan pelaporan dan pertemuan di

kantor Proyek Pesisir (Manado).

Pendamping masyarakat tidak tinggal secara
permanen di desa sampai proyek selesal. Setelah
rencanapengel ol aan dan/atau aturan dikembangkan,
disepakati dan pelaksanaan dimula, dan masyarakat
sudah memiliki kapasitas yang cukup dan terlatih
untuk me akukan sendiri rencanapenge olaan mereka
dan aturan-aturan mereka, pendamping masyarakat
ditarik dari lokasi/ desa/masyarakat. Mereka
kemudian memulai kegiatan perencanaan dan
pengembangan (outreach) di desa-desalain atau
sekitar lokasi desa mereka. Lama waktu
penempatan pendamping masyarakat di |okas/desal
masyarakat berkisar antara satu sampai tigatahun
yang diikuti oleh kunjungan-kunjungan singkat (part
time) minimal dalam jangkawaktu satu tahun sstelah
mereka ditarik secara tetap dari lokasi. Untuk
meneruskan kegiatan pendamping masyarakat ini
assiten pendamping masyarakat (anggota
masyarakat) yang sudah bekerjasamadan dilatih
oleh pendamping masyarakat dan proyek
melanjutkan kegiatan di lokas sebhagal motivator dan
katdisator.

Untuk memberikan bantuan teknis kepada
pendamping masyarakat, staff Proyek Pesisir dan
masyarakat makadibutuhkan tenaga-tenagateknis
(tim teknis) yang mempunyai keahlian dan
pengetahuan spesifik yang berhubungan dengan
pengel olaan sumberdayapesisr terpadu. Timteknis
(konsultan) Proyek Pesisir seperti antaralain:

Penasihat |okal (local advisor) yang membantu
proyek pesisir sebagal katalisator dengan
pemerintah setempat, universitas dan lembaga
swasta di daerah serta memberikan masukan
teknisterhadap kegiatan/kebijakan pemerintah
dan proyek dalam mengembangkan program;

- Konsultan hukum (legal specialist) yang
membantu proyek dan masyarakat yang
berhubungan dengan pengembangan kebijakan
dan peraturan daerah dalam pengel olaan wilayah
pesisir serta membantu masyarakat desa dan
pendamping masyarakat dalam merumuskan
aturan lokal (ordinances) pengelolaan pesisir
seperti Keputusan Desa untuk Daerah
Perlindungan L aut dan Rencana Pembangunan
dan Pengelolaan Desa;

- Ahli perencanaan pesisir (coastal planner) yang
mempunya keahlian di bidang teknik seperti

perubahan garispantal, erod dan pekerjaan umum,
- Konsultan di bidang perikanan (budidayalaut dan
Ikan) yang memberikan masukan bagi kegiatan-
kegiatan dibidang budidaya laut dan mata
pencaharian tambahan dibidang perikanan; serta
- Konsultan agroforestry yang membantu dalam
upaya perlindungan dan konservasi hutan,
perlindungan sumber air dan aktivitas pertanian.

Sdlain membantu tim/staff Proyek PesiSir, tim
teknisjugamelakukan pelatihan, penyuluhan, dan
memberikan masukan teknis langsung kepada
masyarakat.

Pemerintah setempat (Khususnya di tingkat
desatetapi juga kadangkaladi tingkat yang lebih
tinggi) harusdipandang sebagai stakeholder dalam
proses perencanaan, dan karenaitu perlu dilibatkan
sgjak awal proses- karenaproses partisipas juga
mengharuskan keterlibatkan semua stakehol der
sgjak awal proses. Dimasalampau banyak proyek
berbasis masyarakat yang gagal melibatkan
pemerintah setempat sejak awal proses sehingga
walupun mayoritas masyarakat sudah sigp dalam
proses perencanaan namun tidak didukung oleh
pemerintah setempat. Dilain pihak banyak kegiatan
perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat sgjak
awal proses mengalami kegagalan karena tidak
melibatkan masyarakat sejak awal proses
perencanaan.

Peran pemerintah daerah (Propinsi,
Kabupaten, Kecamatan dan Desa) sangat penting
bagi upayapengel olaan sumberdayawilayah pessir
di daerah terutama dalam upaya desentralisasi
(otonomi) pengel olaan sumberdayawilayah pesisr.
Peran, teterlibatan dan dukungan dari pemerintah
setempat mulai dari tahap intervensi proyek,
penentuan lokas kegiatan (sebagai lokas pilot),
kebijakan pengelolaan di daerah, keterlibatan
langsung dan dukungan pada program yang
dikembangkan oleh proyek maupun keterlibatan dan
dukungan kepada masyarakat di desa terhadap
upayayang dilaksanakan oleh masyarakat sangat
menentukan keberhasilan program di lapangan.
Sdain keterlibatan dan dukungan, pemerintah daerah
setempat juga berperan dalam memberikan bantuan
teknis maupun pendanaan (dana pendamping) bagi
kegiatan dan program yang diusulkan serta
disepakati oleh masyarakat. Bantuan teknis dan
dana seperti ini dilihat oleh masyarakat dan
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pemerintah di desa sebagal keseriusan dari
pemerintah daerah (K abupaten dan Proping) daam
mendukung program di lapangan. Peran utama
pemerintah daerah dalam pengel olaan sumberdaya
wilayah pesisir adalah dalam menyetujui rencana
pembangunan dan pengel olaan sertakeputusan desa,
mengadops rencanapembangunan dan pengdolaan
desa serta replikasi contoh/model yang
dikembangkan di desa-desa contoh (field sites) ke
desa, kecamatan dan kabupaten lain di Sulawersi
Utara. Dalam mengoptimalkan dan memadukan
peran pemerintah daerah maka dibentuk Provin-
cial Working Group (Tim Kerja Proping) yang
terdiri dari instans terkait di tingkat propins yang
kemudian menjadi Provincial Advisory Commit-
tee(Tim Penashat Proping) dan Komite Pengdolaan
Sumberdaya wilayah Pesisir Terpadu. Tim yang
samajugadi bentuk di tingkat kabupaten yang diberi
nama Kabupaten Task Force yang juga
beranggotakan dinasdaningand terkait di kabupaten
sertaunsur dari universitasdan LSM. Perbedaan
fokus peran antara Tim Penasehat Propins dan
Kabupaten Task Force terletak pada fungsi
koordinasinyayakni di tingkat proping tim/komite
berperan terutamauntuk fungs memberikan nasihat
dan kebijakan proping sedangkan untuk Task Force
menekankan padakoordinas kegiatan pel aksanaan

di lgpangan.

Pembelajaran dalam Program PSWP-BM di
Kab. Minahasa, Sulawes Utara

Kegiatan-kegiatan proyek dilapang telah
mendapatkan sejumlah besar produk (seperti
laporan-laporanteknis, dokumen profil dan rencana
pengelolaan, masyarakat dan staff pemerintah
setempat yangtdahdilaih, dst) danyang lebih penting
addah hedl (outcome) yang diperoleh dari kegiatan-
kegiatan. Hasil-hasil antara yang penting yang
diperoleh dan nyata disemuadesa proyek termasuk
antaralain:

- Peningkatan kesadaran dan pemahaman mengena
ISU-isu pengel olaan pesisir dari masyarakat.

- Konsensus dan dukungan dari anggota
masyarakat dan pemimpin mengenai isu-isu
prioritasyang perlu segeradil aksanakan termasuk
tujuan dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan
untuk menjawab permasalahan dan
mengembangkan potens dan peluang.

- Perubahan perilaku menyangkut masyarakat

ddammdindungi dan memanfaatkan sumberdaya
secara berkelanjutan sudah mulai nampak
(misanyamenurunnyapenggunaan bahan pe edak
dan racun, penambangan karang, perlindungan
terumbu karang, dan penanaman kembali hutan
mangrove)

- Menguatnyakapasitas mansyarakat danlembaga
di tingkat desadalam pengel olaan sumberdaya

- Dukungan pemerintah terhadap upaya
perencanaan dan pengelolaan berbasis
masyarakat dan bottom-up mulai dari desa,
kabupaten dan propins

Di setigp desalgpangan Proyek Pesigir, contoh
spesfik hadl nyatadi |gpangan seperti terlihat ddam

Tabd 4.

Hasil dan kemguan nyata diatas sudah
nampak dan diperoleh walaupun rencana
penged olaan baru dilaksanakan dandievduas. Mash
banyak upaya yang perlu dilakukan dalam
memperkuat kapasitas masyarakat dan lembagadi
desa dalam melaksanakan program yang sudah
ditetgpkan. M ekanisme pengel olaan oleh masyarakat
dan koordinas antar |lembaga dalam pelaksanaan
di lapang masih akan dicoba sgjalan dengan
pel aksanaan rencana pengel olaan desaini. Diakui
bahwa keberlanjutan pendekatan pengelolaan
berbasi s-masyarakat sebagaimanadihasilkan dan
dicobadi Sulawes Utaraini belum pasti karenanya
dibutuhkan bebergpatahun lagi sebelum kitayakin
bahwa model/contoh yang dikembangkan di
Sulawes Utaraini sesuai untuk diterapkan di Indo-
nesia secara umum dan di Sulawesi Utara secara
khusus.

Kemguan dan has| nyatajugatelah diperoleh

di tingkat propinsi dan kabupaten dalam
melembagakan contoh pendekatan yang dilakukan
oleh Proyek Pesisir dalam pengel olaan sumberdaya
wilayah pesisir-berbasis masyarakat ini kedalam
program pemerintah setempat. Hasil spesifik yang
diperolehantaralain:

- Meningkatnya dukungan di antara lembaga-
lembagautamadi tingkat Proping dan Kabupaten
(khususnya Bappeda dan Dinas Perikanan dan
Kdautan) bagi program pengelolaan sumberdaya
wilayah pesisir berbasis masyarakat yang
dikembangkan oleh Proyek Pesisir khususnya
DPL untuk disebarluaskan dan diterapkan di
desa-desalain.

- Pengakuan bahwa pendekatan pengelolaan
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Bentenan-Tumbak

Talise

Blongko

¢ Penghutanan kembali | o
mangrove berjalan
dengan baik

= Distribusi dan suplay
air bersih diperbaiki .

tanggul

Berduri dapat di
control

+ Mata pencaharain .
pengganti bagi
pengguna bahan
peledak dan racun
sudah dikembangkan
(seaweed, perahu
motor katinting, .
budidaya kerang)

Berkurangnya banjir di |
Pulau Kinabohutan
lewat construksi

Sertifikat tanah

dilarang untuk
mencegah erosi
Mata pencaharian
tambahan lewat
pengadaan motor .
katinting dan kerajinan
tangan mulai
dikembangkan
Penanaman kembali
mangrove sudah

* Penetapan DPL

Ketersediaan air
bersih semakin baik
di desa lewat
penambahan pipa
dan konstruksi air

» Berkurangnya sebanyak 220 telah bersih ke
aktivitas pemboman diperolah oleh lingkungan
ikan dan masyarakat penduduk
penambangan karang |« Penambangan karang |e Kesehatan dan

s Populasi Bintang Laut dan pasir sudah mulai kebersihan

masyarakat semakin
baik lewat
pengadaan MCK
dan sumur gali.
Meningkatmya
kelimpahan dan
spesies ikan di
dalam Daerah
Perlindungan Laut
(DPL)

» Penetapan DPL di dilakukan oleh « Meningkatnya
Desa Tumbak kelompok-kelompok tutupan karang di
masyarakat. dalam DPL

Tabel 4. Contoh-contoh hasil nyatadi tiap desa Proyek Pesisir di Sulawes Utara

berbasis-masyarakat yang dikembangkan oleh
Proyek PesiSr sebagai uji cobadan punyapotens
yang baik untuk dipakai sebagai model/contoh
program desentralisas sesuai UU No 22 tahun
1999 mengenal otonomi daerah dan karenaitu
keinginan untuk secara adaptive mencoba
pendekatan baru untuk mengembangkan strategi
penyebarluasan mode secaralebihluaslagi (scal-
ing-up model).

- Meningkatnya pemahaman dan diskusi-diskus
mengenai proses dan sumberdaya yang
dibutuhkan dalam keberhasilan upaya
penyebarluasan modd daam program pemerintah
daerah.

- Kesgpakatan bahwaupaya penyebarl uasan (scal-
ing-up) dapat dimula melalui program dan
lembagayang adadi daerah dan melalui usulan
dana APBN/APBD untuk memulai replikas di
tingkat Kabupaten (Minahasa) dan Propinsi
(Sulawes Utara). Replikas sementaradilakukan
di Kecamatan Likupang sedangkan contoh
PSWP-BM sudah mulal diadops oleh lembaga

donor lainnya seperti ICA dan masyarakat
Sekitar.

- Sementara diagendakan oleh DPRD untuk

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Minahasamengenai PSWPT-BM
Sebelum Proyek Pesisir ini berakhir, maka

diharapkan berbagai capaian dan hasil yang dapat

dil
ad

ihat, ditinggalkan dan diteruskan oleh masyarakat
dah antaralain:

Daerah Perlindungan Laut (Marine Sanctuary)
di tigp desa Proyek Pesiair dibentuk dan berjalan
dengan baik.

- Rencana Pengelolaan dapat dilaksanakan,

dievaluas dan dilembagakan oleh Pemda.

- Pusat Informas SumberdayaWilayah Pesisir di

Desadibangun dan dimanfaatkan.

- Ekoturisme berbasis masyarakat di Talise dan

Bentenan berkembang.

- Sanitad lingkungan masyarakat meningkat.
- Banjir dan eros berkurang.
- Hutan bakau, terumbu karang dan lamun
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- Hutan dan satwalangkadilindungi dan lestari

- Agroforestry dan kegiatan pertanian berkembang
dengan baik.

- Sumber mataair terlindungi.

- Kegiatan penangkapan ikan secara destruktif
berkurang dan dilarang.

- Adanyakesgpakatan ddam menydesaikan konflik
dalam menentukan areal pemanfaatan diantara
penggunasumberdayalaut di desa(terutamadi
Tdisedan Bentenan -Tumbak)

- Kelompok Pengelolaaktif dan berperan dengan
baik.

- Masyarakat mampu memahami dan menangani
Isu secaramandiri.

- Kemampuan dalam melakukan evaluas secara
partisipatif untuk pelaksanaan Rencana
Pengel olaan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

- Aturan-aturan yang sudah dikembangkan
ditetapkan dil aksanakan (penegakan aturan)

- Berkembangnyameatapencaharian tambahan yang
berkelanjutan.

Kesmpulan

Dari pengalaman Proyek Pesisir dalam
memfadlitaa PSDWP-BM makasgumlahpdgaran
dan kesmpulan dapat dirangkum. Dokumentasi
pembel g aran dari kegiatan Proyek PesiSir ini sgiak
tahun 1999 sudah dilakukan oleh Learning Team
Institut Pertanian Bogor dan sudah dipresentasikan
ddam Learning TeamWorkshop di Bogor danditulis
dalam beberapa dokumen (Sondita et.al. 1999,
2000, 2001). Pelgjaran dan kesimpulan yang
dipaparkan berikut ini sebagiannyamungkin sudah
dipaparkan dalam dokumen-dokumen tersebui.

Rasamemiliki masyarakat terhadap rencana
pengelolaan merupakan hal yang penting dan
membutuhkan partisipasi nyata dari masyarakat
dalam tahap-tahap perencanaan dan pel aksanaan.
Masyarakat desadi wilayah pesisir gpabiladilatih
dan diperkuat kemampuan dan kapasitas mereka
serta diberi kepercayaan secara partisipatif akan
mampu bertanggungjawab secara baik dalam
mengel olasumberdanadan sumberdayasecarabalk,
mampu melakukan pemantauan/monitoring kondis
sumberdayapesisir secaratepat sertadapat dirubah
dari pemanfaat murni sumberdayamenjadi pengelola
sumberdaya mereka sendiri.

Peningkatan pengembangan kapasitas
masyarakat dan kelompok yang bertugas untuk

melaksanakan rencanan pengelolaan harus
mendapatkan perhatian serius dan penekanan utama
selama proses persigpan, perencanaan, bahkan
harus dilanjutkan sampal padatahap pel aksanaan.
Tanpakapasitasyang cukup bagi pengel olaan maka
kemungkinan keberhasilan secara berkelanjutan
akanaulit dijamin.

Program pengelolaan sumberdaya wilayah
pes Sr-berbas smasyarakat harusdipandang sebagal
pendekatan pengelolaan bersama (co-manage-
ment) atau secarakolaboratif dimanamasyarakat
dan pemerintah setempat (di desa, kecamatan dan
ditingkat kabupaten) secara aktif bekerjasama
selama proses perencanaan dan pelaksanaan.
Partisipas masyarakat akan sangat efektif apabila
diintegrasikan sejak awal proses perencanaan
bersamaan dengan keterlibatan aktif dari lembaga
permerintah. Karena belum ada pengalaman dan
tradis yang cukup panjang menyangkut “ bottom-
up planning” dan partispas masyarakat yang nyata,
penekanan dan perhatian pada pengembangan
kapaditas sangat penting bagi pengelolaan berbasis-
masyarakat.

Dukungan dari pejabat pemerintah ditingkat
kabupaten dan propins akan juga mempercepat
kemungkinan keberhasilan program. Demikianjuga
di tingkat desa, dukungan yang kuat dari pemimpin
setempat pada saat memulai proses perencanaan
akan menjamin bahwa proses perencanaan tersebut
berhasi| dan mempercepat waktu yang dibutuhkan
dalam mengembangkan rencana pengelolaan. Bila
dukungan yang kuat dari masyarakat sudah dibangun
dan rencana pengel olaan sudah ditetapkan maka
perubahan dalam kepemimpinan di desa akan
memberikan dampak yang kecil atau tidak
berpengaruh terhadap keberhasi|an pel aksanaan.

Ketrampilan dan komitmen pendamping
masyarakat merupakan syarat utamakeberhasilan
program, namun demikian masih diperlukaninvestas
bagi pengembangan kapasitas dari pendamping
lapangan terutama dalam ketrampilan dan
kemampuannyauntuk pengembangan masyarakat,
menumbuhkan partisipasi masyarakat dan
pengelolaan pesiSr terpadu.

Pelaksanaan awal perlu dilakukan untuk
membangun dukungan masyarakat bagi konsep
Pengel olaan SumberdayaWilayah PesSr - Berbasis
Masyarakat, menciptakan kepercayaan masyarakat
terhadgp lembagayang membantu masyarakat ddam

130



Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat ...........cccccoccveennee.

proses dan membantu meningkatkan kemampuan
kapasitas masayarakat dalam perencanaan dan
pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis-
masyarakat. Pelaksanaan awd jugaberperan sebaga
ujicobapel aksanaan pengel olaan dan prosesbelgar
masyarakat dalam pengelolaan pesisir berbasis
masyarakat. Mengingat tujuan pelaksanaan awd di
atas, maka jenis pelaksanaan awal tidak terlalu
penting tetapi harus didasarkan pada keinginan
masyarakat dan proses dalam menentukan jenis
pelaksanaan awal tersebut. Karena itu kegiatan
seperti MCK, pusat informasi, mata pencaharian
tambahan dll. cocok untuk ditetapkan/diterima
sebagai kegiatan pelaksanaan awadl.

Lembagayang terlibat memerlukan kerjasama
dan keterlibatan dengan masyarakat sampai tahap
pel aksanaan rencanapembangunan dan pengd olaan
sudah berjaan dengan baik. Lembagayang terlibat
harus tinggal di lokas sampai masyarakat sudah
benar-benar dgp dan memiliki kepasitasyang cukup
untuk secara mandiri mengelola sumberdaya
mereka. Lembagaatau badan pengelolalokal yang
dibentuk sudah harus terorganisas dan berjalan
dengan baik sebelum lembagayang terlibat ditarik/
keluar dari masyarakat. Penarikan lembagadari desa
harus dilakukan secara perlahan-lahan.

Metode partispas harusmenggunakan metode
forma daninformal. Secaraformal adalah melaui
pertemuan masyarakat, diskus dan presentas lewat
lembagaforma yang adadi desatermasuk sekolah,
organisas keagamaan, arisan, dll. Secarainformal
meldui diskud tatap mukaantaraindividu, dari rumah
kerumah, di tepi pantai dan jalan, dan keterlibatan
dalam kegiatan sosial dan produktif dalam
masyarakat seperti dalam pestakawin, ulang tahun,
kematian, menangkap ikan, panen dll. Metode/
pendekatan informa memiliki nilai yang samadan
bahkan |ebih penting daripada pendekatan formal
namun metode informal memerlukan waktu yang
panjang tetapi kadangkala lebih efektif daripada
metodeformdl.

Setelah rencana pengel olaan disepakati, maka
untuk menjamin keberlanjutannya dibutuhkan
jaringan kerjasamadan keterlibatan dengan luar dan
loka yang mendukung rencana pengel olaan tanpa
memandang apakah lembaga tersebut dari LSM,
universitasmaupun lembagapemerintah.

Proses pembuatan Rencana Pengel olaan dan
Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir -

Berbasis Masyarakat memer|ukan waktu minimal
satu tahun. Untuk mendapatkan rencanaberbasis
masyarakat yang efektif memerlukan proses
partigpatif yang tinggi dan dukungan dari mayoritas
masyarakat sehingga membutuhkan waktu yang
lama. Apabiladibentuk kurang dari satu tahun maka
kemungkinan untuk kelanjutan dan keberhadlan sulit
di capa aau dipertahankan. Pengdaman di berbaga
negaraseperti Flipina, untuk membangun komitmen
dan kemampuan kapasitas masyarakat dalam
pengelolaan berbasis-masyarakat memerlukan
waktu yang panjang.

Perubahan lingkungan dan kondis sumberdaya
tidak akan nampak dalam waktu singkat dan
diperlukan beberapa tahun setelah rencana
pengelolaan tersebut di sepakati dan
diimplementasikan sampai perubahan ini mula
kelihatan. Dampak terhadap masyarakat bahkan
membutuhkan waktu yang lebih lama daripada
perubahan lingkungan. Pada beberapa kasus
intervens khusus seperti daerah perlindungan dapat
menunjukkan hasil yang lebih cepat seperti dalam
peningkatan dan perubahan terhadap kelimpahan
ikan, keanekaragaman species dan tutupan karang
- perubahannya dapat diperoleh minimal dalam
waktu satu tahun. Dalam hal produks perikanan
disekitar daerah perlindungan laut, sebagaimana
pengalaman di Filipina dan Pasifik Selatan,
diperlukan waktu antara tiga sampai lima tahun
setel ah daerah perlindungan ditetapkan.

Untuk mencapai keberhasilan pendekatan
berbasis-masyarakat hal yang penting adalah
perlunyamenempatkan secaratetap tenagapenyuluh
lgpangan yang berpengad aman danterlatih yang akan
memotivasi, mengkoordinasi, menfasilitas dan
melatih masyarakat dalam kegiatan-kegiatan
pengelolaan berbasis-masyarakat di desa.
Sumberdaya dan perhatian khusus dalam
membangun kapasitas sumberdaya manusiauntuk
program-program berbasis-masyarakat perlu
dilakukan sgjak dari awal yang di barengi dengan
pel atihan jangka pendek yang mampu diterimaoleh
masyarakat desadapat dilaksanakan jikaadatenaga
penyuluh lapangan yang mencurahkan waktu dan
tenaganyasecarapenuh di desa.

Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah
dalam mendorong desentralisasi pengelolaan
sumberdayawilayah pessir untuk menjamin kuditas
dan kelestarian sumberdayawilayah pesisr dimana
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banyak penduduk miskin menggantungkan hidupnya
sangat diperlukan. Program-program desentralisas
dapat lebih efektif/murah biayanya, lebih adil/
seimbang dan lebih lestari/berkesinambungan
dibanding program-programterpusat (centralized).
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PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
PRAKTEK PENGELOLAAN PESISIR SECARA TERPADU

TITAYANTOPIETER
Conservation Partner ship, The Natur e Conservancy, I ndonesia Program Office
tpieter @tnc.org

EVOLUS : NGO ViaORNOP keL SM

Konferens Stockholm 1972 secaraeksplisit
mengidentifikas tanggung jawab pemerintah daam
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
(Patterson & Theobald, 1999: 157). Kendati
demikian banyak pihak berpendapat bahwasecara
implisit Konferens ini merupakan awal pelibatan
pihak non-pemerintah, utamanya setel ah disadari
bahwa pemerintah tidak mungkin secara efektif
melakukan seluruh upaya perlindungan dan
pengel olaan tersebut (lihat misalnyaKhoda, 1997;
Parker dan Selman, 1999; Filho, 1999).

Padaakhir dasawarsa1970an itu pulatumbuh
pesat wacana perencanaan pembangunan ekonomi
maupun pengel ol aan dan pemanfaatan sumberdaya
dam. Ini yang kemudian me ahirkan dikotomi rentang
perencanaan yang menempatkan pemerintah di satu
ujung (formal) dan masyarakat di ujung yang lain
(perencanaaninforma atau ketiadaan perencanaan).
L embaga SwadayaMasyarakat (LSM) hadir dan
secaraprogresf menjembatani dikotomi ini, sehingga
terbentuklah segitiga Pemerintah - Masyarakat -
LSM (lihat misalnyaHaeruman, 1992). Tidak jelas
apakah “ segitiga’ serupa secarakhusus dijumpai
pulapadapenge olaan wilayah pessir.

Sgak 1978 saat dibentuknya Kantor M enteri
Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup (PPLH), Menteri PPLH mendorong
peranserta berbagai kalangan di luar pemerintah
daam upayapenyadaran dan pengd olaan lingkungan
hidup. Kelompok utamayang didekati termasuk:
pengusaha, ulama, mahasiswa dan pencintaalam
serta kelompok minat atau hobi yang berkaitan
dengan satwa dan fauna. Sebagian kelompok ini
secarainformd dirangkul olehMenteri PPLH ddam
Kelompok 10 yang terutamaaktif dalam kegiatan
penyadaran.

Sgumlah organisas pencintaalam kemudian
pada bulan Oktober 1980 membentuk Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang
independen dari pemerintah kendati awalnya
memperoleh bantuan dana tidak mengikat dari
pemerintah. ParaanggotaWalhi disyaratkan bukan
merupakan organisas pemerintah. Walhi dengan
demikian merupakan jgaring pertama organisas
non-pemerintah (Ornop) yang bergerak di bidang
lingkungan hidup di Indonesia. Walhi ketika itu
diharapkan menjadi mitradalam perencanaan dan
pengel olaan lingkungan termasuk menjadi pemasok
pendekatan dternatif padabidang-bidang yang tidak
dapat secaraefektif ditangani oleh pemerintah.

Arti penting keberadaan Ornop ini lebih lanjut
ditegaskan dalam Undang-undang No. 4/1982
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Undang-undang ini secara formal
menggunakanidtilah LembagaSvadayaM asyarakat
(LSM) untuk mendefinigkan*“organisad yang tumbuh
secara swadaya, atas kehendak dan keinginan
sendiri, di tengah masyarakat, dan berminat serta
bergerak dalam bidang lingkungan hidup” (pasal 1
:12, UU 4/1982). Dalam pengertian organisasi
termasuk pula kelompok swadaya masyarakat
(Penjelasan Umum, UU 4/1982) . Undang ini
menempatkan pemerintah sbaga pemegang kenddi
utama, sedangkan LSM berperan sebagai
“penunjang bagi pengeolaan lingkungan hidup” (Bab
V : Kelembagaan, pasal 19, UU 4/1982). LSM
secaratidak langsung diberi peran sebagai perantara
antarapemerintah sebagal penge oladan masyarakat
yang secara implisit memperoleh posis obyek
kegiatan.

Untuk keperluan makdahini, istilah Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) digunakan sebagai
padanan istilah Non Government Organization
(NGO) atau Private Voluntary Organization (PVO),
dan mencakup pula Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM).
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Mimikri dan Adaptas

Secara bertahap alam melakukan seleksi
sehinggahanyakomponen yang unggul yaitu yang
mampu beradaptas padalingkungan tertentu yang
baka bertahan hidup (Wallace, 1962; Darwin,
1964). Prosesini diawali dengan keragaman dan
ciri yang merata serta akan berujung pada
spesidisas. Sosok LSM lingkungan di Indonesia
mengaami pulaproses serupa.

Pada awanya LSM cenderung menangani
segd akegiatan yang merekahadapi di lokas binaan
atau lokasi kerjanya. Secara bertahap LSM akan
cenderung memilih aspek tertentu untuk mereka
gduti secaraintensf. Sebagaimanakomponen hayati
dalam ekosistem, LSM mulai dengan diversifikas
kegiatan sebagal tanggapan atas kelimpahan tetapi
kemudian akan tergiring secara alami untuk
mel akukan spesidisas.

Tipologi LSM dapat didasarkan padaberbaga
hal seperti (1) lokas (misal Pulau Barang Cedi Vs
Depapre, (2) cakupan geografiswilayah kerja(misa
nasona VsProving Sulawes UtaraVsKabupaten
MinahasaVsKecamatan TengaVsDesaBlonko),
(3) sektor garapan (misal pertanian dataran tinggi
Vs budidaya rumput laut atau ikan kerapu), (4)
keterlibatan dalam perumusan kebijakan
(pendampingan tanpa sasaran kebijakan Vs
perumusan dan pembahasan kebijakan), (5) dians
ke organisasi induk (lokal Vs nasional Vs
internsond).

Tetapi sscaraumum LSM memiiliki cri-ciri: (1)
Minat dan perhatian yang khas (kawasan geogréfis,
isu) padakontekswaktu tertentu, (2) Pengetahuan
lokal pada satu atau banyak aspek yang berkaitan
dengan pengelolaan, (3) Keberpihakan (nihil sampal
mutlak) dan (4) Akseske sumber-sumber (informas,
dana) eksternal. Ciri ini dapat berfungs sebagai
ambang dalam menentukan peran LSM dalam
pengel olaan sumberdaya.

Daam kaitan pengel olaan keanekaragaman
hayati dan sumberdaya alam, kegiatan LSM
kelihatan mencakup spektrum yang amat luas.
Spektrum kegiatan itu meliputi: (1) penyadaran, (2)
pendampingan dan pengembangan konstituensi
(pengorganisasian masyarakat), (3) penggalangan
peranserta para pihak dan integrasi kepentingan
secarahorizontal (isu, geografis) maupun vertika
(antar jenjang kewenangan mulal dari lokal desa

sampal nasional), (4) penguatan kapasitas, (5)
advokas kebijakan, dan (6) memperluas dampak
program (lihat jugaAliadi dkk, 2000).

Sebagian (besar) LSM melakukan aneka
kegiatan tersebut secara tumpang tindih. Ini
tampaknya berakar pada kenyataan bahwa
kebanyakan LSM dibentuk agar mampu bereaksi
secaraoportunistik padakesempatan dan tantangan
yang ada. L SM berusahamenangani segalamacam
pekerjaan, bahkan kadangkalayang tidak didukung
sekalipun oleh kapadtasinternd.

Kendati sedikit, ada pula LSM yang secara
sadar melakukan spesialisas dan sgjak semula
dibentuk untuk menangani ha khusus. Contoh LSMVI
semacam ini adalah Indonesian Centre for Envi-
ronmental Law (ICEL) yang bergerak dalam
hukum lingkungan dan kgian kebijakan. Contohlan
adalah Yayasan Terumbu Karang Indonesia
(Terangi) yang bergerak dalam penyadaran serta
kajian kebijakan berkaitan dengan terumbu karang.
Spesidlisasi dapat juga terjadi jika suatu LSM
melakukan diversifikas dan kegiatan (-kegiatan)
“anakan” itu tumbuh pesat sehinggalayak memilah
diri menjadi lembagamandiri. Contoh pertumbuhan
semacam ini adalah Forest Watch Indonesia (FW1)
yang tumbuh dari kegiatan pemantauan pengel olaan
produks hutan yang dilakukan Yayasan Telgpak.

Dampak lanjutan spesidisad addahtumbuhnya
jgaring yang menghimpun organisas dengan minat
sama pada aspek tertentu pengel olaan sumberdaya
dan keanekaragaman hayati. Organisasi atau
kelompok anggota dengan demikian dapat |ebih
leluasamengembangkan kegiatan dan aspek tertentu
kemampuannya dengan memanfaatkan sinergi
berjaringan. Contohjaringan semacamini antaralain
Jaringan Pesisir dan Laut (Jaring Pel@), Jaringan
Pendidikan Lingkungan (JPL), Jaringan Komunikas
Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forum Komukinas
Kehutanan Masyarakat (FKKM) dan Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara(AMAN).

Dalam kaitan ini menarik diamati bahwa
banyak organisas (umumnyayang berbasislokas)
di saat yang bersamaan menjadi anggotabeberapa
jaringan. Ini dapat merupakan cerminan urgensi
aneka masalah yang digeluti, tetapi juga
mencerminkan sifat oportunistik LSM yang kerap
dituntut oleh keadaan atau konstituennya untuk
menangani anekabidang secarasmultan.
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Praktek Pengelolaan Pesisir Secara Ter padu

Kelestarian keanekaragaman hayati dan
sumberdayadam merupakan persnggungan antara
tiga domain: ekonomi, sosial dan lingkungan
(McLaren, 1998). Ketigadomainini harusdibina
dan dikembangkan secara saling mengis, secara
terpadu. Pengelolaan pesisir secaraterpadu adalah
pendekatan penge olaan sumberdayaaam dan jasa-
jasalingkungan yang terdapat di kawasan pesisir
untuk mencapai pembangunan secaraberke anjutan
melalui keterpaduan sektora, lintas bidang ilmu
maupun ekologis (Dahuri dkk, 2001: 5, 12).

Tindakan pengelolaan sendiri meliputi:
penilaian menyeluruh kawasan pesisir, penetapan
tujuan dan sasaran pemanfaatan, perencanan
kegiatan pemanfaatan dan pengel olaan kegiatan
pemanfaatan (Dahuri dkk, 2001: 5). Olsen &
Hale (1997:7) mengusulkan suatu kerangkayang
lebih kompresensif yang meliputi (1) identifikasi
Isu, (2) penyiapan dan perencanaan program, (3)
adopsi formal dan pendanaan, (4) implementasi
dan (5) evaluasi. Berpijak pada pengalaman 50
tahun konservas keanekaragaman hayati melalui
perlindungan habitat daratan dan perairan, The
Nature Conservancy merumuskan kerangka
serupayang dikenal dengan nama Conservation
by Design (UpayaKonservasi Secara Terancang
- CBD).

KerangkaCBD ini terdiri dari empat tahapan
yaitu: (1) penetapan prioritas konservasi, (2)
pengembangan strategi, (3) implementasi, dan (4)
pengukuran hasil (The Nature Conservancy,
2001). CBD memasukkan tahapan adopsi for-
mal dan pendanaan sebagai bagian dari
pengembangan strategi. Tetapi ciri penting
kerangka Olsen & Hale serta CBD adalah bahwa
tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara
mendaur. Hasil pemantauan dan pengukuran
kemajuan pekerjaan kemudian menjadi masukan
untuk perbaikan daur prakarsa berikutnya.
Evauas atau pengukuran hasil merupakan kunci;
pembel g aran memungkinkan perbaikan kinerja
dan perluasan dampak prakarsa.

Untuk setigp tahapan dalam CBD itu, The
Nature Conservancy kemudian mengembangkan
perangkat implementas (tools). Salah satunya
adalah Ste Conservation Plan (perencanaan tapak
konservas -SCP) yang secara sistematik dapat
diaplikasikan mulai jenjang mikro padaskaadesa

atau habitat tunggal sampai skala bentang alam
berupa jaringan (portfolio) kawasan konservas
konvensond.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu
berfungsi untuk: perencanaan kawasan,
pengembangan dan pembangunan ekonomi,
perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya, resolus
konflik, perlindungan keselamatan umum, dan
penataan pemilikan sumberdaya (Cicin-Sain &
Knecht, 1998). Tetapi dalam implementasinya,
Dahuri dan Dutton (2000) mengidentifikes masdah-
masalah seperti: (1) kurangnya pengetahuan
mengenal pesisr danlautan, (2) rendahnyapenilaan
(valuation) padasumberdayapesisir danlautan, (3)
kurangnya pemberdayaan masyarakat dan pengguna
sumberdayapesisir dan lautan, (4) ketidakjelasan
wewenang pengelolaan, (5) rendahnya kapasitas
kel embagaan, dan (6) kurangnyaketerpaduan antar
prakarsa.

Peran StrategisL SM
dan Kendala Pelaksanaan

Identifikas Dahuri & Dutton tersebut tampak
parald dengan kegiatan yang secaraumum digel uti
LSM mula dari upayapenyadaran sampai perluasan
dampak suatu prakarsa. Hakikatnya peran LSM
tampaknya adalah peningkatan peranserta para
pemangku kepentingan dalam perencanaan,
implementas sertaevaluas prakarsa(lihat Anon.
2001, jugaMéltzer, 1998). LSM dapat memainkan
peran kunci dalam pengorganisasian sosa dengan
bertindak sebagai fasilitator, katalisator, pelopor
kepemimpinan dan pemasok kepemimpinan
perdihan.

Daam kaitan ini, LSM dihadapkan pada
tantangan yang cukup luas karena peranserta
memiliki bebergpajenjang mula dari nihil sampai
keleluasaan untuk memegang kendali penuh (lihat
misanyamode Arstein yang diacu Davoudi, 1999).
Dutton (2001) menggunakan ilustrasi kontrol vol-
ume padaperangkat musik sereo. Padass “lembut”
suaramasyarakat nyaristidak terdengar dan nyaris
tidak berperan dalam pengambilan keputusan,
sedang padasis “nyaring” keputusan sepenuhnya
adapadakelompok pemangku kepentingan.

Dalam menggalang peranserta, LSM
setidaknya dihadapkan pada dua kendala: (1) isu
keberpihakan (partisanship) termasuk diterima
tidaknyaintervensi LSM oleh konstituen, dan (2)

140



Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Praktek Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu

| Kendali oleh Masyarakat (Citizen Contral)

| Kewenangan vang didelegasikan sebagian atau penuh

Kewenangan pada pemangku
kepentingan

| Kemitraan (Partnership): neposiasi timbal balik

iplacarion)

Keinginan didengar tetapi tidak selalu dilaksanakan

membuat keputusan

Konsuliasi: Diajak diskusi tetapi tidak memiliki kewenangan

Sekedar simbol peran

I Informasi: Hak-hak dan pilihan masyarakat diidentifikasi

| Pemberian perlakuan terlentu (Therapm)

l Manipulasi: memanfaatkan masyarakat sebagai sckedar

stempel formalitas

Nihil peranserta

Sumber: Davoudi, 1999

Gambar 1. Jenjang peran sertapublik

kapaditasteknis dan kel embagaan untuk melakukan
pengga angan secaraefektif.

Setiap L SM harus secara kritis menentukan
gpakah keberpihakannya (parti sanship) mendukung
Kinerja organisasi dan efektivitas kegiatan.
K eberpihakan merupakan pisau bermata dua. Di
satu Ss, keberpihakan merupakan kunci diterima
tidaknyaL SM oleh konstituen, tetapi di pihak lain
keberpihakan menempatkan LSM pada satu sisi
kepentingan dan menghilangkan kemampuan untuk
berdiri netral. Artinya keberpihakan dapat
menghilangkan kemampuan LSM untuk menjadi
jembatan (conduit) penghubung dikotomi
perencanaan informal (masyarakat) ke kancah
perencanaan formal (pemerintah). Keberpihakan
umumnyamenonjol daam kegiatan LSM advokas.
Walaupun, dapat jugaterjadi bahwakeberpihakan
pada isu (dan bukan pada kelompok konstituen
tertentu misalnya) kemudian menjadi bumerang
ketika kelompok konstituen merasabahwa LSM
sekedar “menggunakan” mereka sebagal contoh
kasus atau wahana pergerakan dan bukan sebagai
tujuan akhir upayaadvokas tersebut.

K eberpihakan jugamerupakan isu pekajika
LSM dihadapkan (atau berhadapan) dengan
pengusaha swasta dalam pertikaian sumberdaya
alam. Keberpihakan secara membabi buta, kerap
melemahkan posis rebut-tawar LSM dan bahkan
dapat merusak kredibilitas. Dibutuhkan perangkat
dantolok ukur yang obyektif untuk menentukan sta-
tus sumberdaya, dan mengembangkan pilihan

pemanfaatannyaoleh banyak pihak (multiple us-
ers) termasuk oleh masyarakat dan pengusaha.
The Nature Conservancy menggunakan
perangkat SCP untuk secara obyektif
menggambarkan prioritas konservasi dan
mengembangkan pilihan-pilihan kebijakan . Prioritas
dan pilihan ini memperhatikan keragaman
sumberdayahayati tanpameminggirkan kepentingan
masyarakat untuk hidup berdampingan dengan
sumberdayahayati di lingkungan mereka.
BSP-Kemaadan paramitranyamenggunakan
pemetaan partisipatif sebagal wahana dan juga
perangkat yang secaraefektif melandas advokas.
Perangkat ini memungkinkan L SM menunjukkan
keberpihakan (lihat misalnya Kirana, 2000 dan
Kirana, 2001). Artinyakenda akeberpihakan dapat
diatas jika LSM dapat menunjukkan tolok ukur
obyektif yang dipaka untuk melakukan pilihan bagi
pemanfaatan sumberdayasecaraoptimum.
Kapasitasteknis dan kelembagaan merupakan
kenddayang didami LSM secaraluas. Ini terutama
menonjol di saat LSM tumbuh menjamur sebagai
tanggapan oportunistik padaperubahan tatanan gov-
ernance sumberdaya hayati di Indonesia saat ini.
Rendahnya kapasitas teknis menyebabkan LSM
hanya mampu mengetengahkan retorika, atau isu
secaradeskriptif dan bukan presktiptif. Pengambil
kebijakan dihadapkan pada daftar masal ah tanpa
gagasan atau usulan pemecahan dan jalan keluar.
K egiatan pengelolaan tidak diperkayaoleh masukan
dari daur kegiatan sebelumnya. Sehingga lama
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kelamaan LSM dapat kehilangan kredibilitas sebagai
penggagas dan fasilitator peranserta pemangku
kepentingan daam pengelolaan.

Kapasitas kelembagaan merupakan sis lain
dari keping kapasitas yang sama. Tidak mungkin
meningkatkan kemampuan teknis dengan
mengabaikan pengembangan kapasitas
kelembagaan. Juga, upayapeningkatan kemampuan
teknis semata tidak akan meninggalkan dampak
jangka panjang jika kapasitas kelembagaan terus
menerusdiabaikan.

Pilihan untuk meningkatkan kapasitasteknis
atau kelembagaan adal ah pilihan yang sulit tetapi
harusdibuat. LSM harus menentukan prioritas, dan
secara bertahap menggerakkan organisasi serta
stafnyake jenjang kapasitas yang lebih tinggi. Ini
tidak pula berarti bahwa upaya penggalangan
konstituen harus ditunda sampai kapasitas LSM
mencapal jenjang tertentu. Upaya penggalangan
tetap dapat dikerjakan, tetapi harus dipadankan
dengan kapasitas yang ada. Selanjutnya,
kesenjangan kapadtasyang diidentifikas padadaur
kegiatan yang pertamaharus menjadi masukan bagi
penetapan prioritas peningkatan kapasitas dalam
daur kegiatan berikutnya.

Pengalaman The Nature Conservancy
menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas dapat
dijembatani sementara lewat bantuan dan
pendampingan teknis. Tetapi LSM sendiri harus
menentukan arah pengembangan kapasitas yang
padan dengan kebutuhannyauntuk berperan secara
efektif dalam pengd olaan sumberdayahayati.

Catatan Akhir

“Dalam kurun waktu lebih dari satu
dasawarsa sejak diundangkannya Undang-
undang No. 4/1982, kesadaran lingkungan hidup
masyar akat telah meningkat dengan pesat, yang
ditandai antara lain oleh makin banyaknya
ragam organisas masyarakat yang bergerak di
bidang lingkungan hidup selain lembaga
swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan
kepeloporan masyarakat dalam pelestarian
fungs lingkungan hidup sehingga masyar akat
tidak sekedar berperanserta, tetapi juga mampu
berperan secara nyata” (Penjelasan Umum, UU
23/1997).

Pernyataan ini secara tidak langsung
mencerminkan evolus yang terjadi padal. SM dan

perannya dalam pengelolaan lingkungan secara
umum. Limabelas tahun sejak UU 4/1982
diundangkan, parapembuat kebijakan tidak melihat
lagi perlunyasecaraeksplisit mencantumkan LSM
dan perannya dalam pengelolaan lingkungan.
Penggalangan, pendampingan dan penyadaran
secaraimplist dianggap telah menjadi bagian dami
organisasi masyarakat. Kebutuhan untuk
merangsang fungs tersebut dengan mendorong
kehadiran dan pembentukan L SM tampaknyasudah
tidak mendesak lagi. Fungs-fungs yang semula
dianggap hanya dapat dilakukan oleh LSM,
dipandang telah dapat dilakukan oleh organisasi
masyarakat “sdan LSM”. Tetapi itutidak otomeatis
menihilkan peran strategisLSM. Sebaliknyaperan
LSM secaratidak langsung telah diakui sebagai
penggal ang peranserta pemangku kepentingan dan
penghubung antara kutub perencanaan formal
pemerintah dan praktek pengelolaan informa pada
jenjang akar rumput di masyarakat.

Munculnya “LSM plat merah” dalam
dasawarsa terakhir menyebabkan kaburnya garis
peran antarapemerintah dan LSM, karenasebagian
L SM menjadi sekedar perpanjangan tangan lembaga
pemerintah dengan baju yang berbeda. Ini
selanjutnyamendorong penggunaan kembali istilah
“Ornop” untuk secarategas membedakan domain
kepentingan yang ditangani. LSM tetap
menginginkan peran alternatif agar menjadi
pengimbang pemerintah dalam kebijaksanaan
pengel olaan sumberdayadan lingkungan.

Pengelolaan pesisir terpadu diharapkan
menjadi solusi dalam perencanaan kawasan,
pengembangan dan pembangunan ekonomi,
perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya, resolus
konflik, perlindungan keselamatan umum, dan
penataan pemilikan sumberdaya (Cicin-Sain &
Knecht, 1998). Jelaslah adanyaruang gerak yang
luasterbukabagi LSM. Tetapi kelihatannyaperan
kunci yang dapat dimainkan LSM adalah pada
penggd angan peransartapemangku kepentingan. Ini
dapat dilakukan LSM melaui berbagai kegiatan
mulai penyadaran sampai penguatan kapasitasdan
advokas kebijakan.

Sqgauhini upayal SM untuk menjadi jembatan
atau pendorong peranserta pemangku kepentingan
dalam pengambilan kebijakan formal tampaknya
belum memperlihatkan hasil secaraluas. Tatanan
governance sumberdaya alam (dan lebih-lebih
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sumberdayapesisr dan laut) masih menjdani proses
pendewasaan. Kutub perencanaan formal belum
dapat secara efektif dicapai oleh kegiatan
perencanaan informal yang mengakar dan
berkembang di masyarakat. Pekerjaan di jenjang
akar rumput belum banyak yang berhasi| dilekatkan
dan dibuat menjadi bagian sstem formal. Hasll
pemetaan partisipatif yang dikerjakan masyarakat,
misalnya, belum banyak yang kemudian menjadi
masukan bagi perencanaan tataruang dan wilayah
yang mendasari kebijakan dan pengambilan
keputusan.

Apakah LSM dapat secaraefektif memainkan
peran tersebut, terpulang kembali padaL SM.
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RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
KECAMATAN CILINCING KOTAMADYA JAKARTA UTARA

1. PENDAHULUAN

Kecamatan Cilincing terpilih sebgai lokasi praktek lapang dalam rangka Pelatihan
Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu 2001. Lokasi yang di pilih adalah Desa Marunda dan
Kecamatan Cilincing. Obyek yang diamati berupa kegiatan budidaya kerang hijau, kegiatan
perikanan tangkap (TPI dan pemukiman), serta kegiatan budidaya tambak dan konservasi.

Kegiatan yang dilakukan berupa identifikasi isu-isu yang berkaitan dengan
pengelolaan sumberdaya, untuk mendapatkan penyebab dan akibat dari isu yang
teridentifikasi, lokasi isu tersebut berkembang, stakeholder, dan upaya penanganan isu yang
telah dilakukan. Hasil akhirnya dituangkan dalam bentuk rencana pengelolaan wilayah
pesisir dan laut Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

2. TUJUAN
Adapun tujuan dari prakiek ini adalah

* Meningkatkan apresiasi para peserta terhadap sumberdaya pesisir dan laut Cilincing,
Jakarta Utara

* Meningkatkan apresiasi para peserta terhadap isu pengelolaan pesisir dan laut

¢ Mempraktekkan hal-hal yang diperoleh dalam pelatihan untuk mengidentifikasi dan
mengkaji isu yang ditemui di lapangan

¢ Melatih untuk menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu

3. HASIL
Hasil praktek lapang disajikan dalam bentuk Tabel. Pengkajian dan pemilihan isu
dilakukan berdasarkan skala prioritas dari berbagai stakeholder yang ditemui di lapangan.

Adapun stakeholder yang terlibat antara lain : Pemda, nelayan, Lembaga Swadaya
Masyarakat, petani kerang hijau, pengusaha dan petambak.
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Daftar Peserta

Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Mama Lengkap Ir. Dodi Febri
1 Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosek Masyarakat
| Pesisir
Alamat Kantor Jin. MT. Haryono No. 09 Telanai Pura Jambi
Telepon 0741-61170, 60991
Faximile 0741-65134
Email .
Nama Lengkap Husein Ahmad, SE
2 Jabatan Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kab.
Kepulauan Riau
Alamat Kantor Jin. Basuki Rahmat Tanjung Pinang Kab.
. Kepulauan Riau
[ Telepon 0771-313144
Faximile 0771-313144
E-mail
Nama Lengkap Ir. Arius, MS. Ph.D
3 Jabatan Dekan Fakultas Perikanan UBH Padang
| Alamat Kanior Jin. Sumatera, Ulak Karang Padang 25133
Telepon 0751-51678, 52096
Faximile 0751-55475
E-mail SASS-UBH@pdg meganetid
Nama Lengkap Ir. Saud Martua Siallagan
4 Jabaten Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Alamat Kantor Jin. Basuki Rahmat Tanjung Pinang Kab.
_ Kepulauan Riau
Telepon 0771-313144
Faximiie 0771-313144
Nama Lengkap Ir. Efriyeldi, Msi
5 Jabaar Staf Pengajar
Alamat Kantor Kampus Bina Widya Kb. 12,5 Pekanbaru
Telepon 0761-63274, 63275 |
| Pl 0761-63275 |
E-mail '
Nama Lengkap Muhammad Muhaimin, Spi |
6 JSabatan Staf Pengajar / Sekertaris INCUNE UNILA____
Alamat Kantor Jin. S. Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng |
- Bandar Lampung 35145 '
Telepon 0721-701609 |
Faximile 0721-702767 |
E-mail Taryani@unila ac.id, m_muhaimin@yahoo.c
Telepon 0812-791 0139
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Nama Lengkap Dr. Ir. Ambaryanto, MSc |
7 Alamat Kanfor Fak. Perikanan dan Iimu Kelautan UNDIP |
Semarang, Kampus Tembalang, Semarang ;
Telopon 024-7474 698 |
Favimile 024-7474 698 |
E-mail Ambari@mdosat et !
Nama Lengkap Ir. Zainuddin, MSi ‘
8 Jabatan Staf Pengajar Universitas Hasanuddin Makassar |
Alamat Kanlor Jur. Perikanan Fak. IImu Kelautan dan |
Perikanan Kampus UNHAS Tamalanrea
- Makassar 90245
Telepon 0411-585189
Faximile 0411-585189 S
E-mail Fikpuh@indosat.net.id
Nama Lengkap Ir. Surodal Santoso, MPT
9 Jabatan Staff Bappeda Kab. Pasir Kalimantan Timur
Alamat Kantor JI. SI. Khaliluddin, Tanah Grogot Kalimantan
Timur |
Telepon 0543 — 21236 |
[ Fasimile 0543 — 21427 |
Telepon 0543 — 23670 ]
Email Surodalahotmail.com [
Nama Lengkap Ir. Romif R Winadi '.
1 O Jabatan Ka. Subbid Perhubungan dan Pariwisata
Alamat Kantor JI. SI. Khaliluddin, Tanah Grogot Kalimantan |
Timur |
[ Telepon 0543 - 21236 |
Faximile 0543 — 21427 |
Nama Lengkap Yudi Rachmadi |
1 1 Jabatan Office Assistant |
Alamat Kantor JI. Sumantri Brojonegoro No. 03 Gedung
Meneng Bandar Lampung |
Telepon 0721-770422 |
Faximile 0721-770422 |
E-mail - I
Nama Lengkap Drs. Kemas A. Ridwan
1 2 Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung
Selatan
Alamat Kanior JI. Indra Bangsawan No. 4 Lampung Selatan
Telepon 0727 — 2326 i
Faximile 0727 — 2326 |
E-mail .
Telepon 0721 — 789120 !
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Nama Lengkap Wahyudi Kumiawan, S Hut. %
1 3 Jabatan PLP. Kasi Penyusunan Program ]
Alamat Kantor JI. Indra Bangsawan No. 26 Kalianda Lampung
Selatan
Telepan 0727 - 2012
| Faximile 0720 — 2012
E-mail =
Nama Lengkap Asep Rujaeni, AKS .
1 4 Jabatan Kepala Urusan Umum |'
Alamat Kantor JI. Raya Desa Banding No. 51 Lampung '|
Selatan |
Nama Lengkap Maturidi Ismail, SH j
1 5 Jabatan Sekretaris Camat Kecamatan Ketapang |
Lampung Selatan
Alamat Kantor Kantor Kec. Ketapang Bangunrejo Lampung
Selatan
Nama Lengkap Hasanuddin, SH
1 6 Jabatan Anggota BPD Tejang Pulau Sebesi |
Alamat Kantor Desa Tejang Pulau Sebesi Kec. Rajabasa 5
Lampung Selatan |
Telepon = |
Faximile "
E-mail & !
Nama Lengkap Agus Yusak |
1 7 Jatiatan Guru SD Neg. 3 Lampung Selatan
: Alamat Kantor SD Neg. 3 Lampung Selatan
Telepon - |
Faxmie i ;
E-mail & I,
Nama Lengkap Audy G.H. Lengkong, S.Sos ;'
1 8 Jabatan Kasubsi Lingkungan Hidup Kantor Camat 5
Likupang, Sulawesi Utara |
Alamat Kantor Jin. Raya Likupang Desa Likupang Satu Kab.
Minahasa, Sulawesi Utara
Telepon =
Faximile .
Nama Lengkap Monique Sumampow
1 9 Jabatan Coastal Policy and planning Specialist PP ;
Manado |
I_Aiamatl(antnr Jin. Wolter Mongisidi No. 5 Manado 1
Telepon 0431-841671 |
Faximile 0431-841672 I
E-mail L 'r'|||E_e.r manado wasantara. nel id |
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20

Nama Lengkap

Habel Jesaya Runtuwene, MBA

Tempat dan Tanggal lahir

Tomohon, 22 April 1948

Instansi

DPRD Kab. Minahasa, Sulawesi Utara

Jabatan Wakil Ketua Komisi D/Pembangunan DPRD
Kab. Minahasa, Sulawesi Utara
Alamat Kantor Jin. Maesa Sasaran No. 1 Tondano |
Telepon 0431-861448 |
Faviniie 0431-861448 !
E-mail = |
Nama Lengkap Dirk H. Mangala |
2 1 Jabaten Ketua Komisi D DPRD Kab. Minahasa, Sulawesi |
Utara
Alamat Kantor Jin. Maesa Sasaran No. 1 Tondano - !
Telepon 0431-321074 :
Faximile 0431-321074 ;
E-mail = i
Nama Lengkap Jesajas Tomasoa, S.Th |
22 Jabatan Ketua Komisi E DPRD Kab. Minahasa, Sulawesi |
Utara
Alamat Kantor Jin. Maesa Sasaran No. 1 Tondano
Telepon 0431-321074
Faximile 0431-321074
E-mail %
Nama Lengkap Drs. Sanjte W. Sajow
2 3 Jabatan Ketua Komisi C/Keuangan DPRD Kab.
Minahasa, Sulawesi Utara
Alamat Kantor Jin. Maesa Sasaran No. 1 Tondano
Telepon 0812-4400184
Faximile 2
E-mail .
Nama Lengkap Ernie Lumingkewas Lewu
2 4 Jabatan Sekertaris Komisi D DPRD Kab. Minahasa,
Sulawesi Utara
Alamat Kantor JIn. Maesa Sasaran No. 1 Tondano
Telepon | 0431-321074
Faximile 0431-321074 _|
E-mail - |
Nama Lengkap Ir. Dolfie J. Wowiling
2 5 Jabatan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.
Minahasa
Alamat Kantor Kelurahan Roong Kec. Toulimambot Kab.
Minahasa, Tondano
Telepon 0431-321088
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Faximile 0431-321088 |
E-mail = |
Nama Lengkap Drs. Priyo Sardjono, MSi i
Jabatan Staf Seksi Kependudukan Bidang Pembinaan
Sosial Budaya Bappeda Prop. Jawa Tengah |
Alamat ko Jin. Pemuda 127 — 133 Semarang |
Telepon 024-3515591 pswt 236 ,'
Faximile 024-3546802 |
E-mail Lippdjig e indosatnet il |
Nama Lengkap Ir. Atie Haratinie
Jabatan Kepala Seksi Potensi dan Data Dinas Kelautan
dan Perikanan Kalimantan Tengah
Alamat Kantor Jin. Brigjen Katamso No. 2 Palangkaraya,
Kalimantan Tengah
Telepon 0536-29663
Faximile 0536-29663
E-mail 2
Nama Lengkap Drs. Johanes Rain Tukan
Jabatan Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan
Kelautan Kupang
Alamat Kantor Jin. Polisi Militer No. 1 B Kupang |
Telepon 0380-832868 :’
Faximile 0380-833664 |
E-mail p |
Nama Lengkap Sukandar, S.Sos |
Jabatan Staf Bidang Pengembangan SDA dan |
Prasarana Wilayah Bappeda Propinsi .
Kalimantan Timur |
Alamat Kentor Jin. Kusuma Bangsa No. 2 Samarinda ;
Telepon 0541-737551 !
Faximile 0541-742283 |
E-mad - |
Nama Lengkap Ir. I Made Sudarsana |
Jabatan Kepala Seksi Sumberdaya Non Hayati Dinas
_____ __|Kelautandan Perikanan Denpasar |
Alamat Kantor Jin. Pattimura No. 77 Denpasar |
Telepon 0361-227926 |
Faximile 0361-227926 |
E-mail : '
|
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Nama Lengkap Ary Kristiyani, S.P |
|
3 1 Jabstan Supporting Staf Program Proyek Pesisir
Kalimantan Timur
Alamat Kantor Jin. RE. Martadinata, RT 28 RW 10 No. 03 |
Mekar Sari Balikpapan |
Telepon 0542-731016 f
Faxmile 0542-731858
E-mail p-pesisice balikpapan wasantara. net.id
Nama Lengkap Elisabeth Bemadine Wetik, 5.5i
3 2 Jabatan Supporting Staf Program Proyek Pesisir
Kalimantan Timur
Alamat Kantor Jin. RE. Martadinata, RT 28 RW 10 No. 03
Mekar Sari Balikpapan
Telepon 0542-731016 |
Faximile 0542-731858 i
E-mail p-pesisird balikpapan 1_.!.';|:-_*.;_L_nl:_1_ra._m |
Nama Lengkap Eka Sriutami, S.Pi :
3 3 Jabatan Supporting Staf Program Proyek Pesisir
Kalimantan Timur
Alamat Kantor JIin. RE. Martadinata, RT 28 RW 10 No. 03
Mekar Sari Balikpapan i
Telepon 0542-731016 '.
Faimie 0542-731858 .’
E-mail p-pesisird balikpapan. wasanlara net ad |
Nama Lengkap Kusdi Hi Tksan, S.Pi |
3 4 Jabatan Staf Pengajar Universitas Khairun Ternate |
Alamat Kantor Jin. Bandar Udara Babullah, Temate
Telepon 0921-21550
Faximile 0921-21550
E-mail
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Daftar Panitia

Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Dr. Dietriech G. Bengen

Koordinator peogram Proyek Pesisir PKSPL-IPB

M. Fedi A. Sondita
Leamig Team Proyek Pesisir PKSPL-IPB

Neviaty P. Zamani
Learning Team Provek Pesisir PKSPL-IPB

Bambang Haryanto
Learmning Team Proyek Pesisir PKSFL-IFB

Amiruddin Taher
Learming Team Proyek Pesisit PKSPL-IPB

Burhanuddin
Learning Team Proyek Pesisir PKSPL-IPB

Sri Kholiyasih
Office Manager Proyek Pesisir PKSPL-IPB

Frida Nursanti
Sekretans Proyek Pesisir PRKSPL-IPB

Pasus Legowo
Publication Uit Proyek Pesisir PKSPL-IPB

Pepen S. Abdullah
Fublication Unit Proyek Pesisir PESPL-IPB

Mana Anggrain
Perpustakaan Frup:l: Pesisir PESSPL-IPB

Vitri Karina
INCUNE Proyek Pesisic PRSPL-1PB

Achmad Rizal

Joumal Pesisic Assistant
Proyek Pesisir PESPL-IPB
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L APORAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
PENGELOLAANWILAYAH PESISIR TERPADU

Assdlammu’ dalkum Wr. Wh.

Pertama-tamamarilah kita panjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang MahaKuasa, karenahanyaatas
rahmat dan karunia-Nyakitadapat berkumpul di Hotel Permataini untuk mengikuti acara pembukaan
Pelatihan Pengel olaan Wilayah Pesisir Terpadu.

Pelatihan yang berlangsung dari tanggal 29 Oktober - 3 November 2001 atas kerjasama antara
Pusat Kgjian SumberdayaPesisir dan Lautan (PKSPL) I1PB dan Proyek Pesiar, diikuti oleh kurang lebih
35 pesertayang berasal dari perguruantinggi (UNHAS, UNDIP, UNILA, UBH, UNRI dan Universitas
Khairun Ternate) Proyek Pesisir Sulawes Utara, Lampung dan Kaimantan Timur, Dinas Kelautan dan
Perikanan Prop. Jambi, Bali, Kdimantan Tengah, Kab. Minahasadan Lampung Selatan, Dinas Pemukiman
dan SarnaWilayah NTT, Dinas Kehutanan Kab. Lampung Selatan, Kecamatan Rajabasa, K etapang
Lampung Selatan, BPD Tejang Pulau Sebesi, Guru SD Negeri 3 Taman Sari Palembang, Kecamatan
Likupang Kab. Minahasa, DPRD Kab. Minahasa, Sulawes Utara, BAPEDALDA Kab. Kepulauan Riau,
Pemerintah Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Timur, Sulawes Utara, Nusa Tenggara Timur dan Jawa
Tengah.

Pdatihanini dirancang di samping untuk meningkatkan wawasan dan kuditasparagkademis, pemerhati,
pengeloladan praktis dalam pengelolaan wilayah pesisir, juga sebagai wacana untuk saling bertukar
pengdaman daninformas dalam pengel olaan wilayah pessr terpadu. Pdatihanini menjadi sangat penting
dan strategis mengingat padasaat ini sumberdayawilayah pesisir memerlukan perhatian khusus utnuk
dikelolasecaraoptimal dan berkelanjutan. Dalam melakukan upayaini, selain diperlukan sumberdaya
manusiayang berkuditas, jugadiperlukan komitmen dan aks nyatadalam mengd olasumberdayawilayah
pesiSr secaralestari.

Dengan demikian gpayang dihargpkan di atas sangatlah sesual dengan tujuan yang ditetapkan daam
pelatihan ini, yaitu untuk meningkatkan kemampuan baik perseorangan maupun kelompok kerjapara
pesertadalam pengel olaan wilayah pesisir terpadu. Tujuan ini akan dicapal melaui dua sasaran pokok,
yakni : (1) memberikan informas tentang konsep pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, dan (2)
meningkatkan pemahaman dan kemampuan para peserta dalam pengel olaan wilayah pesisir terpadu,
sehingga pada gilirannya para peserta akan dapat menyusun suatu perencanaan, pelaksanaan dan
pengeva uasian program pengel olaan wilayah pesdr itu sendiri.

Pel atihan yang dil aksanakan di kel as dan | gpangan dengan menggunakan metode penggjaran secara
interaktif, presentas, diskus, studi kasus dan praktek Iapang, tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa
adanyapenggar daninstruktur yang berpengalaman di bidangnya. Karenaitu padakesempatanini kami
mengucapkan terimakasi h kepada parapenggar dan instruktur yang tel ah bersediauntuk memberikan
materi dalam pelatihan ini. Juga kepada para panitia pelaksana yang telah bekerja keras dalam
mempers gpkan pel aksanaan pdatihan ini, sayaucapkan terimakasih.

Wassdlammu' dalkum Wr. Wh.

Pemimpin Pdatihan
(Training Leader)

Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA
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